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iA B S T R A K
PREDIKSI PENERAPAN YURISDIKSI PERADILAN PIDANA
INTERNASIONAL KE DALAM YURISDIKSI PERADILAN PIDANA
INDONESIA UNTUK MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL
DI INDONESIA MENURUT  STATUTA ICC
Dalam sidang UN Diplomatic Conference of Penipotentiaris on the
Establishment of an International Criminal Court yang diselenggarakan di Roma
pada tanggal 15 Juni - 17 Juli 1998  telah diputuskan dan ditandatangani
pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang kemudian dikenal dengan
The Rome Statute of International Criminal Court, UN Doc.A/Conf. 183/9
(17 Juli 1998).
Kemudian sejak tanggal 1 Juli 2002 Statuta ICC telah berlaku efektif
karena pada tanggal 11  April 2002 telah 66 negara meratifikasinya berarti syarat
ratifikasi  60 negara telah  terpenuhi.
Pembentukan ICC tersebut merupakan puncak dari perjuangan cita-
cita segala bangsa yang panjang untuk mengadili dan menghukum pelaku
kejahatan kemanusiaan yang berat dan menggugah nurani, yaitu kejahatan
Genosida (the Crime of Genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes
Against Humanity), kejahatan perang (War Crimes) dan kejahatan agresi (the
Crimes of Aggression).
Walaupun hanya sebatas peserta konperensi, Indonesia telah
mengantisipasi pemberlakuan ICC tersebut dengan mengundangkan UU
No.  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Merupakan kewajiban internasional setiap negara termasuk Indonesia
untuk menerapkan yurisdiksi kriminal ICC ke dalam yurisdiksi kriminal
nasionalnya dengan terlebih dahulu mengadopsi atau mentransformasikannya
ke dalam hukum nasionalnya dengan cara pengesahan yaitu ratifikasi
(ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan
(approval). Pengesahan perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum
nasional suatu negara tersebut merupakan hak berdaulat setiap negara yang
diakui oleh hukum internasional.
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A B S T R A C T
THE PREDICTION OF THE APPLICATION OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT JURISDICTION INTO THE INDONESIAN COURT
TO JUDGE INTERNATIONAL CRIMES IN INDONESIA ACCORDING
TO STATUTE OF ICC
In the meeting of UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the
establishment of an International Criminal Court held in Roma on June 15 - July
17, 1998,  the establishment of International Criminal Court was stipulated and
signed that is later known as the Rome Statute of International Criminal Court,
UN Doc.A/Conf. 183/9 (July 17, 1998).
Hence since July 1, 2002 the Statute of ICC has been effective because
on April 11, 2002 there have been 66 countries that ratified it. It means that the
requirement of ratification of 60 countries has been met.
The establishment of ICC constituted the peak of the notion of all nation's
long struggle to judge and punish the doers of the serious humanity crimes and
inner-heart-awakening-actions, that is, the crime of genocide, the crimes against
humanity, the war crimes and the crimes of aggression.
Although it was merely as the participant of the conference, Indonesia
has anticipated the implementation of the ICC by issuing Law number 26 of
2000 concerning the Human Right Court.
It is an international obligatory of every country including Indonesia to
apply the criminal jurisdiction of ICC into its national criminal jurisdiction by
firstly adopting or transforming it into its national law through ratification,
accession, acceptable and approvals.  The legalization of international
agreement to become a part of a national law of a country is a right of every
sovereign country that is recognized by the international law.
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1B A B   I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang Penelitian
Bahwa menurut Mochtar Kusumaadmadja1 ), adalah suatu kenyataan
yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia
hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Pernyataan ini menggambarkan dunia
penuh ketegangan, pertikaian dan perang yang membawa penderitaan bagi umat
manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi perang dari masa ke
masa semakin memudahkan umat manusia semakin saling memusnahkan terhadap
lawan-lawannya. Setidaknya mempengaruhi cara perang dan konflik bersenjata
lainnya semakin kejam dan tidak berprikemanusiaan, di antaranya merupakan
pelanggar berat HAM yang sangat menggugah hati nurani yang kemudian
diidentifikasi sebagai tindak pidana internasional.  Diawali dengan peperangan
antar suku dan kerajaan dalam masyarakat internasional tradisional sampai pada
peperangan antar negara dalam masyarakat internasional modern.
Bahwa sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia,
sepanjang sejarah berbagai pakar dan institusi internasional telah memprakarsai
upaya-upaya perdamaian untuk menghindarkan umat  manusia dari penderitaan
akibat bencana perang dan tindak kekerasan bersenjata lainnya yang tidak
berperikemanusiaan di antaranya2 ) :
1). Grotius (Hugo de Groot) dalam karyanya yang  berjudul “De Jure Belli
ac Pacis” (tentang Hukum perang dan perdamaian pada abad ke-17);
__________________________
1) Mochtar Kusumaadmadja, Konvensi Genewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban
Perang, Cetakan II, 1968, Bina Cipta Bandung, hal.7.
2) M. Hoetahoeroek, Kenalilah PBB, Cetakan II, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 8
22). Abbe de Sait Pierre “Projet de la Paix Perpetuelle” (gagasan buat
perdamaian yang abadi, abad ke-18);
3). Kant dalam “Entwurf zum ewigen Frieden” (gagasan buat perdamaian
yang abadi, 1795);
4). Simon Bolivar (1825) mengusulkan sistem perwasitan (arbitrage) untuk
penyelesaian pertikaian antar negara dengan tujuan supaya negara-negara
Amerika Latin bersatu;
5). Henry Dunant mendirikan organisasi Palang Merah (1859) buat
meringankan sengsara yang diakibatkan perang;
6). Bertha von Suttner menyiarkan cita-cita pergerakan untuk melenyapkan
perang (pacifisme) dalam karyanya yang berjudul “Die Waffen nieder”
(letakkan senjata, 1889);
7). Tsar Nikolaj II dari Rusia memprakarsai Konperensi Perdamaian I
(1899) dan II (1907) di Den Haag (Nederland), yang menghasilkan
suatu badan tetap buat perwasitan. Markas badan itu ialah Istana
Perdamaian di Den Haag yang dihadiahkan oleh Carnenie, seorang
jutawan Amerika;
8). Bryan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 1913
menyiarkan suatu Peace Plan yang mengandung permintaan agar supaya
tiap pertikaian antara dua negara diperiksa lebih dulu oleh suatu Komisi;
9). Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat semasa perang dunia I
(1914 – 1918), berusaha keras dan berhasil mendirikan Liga Bangsa-
Bangsa yang bermarkas besar di Jenewa. Sayang, Amerika Serikat
sendiri tidak menjadi anggota karena tidak suka terlibat dalam perkara-
perkara di benua Eropa.
10). Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin
negara pemenang perang dunia II lainnya (1939 – 1945) mengadakan
Konperensi San Francisco yang memutuskan Persetujuan Piagam PBB,
Pembentukan PBB dan Mahkamah Internasional beserta Statuta
Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan utama dari PBB.
311). Dalam Konperensi Diplomatik di Jenewa 1949, disepakati 4 Konvensi
yang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949 yaitu :
(a) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota
Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
Keputusan ini merupakan hasil peninjauan kembali dari Konvensi
Jenewa tanggal 27 Juli 1929 – untuk pertolongan kepada yang luka
dan sakit dalam tentara di medan pertempuran darat.
(b) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Angkatan
Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
Keputusan ini merupakan hasil peninjauan kembali Konvensi Den Haag
ke-X tanggal 18 Oktober 1907 mengenai Penyesuaian Azas-Azas
Konvensi Jenewa dari 1906 kepada peperangan di laut.
(c) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan
Perang. Keputusan ini merupakan hasil peninjauan kembali
Konvensi Jenewa tanggal 27 Juli 1929 mengenai Perlakuan Tawanan
Perang.
(d) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di
Waktu Perang.
Keputusan ini merupakan suatu konvensi yang baru bagi orang-orang
sipil yang memerlukan perlindungan di waktu perang mengingat suatu
kenyataan justru orang-orang sipil yang lebih banyak menjadi korban
perang dan konflik bersenjata lainnya.
Selanjutnya Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi dengan Protokol
Tambahan I dan II Tahun 1977.
12). Dalam Sidang UN Diplomatic Conference of Penipotentiaris on the
Establishment of an International Criminal Court yang diselenggarakan
di Roma pada tanggal 15 Juni – 17 Juli 1998 telah diputuskan dan ditanda
tangani statuta pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang tetap
kemudian dikenal dengan The Rome Statute of International
Criminal Court, UN. Doc. A / Conf. 183/9 (July 17, 1998).
Keberadaan ICC akan bersifat complementary terhadap The International
Court of Justice yang juga berkedudukan di Den Haag.
Gagasan pembentukan pengadilan pidana permanen untuk mengadili
pelaku kejahatan perang dan HAM berat telah dirintis sejak 1920-an oleh  Liga
Bangsa-Bangsa sesuai ketentuan pasal 227 Perjanjian Perdamaian Versailles,
dan juga diupayakan oleh sejumlah ahli hukum terkemuka seperti Versasien Pella,
4Donnediy de Vebres, Quintiliano Saldana, didukung oleh The International Law
Association The American Sociaty of International Law, dan The International
Parliamentary Union3 ). Upaya ini gagal seiring dengan kegagalan Liga Bangsa-
Bangsa menghentikan agresi Jepang ke Tiongkok (1931), agresi Italia pimpinan
Fascic diktator Mussolini di Abesinia (1934) dan agresi Jerman pimpinan NAZI
diktator Hitler ke Austria, Cekoslowakia dan Polandia (1939) yang secara
langsung menyulut meletusnya Perang Dunia II.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II gagasan pembentukan Peradilan
Pidana Internasional permanen dilanjutkan oleh PBB. Berdasarkan Resolusi
Sidang Umum PBB tanggal 21 November 1947 dibentuk The Committee on
Codification of International Law yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip
hukum internasional yang telah diakui dalam The Charter dan Tribunal of the
Nuremberg Trial (1945). Menurut Muller dan Wise4 ), Resolusi tersebut juga
telah meminta perhatian khusus kepada Panitia Hukum Internasional mengenai
kemungkinan pembentukan Sidang Majelis Pidana di dalam Pengadilan
Internasional atau The International Court of Justice (ICJ).
Menurut Muladi5 ), dalam kurun waktu sejak tahun 1919 masyarakat
internasional sudah mendesak untuk terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional
yang bersifat permanen. Bahkan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir telah
dibentuk 4 tribunal ad hoc (ad hoc tribunal) dan 5 komisi pemeriksa
(Investigatory Commissions).
Keempat tribunal ad hoc adalah :
a) the International Military Tribunal (IMT) yang berkedudukan di Nuremberg;
b) the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) yang
berkedudukan di Tokyo;
c) the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) di
Den Haag; dan
d) the International Criminal Tribunal untuk Rwanda (ICTR) di Arusha.
__________________________
3) Romli Atmasasmitaa, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Cetakan Revisi 2000,
Penerbit Refika Aditama Bandung, hal. 4.
4) Dikutip dari Romli Atmasasmita, Ibid, hal. 7.
5) Muladi, International Criminal Court Sebagai Karya Agung Antar Bangsa,
Ceramah FH-UNDIP Semarang 2002, hal. 4.
5Kelima Komisi Pemeriksa adalah :
a) the 1919 Commission on the Responsibilities of the Authors of War and
on Enforcement of Penalties, yang menginvestigasi pelbagai kejahatan yang
terjadi selama Perang Dunia I;
b) the 1943 UN War Crime Commission yang menginvestigasi kejahatan
perang Jerman selama Perang Dunia II;
c) the 1946 Far Eastern Commission, yang menginvestigasi kejahatan perang
Jepang selama Perang Dunia II;
d) the Commision of Expert Established Pursuant to Security Council
Resolution 780, yang menginvestigasi pelanggaran hukum humaniter di
bekas negara Yugoslavia; dan
e) the Independent Commission of Experts Established in Accordance With
Security Council Resolution 935, The Rwanda Commission, yang
menginvestigasi pelanggaran yang dilakukan selama perang saudara (Civil
War) di Rwanda.
Sebagai tambahan, Muladi6 ) mengemukakan bahwa di samping
pengadilan militer di Nuremberg dan Tokyo pasca Perang Dunia II, langkah
penuntutan yang bersifat Nasional atas dasar Control Council Law No. 10, juga
terjadi di Republik Federal Jerman, Canada, Perancis dan Israel. Australia dan
Inggris juga melakukannya sekalipun hanya satu orang yang diadili.
Dalam pembukaan Statuta Roma 1998 diingatkan bahwa merupakan
tugas dari setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap
tanggung jawab untuk kejahatan-kejahatan internasional ini. Selanjutnya
ditekankan bahwa Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk sesuai dengan
Statuta Roma ini harus menjadi pelengkap terhadap yurisdiksi pidana nasional.
Hal yang sama juga ditegaskan dalam pasal 1 Statuta Roma 1998, bahwa
yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional terhadap orang-orang yang melakukan
kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian internasional akan
menjadi pelengkap yurisdiksi hukum pidana nasional sesuai Statuta Roma ini.
__________________________
6) Ibid
6Bahwa yang di maksud dengan kejahatan-kejahatan yang paling serius
yang menjadi perhatian internasional yang menjadi yurisdiksi  Pengadilan Pidana
Internasional sesuai pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998 meliputi :
- the Crime of Genocide
- Crime against humanity
- War crimes
- the Crime of aggression.
Menurut Muladi7 ) yurisdiksi merupakan parameter hukum (legal
parameters) yang berkaitan dengan pelbagai situasi yang berkaitan dengan
dilakukannya kejahatan dan dapat dijadikan pedoman bagi bekerjanya atau
berjalannya pengadilan.
Yurisdiksi  ICC  berkaitan  dengan pelbagai parameter hukum
meliputi8 ) :
a. Tentang pokok perkara (subject matter yurisdiction/ratione
material)
b. Tentang waktu (temporal yudiction/ratione temporis)
c. Tentang territorial (space/territorial jurisdiction/ratione loci)
d. Tentang Personal/Individual (Personal Jurisdiction / Ratione
Personal
Buku ini lebih menekankan pada yurisdiksi pokok perkara (subject
matter yurisdiction/ratione materlial). Tetapi untuk mendapatkan gambaran yang
jelas dan utuh, maka bagian yurisdiksi lainnya turut dibahas. Prof. M. Cherif
Bassiouni yang sering diberi predikat sebagai “Father of the ICC” menyatakan
bahwa tanggal 17 Juni 1998 yaitu saat diadopsinya Statuta ICC, tidak hanya
merupakan “point of arrival”, tetapi juga merupakan saat keberangkatan menuju
suatu tujuan baru yaitu berlakunya Statuta ICC secara efektif (the entry into
force) melalui ratifikasi 60 negara. Hal ini jelas merupakan kontribusi Visioner
kepada “an international  rule of law”9 ).
__________________________
7) Muladi, Relevansi ICC Dalam Kaitannya Dengan Pengadilan HAM di Indonesia,
Kesimpulan Makalah, Jakarta 2001, hal. 6.
8) Muladi, op.cit. hal. 6
9) Muladi, op.cit. hal. 6
7Sampai 31 Desember 2000 sudah 139 Negara menanda tangani Statuta
Roma 19981 0), dan sampai 14 Maret 2001 sudah 55 Negara yang telah
meratifikasinya. Diharapkaan dalam tahun 2002 ini 60 negara telah meratifikasinya
agar ICC mulai berlaku efektif sehari setelah lewat waktu 6 bulan. Indonesia
sendiri belum menanda tanganinya apalagi meratifikasinya.
Berdasarkan Pembukaan alinea 6,9,10 dan Pasal 1 Statuta Roma serta
pendapat M. Cherif Bassiouni dan selaku peserta konperensi, mau tak mau
Indonesia harus menerapkan yuridiksi Peradilan Pidana Internasional ke dalam
yuridiksi Peradilan Pidana Indonesia, untuk itu Indonesia perlu menanda tangani
dan meratifikasinya dan mempersiapkan perangkat dan kelembagaan hukum
penunjang yang memadai. Hukum Internasional maupun Statuta Roma sendiri
tidak mengatur prosedure dan syarat Ratifikasi sebuah Perjanjian Internasional
ke dalam Undang Undang Nasional suatu Negara. Hal itu diserahkan kepada
masing-masing Negara.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah
yang dinyatakan sebagai berikut :
1). Sejauh manakah yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional mengadili
kejahatan internasional menurut Statuta Roma 1998.
2). Bagaimanakah kemungkinan Peradilan Pidana Indonesia
menerapkan yuridiksi Peradilan Pidana Internasional menurut Statuta
Roma 1998.
3). Langkah-langkah yuridis apa yang harus dilakukan sebelum dan
setelah ratifikasi ICC ?
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan
1). Tujuan penyusunan penelitian ini adalah :
(a). Untuk menganalisis secara konseptual dan seksama tentang
yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional sesuai Statuta Roma
1998.
__________________________
10) Muladi, op.cit. hal. 12
8(b). Untuk menganalisis secara konseptual dan seksama tentang
penerapan yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional tersebut ke
dalam peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia serta
mengantisipasi dampaknya secara nasional maupun internasional.
(c). Melakukan harmonisasi hukum nasional terhadap ICC sambil
mempersiapkan Undang Undang RI tentang Ratifikasi Statuta Roma
1998 beserta peraturan pelaksanaannya dan pembentukan peradilan
HAM beserta perangkat lunak dan kerasnya sesuai standar Statuta
Roma 1998.
2). Kegunaan penulisan hasil penelitian ini diharap :
(a). Secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
hukum dan peradilan pidana internasional yang saling melengkapi/
mengisi dengan hukum dan peradilan pidana nasional Indonesia.
(b). Secara praktis dapat bermanfaat sebagai sumbang saran dalam
mengantisipasi dampak internasional dan nasional meratifikasi Statuta
Roma 1998, tentang Pengadilan Pidana Internasional.
1.4. Kerangka Pemikiran
Pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma saat pemungutan suara untuk
memutuskan diterimanya statuta Roma 1998, dari 120 negara yang hadir terdapat
dua puluh satu negara menyatakan abstein, tujuh negara menentang di antaranya
Amerika, RRT, Israil dan India yang justru mewakili negara yang berpenduduk
terpadat dan terkuat di dunia1 1).
Sebagaimana Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Amerika Serikat semula
menentangnya namun setelah memenuhi persyaratan ratifikasi 60 negara dan
Konvensi berlaku efektif maka mau tak mau Amerika Serikat menerimanya.
Dapat saja Amerika Serikat menentangnya mengingat serdadunya berada di
hampir semua kawasan dunia, namun pada saatnya nanti setelah terpenuhinya
syarat ratifikasi 60 negara, Amerika tidak dapat lagi menghindarkan diri dari
kehendak masyarakat internasional memberlakukan efektif Pengadilan Pidana
Internasional sesuai Statuta Roma 1998. Hal yang sama akan dihadapi oleh
Indonesia yang sampai sekarang belum menanda tangani maupun meratifikasinya.
__________________________
11) Frans Hendra Winata, International  Criminal Court (ICC) dan Kejahatan  Atas
Kemanusiaan, Newsk letter Komisi Hukum Nasional RI, Edisi Pebruari 2002, hal. 9
9Bahwa sebagai perjanjian internasional multilateral, Statuta Roma 1998
dapat mengikat suatu negara setidaknya melalui tahap :
- Perundingan
- Penandatanganan
- Ratifikasi.
Berdasarkan praktek negara-negara yang sudah berlangsung sejak lama
dan yang juga sudah dikukuhkan di dalam Konvensi Wina 1969 pasal 11, dikenal
beberapa cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian
internasional yaitu:1 2)
a). penandatanganan (signature)
b). pertukaran instrumen-instrumen yang melahirkan perjanjian itu
(exchange of instruments constituting a treaty)
c). ratifikasi atau pengesahan (ratification)
d). penerimaan atau akseptasi (acceptance)
e). persetujuan (approval)
f). penambahan, pelekatan (accession)
g). cara-cara lain yang disetujui oleh para pihak (any other means if so
agreed).
Bahwa hal-hal yang perlu mendapat prioritas pemahaman dan pengaturan
ke dalam perangkat hukum nasional Indonesia sehubungan dengan adopsi
Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional meliputi antara lain :
1). Yurisdiksi ICC :
(a). Tentang pokok perkara (subject matter yurisdiction/ratione
material)
(b). Tentang waktu (temporal yudiction/ratione temporis)
(c). Tentang territorial (space/territorial jurisdiction/ratione loci)
(d). Tentang Personal/Individual (personal jurisdiction/ratione
personae)
__________________________
12) I Wayan Parthiana, SH.MH, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit PT, Mandar Maju
1990, Bandung Hal : 176.
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2). Yurisdiksi Negara Indonesia berdasarkan :
(a). Prinsip teritorialitas
(b). Prinsip nasional aktif
(c). Perluasan prinsip nasional aktif
(d). Prinsip nasional pasif
(e). Prinsip  universalitas (universaliteirs-beginsel).
3). Azas-azas Hukum Pidana Internasional :
(a). Asas “Au Dedere Au Punere”
Asas hukum yang mewajibkan setiap negara untuk menuntut
dan menghukum setiap kejahatan yang menjadi yuridiksi negara
yang bersangkutan.
(b). Asas “Au Dedere Au Judicare”
Asas hukum yang mewajibkan setiap negara untuk menuntut
dan menghukum serta mengekstradisi pelaku kejahatan di
manapun kejahatan itu dilakukan.
(c). Asas “Complementarities”
Asas hukum dalam Statuta Roma yang menyatakan bahwa
yuridiksi internasional criminal court (ICC) hanya merupakan
pelengkap terhadap yuridiksi pengadilan nasional.
(d). Asas “Primary”
Asas hukum yang menyatakan bahwa yauridiksi (hukum/
lembaga hukum) internasional harus lebih dominan dari yuridiksi
nasional.
(e). Asas “Inadmissibility”
Asas hukum dalam Statuta Roma yang menyatakan bahwa
yuridiksi ICC berlaku jika yuridiksi pengadilan nasional tidak
dilaksanakan secara mandiri dan bertujuan untuk melindungi
seseorang yang seharusnya bertanggungjawab dalam
pelanggaraan HAM.
Asas “Inadmissibility” disebut sebagai asas hukum negatif dari
Statuta Roma (ICC) 1998.
(f). Asas “Conditional/Limited Ne bis in idem”
Asas hukum dalam Statuta Roma yang menyatakan bahwa
sekalipun sudah ada putusan pengadilan nasional (inkraht)
Yuridiksi ICC tetap dapat diberlakukan jika yuridiksi pengadilan
nasional terbukti tidak dapat melaksanakan tugasnya secara
mandiri dan ditujukan untuk melindungi tersangka dari
pertanggungjawaban pidana.
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(g). Asas “Non Impunity”
Asas hukum dalam Statuta Roma yang menegaskan bahwa
setiap orang tanpa kecuali harus bertanggungjawab secara
individual atas kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC.
(h). Asas “Non Retro-active”
Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap ketentuan dalam
Statuta Roma tidak berlaku surut.
(i). Asas “Non-Lapse of Time”
Asas hukum yang menyatakan bahwa bagi kejahatan  yang
menjadi yuridiksi ICC tidak berlaku masa kadaluarsa.
4). Azas dan sistim hukum dan Peradilan Pidana Indonesia.
5). Sistim pertanggungjawaban pidana individual internasional dan
Indonesia.
Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji1 3), artikulasi “Sistim Peradilan
Pidana” memiliki makna yang luas dan komprehensif, bahkan dikatakan sebagai
proses yang  signifikan  dari  sub-sistem :  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan
dan Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kehendak eksistensi advokat berada di
dalamnya, yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dalam batas minimalisasi
yang terkontrol dari masyarakat. Keterpaduan (“integrated”) di antara
operasionalisasi sub-sistim tersebut sangat menentukan keberhasilan mekanisme
sistim peradilan pidana ini.
Selanjutnya menurut Mardjono Reksodiputro1 4), pola kerja sub-sistem
ini layaknya suatu “bejana berhubungan” yang memerlukan korelasi dan kooperasi
di antaranya, sehingga secara a contrario, hasil kerja satu sub-sistem akan
mempengaruhi kerja sub-sistem lainnya. Hambatan keberhasilan suatu
“Integrated Criminal Justice System” di Indonesia terletak pada arogansi sektoral
di antara pola kerja sub-sistem tersebut. Dengan demikian maka keberhasilan
Indonesia menerapkan yurisdiksi kriminal Pengadilan Pidana Internasional, banyak
pula bergantung pada kesiapan dan kemampuan sub-sistem penegak hukum
menciptakan dan menjalankan “Integrited Criminal Justice System”.
__________________________
13) Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana, Edisi Khusus untuk Program
Magister Hukum Unpad, 2002, halaman Abstraksi
14) Mardjono Reksodiputro dalam Mardiyanto Seno Adji, Ibid halaman Abstraksi.
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1.5. Metode Penulisan
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu suatu bentuk
penelitian yang didasarkan pada pengumpulan bahan-bahan yang berasal dari
studi kepustakaan terhadap Undang-Undang, Konvensi, Keputusan-keputusan
Pengadilan, tulisan para ahli  dan lain sebagainya.1 5)
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
yuridis analisis dan histories komparatif. Metode pertama diperguinakan untuk
memberikan gambaraan hukum dan analisis tentang masalah-masalah yang timbul
dalam pembentukan dan keberadaan Pengadilan Pidana Internasional (the
International Criminal Court) sesuai Statuta Roma 1998 serta penerapan
yurisdiksi ICC ke dalam hukum nasional Indonesia. Sedang pendekatan
histories komparatif, dimaksudkan untuk memberikan gambaraan tentang latar
belakang terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta
Roma 1998 dan membandingkannya dengan keberadaan Pengadilan Pidana
(HAM) Indonesia.
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang didasarkan pada
naskah-naskah dan tulisaan-tulisan berupa :
1). Sumber-sumber hukum primer :
(a). Statuta Roma 1998 dan elements of crimes dari Rule of
Procedure
(b). Konvensi Geneva 1949
(c). Perjanjian-perjanjian Internasional yang terkait
(d). Peraturan Perundang-undangan Nasional RI. : UU No.
26/2000
2). Sumber-sumber hukum sekunder :
(a). Tulisan-tulisan para ahli hukum internasional khususnya hukum
pidana internasional
(b). Tulisan-tulisan dan pendapat para ahli yang dikemukakan pada
forum-forum seminar, baik di tingkat nasional maupun
internasional.
__________________________
15) Sunaryati Hartono, Metode Penelitian Hukum, Bahan Ceramah (Pekan Ceramah),
Fakultas Hukum UNPAD, Juli-Agustus 1986.
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Untuk memperoleh naskah-naskah dan tulisan-tulisan tersebut di atas
penelitian dilakukan pada Perpustakaan FH – UNPAD, FH-UI, Departemen
Luar Negeri RI dan perwakilan International Committee of The Red Cross
(ICRC) di Jakarta.
1.6. Sistimatika Pembahasan
Dalam bab I ini terlebih dahulu dijelaskan beberapa alasan teoritis, praktis
dan historis sebagai latar belakang perlunya penelitian tentang kemungkinan
penerapan peradilan pidana internasional di Indonesia sesuai Statuta Roma 1998,
lalu mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang mungkin timbul dalam
menerapkan yurisdiksi ICC di Indonesia, agar dapat diprediksi upaya-upaya
yang dapat ditempuh dalam menerapkan yurisdiksi ICC baik sebelum maupun
sesudah ratifikasi sebagai tujuan dan kegunaan penelitian ini. Selanjutnya dalam
bagian kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat beberapa konsep-teoritis,
prinsip-prinsip atau asas-asas dan sistim hukum pidana internasional dan
Indonesia yang terkait dan mendasari pembahasan masalah penelitian ini. Sedang
dalam bagian metode penelitian diuraikan proses-prosedur pengumpulan data
dan pendekatan-analisis yang diperlukan untuk menguji hipotesis.
Dalam Bab II bagian awal diuraikan secara singkat sejarah peradilan
internasional yang pernah terbentuk mulai dari Arbitrasi Internasional, Mahkamah
Internasional, Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Nuremberg, Tokyo,
Yugoslavia dan Rwanda sampai terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional
(ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998 beserta sistem Peradilan Pidana
Internasional dan Indonesia. Selanjutnya dalam Bab III secara berurutan
dijelaskan kajian teoritis tentang yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan
Lingkup Tindak Pidana Internasional meliputi pengertian, jenis, asas-asas dan
sistim pertanggungjawaban dan operasionalnya serta yurisdiksi Pengadilan Pidana
Indonesia dan lingkup Tindak Pidana Indonesia meliputi pengertian, jenis, asas-
asas dan sistim pertanggung jawaban dan operasionalnya.
Sementara itu dalam Bab IV diuraikan prediksi penerapan yurisdiksi
yang dimaksud melalui Peradilan Komplementari ICC, Peradilan HAM
Indonesia serta upaya-upaya pengesahan statuta ICC berdasarkan pendapat
para pakar dan perluasan yurisdiksi pengadilan HAM RI. Tak lupa diuraikan
juga beberapa unsur pasal kejahatan bersamaan.
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Berdasarkan pembahasan bab-bab diatas dalam bab V sebagai bab
penutup akan ditarik kesimpulan dan diajukan usulan sebagai sumbang-saran
bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait.
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B A B   II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA PERADILAN
PIDANA INTERNASIONAL DAN INDONESIA
2.1. Sejarah Singkat Peradilan International
2.1.1. Arbitrasi Internasional (Permanent Court of Arbitration)
Berdasarkan Konvensi The Haque 1899, disusul konvensi yang
sama 1907 didirikan lembaga Arbitrasi yang dinamakan Permanent
Court of Arbitration dan berkedudukan di Den Haag. Sebenarnya
lembaga Arbitrasi ini didirikan secara tetap, namun ternyata secara
praktis lebih bersifat ad hoc sebagaimana yang dikenal sebelumnya.
Hanya susunan anggota yang ditunjuk sebagai arbitrator (yang menjadi
anggota panel permanent court of arbitration) yang bersifat tetap. Sedang
mahkamah arbitrasi yang menangani kasus berakhir setelah adanya
putusan arbitrasi. Mahkamah Arbitrasi ditetapkan lagi bilamana terdapat
kasus yang menjadi yurisdiksinya. Jadi Mahkamah Arbitrasi dibentuk
secara ad hoc kasus demi kasus. Ketua dan anggota Mahkamah Arbitrasi
yang dibentuk untuk menangani satu kasus dipilih dari anggota panel
Permanent Court of Arbitration.
Pengangkatan arbitrasi dilakukan oleh negara peserta dan
penandatanganan konvensi Den Haag dengan cara masing-masing
mengusulkan empat orang yang diakui kemampuannya di bidang hukum
international untuk menjadi anggota panel Permanent Court of
Arbitration. Jika para pihak bersengketa setuju menyerahkan
penyelesaian dengan cara ini, maka para pihak masing-masing boleh
memilih dua arbitrator dari anggota panel diatas satu diantara dua
pilihannya itu dibolehkan berkewarganegaraan negaranya. Kemudian
keempat arbitrator pilihan para pihak bersengketa memilih seorang
arbitrator kelima sebagai Wasit.
Yurisdiksi Mahkamah tetap Arbitrasi bersifat sukarela yaitu
meliputi semua kasus yang diserahkan kepadanya oleh negara yang
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bersengketa, baik melalui perjanjian sebelumnya maupun cara lain yang
ditentukan sendiri oleh mereka.
Selain "panel arbitrasi" yang bersifat tetap, juga dibuat sebuah
Code of Rules of Prosedures yang bersifat tetap untuk dipakai bilamana
para pihak gagal memberlakukan peraturan yang telah mereka
perjanjikan sebelumnya. Oleh karena Konvensi The Haque 1899 &
1907 merupakan konvensi yang menghindari penggunaan perang dalam
penyelesaian sengketa maka cara penyelesaian melalui Permanent Court
of Arbitration merupakan salah satu cara penyelesaian secara damai
tanpa kekerasan.
Hal yang sama dikemukakan juga oleh Brierly16), bahwa
Mahkamah Tetap Arbitrasi diciptakan oleh Konvensi Den Haag untuk
penyelesaian perselisihan antar negara secara damai, yang dibuat dalam
tahun 1899, dan diubah di tahun 1907.
Arbitrasi memiliki garis sejarah yang panjang. Dikenal sejak
zaman Yunani kuno. Akan tetapi Aritrasi modern sebagaimana yang
dikenal sekarang ini dimulai sejak adanya Jay Treaty 1794 yang dibuat
oleh Inggris dan Amerika Serikat. Sejak saat itu dikenal tiga tipe arbitrasi
ad hoc, yaitu: 17)
- Arbitor Tunggal,
- Komisi Bersama,
- Komisi Campuran.
Bahwa arbitrasi memiliki Karakter:
1). "representative" oleh karena para pihak yang bersengketa yang
memilih dan menentukan siapa yang menjadi arbitrator dalam
memeriksa dan memutuskan sengketa mereka. Arbitrator dapat
dipilih dari Kepala negara/Pemerintahan atau perorangan.
2). "pengganjil" (ood member) oleh karena merupakan suatu
kesulitan besar manakala kompromi-kompromi para arbitrator
dalam komisi bersama yang dipilih para pihak gagal mencapai
suatu kesepakatan sehingga tidak dapat dihindari pengambilan
keputusan berdasarkan Voting. Untuk itu diperlukan satu
Arbitrator lainnya (pengganjil) yang dipilih melalui perjanjian atau
__________________________
16) Brierly,JL. Hukum Bangsa Bangsa suatu pengantara hukum internasional.Penerbit:
Bhatara, Jakarta,1996, hal.229
17) Bowett,D.W. Hukum Organisasi Internasional. Penerbit:Sinar Grafika,
Jakarta,1991, hal.327
17
dengan cara undian oleh para arbitrator pilihan para pihak
bersengketa. Arbitrator pengganjil ini merupakan warga negara
salah satu pihak sekaligus bertindak sebagai Ketua Arbitrasi
tersebut.
Praktek Arbitrator pengganjil ini dipakai dalam Jay Treaty 1794.
3). "netral" oleh karena dalam arbitrasi komisi campuran (mixed
commission) anggota atau para anggota arbitrasi bukan warga
negara salah satu pihak yang dipilih dari permanent court of
arbitration menjadi arbitrator yang bersifat netral.
4).  "final" oleh karena putusan pengadilan arbitrasi adalah final. Para
pihak yang bersengketa telah berjanji mentaati semua keputusan
yang diambil oleh arbitrator atau para arbitrator yang mereka
pilih.
Sebenarnya ide pembentukan Mahkamah Arbitrasi yang benar-
benar bersifat tetap telah terangkum dalam proposal tentang Court of
Arbitration Justice yang diajukan dalam konvensi Den Haag 1907. Akan
tetapi gagal mendapat persetujuan karena tidak tercapainya kesepakatan
mengenai metode pemilihan arbitrator-arbitratornya. Semua negara
peserta menginginkan adanya jaminan duduknya arbitrator dari negara
asalnya masing-masing.
Selanjutnya, praktek negara-negara sejak abad 20 menunjukan
kecenderungan penentuan pilihan penyelesaian sengketa dengan cara
arbitrasi diantara pihak ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian yang
mereka buat. Dengan demikian terdapat sejumlah besar perjanjian
antarnegara mengenai pembentukan arbitrasi tetap, dan yang tertua
diantaranya ialah arbitrasi antara Inggris dan Perancis dalam tahun 1903,
yang menentukan bahwa "perselisihan yang bersifat hukum atau
bersangkutan dengan penafsiran perjanjian antar negara" harus
diserahkan kepada Mahkamah Arbitrasi Tetap di Den Haag, asal
"perselisihan itu tidak menyinggung kepentingan vital, kemerdekaan, atau
kehormatan kedua negara, serta tidak mengenai kepentingan pihak
ketiga.
Meskipun demikian, gagasan dan semangat dari proposal diatas
sangat berguna bagi cita-cita pendirian lembaga penyelesaian sengketa
yang bersifat permanent berikutnya.
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2.1.2. Mahkamah Tetap Internasional (Permanent Court Of
International Justice).
Mahkamah Tetap International ini dibentuk oleh Dewan Liga
Bangsa Bangsa melalui sebuah Komite yang terdiri dari para ahli hukum.
Mahkamah dilengkapi dengan sebuah Statute Court dan sejumlah hakim
yang dipilih melalui tahap pencalonan (nomination) dan pemilihan
(election) sesuai usulan Root-Philimore18)
Usulan Root-Philimore ini mengatasi kemungkinan kebuntuan
mengenai pemilihan para hakim oleh karena sama pada proposal Court
of Arbitral Juctice, negara peserta konvensi menginginkan jaminan
kepastian duduknya hakim yang berasal dari negaranya masing-masing.
Dicanangkan jumlah yang diajukan setiap kelompok nasional masing-
masing sebanyak tidak lebih dari empat calon. Dari calon tersebut tidak
dibolehkan lebih dari dua orang berkewarganegaraan yang sama dengan
kelompok nasionalnya. Kelompok nasional dimaksud adalah kelompok
nasional yang ada pada Permanent Court of Arbitration. Negara yang
menjadi anggota Statuta Court tetapi tidak menjadi anggota Permanent
Court of Arbitration dapat membentuk kelompok nasional sendiri untuk
berhak mengajukan calon hakim. Pemilihan Hakim dilakukan dalam dua
organ yaitu Assembly dan Council Liga. Seorang hakim dinyatakan
terpilih bila mendapat dukungan suara terbanyak mutlak. Pemilihan
diulang pada sidang kedua organ diatas yang masing-masing diwakili
tiga orang melakukan pertemuan untuk melakukan pemilihan hakim untuk
mengisi lowongan, juga berdasarkan suara yang sama banyaknya hakim
tertua diberi hak untuk memilih.
Untuk selanjutnya, lima orang hakim dipilih setiap tiga tahun. Masa
jabatannya setiap periode sembilan tahun dan boleh dipilih kembali. Tidak
ada batas usia pensiun, tetapi dapat diberhentikan atas persetujuan bulat
anggota Mahkamah lainnya karena alasan tidak lagi memenuhi syarat
sebagai hakim. Setiap kali bersidang diperlukan kehadiran minimal
sembilan orang hakim untuk mencapai quorum. Keputusan diambil
berdasarkan suara mayoritas.
Yuridiksi Mahkamah Tetap Internasional bersifat sukarela,
meliputi sengketa antar negara yang menyetujui diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah ini.
__________________________
18) Bowett,D.W.  ibid. hal.334
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Dalam pasal 12 Anggaran Dasar LBB diatur tiga wadah
penyelesaian sengketa dimana negara-negara sepakat menyerahkan
sengketanya untuk diselesaikan, yaitu: Arbitrasi, Mahkamah Tetap atau
Dewan LBB.
Sebagaimana diketahui Liga Bangsa-bangsa didirikan
berdasarkan Perjanjian Versailles untuk mengakhiri perang dunia pertama
pada 1914-1918 oleh karena itu mahkamah tetap Internasional ini
dibentuk sebagai sarana penyelesaian sengketa antarnegara secara damai
tanpa kekerasan yang ditetapkan sebagai satu prinsip penyelesaian
sengketa dalam Covenant LBB.
Perang Dunia I ini menimbulkan korban manusia begitu besar
dan kebanyakan dari penduduk sipil yang tidak berdosa serta perang
dilaksanakan dengan sangat sadis dan brutal melibatkan pasukan
bersenjata dan peralatan perang yang sangat besar. Sehingga pada saat
itu juga muncul gagasan pembentukan Mahkamah Tetap International
yang mempunyai yurisdiksi pidana untuk mengadili pelaku kejahatan
kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat dalam perang besar tersebut.
Namun demikian, Mahkamah Tetap International dan gagasan
mengadili pelaku kejahatan/pelanggaran berat Hak Asasi Manusia
tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya Liga Bangsa Bangsa
yang tidak mampu membendung Agresi Jepang ke Tiongkok (1931),
agresi Italia pimpinan Fascic dictator Mussolini di Abesinia (1934) dan
agresi Jerman pimpinan NAZI diktator Hitler ke Austria, Cekoslowakia
dan Polandia (1939) yang secara langsung memicu meletusnya Perang
Dunia II.
2.1.3. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Pembentukan Mahkamah Internasional ini dilakukan melalui suatu
Statuta Mahkamah Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada
tahun 1945. Mahkamah Internasional ini didirikan untuk menggantikan
Permanent Court of International Justice dimasa LBB. Oleh karena itu
sebagian besar statuta Mahkamah Internasional sama dengan statuta
Mahkamah sebelumnya.
Yurisdiksinya bersifat sukarela meliputi Jurisdiksi Perdebatan
(Contentions Jurisdiction) dan Jurisdiksi Penasihatan (Advisory
Jurisdiction). Dengan demikian yurisdiksi Mahkamah meliputi semua
perkara yang diajukan padanya oleh negara-negara yang bersengketa
dan semua hal yang khusus tercantum di dalam perjanjian dan konvensi
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antarnegara yang berlaku, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat
apakah Mahkamah berwenang mengadili atau tidak atas sebuah perkara.
Hanya negara yang dapat berperkara di muka Mahkamah International
(pasal 34(1) Statuta), namun dalam kasus terbunuhnya Pangeran
Bernadotte dari Swedia saat menjalankan missi perdamaian di Timur
Tengah atas nama PBB. Mahkamah International memberikan putusan
Advisory Opinium (pasal 65 Statuta) bahwa PBB boleh menjadi pihak
berperkara di muka Mahkamah.
Negara-negara yang dapat mengajukan perkara tidak hanya
terbatas pada negara anggota PBB ipso facto adalah peserta Statuta
Mahkamah, melainkan juga negara lainnya yaitu negara yang bukan
anggota PBB tetapi berhasrat dan telah menjadi anggota Statuta
Mahkamah setelah memenuhi syarat dan atas rekomendasi Dewan
Keamanan PBB (Pasal 93 (2) Piagam PBB), serta negara yang bukan
anggota PBB maupun bukan peserta Statuta Mahkamah tetapi
berkeinginan perkaranya diselesaikan melalui Mahkamah International,
hal ini dimungkinkan oleh pasal 35 (2) dan pasal 36 (3) Statuta, Pasal
94 Piagam dan Resolusi Dewan Keamanan 15 Oktober 1946.
Meskipun yurisdiksi bersifat sukarela, tetapi sekali yurisdiksi itu
diakui/diterima maka yurisdiksi tersebut menjadi wajib (pasal 36 (3)
Statuta). Pengakuan atau penerimaan yurisdiksi dapat dinyatakan secara
tegas terang-terangan atau diam-diam tersirat. Umumnya dilakukan
dengan suatu deklarasi dimana ditetapkan batasan pokok sengketa dan
terbatas pada kurun waktu tertentu. Pembatasan pokok sengketa dalam
deklarasi tersebut merupakan pemberlakuan pembatasan pada jurisdiksi
ratione materiae. Sedang pembatasan kurun waktu tertentu merupakan
pembatasan pada yurisdiksi ratione temporis dari mahkamah.
Sesuai pasal 38 Statuta, Mahkamah International mengadili dan
menjatuhkan putusannya berdasarkan hukum international yang
bersumber pada:
1) Konvensi atau perjanjian international, baik yang umum sifatnya
atau khusus, menetapkan ketentuan yang diakui oleh yang sedang
berselisih;
2) Kebiasaan international, yang diterima sebagai ikatan hukum
karena sudah umum dipraktekkan;
3) Asas-asas umum dari hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa
yang beradab;
4) Tunduk pada ketentuan di dalam pasal 59, putusan pengadilan
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dan ajaran dari pengarang yang paling ahli dari berbagai bangsa,
sebagai alat Bantu dalam menetapkan kaidah hukum.
Kemudian Brierly merumuskan sumber hukum international diatas
dengan: 19)
1) Konvensi-Konvensi International;
2) Kebiasaan antarnegara sebagai bukti dari satu praktek umum
yang diterima sebagai hukum;
3) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang
beradab;
4) Putusan pengadilan dan ajaran dari para sarjana hukum
international yang dipergunakan sebagai alat kedua untuk
menetapkan hukum; dan
5) Jika pihak yang berselisih sepakat, mahkamah boleh memutuskan
ex aequo et bono.
Pencalonan, pemilihan dan pengangkatan hakim mahkamah
international pada dasarnya sama dengan permanent court of
international justice.
Bahwa pembentukan mahkamah international ini merupakan
amanah konperensi San Fransisco 1945 yang melahirkan PBB dengan
Piagamnya dan Mahkamah International dengan Statutanya. Konperensi
San Fransisco diselenggarakan untuk mengakhiri perang dunia II yang
menimbulkan jutaan korban jiwa dan penderitaan yang tiada taranya
baik dikalangan tentara maupun mayoritas penduduk sipil yang tidak
berdosa. Oleh karena itu semakin menguat gagasan untuk mengadili
para pelaku kejahatan atau pelanggaran berat HAM selama perang
berlangsung khususnya ditujukan kepada Jerman dan Jepang yang kalah
perang. Sehingga dibentuklah Tribunal Nuremberg dan Tribunal Tokyo.
2.1.4. Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Nuremberg (Tri-
bunal Nuremberg)
Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg ini dibentuk
berdasarkan London Agreement for the Prosecution and Punishment of
the Major War Criminals of the European Axis, tanggal 8 Agustus 1945
yang ditandatangani oleh Amerika, Inggris, Uni Sovyet dan Perancis
__________________________
19) Brierly,JL. Op.Cit. hal.235
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selaku pihak sekutu pemenang perang dunia kedua. Piagam Mahkamah
yang dikenal dengan nama The Charter of The International Military
Tribunal at Nuremberg  menjadi lampiran kelengkapan London
Agreement tersebut.
Dalam pasal 6 piagam ditegaskan, bahwa Mahkamah dibentuk
untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan perang yang dilakukan
selama perang dunia kedua, terutama negara Jerman yang kalah perang.
London Agreement merupakan puncak dari pertemuan di Istana
St. James, London 1942 yang menghasilkan Deklarasi St, James 13
Januari 1942 dan pertemuan Moskow, 1943 yang melahirkan Deklarasi
Moskow 30 Oktober 1943. Kedua pertemuan tersebut membahas
keganasan perang yang dilakukan Jerman secara diluar batas-batas
kemanusiaan yang beradab sehingga menimbulkan banyak korban
penduduk sipil yang tidak berdosa, seperti di negara-negara yang
didudukinya: Belgia, Belanda, Perancis, Yunani, Luxemburg, Norwegia,
Polandia, dan Yugoslavia.
Dalam deklarasi St. James, 13 Januari 1942 ditegaskan antara
lain:
a). Kekejaman  Jerman terhadap penduduk sipil melanggar Hukum
Perang
b). Kejahatan Politik Jerman bertentangan hukum bangsa-bangsa
yang beradab.
c). Meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan perang
d). Mencari, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan perang
yang bersalah tanpa membedakan kewarganegaraan.
Dalam deklarasi Moskow, 30 Oktober 1943 dinyatakan antara
lain:
"Perwira Jerman dan anggota NAZI yang terlibat (menyetujui
atau mengisinkan) terjadinya kekejaman dan kejahatan dalam perang
akan dikirim ke negara-negara para korban untuk diadili dan dihukum
berdasarkan hukum nasional korban."
Terhadap kasus-pelanggaran berat (major criminal) yang tidak
jelas lokasi peristiwa dan pelaku yang harus bertanggungjawab, akan
diselesaikan kedalam suatu keputusan bersama negara-negara sekutu.
Selain itu dibentuk juga Komisi Kejahatan Perang ( War Crimes
Commission) yang beranggotakan 17 negara dan berkedudukan di
London dengan tugas menyelidiki kejahatan perang yang terjadi selama
perang dunia kedua.
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Dalam pasal 6 Piagam Mahkamah diatur yurisdiksi Mahkamah
yang meliputi:
-  Crimes against peace;
-  War crimes;
-  Crimes against humanity;
Pelaku kejahatan akan dimintakan pertanggung-jawaban secara
individual di hadapan mahkamah. Berdasarkan pasal 7 Jabatan dalam
pemerintahan negara para pelaku baik sebagai kepala negara/
pemerintahan atau jabatan-jabatan lainnya tidak dapat dijadikan alasan
untuk membebaskan atau meringankan hukuman para pelaku yang
bersalah. Dalam pasal 8 diatur alasan perintah atasan tidak dapat
membebaskan pelaku dari pertanggung-jawaban pidana tetapi kenyataan
ini dapat dijadikan alasan meringankan hukuman.
Kemudian pasal 9 menyatakan mahkamah dapat menyatakan
sebuah organisasi sebagai organisasi kriminal, manakala anggota-
anggotanya dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Selanjutnya pasal
12 memungkinkan dilakukannya peradilan in absensia bila dianggap perlu
oleh Mahkamah.
Mahkamah Nuremberg ini beranggotakan 4 orang hakim beserta
calon penggantinya masing-masing bilamana berhalangan (dan 4 orang
chief prosecutor). Mereka ditetapkan oleh negara penandatangan yaitu
Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Berdasarkan pasal
4 Piagam Quarum Sidang ditentukan oleh keempat orang hakim/anggota
majelis. Pimpinan sidang dipilih dari keempat anggota majelis hakim
dan mempunyai suara yang menentukan bilamana terdapat suara
berimbang dalam pengambilan voting. Pada prinsipnya keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
Berdasarkan pasal 26, Setiap putusan harus memuat alasan-
alasan bersalah atau tidak bersalah terhadap terdakwa. Artinya kesalahan
terdakwa harus diungkapkan dalam persidangan dan putusan. Putusan
bersifat final dan tidak dapat dimohonkan peninjau kembali.
Pasal 27 menegaskan kewenangan mahkamah menjatuhkan
putusan hukuman mati atau hukuman lainnya demi keadilan.
Sesuai catatan, Mahkamah Nuremberg telah menghukum 12
orang terdakwa dengan hukuman mati 3 orang dengan dengan hukuman
penjara seumur hidup, 4 orang dengan hukuman penjara yang bervariasi
lamanya dan membebaskan 3 orang yang dinyatakan tidak bersalah.
Juga menyatakan 6 organisasi sebagai organisasi kriminal dan
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membebaskan 2 organisasi lainnya.
Diantara pejabat pemerintahan dan organisasi (Nazi) Jerman yang
telah diadili adalah: Goering, Von Ribbentrop, Keitel ( Menteri
Pertahanan), Rosenberg, Saukel (Menteri Perburuhan), Jenderal Jodi
(Ketua Gabungan Kepala Staff Jerman). 20)
Pertimbangan utama Mahkamah dalam menegakkan prinsip
pertanggungjawaban individual meskipun pelaku pejabat pemerintahan/
negara, adalah:
"Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia,
bukan oleh kesatuan-kesatuan abstrak, dan hanya dengan menghukum
individu-individu yang melakukan kejahatan demikian, ketentuan-
ketentuan hukum internasional dapat dijalankan."
Pilihan tempat Mahkamah bersidang adalah di Nuremberg yaitu,
Benteng dari national socialism dimana pimpinan Nazi Hitler
menyelenggarakan pertemuan akbar tahunan 21)
2.1.5. Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Tokyo (Tribunal
Tokyo)
Tribunal Tokyo dibentuk berdasarkan deklarasi Jenderal Mac
Arthur selaku Panglima Tertinggi Tentara Sekutu yang menyatakan
pembentukan Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh
(Internasional Military Tribunal for the Far East) pada tanggal 19 Januari
1946, untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Timur Jauh.
Kewenangan Jenderal Mac Arthur membentuk Tribunal Tokyo
berdasarkan pendelegasian wewenang dari Komisi Timur jauh yang
merupakan sub komisi dari komisi kejahatan perang yang beranggotakan
17 negara dan berkedudukan di London. Sub komisi untuk  Timur Jauh
ini dibentuk atas permintaan China pada tahun 1944.
Selain itu pembentukan Tribunal Tokyo didasarkan pada hasil
Konperensi Tingkat Tinggi negara sekutu  yang juga dihadiri Presiden
RRC yang menghasilkan Perjanjian Postdam 26 Juli 1945 dimana antara
lain dinyatakan penyerahan Jepang tanpa syarat.
__________________________
20) Oebit Sabi T. Beberapa Aspek Kejahatan Perang Dan Bagaimana Mengadilinya.
Makalah Bagi Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter.
Departemen Kehakiman, Jakarta, hal 5
21) Encyclopedia Americana, Vol.28, Americana Coorporation, USA, 1978, hal 336
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Pada dasarnya Charter Tribunal Tokyo mencontoh pada
Charter Tribunal Nuremberg, terkecuali pada susunan majelis hakim
dan penuntutnya.Mahkamah Tokyo terdiri dari 11 anggota majelis hakim,
dan sidang sah (quarum) bilamana dihadiri 6 orang hakim. Serta hanya
terdapat 1 orang Chief prosecutor. Putusan diambil berdasarkan suara
terbanyak. Sesuai catatan, Mahkamah Tokyo telah menghukum 7
orang terdakwa dengan hukuman mati, 16 orang dengan hukuman
penjara seumur hidup dan 2 orang dengan hukuman penjara yang
lamanya bervariasi.22)
Salah satu pejabat negara yang telah dijatuhi hukuman adalah
Jenderal Tojo (Perdana Menteri).
2.1.6. Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Yugoslavia
(Tribunal ex Yugoslavia)
Tribunal ex. Yugoslavia ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan
Keamanan No. 827 tanggal 25 Mei 1993 atas dukungan suara bulat
yang ada di DK-PBB. Dalam resolusi tersebut dinyatakan pasal 7 Piagam
menjadi dasar hukum DK-PBB untuk memutuskan pembentukan
pengadilan internasional yang akan menghukum pelaku pelanggaran serius
terhadap hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia
yang telah berlangsung sejak 1 Januari 1991.
Pasal 7 ayat 2 junto pasal 29 memungkinkan pembentukan suatu
Pengadilan Internasional ad hoc sebagai alat perlengkapan tambahan
yang dianggap perlu dan membantu DK-PBB melaksanakan tugas-
tugasnya.
Sebelumnya  gagasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana
para pelaku pelanggaran berat hukum humaniter dihadapan sebuah
Mahkamah   telah tertuang dalam beberapa resolusi yaitu : resolusi DK-
PBB No.713 Tahun 1991 Resolusi DK-PBB No.764 Tahun 1992 ,
Resolusi DK-PBB No.771 Tahun 1992 Resolusi DK-PBB No.808
tahun 1993.
Resolusi-resolusi tersebut saling mendukung dengan upaya Komisi
Hukum Internasional dan perhatian Majelis Umum PBB pada
pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang bersifat permanen
yang memiliki yurisdiksi kriminal internasional.
__________________________
22) Encylopedia Americana, ibid. Hal. 477
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Pasal 1 Statuta Pengadilan Internasional (Statute of The
International Tribunal) menyatakan:
"Pengadilan Internasional ini akan memiliki kekuasaan menghukum
orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat dari
hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia
sejak 1991 sesuai dengan ketentuan dalam statuta ini".
Dalam statuta diatur kompetensi Ratione Materiae, kompetensi
Ratione Personae, kompetensi Ratione Loci, Kompetensi Ratione
Temporis serta kompetensi yang bersamaan dan Prinsip non-bis-in-idem.
Kompetensi Ratione Materiae diatur dalam pasal 2-5 yang
meliputi:
1). Pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi-Konvensi
Jenewa 1949 (Pasal 2), yaitu:
(a). Pembunuhan yang disengaja;
(b). Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk
percobaan biologis;
(c). Dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka-luka
yang serius pada tubuh atau kesehatan;
(d). Penghancuran dan pengambilan barang-barang yang tidak
berhubungan dengan kepentingan militer secara tidak sah
dan sewenang-wenang;
(e). Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk
memperkuat armada musuh;
(f). Dengan sengaja menghilangkan hak-hak tawanan perang atau
penduduk sipil terhadap pengadilan yang adil;
(g). Memindahkan secara tidak sah atau membuat perbatasan
wilayah penduduk sipil secara tidak sah;
(h). Penyanderaan penduduk sipil;
2). Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (sesuai pasal
3 Statuta yang mengacu pula pada Konvensi Den Haag IV 1907)
meliputi:
(a).  pemakaian senjata beracun atau senjata lain yang
dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak
perlu;
(b). penghancuran terhadap kota, desa atau perkampungan yang
tidak berhubungan dengan kepentingan militer;
(c). serangan atau pemboman terhadap daerah yang tidak
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terlindung;
(d). merebut, menghancurkan atau dengan sengaja merusak
tempat ibadah, institusi pendidikan maupun benda-benda
budaya;
(e). penjarahan benda-benda milik umum maupun pribadi;
3). Genosida (sesuai pasal 4 ayat 3 Statuta) meliputi:
(a). genosida;
(b). persekongkolan untuk melakukan genosida;
(c). secara langsung dan terbuka menghasut untuk melakukan
genosida;
(d). percobaan untuk melakukan genosida;
(e). terlibat dalam genosida;
4). Kejahatan terhadap kemanusiaan (sesuai pasal 5 statuta) meliputi
tindakan yang dilakukan dalam keadaan konflik yaitu:
(a). Pembunuhan (murder);
(b). pemusnahan (extermination);
(c). perbudakan (enslavement);
(d). pengasingan (deportation);
(e). pemenjaraan (imprisonment);
(f). penyiksaan (torture);
(g). pemerkosaan (rape);
(h). penganiayaan dengan alasan politis, rasial atau religius (per-
secutions on political, racial and religious grounds);
(i). tindakan tidak menusiawi lainnya (other inhuman acts);
Kompetensi Ratione Personae diatur dalam pasal 6 Junto pasal
7 Statuta meliputi individu manusia (natural persons) yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban kriminal individual tanpa memandang
jabatan dalam pemerintahan/negara;
Kompetensi Ratione Loci dan Ratione Temporis diatur bersamaan
dalam pasal 8 Statuta yang meliputi wilayah darat, laut dan udara bekas
Republik Sosialis Federal Yugoslavia serta dimulai dari tanggal 1 Januari
1991 yang dalam laporan Sekjen PBB dianggap sebagai tanggal yang
netral karena tidak terkait dengan suatu peristiwa tertentu.
Kompetensi yang Bersamaan diatur dalam pasal 9 yang
menjelaskan pengadilan Internasional memiliki keutamaan (Primary)
daripada pengadilan nasional. Meskipun baik pengadilan internasional
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maupun pengadilan nasional mempunyai kompetensi yang bersamaan
untuk mengadili pelaku pelanggaran berat di wilayah bekas Yugoslavia.
Selanjutnya Prinsip Non-bis-in-idem diatur dalam pasal 10
statuta, bahwa tidak seorangpun dapat diajukan kehadapan Pengadilan
Nasional untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya melanggar
hukum humaniter internasional sesuai statuta ini, apabila orang tersebut
telah terlebih dahulu diadili oleh Pengadilan Internasional.
Sebaliknya Pasal 10 ayat 2 menjelaskan seseorang yang telah
diadili dalam pengadilan nasional melanggar hukum humaniter
internasional, dapat diadili lagi oleh pengadilan internasional, apabila:
a). tindakan yang dituduhkan kepadanya digolongkan sebagai
kejahatan biasa; atau
b). proses bekerja pengadilan nasional tidak jujur dan tidak
independen, dan diatur untuk melindungi terdakwa dari
tanggungjawab kriminal internasional.
Sesuai pasal 24 Statuta, hukuman maksimal yang dapat diajukan
adalah penjara seumur hidup. Juga tidak mengenal peradilan in absensia,
oleh karena berdasarkan pasal 29 Statuta, semua negara berkewajiban
mematuhi perintah pengadilan termasuk perintah menangkap atau
menyerahkan individu/pelaku yang diperintahkan untuk diadili.
2.1.7. Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Rwanda
(Tribunal Rwanda)
Sama dengan Tribunal Ex Yugoslavia, juga Tribunal Rwanda (the
International Criminal Tribunal for Rwanda-ICTR) di Arusha dibentuk
berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memeriksa dan
mengadili pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat.
Berdasarkan "the Independent Commission of Experts Established in
Accordance with Security Council Resolution 935, the Rwanda
Commission " melakukan investigasi pelanggaran HAM yang berat yang
terjadi selama perang saudara (civil war) di Rwanda tahun 1994.
Pelanggaran HAM yang berat dimaksudkan adalah genosida dan
pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan secara "Systematic,
Widespread and flagrant" (Sistimatis, meluas dan menyolok). Ternyata
syarat ini belum ada pada Tribunal Ex Yugoslavia. Kemudian syarat
tersebut menjadi penekanan pada Statuta ICC.
Selain itu, desakan pembentukan Tribunal Rwanda disebabkan
karena sistem dan lembaga peradilan nasional Rwanda dianggap tidak
mampu atau gagal menyelenggarakan proses peradilan bagi para pelaku
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pelanggaran HAM yang berat. Tidak terdapat Hakim dan pengadilan
nasional Rwanda yang diharapkan dapat melakukan proses peradilan
dimaksud. Sehingga kasusnya diambil alih oleh Pengadilan Pidana
(HAM) Internasional Ad Hoc yang dibentuk Dewan Keamanan PBB,
yaitu Tribunal Rwanda.
Jadi terdapat dua alasan mendasar yang mendesak dibentuknya
Tribunal Rwanda, yaitu:
1). Telah terjadi pelanggaran HAM yang berat terutama dalam bentuk
genosida di Rwanda dan sekitarnya;
2). Kegagalan lembaga dan sistem peradilan pidana nasional
menangani kasus tersebut;
Sedang kriteria untuk menentukan telah terjadi kegagalan lembaga
dan sistem peradilan pidana nasional secara menyeluruh atau substansial
menangani pelanggaran HAM yang berat, adalah:
1). Tidak ada lembaga dan sistem peradilan pidana nasional yang
dapat menangani kasus tersebut;
2). Lembaga dan sistem peradilan pidana nasional yang ada tidak
bersedia mencari/menemukan tersangka, atau saksi, atau bukti-
bukti;
3). Lembaga dan sistem peradilan pidana nasional menyelenggarakan
proses peradilan yang sengaja melindungi pelaku kejahatan
(tersangka/terdakwa) dari ancaman hukuman;
4). Lembaga dan sistem peradilan pidana nasional tidak mampu
menyelenggarakan proses peradilan pidana yang adil dan patut,
seperti: tidak independen, bersifat memihak, bersifat apriori,
diskriminasi, mengabaikan hak-hak tersangka / terdakwa atau
korban, dan bentuk-bentuk pelanggaran prinsip "denial of
justice" (penyangkalan terhadap keadilan) lainnya;
Kewenangan untuk menentukan terpenuhi-tidaknya kriteria
tersebut diatas ada pada Dewan Keamanan PBB selaku lembaga yang
berwenang membentuk tribunal internasional ad hoc. Berbeda pada ICC,
yang menentukan ada tidaknya kesungguhan (genuinely) atau
ketidakmauan (unwillingness) atau ketidakmampuan (inability) lembaga
dan sistem peradilan pidana nasional menangani kasus pelanggaran HAM
yang berat adalah ICC itu sendiri. Hal ini sangat terkait dengan prinsip
Admissibility ICC dalam pasal 17 Statuta ICC.
Dalam hal ini menurut Muladi lembaga peradilan pidana nasional
seringkali tidak mau atau tidak mampu berbuat, baik karena harus
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mengadili warga negaranya sendiri yang kadang-kadang posisinya sangat
tinggi ataupun karena ketidakberdayaan (collapsed) lembaga peradilan
tersebut seperti yang terjadi di Rwanda. 23).
Sebagaimana diketahui, istilah "tribunal" digunakan bagi
pengadilan pidana internasional ad hoc. Sedang "court" digunakan bagi
ICC yang bersifat permanen.
2.1.8. Pengadilan Pidana Internasional (The International
Criminal Court)
Bahwa pembentukan ICC disahkan dalam Sidang UN
Diplomatik Conference of Penipotentiaris on the Establishment of an
International Criminal Court yang diselenggarakan di Roma pada tanggal
15 Juni - 17 Juli 1998. Pada saat itulah diputuskan dan ditandatangani
Statuta pembentukan ICC yang dikenal dengan The Rome Statute of
International Criminal Court, UN. Doc. A/Conf.183/9 (July 17,1998).
Statuta Roma 1998 ini telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli
2002 yaitu saat lewat hari ke-60 sejak ratifikasi negara ke-60 pada
tanggal 11 April 2002 sesuai maksud pasal 126 Statuta. Pada tanggal
tersebut telah tercatat  66 negara meratifikasi statuta bersamaan dengan
negara yang ke-60.
Pembentukan ICC yang merupakan pengadilan pidana
internasional permanen dan independen telah dirintis sejak berakhirnya
perang dunia I yang dilakukan oleh Liga Bangsa Bangsa berdasarkan
pasal 227 Perjanjian Perdamaian Versailles. Tetapi upaya ini gagal dengan
meletusnya perang dunia II.
Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh PBB dengan membentuk
The Committee on Codification of International Law pada tanggal 21
November 1947 yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum
internasional yang telah diakui dalam The Charter dan Tribunal of the
Nuremberg Trial.
Semula Panitia Hukum Internasional ini memikirkan pula
kemungkinan pembentukan Sidang Majelis Pidana di dalam Mahkamah
Internasional (The International Court of Justice). Tetapi kemungkinan
ini tidak dapat terwujud. Hal ini dapat dimengerti mengingat statuta
Mahkamah Internasional hanya memungkinkan negara menjadi pihak
__________________________
23) Muladi, 2001. op cit hal 5.
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berperkara dihadapannya. Sedang gagasan pembentukan ICC adalah
untuk mengadili dan menghukum perorangan (individu) yang melakukan
kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran berat terhadap Hak Asasi
Manusia.
Pertimbangan pembentukan ICC antara lain disebabkan bahwa
telah terjadi kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat
dibayangkan yang sangat mengguncang kesadaran manusia selama abad
ini dan telah menimbulkan korban jutaan anak, pria dan wanita. Diakui
pula bahwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan ini telah mengancam
perdamaian, keamanan dan keselamatan dunia. Kejahatan-kejahatan
kemanusiaan ini tidak dapat dibiarkan dan harus diakhiri. Oleh karena
itu setiap negara mempunyai tugas melaksanakan yurisdiksi-pidananya
mengadili kejahatan-kejahatan internasional ini. Dalam rangka inilah ICC
dibentuk untuk harus dijadikan pelengkap terhadap yurisdiksi pidana
nasional.
Keberadaan ICC sebagai pelengkap yurisdiksi pidana suatu
negara dimaksudkan apabila Pengadilan Pidana Negara tersebut
sungguh-sungguh (genuinely) tidak berkemauan (unwillingness) sesuai
pasal 17 (2) atau tidak berkemampuan (inability) sesuai pasal 17 (3)
statuta untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap para pelaku
kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam pasal 5 statuta, maka ICC
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya
mengadili kasus kejahatan kemanusiaan tersebut berdasarkan Statuta
Roma 1998.
Bahwa gagasan pembentukan sebuah pengadilan tetap
international yang berwenang mengadili para pelaku kejahatan atau
pelanggaran berat HAM telah dikukuhkan dalam Sidang Diplomatik
Conference of Penipotentiaris on the Establisment of an international
Criminal Court-ICC) yang dikenal dengan The Rome Statute of
International Criminal Court, UN. Doc.A/Conf.183 (Juli 17, 1998)
disingkat Statuta Roma 1998 atau Statuta ICC.
Setelah mendapat ratifikasi negara ke-60 pada tanggal 11 April
2002 maka kehadiran ICC sebagai sebuah lembaga peradilan pidana
international telah sah dan kini menunggu pengisian formasi hakim dan
perangkat kelembagaan lainnya agar dapat menjalankan tugas dan
tanggung-jawabnya sesuai Statuta Roma 1998.
Sedang yurisdiksi ICC menurut pasal 5 ayat 1 statuta Roma 1998
meliputi kejahatan atau pelanggaran berat HAM dalam bentuk genocida,
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kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Selain
yurisdiksi tentang pokok perkara (subject matter jurisdiction / ratione
material) diatas juga yurisdiksi ICC menyangkut: ratione temporis,
ratione loci, individual, administrasi dan contemp of court.
Selanjutnya  berdasarkan pasal 29, yurisdiksi ICC tidak dapat
dibatasi dengan konvensi atau perjanjian international manapun.
Sangat disayangkan Indonesia tidak menandatangani Statuta
Roma ini sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan calon hakim
yang dibutuhkan. Peluang untuk menjadi hakim ICC sangat bergantung
pada kebaikan negara lain yang mau mencalonkan hakim yang
berkewarganegaraan RI.
Bahwa ide pembentukan ICC merupakan suatu perjuangan
panjang setidaknya selama 50 tahun. Dimulai sejak Resolusi Sidang
Umum PBB tanggal 21 November 1947 yang membentuk The Com-
mittee on Codification of International Law yang bertugas  merumuskan
prinsip-prinsip hukum international yang telah diakui dalam The Charter
dan Tribunal of the Nuremberg Trial di tahun 1945. Semula melalui
resolusi ini negara peserta meminta perhatian komite mengenai
kemungkinan pelaku kejahatan atau pelanggaran berat HAM dapat
menjadi bagian dari yurisdiksi international Court of Justice yang telah
terbentuk.
Menurut hemat penulis dua hal utama yang menghambat
kemungkinan kejahatan atau pelanggaran berat HAM menjadi bagian
dari yurisdiksi Mahkamah International, yaitu:
1). Hanya negara yang dapat berperkara dimuka Mahkamah
International. Sehingga yang dimintakan pertanggungjawaban atas
suatu peristiwa adalah negara. Sedang kejahatan atau
pelanggaran berat HAM merupakan perbuatan Individual,
sehingga yang dimintakan pertanggungjawaban adalah individu.
2). Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan pada negara adalah
pertanggungjawaban dalam hukum perdata (seperti pernyataan
maaf atau pernyataan bersalah). Sedang pertanggungjawaban
yang dapat dimintakan pada individual yang bersangkutan adalah
pertanggungjawaban pidana (seperti pemberian hukuman
penjara). Namun demikian, terdapat saling keterkaitan erat antara
individu dan negara dalam proses terjadinya peristiwa kejahatan
atau pelanggaran berat HAM, bahkan sejarah kejahatan atau
pelanggaran berat HAM berawal dari kejahatan perang atau
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konflik bersenjata yang melibatkan aparat militer suatu negara.
Oleh karena itu maka tepatlah upaya mempersandingkan kedua
mahkamah peradilan tersebut (ICJ dan ICC) yang bermarkas di
Den Haag.
Dari uraian singkat pembentukan beberapa lembaga penyelesaian
sengketa baik yang berbentuk arbitrasi maupun pengadilan di atas,
setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1). Terdapat benang biru yang menghubungkan pembentukan
lembaga arbitrasi dan pengadilan international diatas.
2). Benang biru tersebut berupa hasrat dan semangat berbagai pihak
untuk mengadili individu pelaku kejahatan atau pelanggaran berat
HAM melalui sebuah peradilan international yang tetap.
3). Pembentukan lembaga arbitrasi dan pengadilan international
tersebut berlatar-belakang semakin besar korban manusia yang
ditimbulkan oleh peristiwa kejahatan atau pelanggaran berat HAM
dalam penyelesaian sengketa secara kekerasan bersenjata
(perang). Selain itu telah mengancam perdamaian, keamanan dan
keselamatan dunia.
2.2. Sistim Peradilan Pidana Internasional Dan Indonesia
2.2.1. Umum
Bahwa Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System)
merupakan suatu sistim penanggulangan kejahatan yang mula-mula
berkembang di Amerika pada masa pemerintahan Presiden Lyndon B.
Johnson di era 1960-an.
Pada masa itu kejahatan semakin berkembang, merajalela dan
memprihatinkan di berbagai tempat dan kota di AS, sehingga Presiden
L.B. Johnsons mencanangkan satu program nasional tentang
penanggulangan kejahatan yang kemudian dikenal dengan konsep
Criminal Justice System. Sejak itu dalam literatur muncul beberapa
pemikiran dikalangan para ahli tentang criminal justice system.
Remington dan Ohli24) mengemukakan, bahwa Criminal Justice
System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistim terhadap
mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai
suatu sistim merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-
__________________________
24) Romli Atmasasmita. Sistim Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme
dan Abolisionisme. Penerbit:Putra Bardin,Cetakan Kedua,1996, hal.14
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undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Pengertian sistim itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi
yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk
memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
Sementara itu Hagan (1987) membedakan pengertian antara
"criminal justice process" dan "criminal justice system". "Criminal justice
process" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan
seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada
penentuan pidana baginya. Sedangkan "criminal justice system" adalah
interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam
proses peradilan pidana.
Beberapa pakar di Indonesia juga memberikan penjelasan tentang
hal yang sama.
Mardjono Reksodipoetro25)  memberikan batasan bahwa yang
dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah, sistim pengendalian
kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
Sementara itu Romli Atmasasmita (yang sependapat dengan
Sanford Kadish)   mengatakan, bahwa pengertian sistim peradilan pidana
dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial.
Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan
tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan
dalam menanggulangi kejahatan.
Ketiga pendekatan tersebut adalah:
1). Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak
hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan
hukum semata-mata.
__________________________
25) Mardjono Reksodipoetra. Sistim Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada
Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi); Pidato
Pengukuhan Penerimaan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum pada FH-UI 1993:1,
dikutip dari Romli Atmasasmita, Sistim Peradilan Pidana, hal.14.
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2). Pendekatan administrasi memandang keempat aparatur penegak
hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki
mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun
yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur or  ganisasi yang
berlaku dalam organisasi tersebut. Sistim yang dipergunakan
adalah sistim administrasi.
3). Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistim sosial
sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab
atas keberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut
dalam melaksanakan tugasnya. Sistim yang dipergunakan adalah
sistim sosial. 26)
Dalam hal pendekatan normatif sub.a. diatas dikenal lagi dua
model yaitu Crime Control Model dan Due process Model yang
mempunyai karakteristik nilai yang sama dan berbeda. Tetapi oleh
Muladi27) mengemukakan kelemahan-kelemahan model-model sistim
peradilan pidana tersebut bagi Indonesia, yaitu:
a) Crime control model: tidak cocok karena model ini berpandangan
tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam
melaksanakan proses peradilan pidana.
b) Due process model: tidak sepenuhnya menguntungkan karena
bersifat "anti-authoritarian values".
c) Model family atau "family model": (griffits) kurang memadai
karena terlalu "offender oriented" karena masih terdapat korban
(victims) yang juga memerlukan perhatian serius.
Selain itu, sistem perlawanan (adversary model) seperti yang
dikenal di Amerika Serikat, baik yang bersifat "crime control model"
maupun yang bersifat "due process model" nampaknya agak sulit untuk
menerima peranan pihak ke tiga, yaitu si korban, dalam proses peradilan
pidana. Hal ini disebabkan karena pada model perlawanan secara
filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan
yakni terdakwa bersama penasihat hukumnya dan negara dalam hal ini
diwakili oleh Jaksa. Dalam model ini yang paling penting adalah "publik
order" dan "efisiensi". Proses kriminal pada hakekatnya merupakan
perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang
__________________________
26) Romli Atmasasmita, Op.cit. Hal.16-17
27) Muladi, dikutip dari Romli Atmasasmita Sistem Peradilan Pidana, hal.22
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tidak dapat dipertemukan kembali, yakni kepentingan negara dan
kepentingan individu (terdakwa). Karena itu model ini juga sering disebut
""The Battle Model" Model perlindungan hak (due process model) yang
mulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna
mengendalikan maksimal efisiensi pada hakekatnya tetap berada dalam
kerangka sistem perlawanan yang didasarkan atas perimbangan
kepentingan dan ketiadaan hubungan harmoni antara negara dan pelaku
tindak pidana.
Terhadap  adversary model, berkembang model ketiga sistem
peradilan pidana yang disebut "Model Kekeluargaan" (Family Model)
yang diperkenalkan oleh John Griffith. Dalam model ini pelaku tindak
pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat melainkan dipandang
sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol
pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi
oleh semangat cinta kasih.28)
Selanjutnya Muladi mengemukakan bahwa model sistim peradilan
pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada:
"daad-dader strafrecht" yang disebut: model keseimbangan kepentingan.
Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai
kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan
negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku
tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
Pemahaman yang sama dikemukakan juga oleh Indriyanto Seno
Adji yang memberikan abstraksi berdasarkan pendapat Mardjono
Reksodiputro, bahwa keterpaduan (integrated) diantara operasionalisasi
sub-sistim tersebut sangat menentukan keberhasilan mekanisme sistim
peradilan pidana ini. Pola kerja sistim ini layaknya suatu "bejana
berhubungan" yang memerlukan korelasi dan kooperasi di antaranya,
sehingga secara a contrario, hasil kerja satu sub-sistim akan
mempengaruhi kerja sub-sistim lainnya. Hambatan keberhasilan suatu
"Integrated Criminal Justice System" terletak pada arogansi sektoral di
antara pola kerja sub-sistim tersebut. 29).
Dengan demikian criminal justice system (sistim peradilan pidana)
sangat terkait  dengan:
__________________________
28) Muladi. Hak Asasi manusia,Politik dan Sistem Peradilan Pidana.2002.Badan
Penerbit UNDIP,Semarang,hal.181-182
29) Indriyanto Seno Adji. Op.cit. hal. Abstraksi.
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1). Pengendalian kejahatan sampai batas batas minimal.
2). Sistim hukum yang berlaku dan kesadaran hukum yang hidup
dan berlaku dalam masyarakatnya
3). Keberadaan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan ( termasuk peran Penasihat Hukum)
4). Kehidupan sosial-budaya-masyarakat yang hidup dan
berkembang disekitarnya.
2.2.2. Hukum Acara ICC
Yang dimaksud hukum acara pidana adalah peraturan perundang-
undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan
perkara pidana melalui satu sistim pemeriksaan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan putusan  yang melibatkan instansi kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga pembahasan berikut
ini adalah aturan-aturan yang berlaku sebagai pedoman bagi Kepolisian
Jaksa, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta negara dan
lembaga organisasi internasional, terdakwa dan penasihat hukumnya
melaksanakan tugas, tanggungjawab, hak dan kewajibannya masing-
masing sesuai keberadaannya masing-masing pada semua tingkat
pemeriksaan dan peradilan, dari penyelidikan, penyidikan penuntutan,
penjatuhan putusan sampai pelaksanaan putusan; dari pengadilan tingkat
pertama sampai tingkat lebih tinggi (Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali).  Termasuk didalamnya mengenai bantuan hukum atau
pembelaan terhadap terdakwa.
Dalam hukum nasional Indonesia hukum acara diatur dalam UU
No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Sedang Statuta ICC menggunakan istilah Peraturan Prosedur dan
Pembuktian (pasal 51 Statuta ICC) yang tersebar dalam berbagai pasal
menyangkut kewenangan penyelidikan, pra penyidikan/peradilan,
penuntutan, penangkapan, penahanan, putusan, menjalankan hukuman,
banding, gantirugi, kerjasama internasional, pemberian bantuan hukum,
perlindungan terhadap saksi, pengajuan alat bukti, perkara pengakuan
bersalah, pemeriksaan biasa, dan pemeriksaan khusus.
2.2.2.1. Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang
dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan (ICC) yang dimulai dari
tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (pengajuan perkara di
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pengadilan). Dalam proses ini Jaksa dan Dewan
Pra-Penyidikan/Dewan Pra-Peradilan (the Pre-Trial Chamber) yang
terdiri dari Hakim Tunggal/Anggota-Anggota Majelis Hakim ICC
memegang peranan utama, terutama dalam hal menentukan apakah suatu
informasi atau hasil penyelidikan/penyidikan sudah memenuhi syarat
diajukan sebagai perkara tindak pidana di pengadilan ICC. Fungsi dan
Tugas Dewan Pra-Penyidikan ini secara luas diatur dalam pasal 57 yang
dapat mengeluarkan segala perintah dan aturan dalam bentuk keputusan
atau penetapan berdasarkan pasal 15, 18, 19, 54 (2), 62 (7), 72, 58,
56 Bagian 9, 93  ayat 1 (j). Kewenagan tersebut meliputi meneliti dan
memutuskan apakah permintaan melakukan penyelidikan oleh Penuntut
beralasan atau tidak, atau apakah hasil penyelidikan Penuntut telah
memenuhi syarat untuk diajukan ke muka pengadilan, pemanggilan,
pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan hal lain yang
mendukung kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan dalam
rangka penuntutan di muka pengadilan oleh Penuntut.
Permulaan penyelidikan atas informasi atau laporan terjadinya
kejahatan kemanusiaan (Genocide, Crime against humanity dan war
crime) dilakukan oleh Jaksa (penuntut) yang terbentuk berdasarkan pasal
42 Statuta ICC. Informasi atau laporan dapat saja berasal dari suatu
negara (pasal 14), DK-PBB (pasal 13 b), atau pihak lain seperti
organisasi internasional, individu/kelompok individu lainnya.
Berdasarkan pasal 15 jo 53 Statuta ICC, penuntut dapat
melakukan penyelidikan "proprio mutu (pengujian awal informasi) suatu
informasi terjadinya kejahatan kemanusiaan, menganalisanya, dan
menyimpulkannya dengan dua kemungkinan:
1). Jika disimpulkan informasi tersebut mempunyai dasar yang kuat untuk
ditindak-lanjuti maka penuntut meminta kewenangan melakukan
investigasi kepada Majelis Pra-Peradilan (the Pre-Trial Chamber).
2). Jika disimpulkan informasi tersebut tidak berdasar, maka penuntut
akan memberitahukan kepada pemberi-informasi tentang hal
tersebut. Kecuali jika kemudian ditemukan fakta-fakta atau bukti-
bukti baru kuat untuk hal yang sama, maka penuntut dapat kembali
melakukan "proprio mutu" dengan dua kemungkinan diatas.
Dalam hal Penuntut ingin mengawali penyelidikan atas suatu
informasi yang diterimanya, Penuntut terikat dengan kriteria (pasal 53
ayat 1):
1). Informasi tersebut harus benar-benar meyakinkan,
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2). Kasusnya dapat diselesaikan sesuai pasal 17
Mempertimbangkan berat-ringannya kejahatan dan
kepentingan korban yang ditimbulkan.
Sedang kriteria untuk tidak cukup dasar melakukan
penuntutan setelah diadakan penyelidikan yang mengikat penuntut
(pasal 53  ayat 2) adalah:
(a) Ketiadaan dasar hukum dan fakta yang memadai untuk
mendapat jaminan melakukan penahanan atau panggilan
sesuai pasal 58.
(b) Kasusnya tidak memenuhi syarat-syarat pasal 17
(c) Secara keseluruhan tuntutan bukan dalam kepentingan
peradilan.
Selanjutnya pasal 54 mengatur Tugas-tugas dan
Kekuasaan Penuntut berkaitan dengan penyelidikan yaitu:
1). Mengambil semua tindakan penyelidikan yang dipandang
perlu dan efektif dalam arti seluas-luasnya dalam memperoleh
dan mengumpulkan fakta dan bukti suatu kejahatan
kemanusiaan, termasuk memanggil dan memeriksa para
saksi, korban dan pihak lainnya, melakukan kerjasama
dengan negara atau organisasi lainnya, menjaga kerahasiaan
sumber informasi, mengupayakan perlindungan terhadap
setiap orang pemberi informasi dan perlindungan bukti-
bukti.
2). Menjalankan investigasi dalam wilayah suatu negara sesuai
ketentuan Bagian 9 atau yang disahkan oleh Dewan Pra-
Penyidikan berdasarkan pasal 57 ayat 3 (d).
2.2.2.2. Pemeriksaan Persidangan
Selanjutnya, dalam peningkatan pemeriksaan
penyelidikan menjadi penyidikan dalam rangka penuntutan di
muka Pengadilan, Penuntut tetap memegang peranan penting atas
persetujuan dan pengawasan Majelis Penyidik/Majelis Hakim
dengan segala fungsi dan kewenangannya yang termuat dalam
pasal 64.
Sebelum diadakan peningkatan pemeriksaan dari
penyelidikan ke penyidikan, terlebih dahulu diadakan konfirmasi
tuntutan dihadapan Dewan Pra Penyidikan, setelah itu Pejabat
40
Presiden ICC mengangkat  Majelis Hakim yang
bertanggungjawab dalam proses persidangan pengadilan
selanjutnya, dan mengambil-alih semua fungsi dan kewenangan
Majelis Pra-Penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 61.
Pada awal pemeriksaan (penyidikan) di muka
persidangan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada
Terdakwa untuk menyampaikan pengakuan bersalah atau
pengakuan tidak bersalah.  Majelis Hakim tidak terikat dengan
pengakuan bersalah yang dilakukan terdakwa. Jika Majelis hakim
mengangap pengakuan bersalah oleh terdakwa tidak didukung
fakta-fakta dan bukti-bukti kasus yang termuat dalam surat
tuntutan dan diakui sebelumnya oleh Terdakwa dan para saksi
maka Majelis Hakim dapat memerintahkan perkara dilanjutkan
dengan acara pemeriksaan biasa (pasal 65 ayat 1 (c), ayat 3
dan 4).
Selama masa penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan,
hak-hak terdakwa tetap  dilindungi sesuai pasal 67. Terdakwa
diperiksa dan diadili di tempat kedudukan pengadilan (terkecuali
ditentukan lain) sesuai pasal 62 dan diperlakukan sesuai asas
Praduga tak bersalah, sehingga merupakan tanggungjawab
Penuntut untuk membuktikan kesalah Terdakwa sesuai pasal 66.
Oleh karena itu sistim pembuktian yang digunakan adalah sistim
pembuktian biasa bukan sistim pembuktian terbalik. Penuntut
berhak mengajukan semua alat bukti, sebaliknya Terdakwa dapat
menolak atau menerima alat-alat bukti tersebut atau dapat
mengajukan alat bukti lainnya. Akan tetapi penilaian akhir dari
kebenaran alat bukti tersebut merupakan kewenangan Majelis
hakim untuk digunakan sebagai pertimbangan mengambil
keputusan akhir.
Dalam mengambil keputusan, Majelis hakim ICC harus
memenuhi syarat pasal 74, pasal 66 ayat 3 , pasal 77 dan
pasal 78 yaitu :
1. Menghadiri semua tahap pemeriksaan penyidikan di
persidangan.
2. Mengevaluasi bukti-bukti dan segala yang terungkap dalam
persidangan.
3. Tidak melebihi apa yang dituntut oleh Penuntut
4. Mendahulukan pengambilan putusan secara bulat/aklamasi,
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kemudian pengambilan putusan berdasarkan suara mayoritas
(voting).
5. Putusan secara tertulis dan memuat pandangan dari
mayoritas hakim dan minoritas hakim dalam hal pengambilan
putusan secara Voting.
6. Pertimbangan Majelis Hakim bersifat rahasia sampai putusan
dibacakan secara terbuka dalam persidangan untuk itu
7. Harus yakin akan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang
masuk akal, jika menjatuhkan putusan yang bersifat
menghukum Terdakwa.
8. Menjatuhkan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau
hukuman seumur hidup.
9. Menjatuhkan hukuman denda dan penebusan harta/asset
hasil kejahatan.
10. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan dari keadaan Terdakwa.
11. Mengurangi masa hukuman penjara dengan masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa.
12. Mengumumkan hukuman untuk tiap-tiap kejahatan dan
gabungan hukuman yang menjelaskan lamanya masa
hukuman, tetapi tidak boleh melebihi masa 30 tahun penjara
atau seumur hidup sesuai pasal 77 ayat 1 (b).
Sedang sumber hukum yang wajib diterapkan ICC
(pasal 21) adalah:
1. Statuta ICC dan elemen-elemen kejahatan serta hukum
acara (prosedur dan pembuktian) yang diatur juga dalam
statuta ICC.
2. Fakta-fakta, prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional
yang terkait termasuk tentang konflik bersenjata.
3. Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana dari sistem hukum
nasional (pengadilan nasional) dan sistem hukum dunia, asal
tidak bertentangan dengan Statuta ICC.
4.  Sistem Yurisprudensi dari putusan-putusan sebelumnya.
5. Interpretasi hukum yang konsisten dengan hak asasi manusia
yang dikenal secara internasional tanpa diskriminasi.
Jika mengacuh pada tata urutan pasal 38 statuta
Mahkamah Internasional adalah :
1. Semua ketentuan dalam Statuta ICC termasuk didalamnya
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Konvensi Jenewa 1949 dan Prinsip-prinsip Umum Hukum
Pidana yang tersebut secara jelas.
Kemudian Konvensi-Konvensi atau Perjanjian Inetrnasional
lainnya yang terkait khususnya dengan kejahatan-kejahatan
yang menjadi yurisdiksi ICC.
2. Kebiasaan Internasional yang sudah umum dipraktekkan,
(terutama yang terkait dengan kejahatan-kejahatan
kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi ICC, seperti
kebiasaan-kebiasaan dalam perang dan pertempuran di
darat, laut dan udara).
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa
yang beradab, (terutama yang terkait dengan kejahatan-
kejahatan kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi ICC).
4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran (doktrin) dari
para ahli dari berbagai bangsa, sebagai alat bantu dalam
menetapkan kaidah hukum.
Menurut hemat penulis,  prinsip-prinsip umum hukum
pidana yang diatur dalam Bagian 3 dan beberapa pasal lainnya
penerapan hukumnya ditempatkan pada urutan pertama
disamakan dengan konvensi atau perjanjian internasional karena
prinsip-prinsip umum hukum pidana tersebut merupakan bagian
dari ketentuan-ketentuan Statuta Roma 1998. Jadi dibedakan
dengan prinsip-prinsip hukum umum lainnya yang tidak disebutkan
dalam Statuta ICC, yang ditempatkan pada urutan ketiga.
Prinsip-prinsip umum hukum pidana yang wajib
diterapkan ICC adalah:
1. Prinsip Nullum crimen sine lege (pasal 22 statuta ICC)
2. Prinsip Nulla poena sine lege (pasal 23)
3. Prinsip Non-retroactivity ratione personae (pasal 24)
4. Prinsip Tanggungjawab pidana individu (pasal 25)
5. Prinsip Non-yurisdiksi terhadap orang berusia di bawah 18
tahun. (pasal 26)
6. Prinsip tidak memandang Jabatan Resmi atau Non-
Impunity (pasal 27)
7. Prinsip Tanggungjawab Komandan dan atasan lainnya (pasal
28)
8. Prinsip  Tidak berlakunya ketentuan pembatasan (pasal 29)
9. Prinsip Elemen mental (pasal 30)
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10. Prinsip  Penghapusan Tanggungjawab Pidana (pasal 31)
11. Prinsip Perintah Atasan dan Kesalahan Hukum (pasal 32
dan pasal 33)
12. Prinsip Ne bis in idem (pasal 20)
13. Prinsip Komplementri  (pasal 1)
14. Prinsip Inadmissibility (pasal 17)
15. Prinsip Non-Lapse of Time atau ketidakberlakuan
Kadaluarsa.
Selain itu asas-asas lainnya dalam hukum internasional
yang dapat digunakan oleh ICC adalah:
1. Asas "Au Dedere Au Punere"
2. Asas "Au Dedere Au Judicare"
3. Asas "Primacy" (secara terbatas).
Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah
pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949 terhadap kasus-kasus
kejahatan perang yang tunduk pada yurisdiksi ICC tidak bersifat
retroaktif ?
Menurut hemat penulis pemberlakuan Konvensi Jenewa
1949 oleh ICC dengan demikian juga oleh pengadilan pidana
(HAM) nasional yang menerapkan yurisdiksi kriminal ICC tidak
bersifat retroaktif atau tidak melanggar prinsip legalitas dalam
Statuta ICC, karena:
1. Pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949 sama dengan
pemberlakuan beberapa prinsip-prinsip hukum pidana
internasional yang telah dikenal jauh sebelumnya
sebagaimana yang disebutkan dianut dalam Statuta ICC
seperti : prinsip Nullum crimen sine lege (pasal 22), prinsip
Nulla poena sine lege (pasal 23), prinsip non retroactivity
ratione personae (pasal 24), prinsip tanggungjawab individu
(pasal 28) dan lain-lain.
2. Dengan penyebutannya dalam Statuta ICC tersebut maka
Konvensi Jenewa 1949 menjadi bagian dari ketentuan-
ketentuan Statuta ICC yang keberlakuannya sama dengan
ketentuan ICC lainnya sepanjang mengenai kejahatan perang
terutama tentang konflik bersenjata internasional dan non
internasional.
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2.2.2.3. Upaya Hukum Banding dan Revisi
Terhadap putusan pengadilan diatas dapat ditolak oleh
Terdakwa maupun Penuntut melalui upaya hukum banding
(appeal) sesuai pasal 81-83 dan peninjauan (revision) sesuai pasal
84.
Terdapat perbedaan alasan banding terhadap Penuntut
dan Terdakwa yaitu:
Alasan banding bagi Penuntut (pasal 81 ayat 1 (a) adalah:
(a) Kesalahan prosedur
(b) Kesalahan fakta; atau
(c) Kesalahan hukum.
Sedang alasan banding bagi Terdakwa (pasal 81 ayat
2) adalah:
(a) Kesalahan prosedur;
(b) Kesalahan fakta;
(c) Kesalahan hukum; atau
(d) Alasan-alasan lain yang mempengaruhi kejujuran dan
kepercayaan proses peradilan atau keputusan.
Pasal 81 ayat 2 memungkinkan pula pengajuan banding
oleh Penuntut maupun Terdakwa terhadap hukuman dengan alasan
antara hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan
kejahatan yang dilakukan. Jika Majelis banding menganggap
terdapat alasan untuk membatalkan hukuman baik sebagian
maupun seluruhnya, maka Majelis Banding dapat mengundang
Penuntut dan Terdakwa untuk mengajukan alasan menurut pasal
81 ayat 1(a) atau (b).
Begitupun Penuntut dan Terdakwa atau keluarganya
(anak ,pasangan hidupnya dan orangtuanya) dapat mengajukan
peninjauan/revisi terhadap putusan penghukuman dengan dasar
alasan telah ditemukannya alat bukti baru, telah ditemukan/
diketahuinya bukti yang  menentukan penyidikan dan penuntutan
ternyata salah, terlupakan atau dipalsukan.
Majelis Hakim (revisi) dapat menolak atau mengabulkan
permohonan revisi. Dalam hal permohonan revisi dianggap
berguna dan beralasan untuk dikabulkan maka Majelis Hakim
(revisi) mengundang kembali Majelis Hakim Banding sebelumnya
untuk mendapatkan masukan perlu tidaknya revisi dilakukan.
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2.2.2.4. Pelaksanaan Putusan
Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka dilakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagaimana
yang diatur dalam pasal 103 - pasal 111.
Pengadilan menentukan di negara mana dari negara-
negara yang bersedia sebagai tempat pelaksanaan hukuman sesuai
putusan, termasuk menentukan pemindahan pemenjaraan ke
negara lain. Negara pelaksana terikat dan tidak dapat merobah
isi putusan yang dilaksanakan. Tetapi syarat-syarat penahanan
pemenjaraan dilakukan berdasarkan hukum nasional negara
pelaksana dengan tetap menghormati syarat-syarat standar
internasional serta tidak boleh melakukan diskriminasi antara
narapidana ICC dengan narapidana domestik dalam arti
narapidana ICC tidak boleh diperlakukan lebih buruk dari
narapidana lokal. Negara pelaksana dapat melakukan ekstradisi
atau penyerahan atau mengirim seseorang berdasarkan hukum
nasionalnya ke negara lain untuk tujuan penyidikan atau
pelaksanaan putusan, termasuk yang melarikan diri tetapi atas
persetujuan atau perintah Pengadilan ICC.
Pelaksanaan putusan yang dimaksud selain menyangkut
pelaksanaan hukuman penjaranya, juga meliputi pelaksanaan
hukuman denda dan penebusan asset-asset atau harta benda yang
diperintahkan oleh Pengadilan sesuai pasal 109.
Statuta ICC juga mengatur tentang kerjasama
internasional dan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam
pasal 86 - pasal 102.
Kerjasama internasional tersebut meliputi berbagai
bentuk kerjasama dengan pengadilan dalam investigasi dan
penuntutan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC didalamnya
tercakup penangkapan, pengiriman orang, penahanan, pemberian
data dan bukti, pemeriksaan orang, dan tindakan lainnya yang
terkait dengan mutual legal assistance.
Dalam rangkaian kerjasama internasional antara negara-
negara penandatangan/penerima statuta ICC dan atau dengan
ICC tersebut diatas lembaga pemasyarakatan dan kepolisian
nasional memegang peranan penting berdasarkan hukum nasional
negara yang bersangkutan. Untuk itu para negara penandatangan
menjamin adanya hukum nasional yang mengatur prosedur untuk
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seluruh bentuk kerjasama internasional tersebut (pasal 88).
2.2.3. Hukum Acara Pidana Indonesia
2.2.3.1. Menurut UU No.8 Tahun 1981
Sistim peradilan pidana yang berlaku di Indonesia diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku sejak
diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981  dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya adalah
Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang dikenal dengan
nama Het Herziene Inlandsch Reglement disingkat H.I.R.
(Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Dengan Undang-undang
Nomor 1 Drt. Tahun 1951 diadakan unifikasi hukum acara pidana
yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad
dan raad van justitie. Pembedaan hukum acara pidana ini
merupakan konsekuensi dari pemerintahan penjajahan Hindia
Belanda yang mengadakan pembedaan peradilan bagi golongan
penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropah
(termasuk Timur Asing)  sebagaimana yang dipertahankan dalam
Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor
16), kemudian dirubah dengan Reglemen Indonesia yang
dibaharui (R.I.B.).
Selanjutnya oleh karena Reglemen Indonesia yang
dibaharui (R.I.B.) dipandang belum memberikan jaminan
perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia, harkat dan
martabatnya sebagai manusia yang seharusnya mendapat
perlindungan di negara hukum seperti di Indonesia, maka
dirumuskan lagi hukum acara pidana yang baru sebagaimana
diatur dalam KUHAP yang kini sedang berlaku dengan
meletakkan jaminan perlindungan mendasar hak-hak asasi
manusia (humanisme) sebagai pijakannya.
Jika diteliti secara saksama, maka menurut hemat penulis
nampaknya KUHAP sudah cukup memadai menampung ide-
ide dasar dari sistim peradilan pidana yang modern karena:
1. Terdapat pembagian kewenangan pada semua tahap yang
saling "berketergantungan" dalam arti saling terkait dan
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menunjang secara serasi dan seimbang sesuai peran dari
masing-masing instansi kepolisian, kejaksaan (pasal 4 s/d
15), pengadilan (77 s/d 88) dan lembaga pemasyarakatan
(pasal 22 , pasal 278 dan pasal 280 ayat 2 s/d pasal 282)
sebagai pilar utama dari sistim peradilan pidana.
2. Terdapat pengaturan secara tegas dan jelas serta
mempertimbangkan aspek hak-hak asasi manusia tentang
penyelidikan (pasal 102 s/d 105), penyidikan (pasal 106 s/
d 136), penuntutan (pasal 137 s/d 144) pemeriksaan
pengadilan (pasal 145 s/d pasal 232), penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat
(pasal 16 s/d pasal 49), Tersangka dan Terdakwa (Pasal
50 s/d 68), pemberian bantuan hukum (pasal 69 s/d 74
KUHAP), praperadilan (pasal 77 s/d pasal 83  KUHAP),
upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (pasal
233 s/d pasal 269), dan pelaksanaan putusan (pasal 270 s/
d 276 jo. Pasal 277 s/d 283).
3. Bersikap terbuka untuk memungkinkan mengikuti
perkembangan kejahatan atau munculnya jenis-jenis
kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan
kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan tehnologi yang
semakin canggih dan tak terduga sebelumnya. Dalam hal
demikian KUHAP menempatkan diri sebagai legi generali
(aturan umum) dari Undang-undang yang mengatur jenis-
jenis kejahatan baru yang membutuhkan penanganan khusus
sebagai lex specialis (aturan khusus). Dengan asas "lex
specialis derogat legi generali" (aturan khusus menyingkirkan
aturan umum") memungkinkan KUHAP dapat "fleksible"
membuka diri terhadap pembaharuan akibat perubahan dan
perkembangan zaman.  Penerapan asas ini dimungkinkan
oleh pasal 284 ayat 2 KUHAP dan  pasal 103 KUHP
sebagai "ketentuan induk" dari KUHAP. Penyebutan
'ketentuan induk" oleh penulis karena tanpa KUHP tidak
perlu ada KUHAP.   Meskipun demikian masih terdapat
kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan.
Sebagaimana yang digambarkan Romli Atmasasmita 30)
__________________________
30) Romli Atmasasmita, Op.cit. hal.34
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antara lain:
a. Bahwa pada tahap penyelidikan oleh penyilidik tunggal
kepolisian masih belum diperlukan kehadiran seorang
pembela atau penasihat hukum untuk mendampingi
tersangka atau orang yang dicurigai untuk disuruh
berhenti lalu diperiksa identitas pribadinya. Atau
dikenakan tindakan lainnya (pasal 5 ayat 1 sub a, dan
b ), padahal pada saat itu tindakan penyelidik sudah
menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang.
b. KUHAP hanya mengatur motivasi penangkapan tanpa
menyebutkan alasan-alasan umum untuk sahnya suatu
penangkapan.
c. Praperadilan sebagai lembaga baru dalam sistim
peradilan pidana di Indonesia memiliki kewenangan
untuk memutuskan sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan serta gantirugi dan/atau rehabilitasi bagi
orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP), tetapi
tidak memiliki kewenangan apapun terhadap tindakan
penyelidik pada tahapan penyelidikan. Padahal
tindakan penyelidikan sudah menyentuh kemerdekaan,
harkat dan martabat sesorang yang merupakan hak-
hak asasi yang dimiliki setiap orang.
2.2.3.2. Menurut UU No.26 Tahun 2000
Sebagaimana diketahui bahwa penerapan asas lex
specialis derogat legi generali (aturan khusus menyingkirkan
aturan umum) sehubungan dengan hukum acara pidana sebagai
bagian dari sistim peradilan pidana dimungkinkan oleh pasal 284
ayat 2 KUHAP dan pasal 103 KUHP.
Dalam pasal 284 ayat 2 KUHAP ditegaskan:
(1) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan
ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk
sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai
ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Sementara itu pasal 103 KUHPidana menegaskan:
"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab
VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh
ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana,
kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain."
Sehubungan dengan penegasan Pasal 284 KUHAP dan
Pasal 103 KUHP diatas maka hukum pidana dibagi kedalam
hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang oleh Andi
Hamzah 31) lebih cenderung menggunakan istilah perundang-
undangan pidana umum dan khusus.
Perundang-undangan Pidana Umum ialah KUHP dan
semua Undang-Undang yang mengubah, menambah KUHP
seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang
Nomor 73 tahun 1958, Undang-Undang (Prp) Nomor 18 tahun
1960 dan lain-lain.
Perundang-undangan pidana khusus ialah perundang-
undangan pidana diluar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP
tersebut, yang dapat dibagi lagi atas:
a. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi,
subversi, korupsi, imigrasi dan lain-lain.
b. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana
(seperti yang dimaksud Scholten dengan hukum pidana
pemerintahan), misalnya Undang-Undang tenaga kerja,
atom, arsip, agraria, narkotika, tera dan lain-lain.
Bahwa fleksibilitas KUHAP melalui pasal 284 dan
KUHP melalui pasal 103 terhadap perubahan dan perkembangan
zaman yang begitu cepat dan kompleks menyebabkan semakin
banyak perundang-undangan yang mengatur delik-delik  di luar
KUHP.
Untuk hal ini, Andi Hamzah 32) memberikan alasan-
alasan mengapa semakin banyak delik-delik yang terpencar di
luar KUHP, antara lain disebabkan:
1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-
perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-
__________________________
31) Andi Hamzah. Delik Delik Tersebar Diluar KUHP dengan komentar. 1995. Penerbit
:PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Hal.7
32) Andi Hamzah. Ibid. hal.1
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peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum disini
telah berfungsi sebagai "Social engineering" maupun "social
control".
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping
adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan
lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang
bersifat temporer.
3. Banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di
lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi
negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk
mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini
nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria,
kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian,
pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan,
perhubungan, kemaritiman, perkoperasian dan seterusnya.
Selain itu, terdapat hubungan erat antara perubahan
kehidupan sosial dan perubahan hukum yang begitu cepat
sebagaimana dijelaskan oleh Friedman 33) bahwa hukum adalah
cermin masyarakat, perubahan sosial yang cepat berarti pula
perubahan hukum yang cepat. Perubahan besar dalam hubungan
sosial dan dalam perekonomian hampir pasti menghasilkan
perubahan hukum. Kemudian mencontohkan, bahwa sistim
hukum menjadi pemain kunci dalam kemajuan masyarakat dan
perekonomian Amerika yang dramatis selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas hukum
acara pidana yang diberlakukan dalam peradilan HAM di
Indonesia adalah sebagaimana yang diatur dalam UU No.26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Jika dikaji secara saksama, menurut hemat penulis
hukum acara pidana yang terdapat dalam UU No.26 Tahun 2000
sudah cukup memadai memenuhi unsur-unsur utama minimal
sistem peradilam pidana HAM yang dibutuhkan, karena:
1. Terdapat pengaturan tentang Komnas HAM sebagai
lembaga penyelidik (pasal 18 s/d pasal 20), Jaksa Agung
__________________________
33) Friedman M.Lawrence. American Law. New York: W.W.Norton & Company. 1984.
hal.361,364 & 366.
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yang dapat mengangkat Jaksa/Penuntut Umum Ad Hoc
sebagai lembaga penyidikan dan penuntutan (pasal 21 s/d
pasal 25), Hakim Tetap dan Hakim Ad Hoc sebagai
lembaga pengadilan (pasal 27 s/d pasal 31), penangkapan
(pasal 11), penahanan (pasal 12), Lingkup kewenangan-
Yurisdiksi (pasal4 s/d 9). Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai
lembaga peradilan terhadap kasus-kasus HAM yang terjadi
sebelum UU No.26/2000 diundangkan (pasal 43 dan pasal
44), Acara pemeriksaan-upaya hukum (pasal 31 s/d pasal
33).
2. Ketentuan pasal 10 memberi akses kepada KUHAP untuk
melengkapi segala sistim peradilan pidana yang tidak diatur
dalam UU No.26 tahun 2000 seperti antara lain: peranan
lembaga kepolisian dan lembaga pemasyarakat yang
merupakan dua pilar utama dari suatu sistim peradilan pidana
disamping lembaga kejaksaan dan pengadilan. Juga tentang
hak-hak Tersangka & Terdakwa , bantuan hukum serta
pelaksanaan putusan.
Terdapat dua lembaga peradilan yang diatur bersamaan
dalam UU No.26 tahun 2000 ini dengan hukum acara yang sama,
yaitu:
1. Lembaga Pengadilan HAM (permanen)
2. Lembaga Pengadilan HAM Ad Hoc.
Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan pengertian Pengadilan
Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM
adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat. Sedang lembaga Pengadilan HAM Ad Hoc tidak
diberi pengertian. Hanya saja melalui makna pasal 43 dapat
dibedakan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc hanya berwenang
mengadili kasus pelanggaran HAM berat pada locus dan
tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang No.26/2000, serta pembentukannya melalui
Keputusan Presiden atas usul DPR.  Tetapi pemeriksaan dan
upaya hukumnya sama dengan ketentuan yang diberlakukan
terhadap lembaga pengadilan HAM.
Dengan demikian Pengadilan HAM adalah lembaga
pengadilan HAM yang bersifat tetap/permanen sebagaimana ICC.
Sedang Pengadilan HAM Ad hoc adalah lembaga pengadilan
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HAM yang bersifat tidak tetap (insidentil) seperti Tribunal
Nuremberg dan Tokyo dan Pengadilan HAM Ad Hoc ex
Yugoslavia dan Rwanda pada skala internasional.
Perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya
adalah pada Pengadilan HAM (permanen) diberlakukan secara
tajam asas legalitas.  Sebaliknya pada pengadilan HAM Ad Hoc
diberlakukan asas retroaktif.
Menurut hemat penulis, pemberlakuan kedua asas yang
berbeda ini membawa konsekuensi yuridis yang berbeda pula
sehubungan dengan yurisdiksi kriminal, yaitu:
Pada Pengadilan HAM (permanen) karena
diberlakukan asas legalitas maka yurisdiksi-kriminalnya hanya
meliputi Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal
9. Tidak termasuk kejahatan perang dan agresi yang menjadi
yurisdiksi-kriminal ICC.
Pada Pengadilan HAM Ad Hoc terdapat dua
kemungkinan:
1. Dalam pengertian yang terbatas mengikuti pasal 44, maka
yurisdiksi-kriminal Pengadilan HAM Ad Hoc hanya meliputi
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
sesuai pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Tidak menjangkau
kejahatan perang dan agresi yang menjadi yurisdiksi-
kriminal ICC.
2. Dalam pengertian yang meluas mengikuti asas retroaktif
berarti tidak mengikuti UU No.26/2000, maka yurisdiksi-
kriminal Pengadilan HAM Ad Hoc  selain kejahatan genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga dapat meliputi
kejahatan perang dan agresi yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No.26/2000. Jadi dengan asas
retroaktif tersebut yurisdiksi-kriminal Pengadilan HAM Ad
Hoc dapat menjadi tidak terbatas hanya pada dua jenis
kejahatan-pelanggaran HAM yang berat dalam UU No.26/
2000 tersebut, tapi dapat meluas menjangkau yurisdiksi
kejahatan perang dan agresi yang juga menjadi yurisdiksi
ICC.
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B A B   III
ANALISIS YURISDIKSI PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL
DAN INDONESIA
3.1. Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (ICC)
3.1.1. Yurisdiksi Pokok Perkara (Subject Matter Jurisdiction /
Ratione Material)
Dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998 ditegaskan yurisdiksi
ICC adalah kejahatan atau pelangaran berat HAM yang meliputi:
- The Crime of Genocide
- Crime against humanity
- War Crimes
- The Crimes of aggression
Selanjutnya rumusan jenis-jenis kejahatan Kemanusiaan diatas
(terkecuali kejahatan agresi) telah dirumuskan secara jelas pada pasal
6,7 dan 8 statuta Roma 1998.
3.1.1.1. The Crime of Genocide
Kejahatan genosida diatur dalam pasal 6 Statuta Roma
1998 dengan rumusan, bahwa genocide (pemusnahan etnis)
berarti setiap tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan, secara keseluruhan ataupun sebagian,
kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:
(a) Pembunuhan para anggota kelompok;
(b) Menyebabkan kerusakan/luka-luka tubuh ataupun mental
yang sangat serius terhadap para anggota kelompok;
(c) Dengan sengaja merugikan kondisi-kondisi kehidupan
kelompok yang diperhitungkan dapat berakibat pada
kerusakan fisik secara keseluruhan ataupun sebagian;
(d) Tindakan-tindakan berat yang dimaksudkan untuk mencegah
kelahiran kelompok itu;
(e) Pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke
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kelompok lain;
Bahwa rumusan kejahatan genosida yang menjadi
yurisdiksi ICC diatas adalah sama dengan rumusan kejahatan
genosida yang diatur dalam pasal 7a UU RI No.26 tahun 2000,
bahkan  sebelumnya telah dinyatakan dalam pasal 2 Konvensi
Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
(Convention the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide) yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB
No.260 B (III) tgl.9 Desember 1948. Namun Konvensi Genosida
1948 ini lebih luas sebagaimana diatur pada pasal 3 yang meliputi
juga perbuatan-perbuatan yang sehubungan dengan genosida
yang dapat dihukum, yaitu:
(a) Genosida
(b) Persekongkolan untuk melakukan genosida
(c) Hasutan langsung dan didepan umum, untuk melakukan
genosida
(d) Mencoba melakukan genosida
(e) Keterlibatan dalam genosida
Selain itu dalam pasal 1 Konvensi Genosida 1948
ditegaskan sebagai kejahatan menurut hukum internasional
genosida baik yang dilakukan dimasa damai maupun masa perang.
Sedang dalam Statuta Roma 1998 tidak secara tegas dinyatakan.
Sehingga menurut hemat penulis bahwa genosida yang menjadi
yurisdiksi ICC adalah genosida yang dilakukan dimasa damai
dan genosida yang dilakukan dimasa perang atau konflik
bersenjata merupakan bagian dari kejahatan perang sehingga
tunduk pada yurisdiksi ICC tentang kejahatan perang. Jadi
terhadap genosida dimasa damai diberlakukan yurisdiksi ICC
tentang genosida sesuai pasal 6 sedang genosida dimasa perang
atau konflik bersenjata diberlakukan yurisdiksi ICC tentang
kejahatan perang sesuai pasal 8.
Demikian juga pasal 6 Konvensi Genosida 1948 yang
mengatur kemungkinan adanya suatu tribunal nasional dan
tribunal pidana internasional untuk mengadili kejahatan genosida
adalah selaras dengan pasal 1 dan bagian pertimbangan Statuta
Roma 1998 tentang prinsip komplementari ICC sebagai peradilan
pidana internasional  terhadap peradilan pidana nasional suatu
negara dalam mengadili kejahatan genosida.
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Konvensi Genosida 1948 merupakan salah satu
konvensi yang secara tegas menginginkan pembentukan suatu
peradilan pidana internasional selain peradilan pidana nasional
untuk mengadili kejahatan kemanusiaan khususnya genosida.
Majelis Umum PBB mendukung prinsip-prinsip Nuremberg
sehingga berupaya merumuskan tugas-tugas suatu Dewan
Kriminal Internasional. Defenisi dari tugas dewan ini diprakarsai
melalui Resolusi 260 B (III) yang disahkan oleh MU PBB pada
tanggal 9 Desember 1948. Dalam Resolusi itu Majelis Umum
meminta komisi hukum internasional untuk: Mempelajari keinginan
dan kemungkinan pendirian suatu organ pengadilan internasional
untuk mengadili orang-orang yang dituduh mengadakan
pemusnahan suatu suku atau suku bangsa atau melakukan tindakan
kriminal lainnya dimana kepada orang tersebut diberikan hak
hukum yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional.
Dengan adanya permintaan MU PBB kepada Komisi
Hukum Internasional diatas maka semula berkembang pemikiran
memasukkan kejahatan kemanusiaan termasuk genosida menjadi
yurisdiksi Mahkamah Internasional (International Court of
Justice) yang telah terbentuk. Namun mendapat kendala
diantaranya yang utama adalah hanya negara yang boleh menjadi
pihak-berperkara di muka Mahkamah Internasional (pasal 34
(1) Statuta Mahkamah Internasional). Sedang tujuan yang ingin
dicapai bagi peradilan kejahatan kemanusiaan adalah untuk
menghukum pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan secara
individual.
Memang dalam kasus terbunuhnya Pangeran Bernadotte
dari Swedia selaku utusan khusus perdamaian PBB di Timur
Tengah, Mahkamah Internasional dengan Advisory opinion
(sesuai pasal 65 Statuta Mahkamah) Memberikan kemungkinan
PBB dapat menjadi pihak dihadapan Mahkamah Internasional.
Sehingga merupakan pengecualian dari pasal 34 (1) Statuta
Mahkamah yang hanya memungkinkan negara sebagai pihak
berperkara.
Akan tetapi Advisory opinion Mahkamah tersebut belum
cukup menjadi dasar hukum bagi yurisdiksi pidana Mahkamah
Internasional mengadili individu-individu pelaku kejahatan
kemanusiaan. Apalagi ternyata legal opinium tersebut tidak
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dilaksanakan oleh PBB mengajukan perkara tewasnya Pangeran
Bernadotte tersebut ke Mahkamah Internasional.
Kendala yang lain adalah menyangkut penerapan
yurisdiksi hukumnya yaitu Mahkamah Internasional  menerapkan
hukum publik-privat sedang peradilan pidana internasional yang
diinginkan  menerapkan hukum pidana (nasional dan
internasional).
3.1.1.2. Crime Against Humanity
Kejahatan terhadap kemanusiaan ini diatur dalam pasal
7 Statuta Roma 1998 dengan rumusan:
1). Untuk tujuan undang-undang ini, "kejahatan terhadap
kemanusiaan" berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini
apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan
yang sistimatis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap
salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan
yang disengaja:
(a) Pembunuhan;
(b) Pembasmian;
(c) Perbudakan ;
(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
(e) Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik
yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum
international;
(f) Penyiksaan;
(g) Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan
paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk
pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan
yang dapat diperbandingkan;
(h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat
diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama
dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya,
agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada ayat
3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal
sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan
hukum international, sehubungan dengan suatu tindakan
yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam
yurisdiksi pengadilan itu;
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(i) Penculikan/penghilangan paksa seseorang;
(j) Kejahatan apartheid;
(k) Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan lain dari
sifat yang sama secara sengaja menyebabkan
penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius
terhadap tubuh atau mental atau kesehatan phisik.
2). Untuk tujuan ayat 1:
(a) "Penyerangan yang diarahkan terhadap penduduk
sipil" berarti suatu tindakan yang melibatkan perbuatan
tindakan yang berlipat ganda yang disebutkan pada
ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau
merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara atau
organisasi untuk melakukan penyerangan itu:
(b) "Pemusnahan" mencakup hukuman atau yang sengaja
dari kondisi-kondisi penyiksaan kehidupan, inter alia
perampasan akses terhadap makanan dan obat-obatan
yang diperhitungkan membawa akibat kerusakan dari
bagian suatu populasi;
(c) "Perbudakan" yaitu pelaksanaan salah satu atau semua
kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan
seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan itu
dalam pelaksanaan perdagangan orang, pada
khususnya wanita dan anak-anak;
(d) "Deportasi" atau pemindahan penduduk secara paksa"
yaitu pemindahan paksa orang-orang yang terkait
dengan pengusiran atau tindakan-tindakan lain dari
daerah dimana mereka secara hukum berada, tanpa
dasar-dasar yang diizinkan sesuai dengan hukum in-
ternational;
(e) "Penyiksaan" yaitu penyiksaan yang sengaja dari rasa
sakit yang sangat berat atau menderita, baik secara
phisik maupun mental pada seseorang yang berada
dalam penjagaan atau di bawah kontrol dari terdakwa;
kecuali bahwa penyiksaan itu tidak termasuk rasa sakit
atau menderita yang timbul hanya dari, yang menjadi
sifat atau secara tidak disengaja dari sanksi-sanksi
hukum;
(f) "Kehamilan yang dipaksa" yaitu pengurungan yang
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tidak berdasar hukum dari seorang wanita yang dipaksa
untuk hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi
etnis dari suatu populasi atau melakukan pelanggaran-
pelanggaran berat lain dari hukum international.
Defenisi ini bagaimanapun juga tidak boleh
diinterpretasikan mempengaruhi hukum nasional yang
berhubungan dengan kehamilan;
(g) "Penganiayaan" yaitu perampasan yang disengaja dan
kejam dari hak-hak dasar yang bertentangan dengan
hukum internasional dengan alasan identitas dari
kelompok atau pengelompokkan;
(h) "Kejahatan aparheid" yaitu tindakan-tindakan yang
disebutkan pada ayat 1, yang dilakukan dalam konteks
resim yang dilembagakan dari penekanan sistimatis dan
dominasi sistimatis oleh salah satu kelompok rasial
terhadap kelompok rasial lain atau beberapa kelompok
dan dilakukan dengan maksud untuk menjaga resim
itu;
(i) "Penghilangan paksa orang" yaitu penangkapan,
penahanan, atau penculikan orang-orang oleh atau
dengan kewenangan, dukungan atau pengakuan dari
negara atau organisasi politik yang diikuti dengan
penolakan untuk mengakui bahwa perampasan
kebebasan atau keberadaan dari orang-orang itu,
dengan maksud menghilangkannya dari perlindungan
hukum untuk jangka waktu yang lama;
3). Untuk tujuan undang-undang ini, hal ini dipahami bahwa
istilah "jenis kelamin" merujuk pada dua jenis kelamin, pria
dan wanita, dalam konteks masyarakat. Istilah "gender"
tidak menunjukan adanya pengertian yang berbeda seperti
diatas.
Yurisdiksi ICC tentang Kejahatan terhadap
kemanusiaan ini ditegaskan pula sebagai yurisdiksi Pengadilan
HAM di Indonesia sebagai diatur dalam UU RI No.26 Tahun
2000 tentang  Pengadilan HAM dalam pasal 7b  dengan rumusan
yang sama.
Bahwa rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan ini
lebih terinci luas dibanding rumusan yang sama yang terdapat
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dalam Piagam Perjanjian London 1945 (London Agreement of
1945 for the European Axis) yang disahkan  pada tanggal  8
Agustus 1945 oleh AS, Inggris, Perancis dan Uni Soviet selaku
pemenang Perang Dunia II. Dalam pasal 6 c dirumuskan
kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan,
membinasakan, memperbudak, pengasingan dan lain-lain
kekejaman di luar kemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang
dijalankan sebelum atau sesudah ada perang, penuntutan
berdasarkan alasan-alasan politik, rasialisme, atau keagamaan.
Organisasi yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka
yang turut serta dalam memformulir atau melaksanakan rencana
bersama komplotan untuk menjalankan kejahatan-kejahatan
tersebut adalah bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang
(oknum-oknum) yang menjalankan rencana-rencana tersebut.
Prinsip hukum tentang kejahatan terhadap kemanusiaan
ini kemudian menjadi salah satu prinsip hukum internasional yang
diterapkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang oleh
Tribunal Neremberg dan Tokyo.
Demikianpun rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan
tersebar luas dan berwujud dalam rumusan pelanggaran HAM
dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Uni-
versal Declaration of Human Right)  Resolusi MU PBB 217 A(III)
10 Desember 1948, dan Konvensi  Genewa 1945. Berikut ini
tersebut berbagai  konvensi dan deklarasi internasional tentang
HAM :34)
A). Instrumen-instrumen Umum:
(A.1). Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
Manusia
(A.2). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik
(A.3). Protokol Opsional Kovenan tentang Hak-hak
Sipil dan Politik
__________________________
34) Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak. Instrumen
Internasional Pokok Hak Hak Asasi Manusia. Penerbit:Yayasan Obor Indone-
sia,2001, Jakarta, hal.viii-xiv
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(A.4). Protokol Opsional Kedua pada Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang
Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati
(A.5). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
(A.6). Proklamasi Teheran
(A.7). Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-
kewajiban Ekonomi Negara,3281 (XXIX),
Disetujui oleh Majelis Umum,12 Desember 1974
(A.8). Resolusi 1503 (XLVIII): Prosedur untuk Menangani
Surat Pengaduan tentang Pelanggaran Hak-hak
Asasi Manusia
(A.9). Resolusi 1235 (XLII): Pelanggaran Hak-hak Asasi
Manusia dan Kebebasan Dasar, termasuk
Kebijakan-kebijakan Diskriminasi Rasial dan
Pemisahan Rasial dan Apartheid
(A.10). Piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan
Hak-hak Rakyat
(A.11). Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan
Kewajiban-kewajiban Manusia
(A.12). Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia,
ditandatangani di San Jose pada tanggal 22
November 1969, mulai berlaku pada tanggal 18
Juli 1978
(A.13). Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi
Manusia dan Kebebasan Dasar
(A.14). Piagam Sosial Eropah, ditandatangani di Turin pada
tanggal 18 Oktober 1961, mulai berlaku pada
tanggal 26 Februari 1965
B). Penentuan Nasib Sendiri:
(B.1). Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan
kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan
(B.2). Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) 14 Desember
1962, "Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya
Alam"
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C). Pencegahan Diskriminasi:
(C.1). Konvensi Internasional tentang Penghapusan
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
(C.2). Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan
Penghukuman Kejahatan Apartheid
(C.3). Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita
(C.4). Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan
(C.5). Protokol yang Membentuk Komisi Konsiliasi dan
Jasa baik yang bertanggungjawab atas Pencarian
Penyelesaian Perselisihan Apapun yang Mungkin
Timbul di antara Negara Peserta Konvensi melawan
Diskriminasi dalam Pendidikan
(C.6). Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan),
Konvensi (No.111) tentang Diskriminasi mengenai
Pekerjaan dan jabatan
(C.7). Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk
ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan
Agama atau Kepercayaan
(C.8). Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial
D). Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan
(D.1). Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi
Perlakuan terhadap Narapidana
(D.2). Konvensi melawan Penganiayaan dan Perlakuan
Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman
yang Menghinakan
(D.3). Konvensi Eropah untuk Pencegahan Penganiayaan
dan Perlakuan Tidak manusiawi atau Hukuman yang
Menghinakan
(D.4). Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan
Menghukum Penganiayaan
(D.5). Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak
hukum
(D.6). Prinsip-prinsip Etika Kedokteran, yang Relevan
dengan Peran Personel Kesehatan, terutama para
Dokter, dalam Perlindungan Narapidana dan
Tahanan terhadap Penganiayaan dan Perlakuan
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Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman
yang Menghinakan
(D.7). Prinsip-prinsip Dasar tentang kemandirian
Pengadilan
(D.8). Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan
Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk
Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan
E). Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk
Genosida
(E.1). Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman
Kejahatan Genosida
(E.2). Konvensi tentang Tidak Dapat Ditetapkannya
Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan
Kejahatan Kemanusiaan
F). Perbudakan dan Lembaga dan Praktek-praktek Serupa
(F.1). Konvensi Perbudakan
(F.2). Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan
Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga
dan Praktek Serupa dengan Perbudakan
(F.3). Konvensi Kerja Paksa
(F.4). Konvensi Penghapusan Kerja Paksa
(F.5) Konvensi untuk Menumpas Perdagangan Orang
dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain
G). Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka
dan Pengungsi
(G.1). Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin
(G.2) Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita
(Montevideo,tahun 1933)
(G.3). Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan
Kewarganegaraan
(G.4). Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak
Berkewarganegaraan
(G.5). Konvensi mengenai Status Pengungsi
(G.6). Protokol mengenai Status Pengungsi
(G.7). Deklarasi tentang Suaka Teritorial
 (G.8). Persetujuan Eropah tentang Penghapusan Visa bagi
Pengungsi, Tahun 1959
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(G.9). Persetujuan Eropah tentang Pengalihan
Pertanggungjawaban untuk Pengungsi, Tahun 1980
(G.10). Konvensi tentang Suaka Politik
(G.11). Konvensi tentang Suaka Diplomatik Rancangan
Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi
tentang Suaka Diplomatik:
(G.12) Konvensi tentang Suaka Teritorial
(G.13). Konvensi Organisasi Kesatuan Afrika mengenai
Aspek-aspek Khusus Permasalahan Pengungsi di
Afrika
H). Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja
(H.1). Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia
Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan
(H.2). Konvensi tentang Hak-hak Anak
(H.3). Konvensi Eropah tentang Status Hukum Anak yang
Lahir di Luar Ikatan Perkawinan
I). Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Bebas Berhimpun
(I.1). Konvensi tentang Kebebsan Berhimpun dan
Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
(I.2). Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan
Penawaran Kolektif
(I.3). Konvensi Tentang Perwakilan Pekerja
(I.4). Konvensi Kebijakan Pekerjaan
(I.5). Konvensi tentang Penggajian yang Sama
(I.6). Konvensi Eropah tentang Status Hukum Pekerja
Pendatang
J). Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan
(J.1). Deklarasi Universal tentang Pemberantasan
Kelaparan dan kekurangan Gizi
(J.2). Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan
K). Hak-hak Politik dan Sipil Wanita
(K.1). Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita
(K.2). Konvensi Inter-Amerika tentang Pemberian Hak-
hak Politik kepada Wanita
(K.3). Konvensi Inter-Amerika tentang Pemberian Hak-
hak Sipil kepada Wanita
L). Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data
(L.1). Konvensi tentang Hak Koreksi Internasional
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(L.2). Konvensi untuk Perlindungan Individu mengenai
Pemrosesan Otomatis Data Pribadi
M). Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas
(M.1). Konvensi tentang Penduduk Asli dan Penduduk
Suku di negara-negara Merdeka
(M.2). Rancangan Deklarasi tentang hak-hak Orang-
orang yang termasuk Kelompok Minoritas Bangsa
atau Etnis, Agama, dan Bahasa.
Dalam instrumen nasional Indonesia rumusan
pelanggaran HAM termuat dalam :
1). UUD 1945 & Amandemen khususnya pasal 5 ayat (1),
Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) & ayat (3), dan Pasal
34.
2). TAP MPR RI No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi
Manusia
3). UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi
Manusia
4). UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
5). Pelbagai UU RI tentang Ratifikasi Konvensi-Konvensi
Internasional yang terkait dengan HAM.
3.1.1.3. War Crime
Kejahatan perang dirumuskan secara detail dalam pasal
8 Statuta ICC, sebagai berikut:
1). Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan
kejahatan perang pada khususnya ketika dilakukan sebagai
bagian dari perencanaan atau kebijakan atau sebagai bagian
dari perbuatan yang mempunyai dampak skala luas dari
kejahatan itu.
2). Untuk tujuan Undang-undang ini, "kejahatan perang' berarti:
(a) Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi
Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu setiap
tindakan-tindakan berikut ini terhadap orang-orang
atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
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(i) Pembunuhan yang disengaja;
(ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi,
termasuk uji coba biologi;
(iii) Kesengajaan yang menyebabkan penderitaan
atau rasa sakit yang luar biasa terhadap tubuh
atau kesehatan; Pengrusakan yang berlebih-
lebihan dan pemusnahan harta benda/ kekayaan,
yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan-kebutuhan
militer dan dilakukan secara tidak berdasarkan
hukum dan tanpa alasan;
(iv) Pengrusakan yang berlebih-lebihan dan
pemusnahan harta benda/ kekayaan, yang tidak
dibenarkan oleh kebutuhan-kebutuhan militer dan
dilakukan secara tidak berdasarkan hukum dan
tanpa alasan;
(v) Pemaksaan tahanan perang atau orang yang
dilindungi lainnya untuk melaksanakan secara
paksa kekuasaan yang sedang bertempur;
(vi) Penyiksaan tahanan perang atau orang yang
dilindungi lainnya untuk melaksanakan secara
paksa kekuasaan yang sedang bertempur;
(vii) Penyiksaan disengaja terhadap tahanan perang
atau orang yang dilindungi lainnya dari hak-hak
pengadilan yang adil dan reguler;
(viii) Deportasi atau pengalihan orang yang tidak
berdasarkan hukum atau pengurungan yang tidak
berdasarkan hukum;
(ix) Penyanderaan.
(b) Pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap
hukum dan hukum adat yang berlaku dalam konflik
bersenjata international dalam kerangka kerja yang
ditetapkan dari hukum international yaitu setiap
tindakan-tindakan berikut ini:
(i) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan
terhadap penduduk sipil seperti atau terhadap
penduduk sipil secara individu yang tidak ambil
bagian secara langsung dalam kerusuhan/
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permusuhan itu;
(ii) Dengan sengaja mengadakan penyerangan
terhadap obyek-obyek sipil yaitu obyek-obyek
yang bukan merupakan obyek-obyek militer;
(iii) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan
terhadap personil, instalasi, bahan-bahan, unit
atau kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam
bantuan kemanusiaan atau misi penjagaan
keamanan sesuai dengan Piagam PBB, sepanjang
hal tersebut mendapat perlindungan yang
diberikan terhadap orang-orang sipil atau obyek-
obyek sipil sesuai dengan hukum international dari
konflik bersenjata;
(iv) Secara sengaja melancarkan serangan yang
menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu
akan menyebabkan kerugian yang tiba-tiba
terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap warga
sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil
atau kerusakan-kerusakan yang luas, jangka
panjang dan berat terhadap lingkungan alam
yang dengan jelas akan berhubungan dengan
keuntungan-keuntungan militer yang kongkrit dan
langsung secara keseluruhan yang dapat
diantisipasi;
(v) Penyerangan atau bombardir, dengan cara
apapun kota-kota, desa-desa, tempat-tempat
hunian atau gedung-gedung yang tidak
dipertahankan dan yang bukan merupakan
obyek-obyek militer;
(vi) Pembunuhan atau penyiksaan sandera yang telah
meletakkan senjatanya atau tidak lagi mempunyai
daya pertahanan, telah menyerahkan
kebijaksanaannya;
(vii) Membuat penggunaaan yang tidak tepat bendera
gencatan senjata, bendera atau tanda-tanda
militer serta seragam musuh atau PBB, serta
perangkat-perangkat Konvensi Jenewa, yang
mengakibatkan kematian atau kecelakaan jiwa
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yang gawat;
(viii) Pengalihan, secara langsung ataupun tidak
langsung, dengan penempatan kekuasaan
sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke
wilayah huniannya, atau deportasi atau pengalihan
seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah
yang ditempati di dalam atau di luar wilayahnya;
(ix) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan
terhadap gedung-gedung yang diperuntukkan
untuk tujuan agama, pendidikan, seni, ilmu
pengetahuan atau tujuan amal, monumen-
monumen histories, rumah sakit, dan tempat-
tempat dimana orang-orang sakit dan luka
dikumpulkan, asal mereka bukan obyek militer;
(x) Melakukan pada orang-orang yang berada pada
kekuasaan pihak lawan, mutilasi fisik atau
eksperimen medis atau ilmiah dari salah satu jenis
yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, gigi
atau perawatan rumah sakit dari orang yang
bersangkutan demi kepentingan-kepentingannya,
dan yang menyebabkan kematian terhadap atau
bahaya yang serius terhadap kesehatan orang
atau beberapa orang itu;
(xi) Pembunuhan atau mengakibatkan luka terhadap
individu-individu yang menjadi milik bangsa yang
bermusuhan atau angkatan bersenjata;
(xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang
akan diberikan;
(xiii) Merusak atau menyita harta kekayaan musuh
kecuali pengrusakan atau penyitaan itu diminta
dengan tegas untuk kebutuhan-kebutuhan
perang;
(xiv) Menyatakan hilang,berhenti atau tidak dapat
diizinkan di pengadilan hukum hak-hak dan
tindakan-tindakan pihak nasional maupun pihak
yang bermusuhan;
(xv) Memaksa bangsa-bangsa dari pihak yang
bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi
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perang yang diarahkan terhadap negaranya
sendiri, bahkan apabila mereka berada dalam
layanan belligerent sebelum memulai perang itu;
(xvi) Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila
dilakukan dengan penyerangan;
(xvii) Menggunakan racun atau senjata beracun;
(xviii)Menggunakan gas asphyxiating, gas beracun atau
gas-gas lain, dan semua bahan-bahan cairan,
bahan-bahan dan perangkat-perangkat yang
sama;
(xix) Menggunakan peluru tajam yang menyebar atau
mudah menusuk pada tubuh manusia, seperti
peluru-peluru dengan pelindung keras yang intinya
tidak tertutup seluruhnya atau diberi incisions;
(xx) Menggunakan senjata, proyektil dan bahan-
bahan serta metode perang yang sifatnya dapat
menyebabkan kecelakaan yang maha berat atau
penderitaan yang tidak diperlukan atau yang
secara disengaja tidak membeda-bedakan dalam
pelanggaran hak international atau konflik
bersenjata, asalkan senjata-senjata, proyektil dan
bahan-bahan serta metode perang itu mangacu
pada larangan yang komprehensif dan termasuk
dalam lampiran Undang-undang ini, dengan
perubahan-perubahannya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang relevan yang
ditetapkan pada pasal 121 dan 123;
(xxi) Melakukan kekejaman terhadap harta benda
manusia, pada khususnya kemanusiaan dan
perlakuan kejam;
(xxii) Melakukan pemerkosaan, perbudakan,
perbudakan seks, prostitusi paksa, kehamilan
paksa, sebagaimana yang diidentifikasikan pada
pasal 7 ayat 2 (f), sterilisasi paksa atau bentuk-
bentuk pelanggaran seksual lain apapun yang juga
merupakan pelanggaran berat terhadap
Konvensi Jenewa;
(xxiii)Menggunakan keberadaan masyarakat sipil atau
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orang yang dilindungi lain untuk tameng titik-titik,
daerah-daerah atau kekebalan-kekebalan
kekuasaan militer tertentu dari operasi militer;
(xxiv) Dengan sengaja mengarahkan serangan
terhadap bangunan-bangunan, unit-unit medis
dan transportasi dan personil-personil yang
menggunakan perangkat khusus dari Konvensi
Jenewa sesuai dengan hukum international;
(xxv) Sengaja menggunakan kelaparan sipil sebagai
metode perang dengan membiarkan mereka
menghilangkan obyek-obyek yang tidak dapat
diperbaiki bagi kelanjutan hidupnya termasuk
dengan sengaja menghambat pasokan-pasokan
sebagaimana yang diberikan sesuai dengan
Konvensi Jenewa;
(xxvi) Memaksa atau mengikutsertakan anak-anak di
bawah umur limabelas tahun dalam kekuatan
bersenjata nasional atau menggunakannya untuk
berpartisipasi aktif dalam pertempuran.
(c) Dalam hal konflik bersenjata bukan bersifat
internasional, pelanggaran-pelanggaran serius dari pasal
3 pada Konvensi Jenewa ke empat tanggal 12 Agustus
1949, yaitu setiap tindakan berikut ini yang dilakukan
terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian secara
aktif dalam pertempuran termasuk para anggota
angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya/
menyerah dan mereka yang ditempatkan hors de com-
bat karena sakit, luka, penahanan atau sebab-sebab
lain apapun:
(i) Pelanggaran terhadap nyawa dan orang, pada
khususnya pembunuhan tanpa pandang bulu,
mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
(ii) Melakukan penyiksaan pada harkat pribadi,
khususnya kemanusiaan dan perlakuan kejam;
(iii) Penyanderaan;
(iv) Memberikan hukuman dan melakukan eksekusi
tanpa pengadilan terlebih dahulu yang
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diumumkan oleh pengadilan yang dilembagakan
secara reguler, yang mengupayakan seluruh
jaminan yudisial yang secara umum dikenal sangat
diperlukan;
(d) Ayat 2 © berlaku bagi konflik bersenjata yang bukan
bersifat internasional dan dengan demikian tidak
berlaku bagi situasi-situasi gangguan
internal dan ketegangan-ketegangan, seperti kerusuhan,
tindakan-tindakan isolasi dan
sporadic dari pelanggaran dan tindakan-tindakan lain
dari sifat yang serupa.
(e) Pelanggaran-pelanggaran hukum serius lainnya dan
hukum tradisional yang berlaku di dalam konflik
bersenjata yang bukan bersifat internasional, dalam
kerangka kerja yang ditetapkan pada hukum
internasional yaitu setiap tindakan berikut ini:
(i) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap
penduduk sipil seperti atau terhadap warga
negara sipil yang tidak ambil bagian secara
langsung dalam pertempuran/ permusuhan itu;
(ii) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap
bangunan, bahan-bahan, unit medis dan
transportasi, dan personil yang menggunakan
perangkat khusus dari Konvensi Jenewa seusai
dengan hukum internasional;
(iii) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap
personil, instalasi, bahan-bahan unit atau
kendaraan yang terlibat dalam bantuan
kemanusiaan atau misi penjaga keamanan sesuai
dengan Piagam PBB, dan juga mereka berhak
mendapat perlindungan yang diberikan kepada
warga sipil atau obyek-obyek sipil seusia dengan
hukum internasional dari konflik bersenjata;
(iv) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan
terhadap bangunan-bangunan yang
diperuntukkan untuk tujuan keagamaan,
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pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan-
tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit
dan tempat-tempat dimana oang-orang sakit
berada asalkan mereka bukan tujuan militer;
(v) Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila
dilakukan dengan penyerangan;
(vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual,
prostitusi paksa, kehamilan paksa, sebagaimana
dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 (f), sterilisasi paksa
dan setiap bentuk pelanggaran seksual lainnya
dan juga yang merupakan pelanggaran serius
terhadap pasal 3 sampai dengan Konvensi
Jenewa keempat;
(vii) Mengikutsertakan atau mendaftarkan anak-anak
di bawah umur limabelas tahun dalam angkatan
bersenjata atau kelompok-kelompok atau
menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam
kerusuhan;
(viii) Memerintahkan pemindahan populasi atau
penduduk sipil untuk alasan-alasan yang terkait
dengan konflik kecuali menjamin masyarakat sipil
yang terlibat atau untuk alasan-alasan militer
imperatif yang diminta;
(ix) Pembunuhan atau mengakibatkan luka yang
hebat;
(x) Menyatakan bahwa tidak ada tempat yang akan
diberikan;
(xi) Menjadikan orang-orang yang berada pada
kekuasaan pihak lain yang bertikai sebagai obyek
mutilasi fisik atau pada uji coba medis atau ilmiah
dari jenis apapun yang tidak dibenarkan oleh
medis, kedokteran gigi atau rumah sakit dari
orang-orang yang bersangkutan yang tidak
dilakukan pada kepent ingannya, yang
menyebabkan kematian atau bahaya yang serius
terhadap kesehatan orang atau beberapa orang
itu;
(xii) Merusak atau menyita harta benda pihak lain
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kecuali pengrusakan atau penyitaan itu dituntut
dengan tegas oleh kebutuhan konflik;
(f) Ayat 2 (e) berlaku bagi konflik bersenjata yang
bukan bersifat internasional dan dengan demikian
tidak berlaku bagi situasi-situasi gangguan inter-
nal dan ketegangan -ketegangan, seperti
kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan spo-
radic dari pelanggaran atau tindakan-tindakan
lain dari sifat yang serupa. Ini berlaku bagi konflik
bersenjata yang berlangsung di wilayah suatu
Negara apabila ada konflik bersenjata yang
terjadi antara pemerintah dan kelompok
bersenjata terorganisir atau antara kelompok-
kelompok itu.
3. Tidak ada ketentuan dalam ayat 2 (c) dan (e) yang
akan mempengaruhi tanggung jawab Pemerintah untuk
menjaga atau menetapkan kembali undang-undang
atau aturan di Negara itu atau untuk mempertahankan
kesatuan dan integritas wilayah Negara itu, dengan
segala cara yang sah.
Dari rumusan diatas dapat disimak pelanggaran berat
HAM yang dikategorikan sebagai kejahatan perang tersebut
diatas terjadi dalam situasi konflik bersenjata internasional (pasal
8 ayat 2 (b) dan situasi konflik bersenjata non internasional (pasal
8 ayat 2 (c).
Dalam situasi konflik bersenjata internasional yang
diterapkan adalah keempat Konvensi Jenewa dan Protokol
Tambahan I. Sedang dalam situasi  konflik bersenjata non
internasional yang diberlakukan adalah Pasal 3 dalam keempat
konvensi Jenewa  dan Protokol Tambahan II.
Yang dimaksud konflik bersenjata internasional adalah
perang antar negara. sedang konflik bersenjata non internasional
adalah konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah (tentara
nasional) dengan kelompok bersenjata terorganisir atau antar
kelompok bersenjata teroganisir yang satu dengan yang lainnya
(pasal 2 (f).
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Situasi-situasi gangguan internal dan ketegangan-
ketegangan,  seperti kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan
sporadis lainnya tidak termasuk dalam pengertian konflik
bersenjata non internasional. Sehingga terhadapnya tidak
diberlakukan yurisdiksi ICC tentang kejahatan perang ini.
Namun demikian dalam situasi kekacauan-kekerasan
dalam negeri seperti tersebut diatas yang belum merupakan
konflik bersenjata, perlindungan minimal terhadap Hak Asasi
Manusia tetap dijamin oleh hukum, karena perlindungan HAM
sudah merupakan tekad dan gerakan internasional.
Sehubungan dengan itu, menurut Muladi…35), ada
penemuan yang progresif dari praktek kedua Tribunal Nuremberg
dan Tokyo yaitu pandangan bahwa kejahatan terhadap
kemanusiaan (crimes against humanity) dapat dilakukan dalam
keadaan damai (peacetime) dan hakekat kejahatan perang dapat
terjadi pada konflik bersenjata internal.
Begitupun rumusan kejahatan perang dalam pasal 8
Statuta Roma 1998 atau Statuta ICC tidak terlepas dari sejarah
perang dunia kedua dimana merupakan tekad bersama negara-
negara sekutu untuk mengadili dan menghukum para pelaku
kejahatan perang Jerman,dan  Jepang  jika perang telah usai.
Untuk itu disepakati Deklarasi Moskow tanggal 30 Oktober 1943
dilanjutkan Piagam Perjanjian London 1945 dimana dalam pasal
6 diatur bentuk-bentuk kejahatan perang yang dapat dijatuhi
hukuman, yaitu:
1). Kejahatan terhadap perdamaian yaitu, merencanakan,
mempersiapkan, memulai atau menjalankan perang agresi,
atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian
internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan,
atau turut serta dalam rencana-rencana bersama atau
komplotan untuk mencapai salah satu dari tujuan perbuatan-
perbuatan tersebut diatas.
2). Kejahatan perang yaitu, pelanggaran-pelanggaran terhadap
hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang, seperti
pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil
__________________________
35) Muladi. Perbandingan Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana
menurut Undang-undang No.26 / 2000. Ceramah FH. UNDIP Semarang, 2002
hal. 4
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dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara
paksa atau diwilayah pendudukan memperlakukan tawanan-
tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka atau
memperlakukan mereka yang dilaut secara demikian,
merajah milik negara atau perseorangan, menghancurkan
kota atau desa dengan semau-maunya atau
membinasakannya dengan tidak ada alasan kepentingan
militer.
3). Kejahatan terhadap kemanusiaan  yaitu, pembunuhan,
membinasakan, memperbudak, pengasingan dan lain-lain
kekejaman diluar prikemanusiaan terhadap penduduk sipil
yang dijalankan sebelum atau selama perang, penuntutan
berdasarkan alasan-alasan politik, rasialisme atau
keagamaan yang dalam hubungannya dengan suatu
kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah, atau
apakah tidak merupakan pelanggaran dari hukum dalam
negeri yang bersangkutan jika tidak dilakukan.
Keinginan untuk mengadili dan menghukum para pelaku
kejahatan perang dunia II pada awalnya dinyatakan secara uni-
lateral melalui pelbagai deklarasi-deklarasi antara lain : 36)
a). Secara sendiri-sendiri Presiden AS F.D. Rosevelt dan
Perdana Menteri Inggris W. Churchill pada tanggal 25
Oktober 1941 dan deklarasi Menteri Luar Negeri Uni
Soviet Molotov pada tanggal 17 November 1941
mengatakan bahwa kekejaman dan kebiadaban Jerman
harus diadili sesudah Perang Dunia II selesai;
b). Deklarasi St. James tahun 1942, kemudian tanggal 13 Januari
1942 oleh negara-negara Belgia, Chekoslavia, Luxemberg,
Norwegia, Polandia, Yugoslavia, Yunani, Belanda dan
Perancis yang berada di London secara bersama
mengatakan adanya perbuatan-perbuatan Nazi Jerman yang
keji dengan konsesi tindakan perang atau kejahatan-
kejahatan politiknya terhadap penduduk sipil yang tak
bersalah di Negara-negara yang didudukinya, maka nantinya
sesudah perang selesai terhadap pelaku-pelaku tersebut,
__________________________
36) Oebit Sabi T. Hukum Perang dan Humaniter, FH-UNPAD. Hal.18-19
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harus diberikan hukuman melalui saluran badan-badan
peradilan guna menyatakan kesalahan dan atau
bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.
c). Deklarasi Moskow tanggal 30 Oktober 1943.  Dengan
adanya Deklarasi Moskow terhadap kekejaman Jerman
pada tanggal 30 Oktober 1943, dari Presiden Amerika
Serikat Roosevelt, Perdana Menteri Uni Soviet Stalin untuk
mengadili penjahat-penjahat perang Jerman segera sesudah
Perang Dunia II selesai yaitu, perwira-perwira Jerman dan
anggota-anggotanya serta pengikut partai Nazi yang
bertanggungjawab untuk ini atau yang telah mengambil
bagian dalam keganasan-keganasan tersebut, pembunuhan-
pembunuhan dan pelaksanaannya, mereka harus diadili dan
dihukum sesuai dengan hukum dari negara-negara bebas
tersebut, dan atau pemerintah merdeka yang dibentuk
nantinya.
d). Perjanjian London tanggal 8 Agustus 1945 dan Deklarasi
Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Timur Jauh di
Tokyo tanggal 19 Januari 1946. Sesudah Jerman menyerah
dan selesainya Perang Dunia II, di London diadakan
konperensi atas dasar deklarasi Moskow tanggal 30
Oktober 1943 antara empat negara besar sekutu: AS,
Inggris, Uni Soviet dan Perancis yang dimulai sejak tanggal
26 Juni 1945. Hasil konperensi tersebut adalah adanya
perjanjian London (London Agreement) tanggal 8 Agustus
1945 tentang penuntutan dan pemidanaan kejahatan perang
yang besar dari negara-negara poros Eropah. Berhasilnya
disusun prosedur kerja Mahkamah Militer Internasional di
Berlin pada tanggal 6 Oktober 1945 (Charter of the
International Militery Tribunal).
Kemudian proklamasi bersama pada tanggal 26 Juli
1945 oleh Presiden AS Harry S. Truman, PM Uni Soviet Stalin,
PM. Inggris W.Churchill dan Presiden  Cina Jenderal Chiang
Kai Shek atas adanya Postdam Agreement 1945 yang diadakan
dari tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945 menyatakan bahwa,
bangsa Jepang tidak akan dimusnahkan sebagai bangsa, tetapi
akan dihukum mereka yang telah melakukan kejahatan perang,
termasuk  mereka yang melakukan kekejaman terhadap tawanan
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perang.
Selanjutnya dalam literatur hukum humaniter dikenal
"kejahatan perang dalam arti sempit" yaitu pelanggaran terhadap
hukum dan kebiasaan perang, dalam hal ini pelanggaran terhadap
keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Bentuk-bentuk tindakan
pelanggaran tersebut terdapat dalam:
(a) Pasal 50 Konvensi Jenewa I yang berbunyi:
Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud oleh pasal
terdahulu ialah pelanggaran yang meliputi perbuatan-
perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau
milik yang dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja,
penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan,
termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja
penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan,
serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas
harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer
dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan
semena-mena.
(b) Pasal 130 Konvensi Jenewa III menyebutkan:
Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud oleh pasal
terdahulu adalah pelanggaran yang meliputi perbuatan
berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang
dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja,
penganiayaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan,
termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja
penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan,
memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam
ketentaraan negara musuh atau dengan sengaja merampas
hak-hak tawanan perang atau peradilan yang adil dan wajar
yang ditentukan dalam konvensi ini.
(c) Pasal 147 Konvensi Jenewa IV menyebutkan:
Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud oleh pasal
terdahulu adalah pelanggaran yang meliputi perbuatan
berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang
dilindungi oleh konvensi: pembunuhan disengaja,
penganiayaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan,
termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja
penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan,
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deportasi, pemindahan atau penahanan seorang yang
dilindungi untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh,
atau dengan sengaja merampas hak-hak orang yang
dilindungi atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan
dalam konvensi ini, penyanderaan dan perusakan besar-
besaran serta tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak
dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan
dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang.
Pelangaran-pelanggaran dalam konvensi diatas
menggambarkan jenis-jenis perbuatan yang lumrah terjadi dalam
perang di darat, laut dan udara pada umumnya khususnya dalam
Perang Dunia I dan Perang Dunia II.
Menurut GPH. Haryomataram37) kejahatan perang
dalam arti luas adalah:
1). Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
2). Kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace)
3). Kejahatan terhadap prikemanusiaan (crimes against
humanity)
4). Genocide.
Sedang kejahatan perang dalam arti sempit adalah
pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
Untuk memperjelas perlu pula dikemukakan pendapat
beberapa ahli tentang kejahatan perang berikut ini.
Menurut Wirjono Prodjodikoro…38), macam-macam
tindakan yang dianggap merupakan kejahatan perang antara lain:
1). Mempergunakan racun atau gas beracun dalam peperangan,
2). Membunuh prajurit-prajurit yang sakit atau luka-luka,
3). Menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak boleh
dihancurkan seperti hospital, gereja, mesjid, museum,
sekolah dan lain-lain sebagainya,
4). Menyerang kota-kota yang dinyatakan terbuka, yaitu yang
tidak dilengkapi dengan alat-alat penangkis serangan
bersenjata,
__________________________
37) Haryamataram,GPH. Hukum Humaniter, Penerbit:CV.Rajawali, Jakarta,
hal.96.
38) Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Publik Internasional,1967, Penerbit:
PT.Pembimbing Masa, Jakarta, hal.173.
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5). Merampas kapal-kapal laut swasta yang tidak boleh
diserang seperti, kapal-kapal hospital, kapal-kapal dagang.
Sementara itu Oppenheim-Lautterpacht39) membedakan
jenis-jenis kejahatan perang berdasarkan sifat dari kejahatan-
kejahatan itu, yaitu:
1. Violations of recognised rules regarding war fare commited
by members of the armed forces,
2. All hostilities in arms commited by individuals who are not
members of the enemy armed forces,
3. Espionage and war treason,
4. All Marauding acts.
Begitupun Ali Sastroamidjojo…40)membagi kejahatan
perang dalam empat jenis, yaitu:
1). Pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturan perang yang
berlaku dengan sah, oleh anggota-anggota angkatan
bersenjata musuh.
2). Semua tindakan permusuhan bersenjata yang dilakukan oleh
oknum-oknum yang bukan anggota-anggota bersenjata
musuh.
3). Spionase dan penghianatan perang.
4). Tindakan-tindakan yang merupakan perajahatan
(penggedoran).
Bahwa rumusan kejahatan perang dalam pasal 8 ICC
merujuk pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Konvensi Jenewa ini terdiri dari empat konvensi yang secara
bersama-sama dinamakan Konvensi Jenewa 1949 mengenai
Perlindungan Korban Perang, juga dikenal dengan nama
Konvensi Paling Merah tahun 1949 41) Negara RI telah menerima
seluruh Konvensi Jeneswa 1949 tersebut berdasarkan Undang-
Undang No.59 Tahun 1958 tanggal 10 September 1958 tentang
Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi
Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang dimuat dalam Lembaran
__________________________
39) Oppenheim-Lauterpacht.International Law.Vol.II: War and Neutrality,Seventh
Edition,Longmans,hal.567
40) Ali Sastroamidjojo. Pengantar Hukum Internasional. Penerbit: Bharata, 1971,
Jakarta. hal.283
41) Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit. hal.7
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Negara No.109, 1958 dan memori penjelasan dalam tambahan
Lembaran Negara No.1644. Sebenarnya Negara RI bukan
peserta konperensi diplomatik yang melahirkan Konvensi-
Konvensi Jenewa 1949 tersebut. Namun melalui pernyataan turut
serta (tanpa pensyaratan/ reservation) tertanggal 10 September
1958 Republik Indonesia telah menjadi anggota Konvensi
Konvensi Jenewa tahun 1949. Pernyataan turut serta semacam
ini merupakan salah satu cara mengikatkan diri terhadap suatu
perjanjian atau konvensi internasional yang dikenal dalam hukum
internasional. 42)
Cara penerimaan Konvensi Jenewa 1949 di atas
dipergunakan dalam hubungannya dengan klausula formula
penerimaan (acceptance formula  Clause)43). Kekuatan hukumnya
sama dengan ratifikasi dan dibenarkan untuk memudahkan
negara-negara bukan penandatangan menjadi anggota konvensi.
Cara pengesahan perjanjian internasional semacam ini
telah dibakukan kedalam hukum nasional Indonesia melalui UU
RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
dimana dalam pasal 1 ayat 2 diatur bentuk-bentuk pengesahan
dengan cara ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan
(acceptance) dan penyetujuan (approval).
Dengan demikian maka seharusnya pula Indonesia
meratifikasi Statuta Roma 1998 apalagi telah mendapat ratifikasi
lebih dari 60 negara pada tanggal 11 April 2002 dan berlaku
efektif sejak tanggal 1 Juli 2002.
Selain itu AS sendiri yang tadinya menolak mentah-
mentah Statuta Roma 1998 kini telah berobah sikap dengan
menandatanganinya.
Sebagaimana yang dikemukakan Menteri Kehakiman
dan HAM dalam acara pembukaan pelatihan Hakim Ad Hoc
tanggal 5 November 2000 dengan menyatakan bahwa, di
penghujung tahun 2000 perjuangan penegakan Hak Asasi
Manusia (HAM) telah ditandai oleh 2 (dua) perkembangan
__________________________
42) Yudha Bhakti A. Hukum Internasional Suatu Bunga Rampai,2000,
Penerbit:Alumni, Bandung, hal.170
43) Starke,J.G. Pengantar Hukum Internasional. 1986.Penerbit:Justitia Study Group
Bandung,hal.244.
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penting, yaitu Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian
Pengadilan Tetap Pidana Internasional (PPTPI) atau Statuta Roma
1998 dan DPR Khmer Merah telah menyetujui rancangan
undang-undang pembentukan Pengadilan Khmer Merah untuk
mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan semasa rezim
PolPot. Semula AS tidak menyetujui Statuta Roma dengan alasan
utama bahwa pengadilan akan dapat menerapkan yurisdiksinya
atas peristiwa yang terjadi dalam wilayah sebuah negara yang
telah menerima jurisdiksinya. Amerika mendesak agar Pengadilan
hanya dapat menerapkan yurisdiksinya jika negara dimana
tersangka adalah warga negaranya dan negara tersebut telah
meratifikasi Statuta44).
Selain itu, disebabkan serdadu dan kepentingan militer
AS ada dimana-mana di wilayah dunia, maka dikhawatir berbagai
konflik bersenjata yang melibatkan militer AS akan dapat
menyeret serdadunya kedalam yurisdiksi pengadilan HAM negara
setempat maupun ICC.
Sesungguhnya kejahatan kemanusiaan yang menjadi
yurisdiksi ICC banyak diatur dalam KUH Pidana seperti
pembunuhan berencana, penganiayaan/penyiksaan berat,
perbudakan, penggunaan senjata dan berbagai jenis tindak
kekerasan terhadap nyawa atau badan orang dan barang/benda
lainnya, namun karena dilakukan secara sistimatis dan menyebar
luas atau menjadi bagian dari perencanaan atau kebijakan yang
berdampak skala luas dari suatu negara atau organisasi maka
kejahatan kemanusiaan dalam statuta memperoleh karakteristik
tersendiri dan pengaturan tersendiri dalam hukum pidana
internasional yang seyogyanya dapat diadopsi kedalam sistim
hukum pidana nasional setiap negara.
Sehubungan dengan penjelasan kejahatan perang di atas
kini menjadi pertanyaan yang menarik, apakah pemberlakuan
Konvensi Jenewa 1949 terhadap kasus-kasus kejahatan perang
yang tunduk pada yurisdiksi ICC tidak bersifat retroaktif ?
__________________________
44) Soedjono Dirdjosisworo.Pengadilan Hak Hak Asasi Manusia Indonesia.2002.
Penerbit:PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.147 & 146
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Menurut hemat penulis pemberlakuan Konvensi Jenewa
1949 oleh ICC dengan demikian juga oleh pengadilan pidana
(HAM) nasional yang menerapkan yurisdiksi ICC tidak bersifat
retroaktif atau tidak melanggar prinsip legalitas dalam Statuta
ICC karena:
1). Pemberlakuan Konvensi Jenewa 1949 sama dengan
pemberlakuan beberapa prinsip-prinsip hukum pidana
internasional (universal) yang telah lama dikenal jauh
sebelumnya sebagaimana yang disebutkan dianut dalam
Statuta ICC, seperti: prinsip Nullum crimen sine lege (pasal
22), Nulla poena sine lege (pasal 23), Non-retroaktivity
ratione personae (pasal 24), prinsip tanggungjawab pidana
individu (pasal 25), prinsip admissibility (pasal 17), prinsip
non-impunity (pasal 27), prinsip tanggungjawab komandan/
atasan (pasal 28) dan lain-lain.
2). Dengan disebutkannya secara tegas dalam Statuta ICC
tersebut maka Konvensi Jenewa 1949 menjadi bagian tak
terpisahkan dari statuta ICC, artinya ketentuan-ketentuan
konvensi Jenewa 1949 menjadi ketentuan-ketentuan ICC
yang keberlakuannya (kekuatan hukumnya) sama dengan
ketentuan ICC lainya sepanjang mengenai kejahatan perang
di darat, laut dan udara terutama tentang konflik bersenjata
internasional dan non internasional. Sehingga Konvensi
Jenewa 1949 dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus
yang menjadi Yurisdiksi ICC yang terjadi setelah Statuta
ICC berlaku efektif.
3.1.1.4. The Crime of Aggression
Tiga dari empat jenis kejahatan kemanusiaan universal
yang menjadi yurisdiksi ICC secara berurutan dirumuskan dalam
pasal 6,7 dan 8 Statuta Roma 1998.  Sedang perumusan yurisdiksi
ICC yang keempat tentang kejahatan agressi ini belum dilakukan
menunggu selang waktu 7 tahun terhitung sejak 1 Juli 2002 saat
mana mulai berlaku efektifnya statuta ini sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat 2 yang merujuk pada pasal 121 tentang amandemen
dan pasal 123 tentang peninjauan statuta.
Statuta Roma berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2002
karena telah lewat hari ke-60 sejak ratifikasi negara ke-60 pada
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tanggal 11 April 2002.
Namun demikian oleh karena agresi sangat terkait
dengan perang atau konflik bersenjata internasional bahkan
merupakan bagian awal dari perang itu sendiri maka segala
kejahatan kemanusiaan yang berat yang terkait dengan kejahatan
agresi dapat terhisap kedalam yurisdiksi ICC tentang kejahatan
perang. Kejahatan perang dapat dimulai dari kejahatan agresi,
atau kejahatan agresi dapat berlanjut menjadi kejahatan perang.
Tetapi kedua jenis kejahatan ini dapat dibedakan dan diatur
sendiri-sendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda.
Sebagai gambaran kedepan, maka sebaiknya
dikemukakan beberapa konsepsi dan kaidah hukum internasional
tentang agresi yang sesungguhnya telah lama dikenal dalam
literatur hukum internasional.
Pada tahun 1954 Komisi Hukum Internasional pernah
mengajukan konsep agresi kepada Majelis Umum PBB
sebagaimana yang diungkapkan James Barros45),  sebagai berikut:
Tindakan-tindakan sebagai berikut adalah bertentangan
dengan perdamaian dan keamanan umat manusia:
1). Setiap tindakan agresi, termasuk penempatan kekuatan
bersenjata oleh penguasa sebuah negara terhadap negara
lain dengan tujuan apapun kecuali pembelaan diri baik
nasional maupun bersama atau menjalankan keputusan
Perserikatan Bangsa Bangsa atau berdasarkan rekomendasi
sebuah organ PBB yang berwenang.
2). Setiap ancaman oleh penguasa sebuah negara untuk
terpaksa mengambil tindakan agresi terhadap negara lain.
Selain itu J.G. Starke 46)  menyatakan bahwa Komisi
Khusus yang dibentuk PBB merumuskan defenisi agresi yang
menggambarkan Agresi adalah penggunaan angkatan bersenjata
oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau
kebebasan politik negara lain atau cara lain yang bertentangan
dengan Piagam PBB sebagaimana diterapkan dalam defenisi ini.
__________________________
45) James Barros .PBB Dulu, Kini dan Esok.  Alih Bahasa D.H.Gulo. Penerbit: Bumi Aksara, hal.210
46) Starke,J.G. Op.cit. hal.222
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Dalam penerapannya, Tribunal Nuremberg dalam
putusannya membedakan antara tindakan agresi seperti tindakan
pendudukan Jerman atas Austria pada tahun 1938 dan
Cekoslowakia pada tahun 1939 tanpa adanya perlawanan
bersenjata yang berarti dengan perang agresi seperti pendudukan
Jerman atas Polandia sejak 1 September 1939 yang mendapat
perlawanan bersenjata yang sengit. Tetapi Tribunal Tokyo dalam
putusannya sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara
tindakan agresi dan perang agresi.
Jadi agresi adalah setiap ancaman kekuatan bersenjata
suatu negara terhadap negara lain yang tidak berdasarkan pada
upaya pembelaan diri (sesuai pasal 51 Piagam PBB)  atau bukan
keputusan atau saran organ PBB yang berwenang yaitu Dewan
Keamanan PBB (sesuai pasal 39 jo. pasal 41 & pasal 42 Piagam
PBB).
Kesulitan utama merumuskan agresi sebagaimana
dikemukakan J.G. Starke 47) adalah bagaimana menentukan
adanya perang agresi atau kapan permusuhan-permusuhan bukan
perang menimbulkan tindakan agresi. Kesulitan ini dialami oleh
komisi hukum internasional PBB dalam mempersiapkan suatu
rancangan keputusan bagi yurisdiksi ICC tentang kejahatan agresi
sehingga perumusannya masih memerlukan waktu 7 (tujuh) tahun
setelah berlaku efektifnya ICC melalui upaya amandemen dan
peninjauan statuta (pasal 121 jo 123 statuta ICC). Amerika
Serikat juga menolak yurisdiksi ICC tentang kejahatan agresi,
mengingat serdadu dan kepentingan militernya ada dimana-mana
dimuka bumi ini.
Sesungguhnya sejak berlakunya Piagam PBB terutama
berdasarkan pasal 2 ayat 3 & 4 yang menegaskan prinsip
penyelesaian sengketa tanpa kekerasan bersenjata serta pasal
33 yang menyebutkan cara-cara penyelesaian damai yang dapat
ditempuh pihak bersengketa maka perang tidak lagi dapat
dijadikan alat untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional.
Piagam PBB hanya membenarkan penggunaan kekerasan/
kekuatan militer dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional
dalam dua hal yaitu:
__________________________
47) Starke,J.G. Op.cit. hal.296
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1). Pembelaan diri suatu negara dari ancaman/ serangan militer
negara lain sesuai pasal 51 Piagam PBB
2). Tindakan Militer Pasukan Perdamaian PBB yang terdiri dari
berbagai negara sesuai pasal 39 jo. pasal 41 & pasal 42
Piagam PBB.
Dengan demikian semua aksi militer suatu negara yang
mengancam atau menyerang negara lain yang dilakukan tidak
berdasarkan pasal 51 dan pasal 39 jo. pasal 41 & 42 Piagam
PBB adalah tindakan agresi atau perang agresi.
Prinsip inilah yang dapat menjadi kriteria utama dalam
penyusunan rumusan agresi yang dapat  menjadi yurisdiksi ICC
yang keempat dikemudian hari.
3.1.2. Yurisdiksi Terkait Waktu (Temporal Jurisdiction/ Ratione
Temporis)
Yurisdiksi temporal ini ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1 dan
pasal 24 statuta ICC serta saling terkait dengan pasal 22 , pasal 23 dan
pasal 12 ayat 3 jo. pasal 11 ayat 2 Statuta ICC.
Pasal 11 ayat 1 secara tegas menyebutkan yurisdiksi ratione
temporis ICC hanya berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi
setelah berlakunya statuta ICC. Kemudian pasal 24 menegaskan Prinsip
Non-retroactivity, bahwa tidak seorangpun dapat dimintakan
pertanggung-jawaban pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukan
sebelum berlakunya statuta ICC. Dikuatkan lagi dalam pasal 22 yang
menegaskan pemberlakuan prinsip Nullum crimen sine lege, bahwa
seseorang tidak bertanggung-jawab secara pidana kecuali tindakan yang
dilakukannya merupakan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Penegasan
mana juga terdapat dalam pasal 23 yang memberlakukan prinsip Nulla
poena sene lege, bahwa seseorang hanya dapat dihukum oleh ICC
berdasarkan statuta ICC ini.
Selanjutnya pasal 12 ayat 3 jo Pasal 11 ayat 2 mengatur adanya
pengecualian pelaksanaan yurisdiksi temporis dalam pra-konsidi.
Sehubungan dengan hal ini Muladi48) menyatakan, berlakunya asas
legalitas tersebut mengandung perkecualian yang diatur dalam pasal 12
ayat 3 Jo. pasal 11 ayat 2 yaitu apabila negara yang bersangkutan telah
__________________________
48) Muladi 2002. Op Cit, hal. 9.
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membuat suatu pernyataan (ad hoc declaration) yang diajukan pada
Panitera bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi
oleh Pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang bersangkutan
yang dilakukan pada masa lalu, sesuai dengan Bagian 9 Statuta
(International Cooperation and Judicial Assistance).
Ditambahkannya lagi, bahwa asas legalitas ini dalam konteks yang
berbeda juga tersurat dan tersirat dalam pasal 22 dan pasal 23 Statuta
ICC. Terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dimulai sebelum Statuta
berlaku secara efektif dan berlanjut sesudahnya (continuous crimes),
maka penyelesaiannya sepenuhnya pada pertimbangan Pengadilan.
Hal yang terpenting pula, bahwa segala perubahan Aturan-aturan
Prosedur dan Pembuktian serta Aturan-aturan sementara  tidak akan
diterapkan secara retroaktif (pasal 51 ayat 4 Statuta ICC).
Akan tetapi terhadap Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc
diberlakukan asas  retroaktif yang sangat bertentangan dengan asas
legalitas.
Tentang hal ini, Indiyanto Seno Adji49) menyarankan, bahwa
makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya,
baik ilmu hukum, doktrin maupun yurisprudensi, adalah bahwa (1) tiada
pidana tanpa peraturan Undang-undang terlebih dahulu, (2) larangan
adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu Undang-
undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif.
Artikulasi yang terakhir inilah yang menimbulkan polemik dalam kerangka
penyusunan (rancangan) UU Pengadilan HAM, sehingga untuk
memahami effektifitasnya perlu dilakukan suatu historical approach dalam
wacana sistim hukum pidana Indonesia, yang sejak pengaruh
konkordansi hukum pidana Indonesia selalu menolak keberadaan asas
retroaktif.
Selanjutnya dikatakannya50), bahwa dari pendekatan historis
tersebut, keberadaan asas retroaktif haruslah memenuhi kriteria yang
rigid dan limitatif, antara lain:
(1). Adanya korelasi antara Tata Negara Darurat (Staatsnoodrecht)
dengan hukum pidana, artinya asas retroaktif hanya dapat
diberlakukan apabila negara dalam keadaan darurat
__________________________
49) Indriyanto Seno Adji. Catatan Tentang Pengadilan HAM & Masalahnya.
Makalah Talk Show IKA UNAIR,6 Mei 2000, Jakarta, hal.6
50) Indriyanto Seno Adji, ibid. hal.9
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(abnormal)dengan prinsip-prinsip hukum darurat
(abnormaalrecht), karena sifatnya penempatan asas ini hanya
bersifat temporer dan dalam wilayah hukum yang sangat limitatif,
(2) Asas retroaktif tidak diperkenankan bertentangan dengan pasal
1 ayat 2 KUHPidana yang imperatif sifatnya, artinya sifat darurat
keberlakuan asas retroaktif ini tidak berada dalam keadaan yang
merugikan seorang tersangka/terdakwa, dan
(3) Substansiel dari suatu aturan yang bersifat retroaktif harus tetap
memperhatikan asas lex certa, yaitu penempatan substansiel suatu
aturan secara tegas dan tidak menimbulkan multi-interperatif,
sehingga tidak dijadikan sebagai sarana penguasa melakukan suatu
perbuatan yang dikategorikan abuse of power.
Menurut hemat penulis, pemberlakuan asas retroaktif terhadap
peradilan HAM Internasional maupun nasional ad hoc tidak bijaksana
untuk dipertentangkan dengan asas legalitas karena  pada hakekatnya
kedua asas tersebut bersumber dari asas yang lebih mendasar yaitu
asas keadilan. Tidaklah adil jika suatu kejahatan HAM yang begitu
menggugah hati nurani tidak mendapat penghakiman. Apalagi dilakukan
oleh aparat pemerintah/ negara yang seharusnya melayani dan melindungi
rakyatnya dan orang asing dinegaranya. Pemberlakuan asas retroaktif
secara eksklusif-khusus terhadap kasus-kasus HAM berat dimasa lalu
melalui peradilan HAM ad hoc tidaklah melanggar asas keadilan.
Penekanan tujuan peradilan HAM ad hoc adalah bukan pada penegakan
asasnya melainkan pemberantasan kejahatannya yang tidak berkesan
balas dendam (lex talionis).
3.1.3. Yurisdiksi Territorial (Territorial Jurisdiction/ Ratione
Loci)
Menyimak pasal 12 ayat 2 Statuta ICC, dapat dilihat yurisdiksi
territorial ICC berlaku terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang
terjadi pada:
a). Wilayah negara peserta konvensi/Statuta Roma 1998 tanpa
mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku.
b). Wilayah negara yang menerima yurisdiksi ICC berdasarkan
pernyataan ad hoc (ad hoc declaration).
c). Wilayah yang ditentukan Dewan Keamanan PBB.
d). Wilayah negara bendera atas Kapal Laut  dan Pesawat Udara.
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Sejak lahirnya negara-negara moderen yang dimulai dan ditandai
dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian West Phalia tahun
1648 suatu perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa
(1618-1648) praktek bendera sebagai simbol identitas negara
sudah berkembang (bahkan jauh sebelumnya di zaman kerajaan-
kerajaan di masa lalu bendera sebagai simbol identitas kerajaan
sudah ada).
Selanjutnya di negara-negara yang lahir setelah Perang Dunia II
lebih cenderung mencantumkan bendera kebangsaannya ke dalam UUD
Negara.
Kemudian negara Indonesia menegaskannya dalam Pasal 35
UUD 45. Sebagai identitas negara bendera juga dipandang sebagai
“bayangan positif” dari kemerdekaan, kedaulatan, dan yurisdiksi negara
bendera, juga harkat dan martabat masyarakat/bangsanya, sehingga
bendera mempunyai nilai sakral, suci dan kramat terutama bagi negara
yang lahir dari hasil perjuangan panjang segenap banga dan msyarakat
pendahulunya seperti Indonesia.
Bahwa hubungan erat dan esensial antara bendera dan
keberadaan negara antara lain dapat dilihat dalam praktek negara sejak
abad 18 tentang Flag of convenience yang mengandung prinsip umum
bahwa bendera yang menentukan yurisdiksi negara yang berlaku di atas
sebuah kapal artinya hukum dan perundang-undangan serta
kebijaksanaan pemerintah negara bendera yang berlaku/diperlakukan
di atas kapal tersebut dimanapun kapal itu berada baik di laut bebas
maupun di laut teritorial negara lain.
Juga praktek di masa perang sejak lama telah menjadi kebiasaan
internasional penurunan atau pengibaran bendera merupakan simbol
kekalahan atau kemenangan suatu pihak (negara atau kerajaan).
Dalam hukum dan kebiasaan perang, juga bendera merupakan
salah satu lambang tanda pembeda utama pihak-pihak yang berperan
maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti organisasi Palang erah
Internasional dan pasukan perdamaian (PBB). Lebih khusus lagi dalam
membedakan status kombatan dan non kombatan serta kelompok-
kelompok non kombatan yang dalam hal-hal tertentu diperlakukan sama
dengan kombatan sebagaimana antara lain yang diatur dalam Konvensi
Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan kebiasaan perang di darat
dan Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang.
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3.1.4. Yurisdiksi Personal-Individual (Personal Jurisdiction /
Ratione Personae).
Yurisdiksi personal-individual ICC diatur dalam beberapa pasal
yaitu: pasal 12 ayat 2 b, pasal 12 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan 2 , pasal
28 ayat 1 dan 2 serta pasal 26 dan pasal 25 statuta ICC.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas,  yurisdiksi Individual
ICC meliputi:
A). Warga negara peserta Konvensi Roma 1998
B). Warga negara penerima yurisdiksi ICC
C). Warga negara manapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan
di wilayah negara peserta dan penerima yurisdiksi ICC.
D). Warga negara manapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan
diatas Kapal Laut dan Pesawat Udara.
E). Warga negara manapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan
sesuai keputusan DK-PBB.
F). Siapa saja yang melakukan kejahatan kemanusiaan tanpa
memandang jabatan kenegaraan/pemerintahan yang dipangkunya.
G). Komandan dan atasan militer lainnya.
H). Siapa saja yang telah mencapai usia 18 tahun atau lebih.
Bahwa sistim pertanggungjawaban pidana tanpa memandang
kapasitas-jabatannya yang dianut Statuta ICC merupakan pembatasan
ekslusif terhadap teori imputation yang dikenal dalam literatur hukum
internasional selama ini. Menurut paham imputation, pertanggungjawaban
atas pelanggaran/kejahatan yang dilakukan aparat/badan negara dapat
berpindah ke negara, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai
kewenangannya. Berarti aparat badan negara secara individual dapat
dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana.
Hanya dalam hal aparat badan negara melakukan tindakan yang
melampaui batas wewenangnya sehingga organ negara melakukan ultra
vires, maka aparat badan negara tersebut secara individual dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Tetapi menurut J.G.Starke51), namun juga dalam hal peristiwa-
peristiwa ultra vires negara dapat dipertanggung-jawabkan apabila
karena peristiwa-peristiwa tersebut telah melanggar kewajiban-
kewajiban yang berdiri sendiri, misalnya kewajiban mengambil langkah-
langkah menghentikan tindakan-tindakan yang salah dan sebagainya.
__________________________
51) Starke,J.G. Op.cit. hal.176
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Jadi negara dapat secara tidak langsung bertanggungjawab karena
tindakan-tindakan ultra vires.
Dengan demikian menurut hemat penulis pemindahan
pertanggungjawaban dari aparat badan negara kepada negara bukan
pemindahan pertanggungjawaban pidana individualnya melainkan
terbatas secara ekslusif hanya pada pertanggungjawaban perdata/privat
berupa   pemberian ganti-rugi atas kesalahan/kelalaian aparat negara
yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, dapat pula berupa
pertanggungjawaban politis-diplomatik berupa permintaan maaf
pemerintah/negara, atau pemutusan hubungan diplomatik atau tindakan
persona non grata terhadap individu yang bersangkutan.
Pelaksanaan yurisdiksi individual diatas mendapat pembatasan
ekslusif  atas dasar:
a) Security Council Veto of Prosecution oleh DK-PBB yaitu sesuai
pasal 16 Statuta ICC, DK-PBB dapat meminta ICC menunda/
menangguhkan penyidikan dan penuntutan suatu kasus selama
dua belas bulan yang dapat diperpanjang  sehubungan dengan
kewenangan DK-PBB dalam Bab VII Piagam PBB tentang
tindakan-tindakan yang berkenaan dengan ancaman-ancaman
terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian dan
tindakan tindakan agresi.
b) Penegasan pasal 26 Statuta ICC yang menyatakan yurisdiksi
personal ICC tidak menjangkau seseorang yang berumur di
bawah 18 tahun pada saat melakukan kejahatan yang dituduhkan.
Menurut hemat penulis, ketentuan ini akan menyulitkan penerapan
yurisidksi ICC tentang kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa
1949 dan diadopsi pula kedalam Statuta ICC yang masih memungkinkan
perekrutan anak-anak berusia 15 tahun untuk menjadi anggota
kombatan. Karena merupakan anggota kombatan  meskipun konvensi
Jenewa melarang ditempatkannya digaris depan pertempuran, maka
anak-anak berusia 15 tahun/di bawah 18 tahun tersebut dapat saja terlibat
dalam suatu kejahatan perang yang sudah menjadi yurisdiksi ICC.
Bahwa ketentuan-ketentuan Statuta ICC diatas mencerminkan
prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual sesuai pasal 25
Statuta ICC terhadap siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan
yang selama ini dituntut untuk diadili dan dihukum melalui suatu
pengadilan.
Tribunal Nuremberg dan Tribunal Tokyo serta Pengadilan HAM
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Ad Hoc ex Yugoslavia dan Pengadilan HAM Ad Hoc Rwanda serta
Pengadilan Ad Hoc Nasional Indonesia telah dan sedang mengadili dan
memvonis para terdakwa kejahatan kemanusiaan berdasarkan prinsip
pertanggungjawaban pidana Individual.
Bahwa terdapat perbedaan yang tajam antara Tribunal
Nuremberg, Tribunal Tokyo dan Pengadilan Internasional HAM Ex
Yogoslavia dan Rwanda termasuk Pengadilan HAM Ad Hoc Nasional
RI disatu pihak dengan ICC dan pengadilan HAM (permanen) nasional
RI dilain pihak, yaitu kelompok yang pertama menerapkan asas hukum
Retroaktif dan yang lainnya menerapkan asas hukum legalitas.
Selain itu Tribunal Nuremberg dan Tokyo menempatkan
peradilannya sebagai peradilan internasional yang berada diatas
(superior atau primacy) dari pengadilan nasional. Sementara ICC
menempatkan peradilannya dalam hubungan komplementari (pelengkap)
dari pengadilan HAM nasional. Hal ini sama dengan Konvensi Jenewa
yang memungkinkan adanya pengadilan nasional disamping pengadilan
pidana internasional.
Tentang peralihan penanganan kasus kejahatan kemanusiaan dari
pengadilan internasional (tribunal) ke Pengadilan HAM Nasional diatas,
Mochtar Kusumaadmadja52) menyatakan: dari ketentuan-ketentuan ini
ternyata bahwa konvensi tidak mengikuti sistim peradilan penjahat-
penjahat perang dunia kedua yang telah menjdi terkenal karena
pengadilan-pengadilan penjahat perang Nuremberg dan Tokyo.
Ketentuan ini sebaliknya menyerahkan peradilan pidana dari pelanggaran-
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yakni
ketentuan-ketentuan konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, kepada
peradilan nasional pihak penandatangan.
Sebagai sistim peradilan penjahat perang, sistim konvensi Jenewa
1949 ini jadinya merupakan suatu tingkat peralihan dari peradilan
kejahatan-kejahatan internasional oleh pengadilan-pengadilan nasional
yang dikenal dalam hukum perang tradisional dan peradilan internasional
daripada penjahat perang model Nuremberg dan Tokyo sesudah perang
dunia kedua.
Dengan demikian sama dengan ICC, setiap negara berdaulat
diberi wewenang hukum untuk mengadili kejahatan kemanusiaan
sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta ICC.
__________________________
52) Muchtar Kusumaatmadja, ibid. Hal. 42
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Bahwa kejahatan kemanusiaan yang belum diatur dalam Statuta
ICC seperti yurisdiksi terhadap kejahatan agresi, sebaiknya diadili melalui
pengadilan HAM Ad Hoc Internasional maupun Nasional dengan
menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam Konvensi Jenewa 1949
maupun yang tersebar dalam pelbagai Konvensi HAM lainnya. Sambil
menuggu penyempurnaan yurisdiksi ICC yang dimaksud tujuh tahun
mendatang.
3.1.5. Yurisdiksi Pelanggaran Administrasi Pengadilan
Yurisdiksi ICC terhadap pelanggaran administrasi pengadilan
diatur dalam pasal 70 Statuta ICC yang antara lain mengatur tentang:
(a) Pemberian pengakuan palsu sehubungan dengan kebenaran bukti
yang diberikan saksi.
(b) Mengajukan bukti palsu atau dipalsukan.
(c) Mempengaruhi baik melalui bujukan seperti suap maupun
ancaman kepada saksi dalam memberikan kesaksian atau
kepada petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.
(d) Meminta pengiriman suatu kasus kepada pihak yang berkompeten
melakukan penuntutan.
(e) Menjatuhkan pidana penjara setinggi-tingginya lima tahun dan/
atau denda.
3.1.6. Yurisdiksi Pelanggaran Tata Tertib Pengadilan.
Yurisdiksi ICC terhadap pelanggaran tata tertib di muka
pengadilan diatur dalam pasal 71 Statuta ICC yang meliputi:
(a) Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar tata
tertib dalam ruang persidangan, termasuk mengganggu
persidangan dan menolak mematuhi aturan-aturannya.
(b) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi, pemenjaraan,
mengeluarkan sementara waktu atau selamanya dari ruang sidang
serta menjatuhkan denda atau tindakan serupa yang ditetapkan
dalam peraturan dan bukti.
3.2. Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia
3.2.1. Prinsip Territorialitas
Prinsip  ini ditegaskan dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan:
bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa
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saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia.
Jadi yurisdiksi territorial peradilan pidana Indonesia meliputi
semua wilayah Republik Indonesia. Sehingga siapapun baik warga
negara Indonesia maupun penduduk asing yang melakukan kejahatan
dalam wilayah RI dapat diajukan dan diadili di muka pengadilan
Indonesia.
Konsep wilayah negara dalam hukum internasional yang telah
baku dalam perundang-undangan nasional negara-negara meliputi pula
wilayah ekstra-territorial pada kedutaan besar di luar negeri, kapal laut
dan kapal terbang yang berbendera nasional suatu negara. Dengan
demikian yurisdiksi-teritorial peradilan pidana Indonesia meliputi pula
wilayah ekstra teritorial pada semua kedutaan besar RI di negara lain,
Kapal Laut dan Kapal Terbang  berbendera merah-putih RI (pasal 9
KUHAP).
3.2.2. Prinsip Nasional Aktif.
Pasal 5 KUHP mengatur prinsip ini dengan penegasan:
(1) Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi
warga negara Indonesia, yang di luar wilayah negara Indonesia
bersalah melakukan: Kesatu: salah satu dari kejahatan-kejahatan
yang termuat dalam titel 1 dan 2 Buku II dan dalam pasal 160,
161, 240, 279, 450 dan 451. Kedua: suatu tindak pidana  yang
menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan "kejahatan",
dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat pidana itu
dilakukan, diancam pula dengan hukuman pidana.
(2) Penuntutan kejahatan-kejahatan tersebut dalam sub kedua juga
dapat dilakukan apabila si tersangka baru setelah melakukan
tindak pidana menjadi warga negara Indonesia.
Dalam pasal 5  KUHP diatas, yurisdiksi peradilan pidana Indo-
nesia meliputi:
(1). Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar
yurisdiksi-teritorial Indonesia.
(2). Pelaku kejahatan yang mengganti kewarganegaraannya menjadi
warga negara Indonesia.
(3). Kejahatan yang dilakukan adalah salah satu dari kejahatan-
kejahatan dalam titel 1 dan 2 Buku II dan dalam pasal 160, 161,
240, 279, 450, dan 451.
(4). Kejahatan yang dilakukan menurut hukum pidana Indonesia dan
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menurut pula hukum pidana negara tempat kejadian adalah
tindakan yang diancam dengan hukuman pidana, dengan
pengecualian tidak dapat dijatuhi hukuman mati jika hukum pidana
negara tempat kejadian tidak mengancamnya dengan hukuman
mati (pasal 6).
Selanjutnya disebut sebagai prinsip nasional "aktif" karena yang
melakukan kejahatan adalah warga negara Indonesia dan juga yang
kemudian menjadi warga negara Indonesia. "Perbuatan melakukan"
adalah sesuatu yang bersifat "aktif".
3.2.3. Prinsip Nasional Aktif (Perluasan)
Pasal 7 KUHP memperluas prinsip nasional aktif sehingga disebut
pula perluasan prinsip nasional aktif menjangkau sampai pada semua
pegawai negeri Indonesia yang melakukan "kejahatan-kejahatan jabatan
(ambtsmisdrijven)" yang termuat dalam titel XXVIII dari Buku II KUHP
di luar yurisdiksi-teritorial peradilan pidana Indonesia  termasuk
didalamnya warga negara asing yang bekerja sebagai pegawai pada
instansi pemerintahan RI di negara lain, seperti di Kantor Konsulat dan
kedutaan RI,  Badan Usaha Milik Negara RI : Bank Negara Indonesia
dan lainnya.
3.2.4. Prinsip Nasional Pasif
Prinsip ini diatur dalam pasal 4 ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP
yang menegaskan:
"Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa
saja, yang di luar wilayah Indonesia telah melakukan:
ke-1: salah satu dari kejahatan-kejahatan yang termuat dalam pasal-
pasal 104-108, 110, 111 bis sub 1, 127, 130-133;
ke-2: suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas atau
mengenai segel atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah In-
donesia;
ke-3: suatu pemalsuan dalam surat-surat hutang (schuldbrieven) atas
beban Indonesia atau daerah dari Indonesia, atau pemalsuan
dalam tanda tangan dividen atau bunga dari surat-surat hutang
itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat-surat yang
dipalsukan itu.
Selanjutnya pasal 8 KUHP memperluas lagi pemberlakuan prinsip
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nasional pasif ini sampai meliputi pengemudi dan para penumpang kapal
Indonesia yang di luar wilayah Indonesia dan di luar kapal,  yaitu di
daratan wilayah negara asing, melakukan kejahatan pelayaran
(scheepvaart-misdrijven) yang termuat dalam titel XXIX Buku II KUHP,
dan pelanggaran pelayaran (scheepvaart-overtredingen), yang termuat
dalam titel IX Buku III KUHP.
Kemudian pasal 93 ayat 2 KUHP mengartikan "penumpang
(opvarenden)"meliputi semua semua orang yang ada di suatu kapal, yang
terdiri dari awak kapal (schepelingen) dan orang-orang yang harus
diangkut sebagai penumpang menuju tujuan-pengangkutannya. Perluasan
prinsip nasional pasif ini berkaitan dengan kepentingan pelayaran kapal
Indonesia dan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum pidana nasional
Indonesia di wilayah negara lain.
3.2.5. Prinsip Universalitas (Universaliteits-Beginsel)
Prinsip ini diatur dalam pasal 4 sub 4 KUHP yang menyatakan:
"Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi
tiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 4e. Salah satu kejahatan
yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan pasal 446
tentang pembajak laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air
kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan
pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o
tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil".
Melalui pasal 4 sub 4e yang mengatur prinsip Universalitas ini,
nampaknya hukum pidana Indonesia (KUHP) dapat di
"internasionalisasi" terhadap kejahatan-kejahatan Internasional
setidaknya terhadap kejahatan-kejahatan di laut dan di udara seperti :
pembajakan kapal laut dan pesawat udara yang sejak lama sudah menjadi
kejahatan internasional.
Dengan demikian berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi
pengadilan diatas maka menurut hemat penulis yurisdiksi peradilan
pidana Indonesia bersifat terbuka untuk dapat beradaptasi dengan
perkembangan hukum pidana internasional bahkan hukum pidana
nasional Indonesia dapat diinternasionalisasikan terhadap kejahatan-
kejahatan yang memiliki karakter universal-internasional. Selain itu hukum
pidana internasional dapat dinasionalisasikan-diadopsikan-
dikriminalisasikan kedalam hukum pidana nasional Indonesia melalui
peraturan perundang-undangan antara lain seperti: UU No.5 Tahun 1997
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Tentang Psikotropika, yang diundangkan sehubungan dengan UU RI
No.8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Sub-
stances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan pengaruh Convention
Against Illicit Trafficin Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
dan Psikotropika 1988), Undang-undang tentang Pencucian Uang
(Money Laundryng), dan lain-lainnya termasuk Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dalam
pembahasan legislatif merupakan komitmen RI mewujudkan ketentuan
pasal 3 Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention
on the Suppression of Financing Terrorism (1999)., yang mana
kesemuanya digolongkan sebagai delik-delik khusus yang tersebar di
luar KUHP.
Sementara itu, perlu pula dipahami pengertian dari 'yurisdiksi
peradilan pidana" (Indonesia) itu sendiri. Dalam yurisdiksi peradilan
pidana dapat ditarik dua yurisdiksi daripadanya yaitu:
1). Yurisdiksi peradilan yang disebut pula yurisdiksi yudikatif
(Judicative jurisdiction), yang oleh I Wayan Parthiana53)
diartikannya sebagai yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dan
atau menghukum si pelanggar peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang
bersangkutan.
2). Yurisdiksi kriminal (criminal jurisdiction) adalah yurisdiksi (hak,
kekuasaan, kewenangan menurut hukum) suatu negara untuk
dapat melaksanakan hukum pidana nasionalnya terhadap suatu
kasus baik yang berdimensi nasional maupun internasional.
Dengan demikian, menurut hemat penulis yurisdiksi peradilan
pidana merupakan perpaduan dari dua jenis yurisdiksi tersebut diatas
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain didalam memberantas
suatu tindak pidana (kejahatan) baik yang berskala nasional maupun
transnasional-internasional. Yurisdiksi-kriminal bersifat melekat (assesoir)
mengikuti  yurisdiksi peradilan pidana sebagai induk.
__________________________
53) I Wayan Parthiana, Op.cit. hal.301
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B A B   IV
PENERAPAN YURISDIKSI
PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL (ICC)
DI INDONESIA.
4.1. Peradilan Komplementari ICC
Sifat komplementeri ICC terhadap yurisdiksi pidana nasional ditekankan
pada bagian pembukaan dan ditegaskan lagi dalam pasal 1 Statuta ICC.
Dalam bagian kesepuluh pada pembukaan Statuta ICC dinyatakan:
"Menekankan bahwa Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk
sesuai Undang-undang ini harus menjadi pelengkap terhadap yurisdiksi pidana
nasional".
Kemudian dalam pasal 1 ditegaskan lagi:
"Pengadilan Pidana Internasional (selanjutnya disebut "Pengadilan")
dengan Undang-undang ini dibentuk. Pengadilan ini merupakan lembaga yang
permanen dan akan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya
terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang paling serius
yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana yang disebutkan pada
Undang-undang ini, dan akan menjadi pelengkap yurisdiksi hukum pidana
nasional. Yurisdiksi dan fungsi pengadilan itu akan diatur dengan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini".
Penegasan prinsip komplementari yang dianut ICC ini merupakan suatu
perkembangan baru dalam sejarah peradilan internasional yang selama ini
mengenal prinsip Primacy yang mengembangkan paham bahwa yurisdiksi (hukum/
lembaga hukum) internasional harus lebih dominan dari yurisdiksi nasional.
Menurut hemat penulis prinsip komplementeri merupakan bukti
fleksibilitas terhadap sensitifitas prinsip kedaulatan negara yang umumnya dianut
secara ekstrim negara-negara sedang berkembang atau negara yang dipimpin
oleh rezim penguasa yang abnormal dimana cenderung terjadi pelanggaran HAM
yang berat, dengan demikian dapat menjadi alasan memproteksi diri dari intervensi
negara lain.
Selanjutnya jika dihubungkan dengan teori Monisme dan teori Dualisme
yang dikenal dalam literatur hukum internasional tentang hubungan hukum
internasional dengan hukum nasional, maka prinsip komplementari tersebut
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mencerminkan ICC menganut teori Dualisme. Sedang prinsip primacy cenderung
menganut teori Monisme.
Dengan demikian maka dengan sifat komplementari ini, ICC dan
pengadilan nasional dipandang sebagai pengadilan yang tunduk pada dua sistim
hukum yang terpisah yang mempunyai wilayah-lingkungan berlakunya masing-
masing. Sehingga untuk menerapkan yurisdiksi ICC ke dalam yurisdiksi peradilan
pidana nasional, terlebih dahulu diadakan "transformasi"  Statuta ICC ke dalam
sistim hukum nasional negara yang bersangkutan.
Transformasi yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk Ratifikasi
(Ratification), Aksesi (Accession), Penerimaan (Acceptance) dan Penyetujuan
(Approval).
Hukum Internasional tidak mengatur cara dan syarat-syarat yang
diperlukan untuk melakukan "transformasi" hukum internasional ke dalam hukum
nasional. Semuanya diserahkan menurut hukum nasional setiap negara.
Indonesia telah lama mempraktekkan beberapa bentuk transformasi hukum
tersebut di atas, tetapi baru pada tanggal 23 Oktober 2000 mengundangkan
UU RI No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur
cara dan syarat-syarat pengesahan suatu perjanjian internasional menjadi bagian
dari hukum nasional untuk dilaksanakan.  Dengan pengesahan melalui undang-
undang RI tersebut Indonesia mengikatkan diri untuk melaksanakan di dalam
yurisdiksi-territorialnya semua ketentuan-ketentuan hukum dari perjanjian
internasional tersebut sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia.
Sebagaimana diketahui UU No.24 Tahun 2000 mengatur pengertian
pengesahan dan bentuk-bentuk pengesahan dalam pasal 1 ayat 2  dengan
menyatakan:
"Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu
perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession),
penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval)."
Kemudian, cara dan syarat-syarat pengesahan perjanjian internasional
diatur dalam pasal 10 yang berbunyi:
"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang
apabila berkenaan dengan:
(1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
(2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia;
(3) kedaulatan atau hak berdaulat negara;hak asasi manusia dan
lingkungan hidup;
(4) pembentukan kaidah hukum baru;pinjaman dan/atau hibah luar
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negeri.
Selanjutnya pasal 11 menegaskan:
(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak
termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan
dengan keputusan presiden.
Selain persyaratan di atas, masih terdapat syarat lainnya sebagaimana
yang disebut dalam pasal 9 yang menyatakan:
(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik
Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian
internasional tersebut.
Dengan demikian pengesahan (ratifikasi, aksesi, penerimaan atau
penyetujuan) perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional
Indonesia dilakukan dengan cara pembuatan Undang-undang khusus untuk itu
atau penerbitan Keputusan Presiden khusus untuk itu.
Sedang syarat-syarat pengesahan yang harus dipenuhi adalah:
1). syarat yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 1;
2). syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 10 untuk pengesahan
dengan Undang-undang.
3). syarat-syarat yang dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 untuk
pengesahan dengan Keputusan Presiden.
4.2. Peradilan HAM Di Indonesia
Sebagai bukti akan kesungguhan (genuinely) Indonesia yang ingin
(willing) dan mampu (ability) melaksanakan suatu peradilan terhadap pelaku
kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia maka dibentuklah Pengadilan
Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU No.26/2000. Sesuai pasal 2
dan pasal 4, Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Pengadilan Umum dengan tugas dan wewenang (yang merupakan
yurisdiksi kriminalnya) memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yaitu sesuai pasal 7 UU No.26/2000 berserta penjelasannya
meliputi: Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana
yang sama terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma 1998
(Roma Statute of the International Criminal Court).
Jika dikaitkan dengan konsep pengakuan (pengakuan secara tegas -
terang-terangan dan pengakuan secara diam-diam - tersirat) dalam literatur hukum
internasional maka menurut hemat penulis penjelasan Pasal 7 Undang-undang
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No. 26/2000 tersebut merupakan bentuk pengakuan diam-diam - tersirat negara
Indonesia terhadap statuta ICC setidaknya pada yurisdiksi ICC tentang kejahatan
Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mengenai hal yang sama di atas, Muladi melihatnya sebagai bentuk
harmonisasi secara parsial ke dalam hukum nasional oleh Indonesia terhadap
statuta ICC.
Selain itu pengadilan ini secara kelembagaan bersifat tetap tetapi dalam
operasionalisasi-peradilannya memiliki karakteristik semi-permanen yaitu
diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2
Hakim Tetap dan 3 Hakim ad hoc pada semua tingkatan: pertama, banding dan
kasasi (pasal 27 (2), pasal 32 (2) dan pasal 33 (2) UU No.26/2000.
Begitupun pada tingkat penyelidikan dapat dilakukan oleh Tim ad hoc
yang dibentuk Komnas HAM serta pada tingkat penyidikan dan penuntutan
dapat dilakukan oleh penyidik ad hoc dan penuntut umum ad hoc yang diangkat
oleh Jaksa Agung RI (pasal 21 (3) dan pasal 23 (2) UU No.26/2000).
Keunikan lain dari UU No.26/2000 ini adalah juga memuat ketentuan
tentang Pengadilan HAM Ad Hoc dengan yurisdiksi kriminalnya memeriksa dan
memutus pelanggaran hak asasi yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya
UU No.26/2000 ini. Meskipun tidak ditegaskan dalam sebuah pasal, yurisdiksi
kriminal Pengadilan HAM Ad Hoc ini sama dengan yurisdiksi kriminal Pengadilan
HAM (tetap) yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan, tidak termasuk kejahatan perang (tersirat dalam pasal 43 ayat (3)
dan pasal 44). Demikian juga walaupun tidak dijelaskan dalam ketentuan umum,
pengertian pengadilan HAM Ad Hoc adalah sama dengan pengertian pengadilan
HAM yang dimaksud pasal 1 ayat 3, hanya saja keberadaan lembaganya yang
berbeda yaitu yang satu permanen/tetap yang lainnya bersifat sementara. Selain
itu, UU No.26/2000 masih memungkinkan adanya penyelesaian pelanggaran
HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No.26/2000 diluar
pengadilan HAM Ad Hoc yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(pasal 47). Memang menjadi pertanyaan, apakah keberadaan komisi ini tidak
bertentangan dengan semangat universal dalam Statuta Roma 1998 untuk
menuntut, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan yang berat.
Sekaligus dapat merupakan penyangkalan terhadap prinsip tanggungjawab
individu (individual criminal responsibility) yang membatasi praktek impunity
selama ini. Meskipun komisi ini mungkin dimaksudkan hanya terbatas pada
kasus-kasus pelanggaran HAM tertentu yang lebih bersifat intern-dalam negeri
yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Penyelesaian melalui
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komisi ini lebih bersifat politis, tetapi dapat mengurangi kepercayaan internasional
terhadap kesungguhan Indonesia mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan yang
berat. Oleh karena itu komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini bekerja untuk
mengungkapkan kebenaran material dan melakukan rekonsiliasi sebagi solusi.
Tetapi tidak mentolerir pelanggaran/kejahatan HAM yang terungkap, melainkan
tetap mengajukan pelakunya kepada instansi terkait guna mendapat tindakan
penyidikan, penuntutan dan peradilan.
4.3. Pengesahan Statuta ICC
4.3.1. Beberapa Pendapat Pendukung
Sejak semula berbagai pakar didunia termasuk Indonesia
menyadari perlunya segera meratifikasi Statuta ICC sebagai bagian dari
kewajiban internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional.
Apalagi kejahatan kemanusiaan yang berat sebagai kejahatan
internasional begitu menggugah nurani umat manusia telah lama
diperjuangkan melewati waktu kurang lebih 50 tahun untuk dapat
membentuk ICC dan menjadikannya sebagai yurisdiksi ICC.
Demikian diungkapkan oleh Romli Atmasasmita…54) dengan
menyatakan :
"Langkah awal untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan
international ialah bahwa setiap negara sebagai bagian integral dari
masyarakat internasional memiliki kewajiban ikut dalam perjanjian
internasional yang membahas penanggulangan terhadap kejahatan
internasional, dan segera meratifikasi perjanjian internasional yang
diikutinya sehingga dengan ratifikasi tersebut merupakan dasar hukum
pengesahan suatu perjanjian internasional dan memberlakukannya
sebagai bagian dari hukum nasional negara yang bersangkutan. Hanya
dengan langkah awal inilah setiap negara dapat ikut dalam pelbagai
aktivitas Perserikatan Bangsa-bangsa  dalam mencegah dan
memberantas setiap kejahatan internasional atau kejahatan internasional
tertentu lainnya."
Ditambahkannya lagi, bahwa kelak setiap negara secara bertahap
akan menyesuaikan undang-undang pidana nasionalnya dengan
kejahatan internasional yang diatur  dalam RSMPI (Rancangan Statuta
__________________________
54) Romli Atmasasmita, Op.cit. hal.84
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Mahkamah Pidana Internasional) tersebut, dan sekaligus meneliti kembali
ketentuan dalam undang-undang acara pidana nasionalnya dengan
mengacu kepada ketentuan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana
Internasional serta prosedur investigasi dan penuntutan terhadap
kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana
Internasional.
Dalam kerangka itulah, maka sejak dini setiap negara sudah harus
mempersiapkan, baik perangkat peraturan perundang-undangan pidana
maupun peningkatan profesionalisme aparatur penegak hukumnya.
Selanjutnya, dapat diinventarisir hal-hal yang perlu mendapat
perhatian dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk yang
belum secara lengkap diatur dalam KUHAP No. 8 tahun 1981, yaitu:
a. Kejahatan-kejahatan canggih bersifat internasional;
b. Kerja sama yudisial dengan ICC dan/atau negara asing
c. Kerjasama internasional dalam penyidikan, penangkapan,
penahanan, dan peradilan pelaku kejahatan internasional;
d. Perlindungan hak asasi pelaku dan korban kejahatan internasional;
e. Pengakuan pelaksanaan putusan ICC atau peradilan negara Asing
di dalam yurisdiksi-pidana Indonesia;
Bahwa Statuta ICC tidak dapat diragukan lagi keberadaannya
sebagai suatu sistem peradilan pidana yang aspiratif dan dapat
diandalkan untuk melengkapi (komplementari) dari sistem peradilan
pidana nasional karena merupakan  hasil kerja yang dirumuskan langsung
oleh  kurang lebih 50 ahli hukum dari berbagai bagian (region) dunia
yang tergabung dalam Komisi Hukum Internasional PBB yang telah
berhasil memadukan beberapa sistem hukum yang berbeda ke dalam
Statuta ICC.
Hal ini terungkap pula dalam penjelasan Romli Atmasasmita55)
yang menyatakan:
"Terlepas dari bentuk tersebut kiranya dengan keberhasilan
Komisi Hukum Internasional menyusun RSMPI tersebut sangatlah jelas
bahwa hal   ini merupakan langkah maju, mengingat menyusunan RSMPI
dilakukan oleh kurang lebih 50 ahli hukum di seluruh dunia dengan
membawa pola pemikiran yang berbeda, baik pakar hukum yang berasal
__________________________
55) Romli Atmasasmita, Op.cit. hal.52
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dari kubu "Common Law System" maupun yang berasal dari "Civil Law
System". Arti penting keberadaan Mahkamah Pidana Internasional dalam
perkembangan sistem peradilan pidana di dunia yaitu bahwa masyarakat
internasional yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan
pidana nasional."
Selanjutnya, dalam terbitan bukunya yang lain, Romli
Atmasasmita) menjelaskan arti dari fungsi pelengkap (complementary)
terhadap sistim peradilan pidana nasional, bahwa pengertian
"complementary" atau komplementaritas sebagaimana dicantum dalam
Pasal 1 statuta Roma tersebut, adalah bahwa jurisdiksi (pengadilan)
nasional memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan penyidikan
dan penuntutan setiap kejahatan internasional yang menjadi wewenang
Mahkamah Pidana Internasional.
Prinsip ini menunjukan bagaimana hubungan antara Mahkamah
Pidana Internasional dengan Pengadilan Nasional. Berdasarkan prinsip
tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang esensial sebagai berikut :
(1) bahwa sesungguhnya Mahkamah Pidana Internasional merupakan
kepanjangan tangan/wewenang dari pengadilan nasional suatu
negara;
(2) bahwa sesungguhnya bekerjanya Mahkamah Pidana Internasional
tidak serta merta mengganti kedudukan pengadilan nasional.
Kedua hal yang bersifat esensial tersebut diatas, dapat diukur
dan standar penerimaan atau standards of admissibility (Pasal 17 ayat
(1) Statuta Roma - 1998), yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan sebagai
berikut :
Mahkamah Pidana Internasional harus menentukan bahwa suatu
kasus adalah tidak dapat diterima oleh Mahkamah, jika:
a. Kasus kejahatan internasional sedang disidik atau dituntut oleh
sejumlah negara yang memiliki jurisdiksi atas kejahatan
internasional tersebut kecuali: negara yang bersangkutan tidak
mau (unwilling) atau tidak mampu secara bersungguh-sungguh
(unable genuinely) melaksanakan penyidikan atau penuntutan.
b. Kasus kejahatan internasional tersebut telah disidik oleh negara
yang bersangkutan, akan tetapi negara yang bersangkutan telah
menetapkan untuk tidak menuntut tersangka/terdakwa, kecuali
tindakan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kehendak atau
ketidakmampuan negara yang bersangkutan untuk secara
bersungguh-sungguh melakukan penuntutan.
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c. Terdakwa sudah diadili dan peradilan Mahkamah Pidana
Internasional tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 ayat
(3).
d. Kasus tersebut tidak bersifat serius untuk diteruskan dan diadili
oleh Mahkamah.
Bahwa internasionalisasi kejahatan-kejahatan tertentu seperti
kejahatan terhadap kemanusiaan telah berlangsung lama setidaknya sejak
berakhirnya perang dunia pertama dan lebih intensif setelah berakhirnya
perang dunia kedua. Kemudian semakin tak terbendung di era globalisasi
yang terkait erat dengan era modernisasi di segala bidang terutama iptek
yang begitu menakjubkan. Internasionalisasi kejahatan-kejahatan tertentu
tersebut terjadi secara alamiah dan merupakan konsekuensi dari
perkembangan kehidupan masyarakat internasional yang semakin
mengglobal menciptakan saling-ketergantungan satu terhadap yang lain
sehingga dunia terbentuk sebagai the big village.
Untuk itulah negara-negara di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-bangsa secara bersama-sama berupaya melakukan
penanggulangan kejahatan-kejahatan internasional tertentu tersebut
melalui berbagai kesepakatan atau perjanjian internasional, diantaranya
yang tertuang dalam Statuta ICC yang disepakati dalam Konvensi Roma
1998 yang lalu.
Untuk itu, menurut Muladi 56), "dalam era globalisasi segala hal
yang beratribut nasional misalnya, tidak hanya bermuatan ideologi,
konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa saja (local
characteristic) tetapi harus menampung pula kecenderungan -
kecenderungan yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional,
seperti konvensi, deklarasi, resolusi, guide-lines internasional dan
sebagainya.
Adaptasi tersebut dilakukan dengan ratifikasi konvensi
internasional, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena
ikut serta menciptakan perdamaian dunia merupakan salah satu sumber
hukum yang diakui kekuatan hukumnya."
Kemudian dari sisi hukum pidana internasional (internasional
criminal law) terbentuknya ICC sangat menarik, sebab sampai saat ini
dalam penegakkan hukum secara umum berlaku "indirect enforcement
__________________________
56) Muladi, Op.cit.hal.48
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methods" atas dasar konvensi internasional, yang mengharuskan negara-
negara untuk meratifikasi konvensi tersebut dan menerapkannya melalui
mekanisme hukum nasional. Penegakan hukum yang bersifat langsung
(direct enforcement model) sampai saat ini secara eksplisit hanya
diterapkan secara ad hoc dengan tempos dan locus delik tertentu. Statuta
Roma 1998 tentang ICC justru mengembangkan "direct enforcement
model" dalam pengadilan yang bersifat permanen; dan sebagai perjanjian
multilateral Statuta Roma membutuhkan dukungan luas (broad support)
tanpa mengorbankan prinsip effektivitas dan keadilan57).
Selanjutnya melalui ratifikasi inilah dilakukan upaya kriminalisasi
kejahatan-kejahatan internasional tertentu tersebut ke dalam hukum
nasional atau konvensi tersebut menjadi bagian dari hukum nasional untuk
diterapkan dalam yurisdiksi-kriminal nasional.
Bahwa ratifikasi terhadap konvensi internasional dalam hal ini
Statuta ICC tersebut diatas dimaksudkan sebagai upaya "pengesahan"
terhadap Statuta ICC agar Indonesia mengikatkan diri dan dengan
demikian melaksanakan kewajiban internasionalnya menerapkan Statuta
ICC ke dalam yurisdiksi kriminal nasional Indonesia.
Soal "pengesahan" atau "mengikatkan diri" terhadap suatu
perjanjian internasional dipandang merupakan urusan kedaulatan negara
yang bersangkutan sehingga hukum internasional tidak mengatur cara
dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehubungan dengan
pengesahan dimaksud, melainkan diserahkan kepada hukum nasional
masing-masing negara. Untuk itu negara Indonesia telah mengaturnya
di dalam UU RI No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
di mana di dalam pasal 9, 10, dan pasal 11 diatur cara dan syarat
pengesahan suatu perjanjian internasional untuk dapat diterapkan dalam
yurisdiksi-teritorial Indonesia.
Dengan demikian dapat diinventarisir alasan-alasan obyektif untuk
melakukan "pengesahan" (ratifikasi, aksesi, penerimaan, penyetujuan)
ICC, antara lain:
1. Untuk melaksanakan kewajiban internasional dalam
penanggulangan dan pemberantasan kejahatan internasional
tertentu dalam hal ini kejahatan berat terhadap kemanusiaan;
2. Untuk melakukan kriminilisasi kejahatan-kejahatan berat terhadap
kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi ICC ke dalam hukum
__________________________
57) Muladi, Op.cit.hal.2 & 12
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nasional Indonesia;
3. Untuk mengesahkan prinsip-prinsip hukum internasional dalam
ICC menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum nasional
Indonesia;
4. Untuk melaksanakan sistem peradilan pidana internasional
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan,
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penjatuhan
dan pelaksanaan putusan pengadilan) sesuai standar ICC ke
dalam sistem peradilan pidana nasional Indonesia;
5. Untuk melakukan kerja sama internasional yang terkait dengan
"mutual legal assistance";
6. Pengakuan Indonesia secara diam-diam terhadap yurisdiksi ICC
tentang Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap
kemanusiaan dalam penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun
2000 Pasal 7.
Namun demikian sekiranya negara Indonesia masih mempunyai
pertimbangan untuk menerima kejahatan perang menjadi yurisdiksi
pidana Indonesia, maka berdasarkan Pasal 124 statuta ICC, Indonesia
dapat meratifikasinya dengan disertai pernyataan belum diberlakukannya
kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 statuta tersebut
selama 7 tahun bagi Indonesia.
4.3.2. Perluasan Yurisdiksi Pengadilan HAM RI
Bahwa Statuta Roma 1998 telah berlaku efektif dan menunggu
pembentukan ICC secara kelembagaan dengan segala kelengkapan
organ-organnya yang terdiri dari: Dewan Pimpinan, Divisi Banding, Divisi
Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan, Kantor Penuntut dan Kantor
Pencatat ( sesuai pasal 34 Statuta ). Organ-organ ini diisi oleh para
hakim, panitera dan staff yang memiliki tugas dan wewenang yudisial:
mengadili, dan non yudisial: administrasi menurut jabatannya masing-
masing. Sedang Kantor Penuntut merupakan organ yang terpisah dari
pengadilan. Kesemuanya diangkat dan disumpah/berjanji serta
menjalankan tugasnya secara independen dan penuh waktu. Jumlah
hakim ada 18 orang yang dipilih dan diangkat secara rahasia melalui
surat suara dalam rapat khusus Majelis Negara-Negara yang terdiri
dari perwakilan negara peserta yang menandatangani Statuta ICC hasil
konperensi Roma 1998. Negara peserta atau penandatangan final Act
lainnya dapat menjadi peninjau, tetapi mempunyai hak mengusulkan
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seorang kandidat hakim untuk setiap pemilihan. Semua hakim yang
terpilih harus berkewarganegaraan negara penandatangan statuta yang
memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dan tidak seorangpun
mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan hakim terpilih lainnya
(pasal 36 jo pasal 112 statuta).
Dalam pembukaan Statuta Roma 1998 atau Statuta ICC yang
telah berlaku efektif tersebut diingatkan bahwa merupakan tugas dari
setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap
tanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan internasional
ini. Selanjutnya ditekankan bahwa pengadilan pidana internasional yang
dibentuk sesuai dengan statuta ini harus menjadi pelengkap
(komplementeric) terhadap yurisdiksi pidana nasional. Hal yang sama
juga ditegaskan dalam pasal 1 statuta, bahwa yurisdiksi ICC terhadap
orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang serius yang
menjadi perhatian internasional akan menjadi pelengkap yurisdiksi hukum
pidana nasional sesuai statuta ini.
Selain itu, oleh karena Indonesia telah ikut serta dalam seluruh
Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 Tentang Perlindungan
Korban Perang melalui pernyataan turut serta tertanggal 10 September
1958 berdasarkan UU No.59 tahun 1958, sementara yurisdiksi
kejahatan perang (war Crimes) ICC merujuk pada Konvensi Jenewa
1949 tersebut maka cukup beralasan untuk melakukan ratifikasi Statuta
Roma 1998. Apalagi di beberapa bagian wilayah RI sekarang ini
mengalami kerawanan akibat konflik-tindak kekerasan yang melibatkan
kelompok bersenjata terorganisir baik yang nampak maupun yang tidak
jelas identitasnya. Sementara yurisdiksi pengadilan HAM tetap maupun
ad hoc berdasarkan UU No.26/2000 sendiri belum meliputi yurisdiksi
kriminal kejahatan perang dan agresi, berarti belum meliputi semua
yurisdiksi kriminal ICC.
Bahwa untuk memberlakukan yurisdiksi kriminal ICC di
Indonesia  diperlukan kriminalisasi Statuta Roma 1998 atau Statuta ICC
ke dalam sistim hukum pidana Indonesia, antara lain  berupa penyesuaian
beberapa pasal dalam UU No.26/2000 diantaranya perluasan yurisdiksi
kriminal Pengadilan HAM tetap maupun ad hoc yang juga meliputi
kejahatan perang dan kemungkinan meniadakan komisi kebenaran dan
rekonsiliasi atau komisi ini diberi kewenangan penyelidikan yang lebih
bersifat politis melengkapi Komnas HAM yang menekankan pada aspek
yuridis sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.
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Selain itu diperlukan pengadilan HAM yang otonom terlepas dari
lingkungan peradilan umum untuk menghindari operasionalisasi yang
semi-permanen dengan sistim majelis hakim yang terdiri dari hakim
peradilan umum dan hakim ad hoc. Pengadilan HAM tetap yang otonom
ini diberi kewenangan untuk membentuk pengadilan ad hoc sesuai
kebutuhan yang selalu bersifat mendesak, sehingga pembentukannya
tidak perlu lagi melalui Keputusan Presiden atas usul DPR RI yang
berbelit-belit dan memakan waktu.
Selain itu, karena kejahatan kemanusiaan begitu luas dan
kompleks dengan karakteristik universal dan transnasionalnya  maka
diperlukan Hakim yang memiliki pengetahuan khusus untuk itu yang dapat
berfungsi pada pengadilan HAM tetap dan juga pada pengadilan ad
hoc.
Disamping perluasan yurisdiksi juga hal-hal yang perlu diupayakan
setelah ratifikasi statuta ICC adalah :
1). Putusan secara tertulis dan memuat pandangan dari mayoritas
hakim dan minoritas hakim dalam hal pengambilan putusan secara
voting ;
2). Menjatuhkan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau hukuman
seumur hidup ;
3). Menjatuhkan hukuman untuk tiap-tiap kejahatan dan
menggabungkan hukuman tersebut yang tidak melebihi masa 30
tahun penjara atau lebih berat dari hukuman seumur hidup.
Perlu diketahui bahwa dalam mengambil keputusan, Majelis
hakim ICC harus memenuhi syarat pasal 74, pasal 66 ayat 3 , pasal 77
dan pasal 78:
1. Menghadiri semua tahap pemeriksaan penyidikan di persidangan.
2. Mengevaluasi bukti-bukti dan segala yang terungkap dalam
persidangan.
3. Tidak melebihi apa yang dituntut oleh Penuntut
4. Mendahulukan pengambilan putusan secara bulat/aklamasi,
kemudian pengambilan putusan berdasarkan suara mayoritas
(voting).
5. Putusan secara tertulis dan memuat pandangan dari mayoritas
hakim dan minoritas hakim dalam hal pengambilan putusan secara
Voting.
6. Pertimbangan Majelis Hakim bersifat rahasia sampai putusan
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dibacakan secara terbuka dalam persidangan untuk itu
7. Harus yakin akan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang
masuk akal, jika menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum
Terdakwa.
8. Menjatuhkan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau hukuman
seumur hidup.
9. Menjatuhkan hukuman denda dan penyitaan harta/asset hasil
kejahatan.
10. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
dari keadaan Terdakwa.
11. Mengurangi masa hukuman penjara dengan masa penahanan yang
telah dijalani terdakwa.
12. Mengumumkan hukuman untuk tiap-tiap kejahatan dan gabungan
hukuman yang menjelaskan lamanya masa hukuman, tetapi tidak
boleh melebihi masa 30 tahun penjara atau seumur hidup sesuai
pasal 77 ayat 1 (b).
Sebagian besar syarat dan wewenang pengambilan keputusan
oleh Majelis Hakim ICC tersebut di atas, juga merupakan wewenang
Majelis Hakim Pidana Indonesia dalam mengambil keputusan terkecuali
menyangkut 3 hal yang disebutkan dalam angka 5, 8 dan 12 tersebut di
atas yang masih perlu penyelarasan ke dalam hukum dan sistem peradilan
pidana Indonesia.
Sehubungan dengan pelaksanaan peradilan Hak hak asasi
manusia di Indonesia, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang ternyata ditingkat kasasi menjatuhkan putusan
yang  membebaskan para terdakwa diantaranya: Mantan Kapolda
Timtim Timbul Silaen, Mantan Bupati Covalima Kolonel Herman
Sedyono, Mantan Dandim Suai Kolonel Liliek Koeshadiyanto, Mantan
Kapolres Suai Kolonel Polisi Gatot Rubiaktoro, Mantan Kasdim Suai
Mayor Infantri Achmad Syamsudin, mantan Danramil Suai Mayor Infantri
Sugito, mantan Dandim Dili Letkol Infantri Endar Priyanto, mantan
Dansatgas Tribuana Kolonel Infantri Yayat Sudradjat, mantan Danrem
Wira Dharma Brigadir Jenderal Toto Suratman, dan pada pemeriksaan
peninjauan kembali Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan yang
membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares  Sebelumnya
mantan Pangdam IX Udayana Mayjen Adam Damiri dibebaskan
ditingkat banding pengadilan HAM.
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Pada pokoknya putusaan Peradilan HAM diatas didasarkan pada
pertimbangan substansial, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu
membuktikan secara sah kesalahan terdakwa melakukan serangan
(bersenjata) yang meluas dan sistimatis yang menyebabkan jatuhnya
sejumlah korban manusia. sebagai salah satu unsur utama tindak pidana
Hak hak asasi manusia. Kemudian dengan pertimbangan yang non
substansial, yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan
memori kasasi sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi Jaksa
Penuntut Umum sebagai pihak pemohon kasasi, maka Mahkamah Agung
RI menolak permohonan kasasi tersebut, dan dengan demikian terdakwa
tetap dinyatakan bebas sebagaimana putusan pengadilan HAM
sebelumnya.
Terhadap putusan bebas peradilan HAM RI diatas, berbagai
pihak memberikan reaksi kekecewaan sambil mengusulkan dibentuknya
Pengadilan HAM Internasional Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili
kembali kasus-kasus tindak pidana HAM diatas. Sekjen PBB Kofi
Annan keberatan terhadap pertimbangan yang menyatakan terdapat
kecurangan dalam jajak pendapat di wilayah Timtim atas sponsor PBB
(UNAMET) pada tahun 1999 yang turut mempengaruhi meluasnya tindak
kekerasan di Timtim. Juga Komisi Ahli PBB (United Nation of Com-
mission of Experts) mempertanyakan kepada pihak Indonesia mengenai
penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timtim. Begitupun
Human Rights Watch   Divisi Asia, Brad Adams  dan John Miler dari
Jaringan Aksi Timor Timur (ETAN)  menyatakan kekecewaannya, serta
juga mendesak pembentukan pengadilan HAM Internasional Ad Hoc
terhadap para pelaku tindak pidana HAM TimTim dari Indonesia.
Nampaknya, dunia internasional tidak hanya menghendaki In-
donesia hanya sebatas sungguh-sungguh berkeinginan memeriksa dan
mengadili para pelaku tindak pidana HAM di Indonesia, tetapi juga
sungguh-sungguh berkemampuan menjatuhkan putusan yang sedail-
adilnya dengan menghukum para pelaku tindak pidana sesuai
kesalahannya. Putusan bebas para terdakwa tindak pidana HAM tanpa
alternatif pelaku lainnya, apalagi adanya kelalaian Jaksa Penuntut Umum
tidak mengajukan Memori Kasasi dapat menjadi alasan ketidak
sungguhan Indonesia untuk memeriksa dan mengadili para pelaku tindak
pidana HAM sesuai standar-standar keadilan yang bersifat universal
dan statuta Roma 1998.
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Untuk memahami statuta ICC, menurut  Muladi 58) secara simultan
harus dilakukan pula  pemahaman terhadap  2 dokumen yang  terkait
dalam satu kesatuan yaitu dokumen yang menguraikan "the Elements of
Crime" dan dokumen yang mengatur "Rules of Procedure  and Evi-
dence"
Kemudian dijelaskannya, bahwa secara umum unsur-unsur
kejahatan mencakup unsur obyektif (criminal act, actus reusa) berupa
adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan  bersifat
melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar, dan unsur subyektif
(criminal responsibility, means rea) yang  mencakup unsur kesalahan
dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur
kesengajaan atau kealpaan serta tidak  adanya alasan pemaaf.
Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan
HAM berat yang lain terdapat prinsip umum bahwa unsur-unsur
kejahatan (the elements of crime) terdiri atas :
1. unsur material yang berfokus pada perbuatan (conduct), akibat
(consequences)  dan keadaan-keadaan (circumstances) yang
menyertai perbuatan,
2. unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (intent),
pengetahuan (knowledge) atau keduanya. Sesuai dengan Art.
30 yang mengatur "mental  element", maka ada kesengajaan
(intent) apabila sehubungan dengan perbuatan (conduct) tersebut
si pelaku berniat untuk melakukan/turut  serta dalam perbuatan
tersebut dan berkaitan  dengan akibatnya (consequences) si
pelaku  berniat untuk menimbulkan akibat tersebut atau sadar
(aware) bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam
kaitannya dengan perbuatan tersebut. Sedangkan "knowledge"
diartikan sebagai kesadaran  (awareness) bahwa suatu keadaan
terjadi atau akibat pada umumnya akan timbul sebagai akibat
kejadian tersebut . tahu (know) dan mengetahui (knowingly) harus
ditafsirkan dalam kerangka tersebut.
Yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan
kemanusiaan adalah dua elemen terakhir dari setiap kejahatan terhadap
kemanusiaan yang menggambarkan konteks dalam hal  mana perbuatan
terjadi. Dua elemen tersebut adalah : (a) perbuatan tersebut dilakukan
sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread) dan
__________________________
58) Muladi, 2002. Op.cit. hal.  12
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sistematik (systematic) ditujukan pada penduduk sipil; dan (b) keharusan
adanya  pengetahuan (with knowledge) pelaku bahwa perbuatan yang
dilakukan merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi
bagian serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil 59)
4.4. Beberapa Unsur Kejahatan Bersamaan
Kemudian, jika diteliti secara seksama statuta ICC maka terdapat unsur-
unsur bersamaan di antara jenis-jenis kejahatan Genosida (Genocide), kejahatan
terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dan kejahatan perang (War
Crimes), yaitu :
(1) Bahwa jenis-jenis kejahatan dalam Genosida adalah mencakupi
kejahatan pemusnahan suatu bangsa melalui pembunuhan (Pasal
6 (a) ), dengan melukai secara fisik dan mental (Pasal 6 (b) ),
dengan membuat kondisi-kondisi perhitungan jiwa secara
sengaja untuk menimbulkan penghancuran fisik (Pasal 6 (c) ),
dengan melakukan langkah-langkah untuk mencegah kelahiran
(Pasal 6 (d) ), dengan memindahkan anak-anak secara paksa
(Pasal 6 (e) ).
Bahwa unsur-unsur bersamaan yang terdapat dalam jenis-jenis
kejahatan Genosida tersebut di atas meliputi :
a. Orang atau orang-orang seperti itu adalah milik bangsa,
etnis, ras atau kelompok agama tertentu;
b. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan secara
keseluruhan atau sebagian dari kelompok, etnis, ras, atau
kelompok agama tersebut.
c. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola
penampakan dari tindakan serupa yang ditujukan terhadap
kelompok itu atau merupakan tindakan tersendiri yang
berefek pada penghancuran semacam itu.
Unsur-unsur kejahatan Genosida tersebut di atas
merupakan unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam Pasal
6 (a) sampai dengan Pasal 6 (e).
(2) Bahwa jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes
against humanity) diatur dalam Pasal 7 (1) (a) sampai dengan
Pasal 7 (1) (k) yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan
melalui atau mengenai :
__________________________
59) Muladi, 2001. Op.cit. hal.  2-3.
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a. Pembunuhan (Pasal 7 (1) (a) );
b. Pemusnahan (Pasal 7 (1) (b) );
c. Perbudakan (Pasal 7 (1) (c) );
d. Deportasi atau pemindahan paksa atas suatu penduduk
(Pasal 7 (1) (d) );
e. Pemenjaraan atau berbagai perampasan kebebasan fisik
lainnya (Pasal 7 (1) (e) );
f. Penyiksaan (Pasal 7 (1) (f) );
g. Pemerkosaan (Pasal 7 (1) (g) - 1) );
h. Perbudakan Sex (Pasal 7 (1) (g) - 2) );
i. Pelacuran Paksa (Pasal 7 (1) (g) - 3) );
j. Kehamilan Paksa (Pasal 7 (1) (g) - 4) );
k. Sterilisasi yang dipaksakan (Pasal 7 (1) (g) - 5);
l. Kekerasan Seksual (Pasal 7 (1) (g) - 6);
m. Penyiksaan (Pasal 7 (1) (h) );
n. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 (1) (i) );
o. Apartheid (Pasal 7 (1) (j) );
p. Tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya (Pasal 7 (1)
(k))
Bahwa unsur bersamaan yang terdapat dalam jenis-jenis
kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
tersebut di atas meliputi :
a. bagian dari serangan tersebar atau sistimatis terhadap
penduduk sipil;
b. bagian atau dimaksud sebagai bagian dari serangan tersebar
dan sistimatis terhadap penduduk sipil;
(3) Bahwa jenis-jenis kejahatan dalam kejahatan perang (war
crimes) diatur dalam Pasal 8 (2) (a) (i) sampai dengan Pasal 8
(2) (e) (xii) yang meliputi kejahatan perang meliputi :
a. Pembunuhan yang dikehendaki, ( Pasal 8 (2) (a) (i) );
b. Penyiksaan , ( Pasal 8 (2) (a) (ii) - 1);
c. Perlakuan yang tidak manusiawi, ( Pasal 8 (2) (a) (ii) -
2);
d. Eksperimen biologis, ( Pasal 8 (2) (a) (ii) - 3 );
e. Perbuatan yang menyebabkan penderitaan yang
disengaja, ( Pasal 8 (2) (a) (iii) );
f. Penghancuran dan Pemisahan milik tertentu, ( Pasal 8
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(2) (a) (iv) );
g. Pemaksaan Pelayanan untuk kekuatan musuh, ( Pasal 8
(2) (a) (v) );
h. Penyangkalan terhadap pengadilan yang adil, ( Pasal 8
(2) (a) (vi) );
i. Deportasi dan pemindahan tanpa berdasar hukum, ( Pasal
8 (2) (a) (vii) - 1 );
j. Pemenjaraan tanpa berdasar hukum, ( Pasal 8 (2) (a)
(vii)      - 2 );
k. Penyanderaan, ( Pasal 8 (2) (a) (viii) );
l. Penyerangan terhadap penduduk sipil, ( Pasal 8 (2) (b)
(i) );
m. Penyerangan objek-objek penduduk sipil, ( Pasal 8 (2)
(b) (ii) );
n. Penyerangan personil atau objek-objek bantuan
kemanusiaan atau misi perdamaian, ( Pasal 8 (2) (b) (iii));
o. Insiden kematian yang berkelebihan, luka-luka, atau
kerusakan, ( Pasal 8 (2) (b) (iv) );
p. Penyerangan tempat yang tanpa pertahanan, ( Pasal 8
(2) (b) (v) );
q. Pembunuhan atau melukai seseorang hors de combat,
( Pasal 8 (2) (b) (vi) );
r. Penggunaan bendera gencatan senjata yang tidak
sepantasnya, ( Pasal 8 (2) (b) (vii) - 1 );
s. Penggunaan bendera, lencana atau seragam dari pihak
musuh yang tidak sepantasnya, ( Pasal 8 (2) (b) (vii) -
2);
t. Penggunaan bendera, lencana atau seragam Perserikatan
Bangsa Bangsa yang tidak sepantasnya, ( Pasal 8 (2) (b)
(vii) - 3 );
u. Penggunaan simbol-simbol khusus dari Konvensi Genewa
yang tidak sepantasnya, ( Pasal 8 (2) (b) (vii) - 4 );
v. Pemindahan, langsung atau tidak langsung, dengan
Memiliki Kekuasaan atas bagian-bagian dari milik
penduduk-penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang
dimiliknya, atau deportasi atau pemindahan dari seluruh
bagian dari penduduk atas wilayah yang dimiliki ke dalam
atau ke luar wilayah ini, ( Pasal 8 (2) (b) (viii) );
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w. Penyerangan terhadap obyek-obyek yang dilindungi,
(Pasal 8 (2) (b) (ix) );
x. Mutilasi (pemotongan), ( Pasal 8 (2) (b) (x) - 1 );
y. Eksperimen medis atau ilmiah, ( Pasal 8 (2) (b) (x) - 2 );
z. Pembunuhan atau tindakan melukai yang berbahaya,
(Pasal 8 (2) (b) (xi));
aa. Penyangkalan tentang tempat tinggal sementara, ( Pasal
8 (2) (b) (xii) );
bb. Penghancuran atau perampasan milik milik musuh, ( Pasal
8 (2) (b) (xiii) );
cc. Pencabutan kebangsaan dari kekuasaan atas hak atau
tindakan permusuhan, ( Pasal 8 (2) (b) (xiv) );
dd. Pemaksaan partisipasi dalam operasi militer, ( Pasal 8
(2) (b) (xv) );
ee. Perampasan, ( Pasal 8 (2) (b) (xvi) );
ff. Kepemilikan racun atau senjata-senjata beracun, ( Pasal
8 (2) (b) (xvii) );
gg. Kepemilikan materi-materi atau peralatan gas, cair
terlarang, ( Pasal 8 (2) (b) (xviii) );
hh. Kepemilikan peluru-peluru terlarang, ( Pasal 8 (2) (b)
(xix));
ii. Kepemilikan senjata-senjata, proyektil atau materi-materi
atau metode-metode perang seperti yang didaftar dalam
lampiran terhadap Undang-Undang, ( Pasal 8 (2) (b)
(xx));
jj. Kebiadaban terhadap kehormatan seseorang, ( Pasal 8
(2) (b) (xxi) );
kk. Pemerkosaan, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 1 );
ll. Perbudakan seks, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 2);
mm. Pelacuran yang dipaksakan, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 3);
nn. Kehamilan paksa, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 4);
oo. Sterilisasi yang dipaksakan, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 5);
pp. Kekerasan seksual, ( Pasal 8 (2) (b) (xxii) - 6);
qq. Menggunakan orang-orang sebagai pelindung, ( Pasal 8
(2) (b) (xxiii) );
rr. Penyerangan obyek-obyek atau orang-orang dengan
menggunakan simbol-simbol yang istimewa dari Konvensi
Jenewa, ( Pasal 8 (2) (b) (xxiv) );
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ss. Kelaparan sebagai cara berperang, (Pasal 8 (2) (b)
(xxv));
tt. Pemanfaatan, pemaksaan wajib militer atau pendaftaran
militer secara paksa bagi anak, ( Pasal 8 (2) (b) (xxvi) );
uu. Pembunuhan, ( Pasal 8 (2) (c) (i) -1 );
vv. Mutilasi, ( Pasal 8 (2) (c) (i) -2 );
ww. Perlakuan kejam, ( Pasal 8 (2) (c) (i) -3 );
xx. Penyiksaan, ( Pasal 8 (2) (c) (i) -4 );
yy. Kebiadaban terhadap kehormatan seseorang, ( Pasal 8
(2) (c) (ii) );
zz. Penyanderaan, ( Pasal 8 (2) (c) (iii) );
aaa. Hukuman atau hukuman mati tanpa proses pengadilan
yang layak, ( Pasal 8 (2) (c) (iv) );
bbb. Penyerangan terhadap penduduk sipil, (Pasal 8 (2) (e)
(i));
ccc. Penyerangan obyek-obyek atau orang-orang dengan
menggunakan simbol khusus dari Konvensi Jenewa,
(Pasal 8 (2) (e) (ii));
ddd. Penyerangan terhadap personil atau obyek-obyek yang
terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan misi perdamaian,
(Pasal 8 (2) (e) (iii));
eee. Penyerangan terhadap obyek-obyek yang dilindungi,
(Pasal 8 (2) (e) (iv));
fff. Perampasan, ( Pasal 8 (2) (e) (v) );
ggg. Pemerkosaan, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 1 );
hhh. Perbudakan seks, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 2 );
iii. Pelacuran yang dipaksakan, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 3 );
jjj. Kehamilan paksa, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 4 );
kkk. Sterilisasi yang dipaksakan, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 5 );
lll. Kekerasan seksual, ( Pasal 8 (2) (e) (vi) - 6 );
mmm. Pemanfaatan, pemaksaan wajib militer atau pendaftaran
militer secara paksa bagi anak, ( Pasal 8 (2) (e) (vii) );
nnn. Pemindahan penduduk-penduduk sipil, ( Pasal 8 (2) (e)
(viii) );
ooo. Pembunuhan atau tindakan melukai yang berbahaya,
(Pasal 8 (2) (e) (ix));
ppp. Penyangkalan terhadap tempat tinggal sementara, (Pasal
8 (2) (e) (x));
qqq. Mutilasi (pemotongan), ( Pasal 8 (2) (e) (xi) - 1 );
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rrr. Eksperimen medis atau ilmiah, ( Pasal 8 (2) (e) (xi) - 2 );
sss. Penghancuran atau perampasan milik milik musuh, (Pasal
8 (2) (e) (xii));
Bahwa unsur kebersamaan yang terdapat dalam jenis-jenis
kejahatan perang (war crimes) tersebut diatas meliputi ;
a. Dilindungi satu atau lebih Konvensi Genewa (1949);
b. Tindakan tersebut berada dalam konteks yang terkait dengan
konflik bersenjata internasional; atau
c. Tindakan tersebut berada dalam konteks yang terkait dengan
konflik bersenjata non internasional;
d. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang
menentukan keberadaan dari suatu konflik bersenjata;
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B A B   V
P E N U T U P
5.1. Kesimpulan
a. Bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia telah berkembang
menjadi salah satu kejahatan paling serius,  menggoncangkan
kesadaran dan menggugah nurani manusia dalam bentuk kejahatan
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan
kejahatan agresi. Selain itu telah menimbulkan korban jutaan anak,
pria dan wanita  dan mengancam perdamaian, keamanan dan
keselamatan dunia. Sehingga pelakunya harus diadili dan dihukum
oleh sebuah peradilan pidana internasional yang yurisdiksi
kriminalnya dapat diterapkan dalam yurisdiksi kriminal nasional.
b. Bahwa melalui sidang UN Diplomatic Conference of Penipotentiaris
on the Establishment of an International Criminal Court pada tanggal
15 Juni - 17 Juli 1998 di Roma telah disepakati dan ditandatangani
sebuah statuta pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang
dikenal dengan The Rome Statute of International Criminal Court
atau Statuta ICC.
Kemudian ICC ini telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2002,
setelah pada tanggal 11 April 2002 mendapat ratifikasi 60 negara
sebagaimana disyaratkan.
c. Statuta ICC merupakan perpaduan dari berbagai sistem peradilan
pidana yang dirumuskan oleh puluhan ahli hukum dari berbagai
region dunia, sehingga dengan sifat komplementari nya dapat
diterima dalam yurisdiksi kriminal nasional negara-negara tanpa
merugikan kepentingan kedaulatan negara tersebut.
d. Prinsip komplementari (bukan primacy) yang dianut ICC
merupakan fleksibilitas ICC terhadap sensitivitas prinsip kedaulatan
negara yang umumnya dianut secara ekstrim negara-negara sedang
berkembang dan/atau rezim pemerintahan yang berkuasa secara
abnormal, dimana cenderung terjadi pelanggaran HAM yang berat.
Sehingga memungkinkan ICC mengakses ke dalam yurisdiksi
kriminal nasional negara tersebut.
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e. Walaupun negara RI hanya sebagai negara peserta konperensi
(bukan negara penandatangan Statuta), tetapi dengan
mengundangkan UU NO.26 Tahun 2000 membuktikan
kesungguhannya untuk menerapkan prinsip-prinsip Statuta ICC
dalam sistem peradilan pidana (HAM) di Indonesia yang masih
terbatas pada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.
f. Prinsip-prinsip yurisdiksi dalam sistem hukum dan peradilan pidana
Indonesia terutama prinsip territorialitas dan prinsip Universalitas
memungkinkan peradilan pidana Indonesia dapat mengadopsi dan
menerapkan yurisdiksi peradilan pidana Internasional (ICC)
terutama dengan sifatnya yang komplementari.
g. Kesungguhan RI untuk menerapkan prinsip-prinsip Statuta ICC
ke dalam hukum nasional RI perlu didukung  dengan kebijakan
legislasi-meratifikasi Statuta ICC sesuai hukum nasional  RI
sebagaimana yang diakui oleh hukum internasional.
h. Sebelum ratifikasi statuta ICC, perlu diinventarisir dan dikaji
beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan
Internasional yang terkait dengan pengesahan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia dalam berbagai peristiwa, seperti :
- Konvensi Jenewa 1949 dan UU No. 59 Tahun 1958 tanggal
10 September 1958 tentang ikut serta Negara RI dalam
seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 LN. No.
109, 1958 dan memori penjelasan dalam Tambahan LN No.
1644.
- Sistem Kodefikasi Hukum Pidana Indonesia dalam hal ini
pembagian Hukum (Perundang-undangan) Pidana Umum
(KUHP) dan Hukum (Perundang-undangan) Pidana Khusus
(Delik-delik di luar KUHP).
- Delik-delik Penyertaan dan delik-delik yang berdiri sendiri.
- Hukum Acara Pidana Indonesia dan Internasional (ICC).
- Sistem peradilan pidana Indonesia dan Internasional (ICC).
- Penjatuhan Hukuman dan Jenis-jenis Hukuman.
i. Setelah ratifikasi statuta ICC diperlukan upaya-upaya :
- Kriminalisasi delik-delik - kejahatan kemanusiaan dalam
statuta ICC menjadi delik-delik kejahatan kemanusiaan dalam
hukum nasional RI, termasuk unsur-unsur kejahatan (the el-
ements of crime) yang menjadi dokumen lampiran statuta
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ICC.
- Mengadopsi hukum acara ICC (The Rule of Procedure and
Evidence) ke dalam hukum pidana (khusus) Indonesia.
- Menyelaraskan penerapan wewenang dan syarat-syarat
pengambilan keputusan Majelis Hakim ICC bagi Majelis
Hakim Indonesia tentang :
1. Putusan secara tertulis dan memuat pandangan dari
mayoritas hakim dan minoritas hakim dalam hal
pengambilan putusan secara voting ;
2. Menjatuhkan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau
hukuman seumur hidup ;
3. Menjatuhkan hukuman untuk tiap-tiap kejahatan dan
menggabungkan hukuman tersebut yang tidak melebihi
masa 30 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman
seumur hidup.
5.2. Saran
a. Sebaiknya negara RI mengesahkan Statuta ICC dengan cara
meratifikasinya.
b. Membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari berbagai pakar
hukum pidana dan hukum internasional dengan tugas:
- Mempersiapkan RUU tentang Ratifikasi Statuta ICC.
- Mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan
lainnya yang diperlukan sebagai tindak lanjut atau penyesuaian
dari UU tentang Ratifikasi Statuta ICC, antara lain: RUU
tentang Peradilan HAM Tetap dan Peradilan HAM Ad Hoc
(yang menjangkau kejahatan perang & agresi); RUU
mengenai Beberapa Bentuk Kerja Sama Internasional yang
terdapat dalam Statuta ICC dan lain-lain;
c. Membentuk Komisi Tetap Terpadu yang setidaknya terdiri dari
ahli hukum dan politik dari kalangan kampus & LSM,  Anggota
DPR-RI,  Mahkamah Agung RI dan Intelektual lainnya untuk
memantau dan mengawasi independensi pelaksanaan sistem
peradilan pidana (HAM) di Indonesia yang memenuhi standar ICC
sebagai peradilan komplementeri.
d. Panitia Khusus dan Komisi Tetap Terpadu tersebut dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden atas usul DPR RI, setelah melalui
seleksi Menteri Hukum dan HAM.
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Lampiran  1
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 26 Tahun 2000
Tentang
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun;
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin
pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian,
keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu
segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal
104 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun
1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai,
sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menjadi undang-undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- undang tersebut perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia;
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Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970, TLN No. 2951) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN R1 Tahun 1999 No. 147, TLN No.
3879);
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (LN R1 Tahun
1986 No. 20, TLN No. 3327);
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI
Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886);
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
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2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi
manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM
adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.
4. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer,
maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan
penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
ini.
BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Pengadilan Umum.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 3
(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri vang
bersangkutan.
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan
di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
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BAB III
LINGKUP KEWENANGAN
Pasal 4
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pasal 5
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial
wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Pasal 6
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
Pasal 7
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan;
Pasal 8
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
kelompok agama, dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.
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Pasal 9
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional;
f. penyiksaan;
g. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
jenis kelamin atau. alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal
yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid;
BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Kesatu
UMUM
Pasal 10
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara
atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan
ketentuan hukum acara pidana.
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Bagian Kedua
Penangkapan
Pasal 11
(1) Jaksa Agung sebagai penyelidik berwenang melakukan penangkapan untuk
kepentingan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.
(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas
tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan
pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang dipersangkakan.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan.
(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap
beserta barang bukti vang ada kepada penyidik.
(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling
lama 1 (satu) hari.
(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Bagian Ketiga
Penahanan
Pasal 12
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyelidikan dan
penuntutan.
(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan
penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka
atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan
yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
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Pasal 13
(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama
90 (sembilan puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang
paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.
Pasal 14
(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM
sesuai dengan daerah hukumnya.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang
paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.
Pasal 15
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM
dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM
sesuai dengan daerah hukumnya.
Pasal 16
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi
dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sesuai dengan daerah hukumnya.
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Pasal 17
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung
dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Keempat
Penyelidikan
Pasal 18
(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang
terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
penyelidik berwenang:
a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang
tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta
mencari keterangan dan barang bukti;
c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk
diminta, dan didengarkan keterangannya;
d. memanggil saksi mata untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat
lainnya yang dianggap perlu;
f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis
atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1) pemeriksaan surat;
2) penggeledahan dan penyitaan;
3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan,
dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak
tertentu;
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4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik
memberitahukan hal itu kepada penyidik.
Pasal 20
(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat
bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan
kepada penyidik.
(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan
disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh
hasil penyelidikan kepada penyidik.
(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera
mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk
untuk dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.
Bagian Kelima
Penyidikan
Pasal 21
(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh Jaksa Agung.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk
kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa
Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah
dan atau masyarakat.
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya masing-masing.
(5) Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
a. warga negara R1;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian dibidang hukum;
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d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 22
(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib
diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal
hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
(2) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang
paling lama 60 (enam.puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup,
maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa
Agung.
(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya
dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti
lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penun tutan.
(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai
dengan derajat ketiga, berhak menga jukan praperadilan kepada Ketua
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Penuntutan
Pasal 23
(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh jaksa Agung.
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(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa
Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur
pemerintah dan atau masyarakat.
(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi
syarat:
a. Warga negara RI;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut
umum;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 24
Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat
(2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal
hasil penyidikan diterima.
Pasal 25
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktuwaktu dapat meminta
keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan
penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Bagian Ketujuh
Sumpah
Pasal 26
Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafaInya berbunyi
sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk
melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama
atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun
kepada siapapun juga”.
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“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini
dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang,
dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya
ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adiinya seperti layaknya bagi seorang
petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Paragraf I
Umum
Pasal 27
(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang
hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim
ad hoc.
(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim
dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.
Pasal 28
(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc
Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:
1. warga negara RI;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di
bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
Pasal 30
Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai
dengan agamanya masing-masing yang lafaInya berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk
melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama
atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun
kepada siapapun juga”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekah-kali akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas
ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang,
dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya
ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang
petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
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Paragraf 3
Acara Pemeriksaan
Pasal 31
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama  180 (seratus delapan puluh)
hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.
Pasal 32
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3) jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada
Pengadilan Tinggi.
Pasal 33
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim
Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang.
(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu
kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (6) Untuk dapat diangkat menjadi
hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:
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a. warga negara RI;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian di bidang hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI
Pasal 34
(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat
berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror,
dan kekerasan dari pihak manapun.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan
oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI
Pasal 35
(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli
warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 37
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 38
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 39
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 40
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 41
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan
pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
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Pasal 42
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai
komandan militer dapat dipertang-gungjawabkan terhadap tindak pidana
yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh
pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif,
atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana
tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara
patut, yaitu:
a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar
keadaan saat itu seharusnya mengetahi bahwa pasukan tersebut sedang
melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan
yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan
pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, ber tanggung jawab secara
pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan
oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya
yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap
bawahannya secara patut dan benar, yaitu:
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi
yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau
baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat;
dan
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau meng-hentikan
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal
37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
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BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC
Pasal 43
(1) Pelanggaran hak asasi manusia, yang berat yang terjadi sebelum
diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM ad hoc.
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di
lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 44
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku pengadilan
HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat,
Surabaya, Medan dan Makassar.
(2) Daerah hukum pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berada pada pengadilan Negeri di :
a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi
Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu,
Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
c. Makasar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Irian
Jaya.
d. Medan  yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh,
Riau, Jambi dan Sumatera Barat.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud
dalam Undang~undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.
Pasal 47
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan
oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.
(2) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibentuk dengan Undangundang.
Pasal 48
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.
Pasal 49
Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan
Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal
123 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan
tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
menurut Undang-undang ini.
Pasal 50
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 191, TLN No. 3911) dengan ini dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 51
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 208
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 26
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN
HAK ASAS1 MANUSIA
1. UMUM
Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-Rl No.
XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum intemasional.
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Ketetapan MPR-Rl No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman
mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi
berbagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia
sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI     No. XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut
merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota
Perserikatan Bangsa Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi
mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan
melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh
Perserikatan Bangsa Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen
hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau
diterima oleh negara RI.
Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan
nasional maupun dari kepentingan intemasional, maka untuk menyelesaikan
masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan
dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia
yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.
       Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut,
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dasar pembentukan Undang~undang tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1)
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat
melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat, dan menjadi
dasar dalam penegakan., kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik
bagi perorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat.
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Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan
pada pertimbangan sebagai berikut:
1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra ordinary
crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun
intemasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbul kan kerugian baik
materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik
terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan
dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian,
ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat Indonesia;
2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
yang bersifat khusus.
Kekhususan dalam penanganan hak asasi manusia yang berat adalah:
a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc,
penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;
b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang
menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana;
c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk
melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum intemasional dapat
digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28 J avat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
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suatu masyarakat demokratis”. Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat
diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi menusia itu sendiri berdasarkan
Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu
Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia vang berat
yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad
hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu
dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.
Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini
menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Ketetapan MPR-Rl No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang
akan dibentuk dengan Undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga
ekstra-yudicial yang ditetapkan dengan Undang-undang yang bertugas untuk
menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan
dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi
dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s.d 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan ini
adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi,
dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Ketentuan dalam pasal ini dimaksud untuk melindungi warga negara
Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan
Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.
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Pasal 6
Seseorang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Negeri.
Pasal 7
Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan
ini sesuai dengan “Rome Statute of The Intemational Criminal Court” (Pasal
6 dan Pasal 7).
Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan “anggota kelompok’ adalah seorang atau lebih
anggota kelompok.
Huruf b s.d. e
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap
penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang
berhubungan dengan organisasi.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam
Pasal 340 Kitab Undangundang Hukum Pidana.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan
penderitaan yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan meng-
hambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan
pemusnahan pada sebagian penduduk.
 Huruf c
Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk
perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk secara
paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran
atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal
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secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum intemasional.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan
sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang
berat, baik fisik dan mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang
berada di bawah pengawasan.
Huruf g dan h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni
penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa,
dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh
penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan
maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang
panjang.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak
manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal
8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan
dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau
kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan
rezim itu.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1) s.d. (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “1 (satu) hari’ adalah dalam waktu 24 (dua puluh
empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.
Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 12 s.d. 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena
lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat
independen.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah tokoh dan anggota
masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati
di bidang hak asasi manusia.
Pasal 19
Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai
rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menerima, mendaftar, dan
mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.
Huruf c s. d. f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “perintah penyidik” adalah perintah tertulis yang
dikeluarkan penyidik atas permintaan penyelidik dan penyidik segera
mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyelidik.
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
“Penggeledahan” dalam ketentuan ini meliputi penggeledahan badan dan
atau rumah.
Angka 3) dan 4)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
· Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”
adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.
· Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga hasil
penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut
namanama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan
ketentuan Pasal 92 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
· Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah dilakukannya penyidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kurang lengkap” adalah belum
cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Pasal 21
Ayat (1) s.d. (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri dari
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.
Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksud agar Jaksa Agung dalam
mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (4) dan (5)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
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Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan
penuntut umum, di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.
Ayat (3) dan (4)
Cukup jelas.
Pasal 24 dan 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai
dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam “Demi
Allah” sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata “Kiranya
Tuhan akan menolong saya” sesudah lafal sumpah.
Pasal 27
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah
garijil.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
“Hakim ad hoC adalah hakim yang dianglcat dari luar hakim karier yang
memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi,
menghayati citacita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan
keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia.
Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas.
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Pasal 29
Angka 1 s.d. 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum” adalah antara lain sarjana
syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi llmu Kepolisian.
Angka 5 s. d. 8
Cukup jelas.
Pasal 30
Lihat Penjelasan Pasal 26.
Pasal 31 dan 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Angka (1) s.d. (5)
Cukup jelas.
Angka (6)
Huruf a s.d. c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4.
Huruf e s. d. h
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
· Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan
oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian
sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
· Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi
berupa:
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a. pengambilan harta niilik;
b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
· Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan
semula, misaInya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
Pasal 36 s. d. 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat adalah apabila 2 (dua) orang
atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat RI mengusulkan dibentuknya
Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat RI mendasarkan pada
dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi
pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44 s.d. 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan altematif
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar
Pengadilan HAM.
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Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak
asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil
maupun militer.
Pasal 50 dan 51
Cukup jelas.
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Lampiran  2
RUMUSAN
UNSUR-UNSUR KEJAHATAN BERSAMAAN DALAM TINDAK
PIDANA HAK AZASI MANUSIA
Pendahuluan umum
1. Menurut Pasal 9, Unsur-unsur dari Kejahatan berikutnya harus membantu
Pengadilan dalam hal interpretasi dan aplikasi atas Pasal 6,7, dan 8,
konsisten terhadap Undang-Undang. Ketetapan-Ketetapan Undang-
Undang, termasuk Pasal 21 dan prinsip-prinsip umum, terdapat pada
Bagian ke-3 dapat diterapkan untuk unsur-unsur dari Kejahatan.
2. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30, kecuali ditetapkan sebaliknya,
seseorang harus bertanggung jawab secara kriminal dan bertanggung
jawab atas hukuman untuk suatu kejahatan dalam yurisdiksi suatu
Pengadilan, hanya bila materi unsur-unsur tersebut dikerjakan dengan
maksud (intent) dan pengetahuan. Tidak ada rujukan yang dibuat di
dalam unsur-unsur Kejahatan untuk unsur mental bagi tindakan tertentu,
akibat atau keadaan telah didaftar, hal ini dimengerti sebagai unsur
mental yang relevan, yaitu maksud, pengetahuan atau keduanya,
ditampilkan dalam terapan Pasal 30. Perkecualian bagi standar-standar
Pasal 30, berdasarkan Undang-Undang, termasuk hukum terapan di
bawah ketetapannya yang relevan, ditunjukkan di bawah ini.
3. Keberadaan akan maksud dan pengetahuan dapat disimpulkan dari
fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang relevan.
4. Mengenai unsur-unsur mental yang berhubungan dengan unsur-unsur
yang terlibat dengan nilai pengadilan, seperti pemakaian istilah
‘inhumane’ (tidak manusiawi) atau ‘severe’ (parah), tidaklah penting
bahwa pelaku kejahatan secara pribadi menyelesaikan (penilaian)
pengadilan tertentu, kecuali bila ditunjuk sebaliknya.
5. Dasar-dasar untuk menyingkirkan tanggung jawab atau ketiadaan
kriminal secara umum tidak dispesifikasi dalam unsur-unsur dari  kejahatan
yang diurutkan untuk setiap kejahatan. (1)
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6. Perlunya ‘unlawfulness’ (keadaan tanpa hukum) ditemukan dalam
Undang-Undang atau dalam bagian lain dari hukum internasional, dalam
hukum humaniter internasional khusus, secara umum tidak dispesifikasi
dalam unsur-unsur dari Kejahatan.
7. Unsur-unsur dari kejahatan secara umum terstruktur secara berurut
dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Dengan adanya unsur-unsur dari kejahatan berfokus pada
tindakan, akibat dan keadaan yang berkaitan dengan masing-
masing kejahatan, semua itu secara umum terdaftar dengan
urutan seperti itu.
- Ketika diperlukan, suatu unsur mental khusus diurutkan setelah
tindakan yang terpengaruhi, akibat atau keadaan.
- Keadaan-keadaan yang kontekstual diurutkan terakhir
8. Karena dipakai dalam unsur-unsur dari Kejahatan, istilah “perpetrator”
(pelaku kejahatan) adalah netral seperti halnya bersalah atau tidak
berdosa. Unsur-unsur tersebut, termasuk unsur mental yang sesuai,
menerapkan mutatis mutandis pada semua yang mempunyai tanggung
jawab kriminal, terdapat pada pasal 25 dan 26 dari Undang-Undang.
9. Tindakan tertentu dapat membentuk satu atau lebih kejahatan-kejahatan.
10. Penggunaan hak-hak singkat (short) untuk kejahatan-kejahatan tidak
mempunyai efek legal.
Pasal 6
Genocide ( Pemusnahan Suatu Bangsa)
Pendahuluan
Dengan memandang ayat terakhir yang terurut untuk setiap kejahatan:
- Istilah “in the context of” (dalam konteks dari) akan meliputi tindakan-
tindakan awal dalam pola yang baru bermunculan;
- Istilah “manifest” (penampakan) adalah kualifikasi yang obyektif;
- Tanpa menentang persyaratan normal untuk unsur mental yang ditetapkan
dalam pasal 30, dan mengenali bahwa pengetahuan mengenai keadaan-
keadaan biasanya akan ditujukan untuk membuktikan maksud
genocide, persyaratan yang sesuai, bila ada, untuk unsur mental merujuk
pada keadaan ini akan perlu diputuskan oleh Pengadilan dengan dasar
kasus per kasus
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Pasal 6 (a)
Pemusnahan bangsa-bangsa melalui Pembunuhan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan telah membunuh (2) satu orang atau lebih
2. Orang  atau orang-orang seperti itu adalah milik bangsa, etnis, ras atau
kelompok agama tertentu.
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau kelompok agama
tersebut.
4. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola penampakan dari
tindakan serupa yang ditujukan terhadap kelompok itu atau merupakan
tindakan tersendiri yang berefek pada penghancuran semacam itu.
Pasal 6 (b)
Pemusnahan bangsa-bangsa dengan melukai secara fisik maupun mental
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melukai secara fisik atau mental dengan serius terhadap
satu orang atau lebih. (3)
2. Orang  atau orang-orang seperti itu adalah milik bangsa, etnis, ras atau
kelompok agama tertentu.
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau kelompok agama
tersebut.
4. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola penampakan dari
tindakan serupa yang ditujukan terhadap kelompok itu atau merupakan
tindakan tersendiri yang berefek pada penghancuran semacam itu.
Pasal 6 (c)
Pemusnahan bangsa-bangsa dengan membuat kondisi-kondisi
perhitungan jiwa secara sengaja untuk menimbulkan penghancuran
fisik
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat kondisi-kondisi tertentu atas jiwa satu
orang atau lebih.
2. Orang atau orang-orang tersebut dimiliki oleh bangsa, etnis, ras atau
kelompok agama tertentu
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tersebut.
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4. Kondisi-kondisi atas jiwa tersebut diperhitungkan untuk menimbulkan
penghancuran fisik atas kelompok tersebut, secara keseluruhan atau
sebagian. (4)
5. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola penampakan dari
tindakan serupa yang ditujukan terhadap kelompok itu atau merupakan
tindakan tersendiri yang berefek pada penghancuran semacam itu.
Pasal 6 (d)
Pemusnahan bangsa-bangsa dengan memberlakukan langkah-
langkah untuk mencegah kelahiran.
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memberlakukan langkah-langkah tertentu atas satu
orang atau lebih
2. Orang atau orang-orang tersebut dimiliki oleh bangsa, etnis, ras atau
kelompok agama tertentu
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tersebut.
4. Tindakan-tindakan tersebut diberlakukan untuk mencegah kelahiran di
dalam kelompok itu.
5. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola penampakan dari
tindakan serupa yang ditujukan terhadap kelompok itu atau merupakan
tindakan tersendiri yang berefek pada penghancuran semacam itu.
Pasal 6 (e)
Pemusnahan bangsa-bangsa dengan pemindahan anak-anak dengan paksa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa untuk memindahkan satu orang atau lebih.(5)
2. Orang atau orang-orang tersebut dimiliki oleh bangsa, etnis, ras atau
kelompok agama tertentu
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tersebut.
4. Pemindahan tersebut adalah dari satu kelompok ke kelompok lain
5. Orang atau orang-orang tersebut berusia di bawah 18 tahun
6. Pelaku kejahatan mengetahui atau telah mengetahui, bahwa orang atau
orang-orang tersebut berusia di bawah 18 tahun
7. Tindakan tersebut berada dalam konteks dari pola penampakan dari
tindakan serupa yang ditujukan terhadap kelompok itu atau merupakan
tindakan tersendiri yang berefek pada penghancuran semacam itu.
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Pasal 7
Kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan
Pendahuluan
1. Oleh karena pasal 7 menyinggung tentang hukum kriminal internasional,
ketetapan-ketetapannya, konsisten dengan pasal 22, maka harus
ditafsirkan dengan baik, diperhitungkan bahwa kejahatan-kejahatan
terhadap kemanusiaan  seperti yang didefinisikan dalam pasal 7 adalah
salah satu di antara kejahatan yang paling serius yang mengkhawatirkan
dunia internasional sebagai  tanggung jawab kriminal dari individu secara
keseluruhan, terjamin, dan dibutuhkan, dan memerlukan tindakan yang
tidak diijinkan oleh hukum internasional terapan umum, seperti yang
dikenali oleh sistem-sistem legal utama dunia.
2. Dua unsur terakhir untuk masing-masing kejahatan terhadap kemanusiaan
mendeskripsikan dalam konteks di mana tindakan  harus mendapat
tempat.  Unsur-unsur ini mempertegas syarat-syarat partisipasi dalam
dan akan pengetahuan tentang pernyebaran atau serangan sistematis
terhadap penduduk sipil. Bagaimanapun juga, unsur terakhir tidak
seharusnya diinterpretasikan sebagai memerlukan bukti bahwa pelaku
kejahatan memiliki pengetahuan atas semua karakteristik suatu serangan
atau rincian yang tepat dari suatu rencana atau kebijakan suatu Negara
atau organisasi. Dalam kasus dari munculnya serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil,  maksud ketentuan dari ayat terakhir
menunjukkan bahwa pemikiran ayat ini akan dipenuhi bila pelaku
kejahatan bermaksud untuk bertindak lebih jauh atas serangan semacam
itu.
3. “Serangan ditujukan terhadap penduduk sipil.” Dalam konteks ini unsur-
unsur dipahami sebagai perjalanan tindakan yang melibatkan komisi
multipel dari aksi-aksi merujuk pada pasal 7, paragraf 1, dari Undang-
Undang terhadap penduduk sipil apa pun, menurut atau di dalam
keterlibatan lebih jauh dari kebijakan Negara atau organisasi untuk
menetapkan serangan semacam itu. Tindakan-tindakan tersebut tidak
membutuhkan adanya unsur serangan militer. Dipahami bahwa “kebijakan
yang menetapkan serangan semacam itu” memerlukan Negara atau
organisasi untuk secara aktif meningkatkan atau memberanikan serangan
semacam itu terhadap penduduk sipil. (6).
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Pasal 7 (1) (a)
Kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membunuh (7) satu orang atau lebih
2. Tindakan itu ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil
3. Pelaku kejahatan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bagian
dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
Artikel 7 (1) (b)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai pemusnahan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membunuh (8) satu orang atau lebih, termasuk dengan
cara membuat kondisi-kondisi yang mengancam jiwa yang menimbulkan
penghancuran sebagian dari penduduk. (9)
2. Tindakan tersebut terdiri dari atau sebagai bagian dari, (10) pembunuhan
massal dari anggota-anggota penduduk sipil
3. Tindakan itu ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil
4. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (c)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai perbudakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan telah memanfaatkan atas beberapa atau keseluruhan
kekuasaan yang berkenaan dengan kepemilikan atas satu orang atau
lebih, seperti membeli, menjual, meminjamkan atau menukarkan orang
atau orang-orang semacam itu atau dengan membebani mereka dengan
perampasan kebebasan dan sejenisnya. (11)
2. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
3. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
159
Pasal 7 (1) (d)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai deportasi atau
pemindahan paksa atas suatu penduduk
1. Pelaku kejahatan mendeportasi atau memindahkan (13) secara paksa
(12) tanpa dasar yang diijinkan oleh hukum internasional, bagi satu or-
ang atau lebih ke Negara lain atau lokasi lain, dengan tindakan pengusiran
atau tindakan paksa lainnya.
2. Orang atau orang-orang semacam itu berada secara hukum di daerah
di mana mereka dideportasikan atau dipindahkan
3. Pelaku menyadari keadaan yang sebenarnya yang ada dalam keberadaan
hukum seperti itu.
4. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
5. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (e)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai pemenjaraan atau
berbagai perampasan kebebasan fisik lainnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memenjarakan satu orang atau lebih atau sebaliknya
merampas kebebasan fisik satu orang atau lebih dengan parahnya.
2. Kegawatan dari tindakan itu adalah karena tindakan itu merupakan
pelanggaran atas aturan-aturan dasar hukum internasional
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan yang sebenanya terjadi
yang menimbulkan kegawatan tindakan tersebut
4. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
5. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (f)
Kejahatan atas kemanusiaan mengenai penyiksaan (14)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat  sakit atau derita fisik atau mental yang parah
atas satu orang atau lebih
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2. Orang atau orang-orang tersebut adalah sebagai tahanan atau di bawah
kendali pelaku kejahatan
3. Sakit atau derita semacam itu tidak hanya berasal dari dan tidak melekat
atau insidentil terhadap sanksi hukum.
4. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
5. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-1
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai pemerkosaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyerang (15) tubuh seseorang dengan tindakan yang
menyebabkan penetrasi dari organ seks pelaku kejahatan, betapa pun
ringannya, terhadap bagian tubuh apapun dari tubuh korban, atau  dari
bukaan anus atau kelamin dari korban dengan obyek apapun atau dengan
bagian tubuh apapun
2. Penyerangan ini dilakukan dengan paksa, atau dengan ancaman atau
kekuatan atau tindakan pemaksaan, dan tindakan semacam itu yang
disebabkan oleh ketakutan atas kekerasan, ancaman, penahanan dan
penindasan psikologis atau penganiayaan atas kuasa, terhadap orang
tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan atas suatu
lingkungan keterpaksaan, atau penyerangan yang dilakukan terhadap
seseorang yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang
sesungguhnya. (16)
3. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
4. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-2
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai perbudakan seks (17)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan telah memanfaatkan atas beberapa atau keseluruhan
kekuasaan yang berkenaan dengan kepemilikan atas satu orang atau
lebih, seperti membeli, menjual, meminjamkan atau menukarkan orang
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atau orang-orang semacam itu atau dengan membebani mereka dengan
perampasan kebebasan dan sejenisnya. (18)
2. Pelaku kejahatan menyebabkan orang atau orang-orang tersebut untuk
terlibat dalam satu atau lebih tindakan-tindakan seks alami.
3. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
4. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-3
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai pelacuran paksa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyebabkan satu orang atau lebih untuk terikat dalam
satu tindakan atau lebih dari kegiatan seks  dengan paksa, atau dengan
ancaman atau tindakan paksa, yang disebabkan ketakutan atas
kekerasan, ancaman, penahanan dan penindasan psikologis atau
penganiayaan atas kekuasaan, terhadap orang  tersebut atau orang lain,
atau dengan mengambil keuntungan atas suatu keadaan keterpaksaan,
atau penyerangan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu
untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
2. Pelaku kejahatan atau orang lain memperoleh atau mengharapkan untuk
memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya yang ditukarkan
dalam hubungannya dengan tindakan kegiatan seksual .
3. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
4. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-4
Kejahatan atas kemanusiaan mengenai kehamilan paksa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menahan satu orang wanita atau lebih dan memaksanya
hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnik dari penduduk
apa pun atau untuk menyelenggarakan pelanggaran berat lainnya dari
hukum internasional
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2. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
3. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-5
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai sterilisasi  yang
dipaksakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan merampas kapasitas reproduksi biologis dari satu
orang atau lebih. (19)
2. Tindakan ini baik dinilai secara tatalaksana medis atau rumah sakit dari
orang atau orang-orang tersebut maupun diselenggarakan dengan
persetujuan tertulis dari mereka. (20)
3. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
4. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (g)-6
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai kekerasan seksual
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyebabkan satu orang atau lebih untuk terikat dalam
satu tindakan atau lebih dari kegiatan seks dengan paksa, atau dengan
ancaman atau tindakan paksa, yang disebabkan ketakutan atas
kekerasan, ancaman, penahanan dan penindasan psikologis atau
penganiayaan atas kekuasaan, terhadap orang  tersebut atau orang lain,
atau dengan mengambil keuntungan atas suatu lingkungan keterpaksaan,
atau penyerangan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu
untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
2. Tindakan tersebut merupakan kegawatan dibandingkan dengan
pelanggaran-pelanggaran lain dalam pasal 7 paragraf 1 (g) dalam Undang-
Undang.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan sebenarnya yang
membentuk kegawatan dari tindakan tersebut
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4. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
5. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (h)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai penyiksaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melakukan pelanggaran berat berupa penghilangan
hak-hak dasar satu orang atau lebih, yang berlawanan dengan hukum
internasional, (21)
2. Pelaku kejahatan membuat sasaran atas satu orang atau lebih tersebut
dengan alasan demi identitas suatu kelompok atau secara kolektif atau
membuat sasaran atas kelompok itu atau secara kolektif.
3. Pembuatan sasaran seperti itu didasarkan pada politik, ras, bangsa, etnis,
budaya, agama dan jenis kelamin seperti yang didefinisikan pada pasal
7, paragraf 3, dari Undang-Undang, atau dasar lain yang secara
universal dikenali sebagi hal yang tidak diijinkan oleh hukum internasional
4. Tindakan tersebut ditetapkan dalam kaitanya dengan tindakan apapun
merujuk pada pasal 7, paragraf 1, dari Undang-undang atau kejahatan
apa pun dalam yurisdiksi Pengadilan. (22)
5. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
6. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan atas tindakan untuk menjadi sebagai bagian
dari serangan tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk
sipil.
Pasal 7 (1) (i)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai penghilangan orang
secara paksa (23) (24)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan:
(a) Menangkap, menahan (25) (26) atau menculik satu orang atau
lebih; atau
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(b) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau
penculikan tersebut atau untuk memberi informasi tentang nasib
atau keberadaan orang atau orang-orang tersebut.
2. (a) Penangkapan, penahanan, penculikan tersebut diikuti atau disertai
oleh penolakan untuk mengakui bahwa hal itu adalah perampasan
atas kebebasan atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau
keberadaan orang atau orang-orang tersebut
(b) Penolakan tersebut diikuti atau disertai oleh perampasan kebebasan
3. Pelaku kejahatan menyadari bahwa: (27)
(a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dapat diikuti
secara alami dari suatu kejadian dengan suatu penolakan untuk
mengakui perampasan kebebasan atau menolak untuk memberikan
informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang.
(28) atau
(b) Penolakan tersebut didahului atau disertai oleh perampasan
kebebasan
4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut diselesaikan oleh atau
dengan otorisasi, dukungan atau akuisisi dari Negara atau suatu organisasi
politik
5. Penolakan tersebut untuk mengakui perampasan kebebasan atau untuk
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau
orang-orang tersebut diselesaikan oleh atau dengan otorisasi atau
dukungan, dari Negara atau organisasi politik tersebut
6. Pelaku kejahatan bermaksud untuk memindahkan orang atau orang-
orang tersebut dari perlindungan hukum untuk periode waktu yang lama.
7. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
8. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
Pasal 7 (1) (j)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai apartheid
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menetapkan suatu tindakan tidak manusiawi terhadap
satu orang atau lebih.
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2. Aksi tersebut merupakan tindakan seperti yang dirujuk pada pasal 7,
paragraf 1, dari Undang-Undang atau merupakan suatu tindakan dengan
ciri-ciri yang mirip dengan salah satu dari tindakan-tindakan tersebut.
(29)
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan sebenarnya yang menjadi
ciri dari tindakan tersebut
4. Tindakan tersebut ditetapkan dalam konteks dari rezim terinstitusi dari
penindasan dan odminasi dari satu kelompok ras terhadap kelompok
atau kelompok-kelompok ras lainnya.
5. Pelaku kejahatan bermaksud untuk tetap mempertahankan rezim
semacam itu dengan tindakan tersebut
6. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau
sistematis terhadap penduduk sipil
7. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan atas tindakan untuk menjadi sebagai bagian
dari serangan tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk
sipil.
Pasal 7 (1) (k)
Kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai tindakan-tindakan tidak
manusiawi lainnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat penderitaan besar atau luka serius terhadap
kesehatan tubuh atau jiwa atau fisik, dengan sarana suatu tindakan tidak
manusiawi.
2. Tindakan tersebut merupakan ciri yang mirip dengan salah satu dari
tindakan-tindakan lain seperti yang disebut pada pasal 7, paragraf 1,
dari Undang-Undang. (30)
3. Pelaku kejahatan menyadari bahwa keadan-keadaan sebenarnya yang
menjadi ciri tindakan tersebut.
4. Tindakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari serangan tersebar atau4.
sistematis terhadap penduduk sipil
5. Pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa tindakan tersebut sebagai
bagian atau dimaksudkan untuk menjadi sebagai bagian dari serangan
tersebar atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
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Pasal 8
Kejahatan-kejahatan Perang
Pendahuluan
Unsur-unsur dari kejahatan perang di dalam pasal 8, paragraf 2 (c) dan (e)
tunduk pada pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam pasal 8, paragraf
2 (d) dan (f),  yang merupakan bukan unsur-unsur kejahatan.
Unsur-unsur dari kejahatan perang di dalam pasal 8, paragraf 2, dari Undang-
Undang harus diinterpretasikan dalam kerangka kerja yang matang dari
hukum internasional termasuk konflik bersenjata, yang sesuai dengan hukum
internasional dari konflik bersenjata yang dapat diterapkan pada konflik
bersenjata di laut.
Menurut dua unsur terakhir yang terurut untuk setiap kejahatan:
 Tidak ada persyaratan untuk evaluasi legal oleh Pelaku kejahatan
yang menentukan suatu konflik bersenjata atau ciri-cirinya baik
internasional atau non internasional.
 Dalam konteks tersebut tidak ada persyaratan untuk kesadaran bagi
pelaku kejahatan berdasarkan fakta yang menentukan ciri-ciri dari
konflik bersenjata baik internasional atau non internasional
 Hanya ada satu persyaratan untuk kesadaran atas keadaan-keadaan
faktual yang menentukan keberadaan dari suatu konflik bersenjata
yang mempunyai makna implisit dalam istilah “mengambil tempat
dalam konteks dan berkaitan dengan.”
Pasal 8 (2) (a)
Pasal 8 (2) (a) (i)
Kejahatan perang mengenai pembunuhan yang dikehendaki
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membunuh satu orang atau lebih. (31)
2. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
Konvensi Jenewa tahun 1949.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status terlindungi (32) (33)
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dari dan terkait
dengan suatu konflik bersenjata internasional. (34)
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata
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Pasal 8 (2) (a) (ii)-1
Kejahatan perang mengenai penyiksaan
Unsur-unsur (35)
1. Pelaku kejahatan menyebabkan sakit  atau penderitaan baik secara fisik
atau mental yang berat atas seseorang atau lebih.
2. Pelaku kejahatan menyebabkan sakit atau penderitaan untuk tujuan-
tujuan tertentu seperti: memperoleh infromasi atau pengakuan, hukuman,
intimidasi, atau pemaksaan atau untuk berbagai alasan lain berdasarkan
pada berbagai macam bentuk diskriminasi
3. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
Konvensi Jenewa tahun 1949.
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
5. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (a) (ii)-2
Kejahatan perang atas perlakuan yang tidak manusiawi
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat sakit atau penderitaan baik fisik maupun
mental terhadap satu orang atau lebih.
2. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
dari Konvensi Jenewa tahun 1949
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari bahwa keadaan-keadaan faktual
menentukan keberadaan dari suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (a) (iii)-3
Kejahatan perang atas eksperimen biologis
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa satu orang atau lebih dalam suatu eksperimen
biologis tertentu.
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2. Eksperimen tersebut secara serius membahayakan kesehatan fisik atau
mental atau integritas dari orang atau orang-orang tersebut
3. Maksud dari eksperimen tersebut tidak bersifat mengobati dan tidak
pernah dinilai dengan alasan-alasan medis atau diselesaikan demi rasa
ingin tahu seseorang atau sekelompok orang.
4. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi
Jenewa tahun 1949.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi
6. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku kejahatan menyadari bahwa keadaan-keadaan faktual
menentukan keberadaan dari suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (a) (iii)
Kejahatan Perang atas perbuatan yang menyebabkan penderitaan
yang disengaja
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat sakit atau penderitaan baik fisik maupun
mental terhadap satu orang atau lebih.
2. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
dari Konvensi Jenewa tahun 1949
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari bahwa keadaan-keadaan faktual
menentukan keberadaan dari suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (a) (iv)
Kejahatan perang atas penghancuran dan penyisihan milik tertentu
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghancurkan atau menyisihkan milik tertentu
2. Penghancuran atau penyisihan tersebut tidak melibatkan kepentingan
militer
3. Penghancuran atau penyisihan tersebut diselenggarakan secara luas dan
tanpa alasan
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4. Milik tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa tahun
1949
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (a) (v)
Kejahatan perang atas pemaksaan pelayanan untuk kekuatan musuh
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa satu orang atau lebih, dengan tindakan atau
ancaman, untuk mengambil bagian dalam suatu operasi militer menentang
negara atau kekuatannya sendiri atau sebaliknya melayani kekuatan dan
kekuasan musuh
2. Orang atau orang-orang tersebut dilindugi di bawah satu atau lebih
Konvensi Jenewa tahun 1949.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (a) (vi)
Kejahatan perang atas penyangkalan terhadap pengadilan yang adil
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa satu orang atau lebih atas pengadilan umum
dan adil dengan menyangkal jaminan yudisial seperti yang didefinisikan,
secara khusus, dalam Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat tahun 1949
2. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
3. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (a) (vii)-1
Kejahatan perang atas deportasi dan pemindahan tanpa berdasar
hukum
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan mendeportasi atau memindahkan satu orang atau lebih
ke Negara lain atau ke lokasi lain
2.  Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
Konvensi Jenewa tahun 1949
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (a) (vii)-2
Kejahatan perang atas pemenjaraan tanpa berdasar hukum
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memenjarakan atau memenjarakan secara terus
menerus satu orang atau lebih di lokasi tertentu
2. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi
Jenewa tahun 1949
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (a) (viii)
Kejahatan Perang atas Penyanderaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan merampas dan menahan atau bila tidak, menahan
sandera atas satu orang atau lebih
2. Pelaku mengancam untuk membunuh untuk melukai, mencelakai atau
terus menahan orang atau orang-orang tersebut.
3. Pelaku bermaksud untuk suatu Negara, suatu organisasi internasional,
suatu pihak atau orang atau sekelompok orang yang legal dan natural
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untuk bertindak menahan diri sebagai persyaratan eksplisit atau implisit
demi keselamatan atau pembebasan dari orang atau orang-orang
tersebut.
4. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih
Konvensi Jenewa tahun 1949
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status proteksi.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b)
Pasal 8 (2) (b) (i)
Kejahatan perang atas penyerangan terhadap penduduk sipil
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan suatu serangan
2. Obyek penyerangan merupakan penduduk sipil layaknya atau individu
sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan.
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menjadikan penduduk sipil layaknya
atau individu  sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan sebagai obyek
dari suatu serangan tersebut.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (ii)
Kejahatan perang atas penyerangan obyek-obyek penduduk sipil
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan suatu serangan.
2.  Obyek dari serangan tersebut adalah obyek-obyek penduduk sipil, yaitu,
obyek-obyek yang bukan merupakan obyek-obyek militer.
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menjadikan obyek-obyek penduduk
sipil  sebagai obyek penyerangan.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
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5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (iii)
Kejahatan perang atas penyerangan personel atau obyek-obyek yang
terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan suatu penyerangan
2. Obyek-obyek yang diserang merupakan  personil, instalasi, material,
unit-unit atau termasuk peralatan untuk kemanusiaan  atau misi
perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk menjadikan personil, instalasi,
material, unit-unit atau termasuk peralatan yang terlibat sebagai obyek
dari serangan tersebut.
4. Personil, instalasi, material, unit-unit atau peralatan tersebut berhak atas
perlindungan yang diberikan bagi penduduk sipil atau obyek-obyek sipil
di bawah hukum internasional tentang konflik bersenjata.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
suatu proteksi.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik  bersenjata internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (iv)
Kejahatan perang atas insiden kematian yang berkelebihan, luka-
luka, atau kerusakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan suatu serangan.
2. Penyerangan seperti yang dapat menyebabkan insiden kematian atau
luka terhadap penduduk sipil atau kerusakan obyek-obyek sipil atau
tersebar luas, waktu yang lama dan kerusakan berat terhadap alam
lingkungan dan kematian tersebut, luka-luka atau kerusakan akan menjadi
tingkatan yang jelas berkelebihan dalam suatu hubungan yang konkrit
dan keuntungan militer yang terantisipasi secara langsung dan
menyeluruh.(36)
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3. Pelaku kejahatan mengetahui bahwa penyerangan akan menyebabkan
insiden kematian atau luka-luka terhadap penduduk sipil atau kerusakan
obyek-obyek sipil atau tersebar luas, waktu yang lama dan kerusakan
berat terhadap alam lingkungan dan kematian tersebut, luka-luka atau
kerusakan akan menjadi tingkatan yang jelas berkelebihan dalam suatu
hubungan yang konkrit dan keuntungan militer yang terantisipasi secara
langsung dan menyeluruh.(37)
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik  bersenjata internasional.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (v)
Kejahatan perang atas penyerangan tempat yang tanpa pertahanan (38)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyerang satu atau lebih kota-kota, desa-desa,
tempat tinggal atau bangunan-bangunan.
2. Kota-kota, desa-desa, tempat tinggal atau bangunan-bangunan tersebut
untuk pendudukan yang tanpa perlawanan.
3. Kota-kota, desa-desa, tempat tinggal atau bangunan-bangunan tersebut
bukan merupakan obyek-obuek militer.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik  bersenjata internasional.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (vi)
Kejahatan perang atas pembunuhan atau melukai seseorang hors de
combat
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membunuh atau melukai satu atau lebih orang-orang.
2. Seseorang atau orang-orang tersebut merupakan hors de combat.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status ini.
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b) (vii)-1
Kejahatan perang atas penggunaan bendera gencatan senjata yang
tidak sepantasnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menggunakan bendera gencatan senjata.
2. Pelaku kejahatan menggunakan bendera tersebut untuk tujuan
      pura-pura negoisasi ketika tidak ada tujuan tersebut dalam peranan
Pelaku kejahatan.
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau seharusnya tahu pada dasarnya
larangan penggunaan seperti itu (39)
4. Tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka yang serius terhadap
seseorang.
5. Pelaku kejahatan tahu bahwa tindakan itu dapat mengkibatkan kematian
atau luka yang serius terhadap seseorang.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (vii)-2
Kejahatan perang atas penggunaan bendera, lencana atau seragam
dari pihak musuh yang tidak sepantasnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menggunakan bendera, lencana atau seragam dari pihak
musuh.
2. Pelaku kejahatan menggunakan semacam cara yang dilarang oleh Undang
Undang Internasional tentang konflik bersenjata ketika terlibat dalam
suatu penyerangan.
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau seharusnya tahu larangan pada
dasarnya larangan penggunaan seperti itu (40)
4. Tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka yang serius terhadap
seseorang.
5. Pelaku kejahatan tahu bahwa tindakan itu dapat mengkibatkan kematian
atau luka yang serius terhadap seseorang.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b) (vii)-3
Kejahatan perang atas penggunaan bendera, lencana atau seragam
Perserikatan Bangsa Bangsa yang tidak sepantasnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menggunakan bendera, lencana atau seragam
Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Pelaku kejahatan menggunakan semacam cara yang dilarang oleh Undang
Undang Internasional tentang konflik bersenjata.
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau seharusnya tahu larangan pada
dasarnya larangan penggunaan seperti itu. (41)
4. Tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka yang serius terhadap
seseorang.
5. Pelaku kejahatan tahu bahwa tindakan itu dapat mengkibatkan kematian
atau luka yang serius terhadap seseorang.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (vii)-4
Kejahatan perang atas penggunaan simbol-simbol khusus  dari
Konvensi Genewa yang tidak sepantasnya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menggunakan emblem-emblem khusus dari Konvensi
Genewa.
2. Pelaku kejahatan menggunakan untuk semacam tujuan-tujuan perjuangan
(42) dengan cara yang dilarang oleh Undang Undang Internasional tentang
konflik bersenjata.
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau seharusnya tahu larangan pada
dasarnya larangan penggunaan seperti itu. (43)
4. Tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka yang serius terhadap
seseorang.
5. Pelaku kejahatan tahu bahwa tindakan itu dapat mengkibatkan kematian
atau luka yang serius terhadap seseorang.
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan suatu
konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b) (viii)
Pemindahan, langsung atau tidak langsung, dengan Memiliki
Kekuasan atas bagian-bagian dari milik penduduk-penduduk sipilnya
sendiri ke wilayah yang dimilikinya, atau deportasi atau pemindahan
dari seluruh bagian dari penduduk atas wilayah yang di miliki ke dlam
atau ke luar wilayah ini.
Ayat-Ayat
1. Pelaku kejahatan:
(a) Memindahkan, (44) secara langsung atau tidak langsung, sebagaian
dari penduduknya sendiri ke dalam wilayah yang dimilikinya; atau
(b) Mendeportasi atau memindhkan seluruh atau sebagian dari penduduk
dari wilayah yang dimiliki ke dalam atau ke luar wilayah ini.
2. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (ix)
Kejahatan perang atas penyerangan terhadap obyek-obyek yang
dilindungi (45)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan serangan
2. Obyek dari serangan tersebut adalah suatu atau beberapa bangunan
yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan
atau tujuan amal, monumen sejarah, rumah sakit atau tempat di mana
orang sakit dan terluka berkumpul, yang bukan merupakan obyek-obyek
militer
3. Pelaku kejahatan bermaksud agar suatu atau beberapa bangunan yang
didedikasikan untuk agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau
tujuan amal, monumen sejarah, rumah sakit atau tempat di mana orang
sakit dan terluka berkumpul, yang bukan merupakan obyek-obyek militer
tersebut menjadi obyek dari serangan tersebut.
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata
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Pasal 8 (2) (b) (x)-1
Kejahatan perang atas mutilasi (pemotongan)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau lebih dalam suatu tindakan
mutilasi, khususnya dengan merusak bentuk tubuh seseorang atau
beberapa orang secara permanen, atau dengan melumpuhkan atau
memindahkan organ tubuh atau anggota tubuh tertentu secara permanen
2. Tindakan tersebut menyebabkan kematian atau membahayakan
kesehatan fisik atau mental orang atau orang-orang tersebut secara serius.
3. Tindakan tersebut tidak dinilai atas kepentingan kesehatan, kesehatan
gigi atau pengobatan rumah sakit atas perhatian terhadap orang atau
orang tersebut juga tidak demi kepentingan orang atau orang tersebut.(46)
4.  Orang atau orang-orang tersebut berada dalam kekuasaan pihak musuh
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (x)-2
Kejahatan perang atas eksperimen medis atau ilmiah
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau beberapa orang untuk ikut
serta dalam suatu eksperimen medis atau ilmiah
2. Tindakan tersebut menyebabkan kematian atau membahayakan
kesehatan atau integritas fisik atau mental orang atau orang-orang tersebut
secara serius.
3. Tindakan tersebut tidak dinilai atas kepentingan kesehatan, kesehatan
gigi atau pengobatan rumah sakit atas perhatian terhadap orang atau
orang tersebut juga tidak demi kepentingan orang atau orang tersebut.
4. Orang atau orang-orang tersebut berada dalam kekuasaan pihak musuh
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b) (xi)
Kejahatan perang atas pembunuhan atau tindakan melukai yang
berbahaya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat kepercayaan atau keyakinan dari satu atau
beberapa pejuang musuh bahwa mereka berhak untuk atau diwajibkan
untuk menyetujui, memberi perlindungan di bawah aturan hukum
internasional yang dapat diterapkan pada konflik bersenjata.
2. Pelaku kejahatan berniat untuk mengkhianati kepercayaan atau keyakinan
tersebut
3. Pelaku kejahatan membunuh atau melukai orang atau orang-orang
tersebut
4. Pelaku kejahatan memanfaatkan kepercayaan atau keyakinan tersebut
dalam membunuh atau melukai orang atau orang-orang tersebut
5. Orang atau orang-orang tersebut adalah milik pihak musuh
6. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xii)
Kejahatan perang atas penyangkalan tentang tempat tinggal
sementara
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyatakan atau memerintahkan bahwa  harus tidak
ada yang selamat
2. Pernyataan atau perintah  tersebut diberikan untuk mengancam  lawan
atau tindakan permusuhan dengan dasar bahwa seharusnya  tidak ada
yang selamat.
3. Pelaku kejahatan  berada pada posisi yang efektif untuk memerintahkan
atau mengendalikan  tenaga bawahan  dimana pernyataan  atau perintah
dapat diarahkan
4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b) (xiii)
Kejahatan perang atas penghancuran atau perampasan milik milik
musuh
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghancurkan atau merampas milik tertentu
2. Milik tersebut merupakan milik dari pihak musuh
3. Milik tersebut dilindungi dari penghancuran atau perampasan di bawah
hukum internasional tentang konflik bersenjata
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
status dari milik tersebut
5. Penghancuran atau perampasan tersebut tidak dibutuhkan oleh
kebutuhan militer
6. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xiv)
Kejahatan perang atas pencabutan kebangsaan dari kekuasaan atas
hak atau tindakan permusuhan
Ayat-Ayat
1. Pelaku kejahatn mempengaruhi abolisi, suspensi dan terminasi dari
penerimaan di dalam hukum pengadilan atas hak-hak atau tindakan-
tindakan tertentu
2. Abolisi, suspensi atau terminasi tersebut diarahkan terhadap kebangsaan
dari pihak musuh
3. Pelaku kejahatan bermaksud menjadikan abolisi, suspensi dan terminasi
terarah pada kebangsaan dari pihak musuh
4. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata
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Pasal 8 (2) (b) (xv)
Kejahatan perang atas pemaksaan partisipasi dalam operasi militer
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau beberapa orang dengan
tindakan atau ancaman untuk mengambil bgian di dalam operasi militer
yang melawan negeri atau kekuatan orang itu sendiri.
2. Orang atau orang-orang tersebut merupakan warga negara dari pihak
musuh
3. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (vi)
Kejahatan perang atas perampasan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyisihkan milik tertentu
2. Pelaku kejahatan bermaksud untuk mencabut kepemilikan dari milik
tersebut dan menyisihkannya untuk kepentingan sendiri atau pribadi.
(47)
3. Penyisihan tersebut adalah tanpa persetujuan dari sang pemilik.
4. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xvii)
Kejahatan perang atas kepemilikan racun atau senjata-senjata
beracun
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memiliki bahan atau suatu senjata yang melepaskan
bahan tersebut sebagai hasil kepemilikannya.
2. Bahan tersebut dapat menyebabkan kematian atau kerusakan serius
terhadap kesehatan dengan jalan kejadian biasa, oleh karena potensi
toksiknya.
3. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
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keberadaan suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xviii)
Kejahatan perang atas kepemilikan materi-materi atau peralatan gas,
cair terlarang
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memiliki gas atau bahan analog lainnya atau peralatan.
2. Gas, bahan atau peralatan tersebut dapat menyebabkan kematian atau
kerusakan serius akan kesehatan dengan jalan kejadian biasa, melalui
kemampuan toksik yang terhirup. (48)
3. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xix)
Kejahatan perang atas  kepemilikan peluru-peluru terlarang
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memiliki peluru-peluru tertentu
2. Peluru-peluru tersebut sebegitu rupa sehingga penggunaanya melanggar
hukum internasional tentang konflik bersenjata karena dapat meluas atau
memipih degan mudah dalam tubuh manusia
3. Pelaku kejahatan menyadari sifat alami peluru-peluru tersebut sebegitu
rupa sehingga kepemilikanya hanya akan tidak berguna dan memberikan
efek luka atau penderitaan
4. Tindakan ini mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xx)
Kejahatan perang atas kepemilikan senjata-senjata, proyektil atau
materi-materi atau metode-metode perang seperti yang didaftar
dalam lampiran terhadap Undang-Undang
Unsur-unsur
[Unsur-unsur akan dirancang ketika senjata-senjata, proyektil atau
materi atau metode-metode berperang telah termasuk dalam lampiran
Undang-Undang.]
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Pasal 8 (2) (b) (xxi)
Kejahatan perang atas kebiadaban terhadap kehormatan seseorang
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghina, merendahkan atau bahkan melanggar  derajat
kemanusiaan yang secara umum dikenal sebagai kebiadaban terhadap
kehormatan seseorang. (49)
2. Derajat keparahan dari penghinaan tersebut, perendahan dan
pelanggaran atas derajat kemanusiaan yang secara umum dikenal sebagai
kebiadaban terhadap kehormatan seseorang.
3. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxii)-1
Kejahatan perang atas pemerkosaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menginvasi (menyerang) (50) tubuh seseorang dengan
tindakan yang menghasilkan penetrasi, betapa pun ringannya, pada bagian
tubuh manapun dari korban atau dari Pelaku kejahatan dengan organ
seksual atau bukaan anus dan kelamin dari korban dengan berbagai
obyek atau bagian tubuh lainnya
2. Invasi (serangan) tersebut terlaksana dengan paksa, atau dengan
ancaman terhadap kekuatan atau paksaan, seperti juga yang disebabkan
oleh ketakutan akan kekerasan, ancaman, penahanan, penindasan
psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang tersebut atau
orang lain atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang
memaksa atau invasi yang dilaksanakan terhadap orang yang tidak
mampu  memberikan persetujuan yang sesungguhnya. (51)
3. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dan berkaitan dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
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Pasal 8 (2) (b (xxii)-2
Kejahatan perang atas perbudakan seks (52)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melaksanakan sebagian atau keseluruhan kuasa yang
berhubungan dengan hak kepemilikan atas seseorang atau beberapa
orang, seperti membeli, menjual, meminjamkan atau menukar orang atau
orang-orang tersebut  atau dengan membebani mereka dengan semacam
perampasan kebebasan. (53)
2. Pelaku kejahatan menyebabkan orang atau orang-orang tersebut untuk
terlibat dalam satu atau lebih kegiatan seks
3. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dan berkaitan dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxii)-3
Kejahatan perang atas pelacuran  yang dipaksakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyebabkan satu orang atau lebih untuk terlibat dalam
satu tindakan atau lebih dari kegiatan seks dengan paksa, atau dengan
ancaman kekuatan atau pemaksaan, seperti yang disebabkan oleh rasa
takut terhadap kekerasan, ancaman, penahanan, penindasan psikologis
atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang atau orang-orang
atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang
memaksa atau ketidakberdayaan orang atau orang-orang tersebut untuk
memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
2. Pelaku kejahatan atau orang lain memperoleh atau mengharapkan untuk
memperoleh keuntungan berupa uang atau keuntungan lain sebagai
pertukaran yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dari kegiatan seks
tersebut.
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional.
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
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Pasal 8 (2) (b) (xxii)-4
Kejahatan perang atas kehamilan paksa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menahan seorang wanita atau lebih dan dipaksa hamil,
dengan maksud untuk mempengaruhi  komposisi etnis dari penduduk
apapun atau mengadakan pelanggaran berat atas hukum internasional
2. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (b) (xxii)-5
Kejahatan perang atas sterilisasi yang dipaksakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan merampas kapasitas reproduktif biologis dari satu
orang atau lebih. (54)
2. Tindakan tersebut tidak pernah ditujukan untuk pengobatan medis atau
rumah sakit dan orang atau orang-orang yang diperhatikan juga tidak
diselenggarakan tanpa persetujuan mereka yang sesungguhnya. (55)
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxii)-6
Kejahatan perang atas kekerasan seksual
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menetapkan suatu aksi kegiatan seksual terhadap satu
orang atau lebih atau disebabkan oleh orang atau orang-orang tersebut
untuk terlibat dalam tindakan kegiatan seksual dengan paksa, atau
ancaman kekuatan atau pemaksaan, seperti halnya disebabkan oleh
ketakutan terhadap kekerasan, kekerasan, ancaman, penahanan,
penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap
seseorang atau orang-orang atau orang lain, atau dengan mengambil
keuntungan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakberdayaan
orang atau orang-orang tersebut untuk memberikan persetujuan yang
sesungguhnya.
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2. Tindakan tersebut merupakan suatu kegawatan dibandingkan dengan
pelanggaran yang berbahaya dari Konvensi Jenewa
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxiii)
Kejahatan perang atas menggunakan orang-orang sebagai pelindung
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memindahkan atau bila tidak, mengambil kesempatan
atas lokasi dari satu atau lebih penduduk sipil atau orang-orang lain
yang dilindungi di bawah hukum internasional tentang konflik bersenjata
2. Pelaku kejahatan bermaksud untuk melindungi obyek-obyek militer dari
serangan atau perlindungan, pertolongan atau menghalangi operasi-
operasi militer.
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxiv)
Kejahatan perang atas penyerangan obyek-obyek atau orang-orang
dengan menggunakan simbol-simbol yang istimewa dari Konvensi
Jenewa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyerang satu orang atau lebih, bangunan-bangunan,
unit-unit kesehatan atau transportasi atau obyek-obyek berguna lainnya,
dengan tata cara yang sesuai dengan hukum internasional, suatu simbol-
simbol yang istimewa atau metode identifikasi lain yang menunjukkan
perlindungan di bawah Konvensi Jenewa
2. Pelaku kejahatan bermaksud agar orang-orang, bangunan-bangunan,
unit-unit dan sarana-sarana transportasi atau obyek-obyek yang berguna
dalam identifikasi tersebut menjadi obyek dari penyerangan tersebut.
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
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keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxv)
Kejahatan perang atas kelaparan sebagai cara berperang
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan merampas obyek-obyek penduduk sipil yang tidak
penting bagi pertahanan hidupnya
2. Pelaku kejahatan bermaksud untuk membuat penduduk-penduduk sipil
kelaparan sebagai cara untuk berperang
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (b) (xxvi)
Kejahatan perang atas pemanfaatan, pemaksaan wajib militer atau
pendaftaran militer secara paksa bagi anak
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksakan wajib militer atau masuk sebagai tentara
militer  bagi seseorang atau beberapa orang untuk masuk ke dalam
kekuatan militer nasional atau memanfaatkan seseorang atau beberapa
orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan
2. Orang atau orang-orang tersebut berusia di bawah 15 tahun
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau telah mengetahui bahwa orang atau
orang-orang tersebut berusia di bawah 15 tahun
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c)
Pasal  8 (2) (c) (I)-1
Kejahatan perang atas pembunuhan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membunuh satu orang atau  lebih
2. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
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status ini.
4. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan tentang internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (i)-2
Kejahatan perang atas mutilasi
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau lebih dalam suatu tindakan
mutilasi, khususnya dengan merusak bentuk tubuh seseorang atau
beberapa orang secara permanen, atau dengan melumpuhkan atau
memindahkan organ tubuh atau anggota tubuh tertentu secara permanen
2. Tindakan tersebut tidak dinilai atas kepentingan kesehatan, kesehatan
gigi atau pengobatan rumah sakit atas perhatian terhadap orang atau
orang tersebut juga tidak demi kepentingan orang atau orang tersebut
3. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (i)-3
Kejahatan perang atas perlakuan kejam
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat sakit atau penderitaan fisik atau mental atas
seseorang atau beberapa orang
2. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
4. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
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5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (i)-4
Kejahatan perang atas penyiksaan
Unsur-unsur
1.  Pelaku kejahatan membuat sakit dan penderitaan fisik atau mental yang
dahsyat atas seseorang atau lebih
2. Pelaku kejahatan membuat sakit atau penderitaan tersebut dengan
maksud memperoleh informasi atau pengakuan, hukuman, intimidasi atau
pemaksaan atau untuk berbagai alasan berdasarkan diskriminasi atas
beberapa hal.
3. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (ii)
Kejahatan perang atas kebiadaban terhadap kehormatan seseorang
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghina, merendahkan atau bahkan melakukan
kekerasan terhadap  derajat kemanusiaan yang secara umum dikenal
sebagai kebiadaban terhadap kehormatan seseorang. (57)
2. Derajat keparahan dari penghinaan tersebut, perendahan dan kekerasan
atas derajat kemanusiaan yang secara umum dikenal sebagai kebiadaban
terhadap kehormatan seseorang.
3. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
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dengan konflik bersenjata bukan internasional
6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (iii)
Kejahatan perang atas penyanderaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menangkap, menahan atau bahkan menyandera
seseorang atau lebih
2. Pelaku kejahatan mengancam akan membunuh, melukai atau akan terus
menahan orang atau orang-orang tersebut
3. Pelaku kejahatan bermaksud untuk memaksa Negara, suatu organisasi
internasional, suatu pihak atau orang atau sekelompok orang yang legal
dan mendasar untuk bertindak menahan diri sebagai persyaratan eksplisit
atau implisit  demi keselamatan atau pembebasan dari orang atau
orang-orang tersebut.
4. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan (56) tidak mempunyai
peran aktif dalam permusuhan tersebut
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
6. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (c) (iv)
Kejahatan perang atas hukuman atau hukuman mati tanpa proses
pengadilan yang layak
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghukum atau menghukum mati satu orang atau
lebih . (58)
2. Orang atau orang-orang tersebut baik  hors de combat,  atau penduduk
sipil, personil kesehatan, atau personil keagamaan tidak mempunyai peran
aktif dalam permusuhan tersebut
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual dan menentukan
status ini.
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4. Tidak pernah ada  peradilan sebelumnya yang diumumkan oleh
pengadilan atau  pengadilan yang memberikan peradilan tidak “biasanya
terdapat”, yaitu, tidak menyelenggarakan jaminan esensial dari
kebebasan dan kejujuran, atau pengadilan memberikan peradilan yang
tidak mampu mencakup jaminan yudisial lainnya secara umum dikenal
sebagai kepentingan  di bawah hukum internasional. (59)
5. Pelaku kejahatan menyadari tidak adanya peradilan sebelumnya atau
penyangkalan atas jaminan relevan dan fakta bahwa hal itu esensial atau
penting   terhadap pengadilan yang jujur
6. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e)
Pasal 8 (2) (e) (i)
Kejahatan perang atas penyerangan terhadap penduduk sipil
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan suatu serangan
2. Obyek dari serangan tersebut adalah penduduk sipil seperti juga individu
sipil yang tidak mempunyai peran langsung dalam permusuhan
3. Pelaku kejahatan mempunyai maksud terhadap penduduk sipil, seperti
juga individu sipil yang tidak mempunyai peran langsung dalam
permusuhan, untuk dijadikan obyek dari serangan
4. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (ii)
Kejahatan perang atas penyerangan obyek-obyek atau orang-orang
dengan menggunakan simbol khusus dari Konvensi Jenewa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyerang satu orang atau lebih, bangunan-bangunan,
unit-unit kesehatan atau sarana-sarana transportasi atau obyek-obyek
lain yang berguna, dengan tata cara yang sesuai dengan hukum
internasional, suatu simbol-simbol yang istimewa atau metode identifikasi
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lain yang menunjukkan perlindungan di bawah Konvensi Jenewa
2. Pelaku kejahatan bermaksud agar orang-orang, bangunan-bangunan,
unit-unit dan sarana-sarana transportasi atau obyek-obyek yang berguna
dalam identifikasi tersebut menjadi obyek dari penyerangan tersebut.
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (iii)
Kejahatan perang atas penyerangan terhadap personil atau obyek-
obyek yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan misi perdamaian
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melancarkan serangan
2. Obyek dari serangan tersebut adalah personil, instalasi, material, unit
atau kendaraan-kendaraan yang terlibat di dalam bantuan kemanusiaan
atau misi perdamaian yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa.
3. Pelaku kejahatan mempunyai maksud atas personil, instalasi-instalasi,
material, unit-unit atau kendaraan-kendaraan tersebut untuk menjadi
terlibat dan menjadi obyek dari serangan tersebut
4. Personil, instalasi-instalasi, material, unit-unit atau kendaraan-kendaraan
tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan kepada
penduduk atau obyek-obyek penduduk di bawah hukum internasional
tentang konflik bersenjata
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
perlindungan
6. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan tentang ciri-ciri internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (iv)
Kejahatan perang atas penyerangan terhadap obyek-obyek yang
dilindungi (60)
Unsur-unsur
1.   Pelaku kejahatan melancarkan suatu serangan
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2. Obyek dari serangan adalah salah satu gedung atau lebih yang
didedikasikan untuk agama, pendidikan, kesenian, pengetahuan atau
tujuan amal, monumen sejarah, rumah sakit-rumah sakit atau tempat-
tempat di mana orang sakit dan terluka berkumpul, yang bukan
merupakan obyek militer.
3.  Pelaku kejahatan bermaksud agar salah satu gedung atau lebih yang
didedikasikan untuk agama, pendidikan, kesenian, pengetahuan atau
tujuan amal, monumen sejarah, rumah sakit-rumah sakit atau tempat-
tempat di mana orang sakit dan terluka berkumpul, yang bukan
merupakan obyek militet, dijadikan obyek dari serangan tersebut
4. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (v)
Kejahatan perang atas perampasan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyisihkan milik tertentu
2. Pelaku kejahatan bermaksud untuk merampas kepemilikan milik tersebut
dan menyisihkannya untuk penggunaan sendiri atau pribadi. (61)
3. Penyisihan tersebut terjadi tanpa persetujuan dari sang pemilik
4. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan tentang ciri-ciri internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vi)-1
Kejahatan perang atas pemerkosaan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menginvasi / menyerang (62) tubuh seseorang dengan
tindakan yang menghasilkan penetrasi, betapa pun ringannya, pada bagian
tubuh manapun dari korban atau dari Pelaku kejahatan dengan organ
seksual atau bukaan anus dan kelamin dari korban dengan berbagai
obyek atau bagian tubuh lainnya
2. Serangan / Invasi tersebut terlaksana dengan paksa, atau dengan
ancaman terhadap kekuatan atau paksaan, seperti juga yang disebabkan
193
oleh ketakutan akan kekerasan, ancaman, penahanan, penindasan
psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang tersebut atau
orang lain atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang
memaksa atau invasi yang dilaksanakan terhadap orang yang tidak
mampu  memberikan persetujuan yang sesungguhnya. (63)
3. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vi)-2
Kejahatan perang atas perbudakan seks (64)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan melaksanakan sebagian atau keseluruhan kuasa yang
berhubungan dengan hak kepemilikan atas seseorang atau beberapa
orang, seperti membeli, menjual, meminjamkan atau menukar orang atau
orang-orang tersebut  atau dengan membebani mereka dengan semacam
perampasan kebebasan. (65)
2. Pelaku kejahatan menyebabkan orang atau orang-orang tersebut untuk
terlibat dalam satu atau lebih kegiatan seks
3. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vi)-3
Kejahatan perang atas pelacuran  yang dipaksakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyebabkan satu orang atau lebih terlibat dalam satu
atau beberapa tindakan dari kegiatan seks dengan paksaan atau dengan
ancaman terhadap kekuatan atau paksaan, seperti juga yang disebabkan
oleh ketakutan akan kekerasan, ancaman, penahanan, penindasan
psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang tersebut atau
orang lain atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang
memaksa atau invasi yang dilaksanakan terhadap orang yang tidak
mampu  memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
2. Pelaku kejahatan atau orang lain memperoleh atau mengharapkan untuk
memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lain sebagai pertukaran
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yang terkait dengan tindakan-tindakan dari kegiatan seksual
3. Tindakan yang mengambil tempat dalam konteks dari dan berkaitan
dengan konflik bersenjata bukan internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan dari suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vi)-4
Kejahatan perang atas kehamilan paksa
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menahan seorang wanita atau lebih dan dipaksa hamil,
dengan maksud untuk mempengaruhi  komposisi etnis dari penduduk
apapun atau mengadakan pelanggaran berat atas hukum internasional
2. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata bukan internasional.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (e) (vi)-5
Kejahatan perang atas sterilisasi yang dipaksakan
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan merampas kapasitas reproduktif biologis dari satu
orang atau lebih. (66)
2. Tindakan tersebut tidak pernah ditujukan untuk pengobatan medis atau
rumah sakit dan orang atau orang-orang yang diperhatikan juga tidak
diselenggarakan tanpa persetujuan mereka yang sesungguhnya. (67)
3. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konlik bersenjata bukan internasional
4. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vi)-6
Kejahatan perang atas kekerasan seksual
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menetapkan suatu tindakan dari kegiatan seksual
terhadap seseorang atau beberapa orang atau menyebabkan orang atau
orang-orang tersebut untuk terlibat dalam tindakan dari kegiatan seksual
dengan paksa, atau dengan ancaman kekuatan atau paksaan, seperti
juga disebabkan oleh ketakutan atas kekerasan, ancaman, penahanan,
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penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang
tersebut atau orang lain atau dengan mengambil keuntungan dari
lingkungan yang memaksa atau invasi yang dilaksanakan terhadap
orang yang tidak mampu  memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
2. Tindakan tersebut merupakan suatu kegawatan dibandingkan dengan
pelanggaran serius pada pasal 3 sesuai dengan Konvensi Jenewa
Keempat.
3. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
kegawatan suatu tindakan
4. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vii)
Kejahatan perang atas pemanfaatan, pemaksaan wajib militer atau
pendaftaran militer secara paksa bagi anak
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksakan wajib militer atau masuk sebagai tentara
militer  bagi seseorang atau beberapa orang untuk masuk ke dalam
kekuatan militer nasional atau memanfaatkan seseorang atau beberapa
orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan
2. Orang atau orang-orang tersebut berusia di bawah 15 tahun
3. Pelaku kejahatan mengetahui atau telah mengetahui bahwa orang atau
orang-orang tersebut berusia di bawah 15 tahun
4. Tindakan tersebut mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan
konflik bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari  keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan suatu konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (vii)
Kejahatan perang atas pemindahan penduduk-penduduk sipil
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memerintahkan pemindahan dari penduduk sipil
2. Perintah tersebut tidak dinilai berdasarkan keamanan penduduk sipil
yang terlibat atau oleh karena keperluan militer
3. Pelaku kejahatan berada dalam posisi yang dapat memberikan efek
pemindahan penduduk dengan memberikan perintah semacam itu
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4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (e) (ix)
Kejahatan perang atas pembunuhan atau tindakan melukai yang
berbahaya
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan membuat kepercayaan atau keyakinan dari satu atau
beberapa pejuang musuh bahwa mereka berhak untuk atau diwajibkan
untuk menyetujui, memberi perlindungan di bawah aturan hukum
internasional yang dapat diterapkan pada konflik bersenjata
2. Pelaku kejahatan berniat untuk mengkhianati kepercayaan atau keyakinan
tersebut
3. Pelaku kejahatan membunuh atau melukai orang atau orang-orang
tersebut
4. Pelaku kejahatan memanfaatkan kepercayaan atau keyakinan tersebut
dalam membunuh atau melukai orang atau orang-orang tersebut
5. Orang atau orang-orang tersebut adalah milik pihak musuh
6. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata bukan internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata
Pasal 8 (2) (e) (x)
Kejahatan perang atas penyangkalan terhadap tempat tinggal
sementara
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menyatakan atau memerintahkan bahwa tidak akan
ada yang selamat
2. Pernyataan atau perintah  tersebut diberikan untuk mengancam  lawan
atau tindakan permusuhan dengan dasar bahwa seharusnya  tidak akan
ada yang selamat.
3. Pelaku kejahatan  berada pada posisi yang efektif untuk memerintahkan
atau mengendalikan  tenaga bawahan  dimana pernyataan  atau perintah
dapat diarahkan
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4. Tindakan mengambil tempat dalam konteks dan terkait dengan konflik
bersenjata bukan internasional.
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (xi)-1
Kejahatan perang atas mutilasi (pemotongan)
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau lebih dalam suatu tindakan
mutilasi, khususnya dengan merusak bentuk tubuh seseorang atau
beberapa orang secara permanen, atau dengan melumpuhkan atau
memindahkan organ tubuh atau anggota tubuh tertentu secara permanen
2. Tindakan tersebut menyebabkan kematian atau membahayakan
kesehatan fisik atau mental orang atau orang-orang tersebut secara serius.
3. Tindakan tersebut tidak dinilai atas kepentingan kesehatan, kesehatan
gigi atau pengobatan rumah sakit atas perhatian terhadap orang atau
orang tersebut juga tidak demi kepentingan orang atau orang tersebut.
(68)
4. Orang atau orang-orang tersebut berada dalam kekuasaan pihak lain
terhadap konflik.
5. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan tentang ciri-ciri internasional
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6. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (xi)-2
Kejahatan perang atas eksperimen medis atau ilmiah
Unsur-unsur
1.  Pelaku kejahatan memaksa seseorang atau beberapa orang untuk ikut
serta dalam suatu eksperimen medis atau ilmiah
Tindakan tersebut menyebabkan kematian atau membahayakan
kesehatan fisik atau mental orang atau orang-orang tersebut secara serius.
2. Tindakan tersebut tidak dinilai atas kepentingan kesehatan, kesehatan
gigi atau pengobatan rumah sakit atas perhatian terhadap orang atau
orang tersebut juga tidak demi kepentingan orang atau orang tersebut.
3. Orang atau orang-orang tersebut berada dalam kekuasaan pihak lain
terhadap konflik.
4. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
5. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang menentukan
keberadaan konflik bersenjata.
Pasal 8 (2) (e) (xii)
Kejahatan perang atas penghancuran atau perampasan milik milik
musuh
Unsur-unsur
1. Pelaku kejahatan menghancurkan atau merampas milik tertentu
2. Milik tersebut merupakan milik dari pihak musuh
3. Milik tersebut dilindungi dari penghancuran atau perampasan di
bawah hukum internasional tentang konflik bersenjata
4. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang
menentukan status dari milik tersebut
5. Penghancuran atau perampasan tersebut tidak dibutuhkan oleh
kebutuhan militer
6. Tindakan tersebut mengambil tempat di dalam konteks  dan terkait
dengan konflik bersenjata bukan internasional
7. Pelaku kejahatan menyadari keadaan-keadaan faktual yang
menentukan keberadaan konflik bersenjata.
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Lampiran  3
Undang-undang Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional
17 Juli 198
(telah dikoreksi oleh proces-verbaux 10 November 1998
dan 12 Juli 1999)
PEMBUKAAN
Negara-negara Yang Menandatangani Undang-undang ini,
Menyadari bahwa semua orang yang bersatu dengan ikatan-ikatan tradisional,
bentuk-bentuk budaya bersama dalam, suatu warisan yang tersebar; dan
membentuk satu ikatan mosaik yang indah ini dapat terpisah setiap saat,
Memikirkan, bahwa selama abad ini, jutaan anak, pria dan wanita telah menjadi
korban kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dibayangkan yang sangat
mengguncang kesadaran manusia,
Mengakui, bahwa tindakan-tindakan kejahatan ini mengancam perdamaian,
keamanan, dan keselamatan dunia,
Menegaskan, bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan
masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan bahwa
hukuman yang efektif harus ditegakkan/dijamin dengan mengambil tindakan-
tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan kerjasama
internasional,
Menegaskan, untuk mengakhiri tindakan-tindakan pidana ini dan dengan
demikian mengusahakan pencegahan terjadinya tindakan pidana itu,
Mengingat, bahwa hal ini merupakan tugas dari setiap Negara untuk
melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap tanggung jawab untuk kejahatan-
kejahatan internasional ini,
Menegaskan kembali Tujuan dan Prinsip-prinsip Piagam PBB dan pada
khususnya bahwa semua Negara harus mempertahankan diri dari ancaman atau
penggunaan kekuatan terhadap integritas/kesatuan wilayah atau kemerdekaan
politik dari setiap Negara, atau dalam hal-hal lain apapun yang tidak konsisten
dengan Tujuan-tujuan PBB,
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Menekankan dalam hubungan ini bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam
Undang-undang ini yang akan dijadikan sebagai hal yang memberikan wewenang
pada salah satu Negara yang menandatangani untuk mencampuri atau ikut campur
dalam suatu konflik bersenjata atau dalam urusan-urusan internal Negara lain,
Menekankan pada akhirnya dan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi
di masa yang akan datang, untuk menciptakan Pengadilan Pidana Internasional
yang independen dan permanen yang ada hubungannya dengan sistem PBB,
dengan yurisdiksi meliputi tindakan-tindakan kejahatan yang serius yang menjadi
perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan,
Menekankan bahwa Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk sesuai
dengan Undang-undang ini harus menjadi pelengkap terhadap yurisdiksi pidana
nasional,
Menyatakan untuk menjamin dihormatinya Undang-undang ini secara terus-
menerus dan untuk memberlakukan peradilan internasional,
Telah setuju sebagai berikut :
BAGIAN 1
PEMBENTUKAN PENGADILAN
Pasal 1
Pengadilan
Pengadilan Pidana Internasional (selanjutnya disebut “Pengadilan”) dengan
Undang-undang ini dibentuk. Pengadilan ini merupakan lembaga yang permanen
dan akan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksi-nya terhadap
orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi
perhatian internasional, sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang ini,
dan akan menjadi pelengkap yurisdiksi hukum pidana nasional. Yurisdiksi dan
fungsi pengadilan itu akan diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini.
Genocide/Pemunahan Etnis
Untuk tujuan Undang-undang ini, “genocide” berarti setiap tindakan berikut ini
yang dilakukan dengan makud untuk menghancurkan, secara keseluruhan ataupun
sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:
(a) Pembunuhan para anggota kelompok;
(b) Menyebabkan kerusakan/luka-luka tubuh ataupun mental yang sangat
serius terhadap para anggota kelompok;
(c) Dengan sengaja merugikan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang
diperhitungkan dapat berakibat pada kerusakan fisik secara keseluruhan
ataupun sebagian;
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(d) Tindakan-tindakan berat yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran
kelompok itu;
(e) Pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain;
Pasal 2
Hubungan Pengadilan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pengadilan ini akan dibawah kedalam hubungan dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa lewat suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara
Penandatangan dari undang-undang ini dan kemudian akan dilaksanakan oleh
Ketua Pengadilan atas nama Majelis.
Pasal 3
Kedudukan Pengadilan
1. Kedudukan Pengadilan ini ditetapkan di Den Haag (The Hague), Belanda
(“Negara tuan rumah”).
2. Pengadilan akan mengadakan perjanjian mengenai kantor pusat dengan
Negara tuan rumah, untuk disahkan oleh Majelis Negara Penandatangan
dan kemudian dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan atas nama Majelis.
3. Pengadilan dapat bersidang di suatu tempat lain, apabila dianggap diperlukan,
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
Pasal 4
Status Hukum dan Kekuasaan Pengadilan
1. Pengadilan mempunyai status hukum internasional. Pengadilan juga
mempunyai jabatan hukum yang dibuthkan untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya dan terpenuhinya tujuan-tujuannya.
2. Pengadilan dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana
ditetapkan dalam undang-ndang, atas wilayah suatu Negara Penandatangan
dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara.
BAGIAN 2
JURISDIKSI, HUKUM YANG DITERIMA DAN DIBERLAKUKAN
Pasal 5
1. Jurisdiksi Pengadilan terbatas padsa kejahatan paling serius yang
menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Pengadilan
mempunyai jurisdiksi sesuai Statuta berkenaan dengan kejahatan-
kejahatan berikut:
(a) The crime of genocide
(b) Crimes against humanity
(c) War crimes
(d) The crime of aggression
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2. Pengadilan melaksanakan jurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu
ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan
kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Pengadilan
menjalankan jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan
semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dari
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 6
Genosida
Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap perbuatan berikut
ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau
untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan,
seperti misalnya:
(a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
(b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota
kelompok tersebut;
(c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok
tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik
secara keseluruhan atau untuk sebagian;
(d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah
kelahiran dalam kelompok tersebut;
(e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada
kelompok lain.
Pasal 7
Kejahatan terhadap kemanusiaan
1. Untuk tujuan Undang-undang ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti
setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari
upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan
terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang
disengaja:
(a) Pembunuhan;
(b) Pembasmian;
(c) Perbudakan;
(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
(e) Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang
melanggar peraturan dasar hukum Internasional;
(f) Penyiksaan;
(g) Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi
paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat
keseriusan yang dapat diperbandingkan;
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(h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau
dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa,
etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada ayat
3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang
tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan
dengan suatu tindakan yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan
dalam yurisdiksi Pengadilan itu
(i) Penculikan/penghilangan paksa seseorang;
(j) Kejahatan apartheid;
(k) Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan lain dari sifat yang sama
yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau
kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan
fisik.
2. Untuk tujuan ayat  :
(a) “Penyerangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil” berarti suatu
tindakan yang melibatkan perbuatan tindakan yang berlipat ganda yang
disebutkan pada ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau
merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara atau organisasi untuk
melakukan penyerangan itu;
(b) “Pemusnahan” mencakup hukuman atau yang disengaja dari kondisi-
kondisi penyiksaan kehidupan, inter alia perampasan akses terhadap
makanan dan obat-obatan yang diperhitungkan membawa akibat
kerusakan dari bagian suatu populasi;
(c) “Perbudakan” yaitu pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang
melekat pada hak kepemilikan seseorang dan termasuk pelaksanaan
kekuasaan itu dalam pelaksanaan perdagangan orang, pada khususnya
wanita dan anak-anak;
(d) “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa” yaitu pemindahan
paksa orang-orang yang terkait dengan pengusiran atau tindakan-
tindakan lain dari daerah dimana mereka secara hukum berada, tanpa
dasar-dasar yang diizinkan sesuai dengan hukum internasional;
(e) “Penyiksaan” yaitu penyiksaan yang disengaja dari rasa sakit yang
sangat berat atau menderita, baik secara fisik maupun mental pada
seseorang yang berada dalam penjagaan atau di bawah kontrol dari
terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau
menderita yang timbul hanya dari, yang menjadi sifat atau secara tidak
disengaja dari sanksi-sanksi hukum;
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(f) “Kemahilan yang dipaksa” yaitu pengurungan yang tidak berdasarkan
hukum dari seorang wanita yang dipaksa untuk hamil, dengan maksud
mempengaruhi komposisi etnis dari suatu populasi atau melakukan
pelanggaran-pelanggaran berat lain dari hukum internasional. Definisi
ini bagaimanapun juga tidak boleh diinterpretasikan mempengaruhi
hukum nasional yang berhubungan dengan kehamilan;
(g) “Penganiayaan” yaitu perampasan yang disengaja dan kejam dari hak-
hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan
identitas dari kelompok atau pengelompokan;
(h) “Kejahatan Apartheid” yaitu tindakan-tindakan yang tidak
berperikemanusiaan dari sifat yang serupa dengan tindakan-tindakan
yang disebutkan pada ayat 1, yang dilakukkan dalam konteks rezim
yang dilembagakan dari penekanan sistematis dan dominasi sistematis
oleh salah satu kelompok rasial terhadap kelompok rasial lain atau
beberapa kleomok dan dilakukan dengan maksud untuk menjaga rezim
itu
(i) “Penghilangan paksa orang” yaitu penangkapan, penahanan, atau
penculikan orang-orang oleh atau dengan kewenangan, dukungan atau
pengakuan dari Negara atau organisasi politik yang diikuti dengan
penolakan untuk mengakui bahwa perampasan kebebasan atau untuk
memberikan informasi tentang martabat atau keberadaan dari orang-
orang itu, dengan maksud menghilangkannya dari perlindungan hukum
untuk jangka waktu yang lama.
3. Untuk tujuan Undang-undang ini, hal ini dipahami bahwa istilah “jenis
kelamin” merujuk pada dua jenis kelamin, pria dan wanita, dalam konteks
masyarakat. Istilah “gender” tidak menunjukkan adanya pengertian yang
berbeda seperti di atas.
Pasal 8
Kejahatan Perang
1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan perang
pada khususnya ketika dilakukan sebagai bagian dari perencanaan atau
kebijakan atau sebagai bagian dari perbuatan yang mempunyai dampak
skala luas dari kejahatan itu.
2. Untuk tujuan Undang-undang ini, “kejahatan perang” berarti :
(a) Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal
12 Agustus 1949, yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini terhadap
orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan;
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(i) Pembunuhan yang disengaja;
(ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk uji coba
biologi;
(iii) Kesengajaan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit
yang luar biasa terhadap tubuh atau kesehatan;
(iv) Pengrusakan yang berlebih-lebihan dan pemusnahan harta
benda/kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan-
kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak berdasarkan hukum
dan tanpa alasan;
(v) Pemaksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya
untuk melaksanakan secara paksa kekuasaan yang sedang
bertempur;
(vi) Penyiksaan disengaja terhadap tahanan perang atau orang yang
dilindungi lainnya dari hak-hak pengadilan yang adil dan reguler;
(vii) Deportasi atau pengalihan orang yang tidak berdasarkan hukum
atau pengurungan yang tidak berdasarkan hukum;
(vii) Penyanderaan.
(b) Pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan hukum
adat yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam
kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional yaitu setiap
tindakan-tindakan berikut ini:
(i) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk
sipil seperti atau terhadap penduduk sipil secara individu yang
tidak ambil bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan
itu;
(ii) Dengan sengaja mengadakan penyerangan terhadap obyek-
obyek sipil yaitu obyek-obyek yang bukan merupakan obyek-
obyek militer;
(iii) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap personil,
instalasi, bahan-bahan, unit atau kendaraan-kendaraan yang
terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjagaan
keamanan sesuai dengan Piagam PBB, sepanjang hal tersebut
mendapat perlindungan yang diberikan terhadap orang-orang
sipil atau obyek-obyek sipil sesuai dengan hukum internasional
dan konflik bersenjata;
(iv) Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut
pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan
kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap
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warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau
kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat
terhadap lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan
dengan keuntungan-keuntungan militer yang kongkrit dan
langsung secara keseluruhan yang dapat di-antisipasi;
(v) Penyerangan atau bombardir, dengan cara apapun kota-kota,
desa-desa, tempat-tempat hunian atau gedung-gedung yang
tidak dipertahankan dan yang bukan merupakan obyek-obyek
militer;
(vi) Pembunuhan atau penyiksaan sandera yang telah meletakkan
senjatanya atau tidak lagi mempunyai daya pertahanan, telah
menyerahkan kebijaksanaannya;
(vii) Membuat penggunaan yang tidak tepat bendera gencatan senja,
bendera atau tanda-tanda militer serta seragam musuh atau
PBB, serta perangkat-perangkat Konvensi Jenewa, yang
mengakibatkan kematian atau kecelakaan jiwa yang gawat;
(viii) Pengalihan, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan
penempatan kekuasaan sebagian dari penduduk sipilnya sendiri
ke wilayah huniannya, atau deportasi atau pengalihan seluruh
atau sebagian penduduk dari wilayah yang ditempati di dalam
atau di luar wilayahnya;
(ix) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap gedung-
gedung yang diperuntukkan untuk tujuan agama, pendidikan,
seni atau tujuan amal, monumen-monumen historis, rumah sakit
dan tempat-tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan,
asalkan mereka bukan obyek-obyek militer;
(x) Melakukan pada orang-orang yang berada pada kekuasaan
pihak lawan, mutilasi fisik atau eksperimen medis atau ilmiah
dari salah satu jenis yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis,
gigi atau perawatan rumah sakit dari orang yang bersangkutan
demi kepentingan-kepentingannya, dan yang menyebabkan
kematian terhadap atau bahaya yang serius terhadap kesehatan
orang atau beberapa orang itu;
(xi) Pembunuhan atau mengakibatkan luka terhadap individu-individu
yang menjadi milik bangsa yang bermusuhan atau angkatan
bersenjata;
(xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan
diberikan;
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(xiii) Merusak atau menyita harta kekayaan musuh kecuali
pengrusakan atau penyitaan itu diminta dengan tegas untuk
kebutuhan-kebutuhan perang;
(xiv) Menyatakan hilang, berhenti atau tidak dapat diizinkan di
pengadilan hukum hak-hak dan tindakan-tindakan pihak nasional
maupun pihak yang bermusuhan;
(xv) Memaksa bangsa-bangsa dari pihak yang bermusuhan untuk
ambil bagian dalam operasi perang yang diarahkan terhadap
negaranya sendiri, bahkan apabila mereka berada dalam layanan
belligerent sebelum memulai perang itu;
(xvi) Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila dilakkukan dengan
penyerangan;
(xvii) Menggunakan racun atau senjata beracun;
(xviii) Menggunakan gas asphyxiating, gas beracun atau gas-gas
lain, dan semua bahan-bahan cairan, bahan-bahan dan
perangkat-perangkat yang sama.
(xvix) Menggunakan peluru tajam yang menyebar atau mudah
menusuk pada tubuh manusia, seperti peluru-peluru dengan
pelindung keras yang intinya tidak tertutup seluruhnya atau diberi
incisions,
(xx) Menggunakan senjata, proyektil dan bahan-bahan serta
metode perang yang sifatnya dapat menyebabkan kecelakaan
yang maha berat atau penderitaan yang tidak diperlukan atau
yang secara disengaja tidak membeda-bedakan dalam
pelanggaran hak internasional konflik bersenjata, asalkan
senjata-senjata, proyektil dan bahan-bahan serta metode
perang itu mengacu pada larangan yang komprehenif dan
termasuk dalam lampiran Undang-undang ini, dengan
perubahan-perubahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang relevan yang ditetapkan pada pasal 121 dan 123;
(xxi) Melakukan kekejaman terhadap harta benda manusia, pada
khususnya kemanusiaan dan perlakuan kejam;
(xxii) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seks, prostitusi paksa,
kehamilan paksa, sebagaimana yang didefinisikan pada pasal
7 ayat 2 (f), sterilisasi paksa atau bentuk-bentuk pelanggaran
seksual lain apapun yang juga merupakan pelanggaran berat
terhadap Kovensi Jenewa;
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(xxiii) Menggunakan keberadaan masyarakat sipil atau orang yang
dilindungi lain untuk tameng titik-titik, daerah-daerah atau
kekebalan-kekebalan kekuasaan militer tertentu dari operasi
militer;
(xxiv) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan-
bangunan, unit-unit medis dan transportasi dan personil-personil
yang menggunakan perangkat khusus dari Konvensi Jenewa
sesuai dengan hukum internasional;
(xxv) Sengaja menggunakan kelaparan sipil sebagai metode perang
dengan membiarkan mereka menghilangkan obyek-obyek yang
tidak dapat diperbaiki bagi kelanjutan hidupnya termasuk
dengan sengaja menghambat pasokan-pasokan sebagaimana
yang diberikan sesuai dengan Konvensi Jenewa;
(xxvi) Memaksa atau mengikutsertakan anak-anak di bawah umur
limabelas tahun dalam kekuatan bersenjata nasional atau
menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam per-
tempuran.
(c) Dalam hal konflik bersenjata bukan bersifat internasional, pelanggaran-
pelanggaran serius dari pasal 3 pada Konvensi Jenewa ke empat tanggal
12 Agustus 149, yaitu setiap tindakan berikut ini yang dilakukan
terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian secara aktif dalam
pertempuran termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah
meletakkan senjatanya/menyerah dan mereka yang ditempatkan
hors de combat karena sakit, luka, penahanan atau sebab-sebab lain
apapun:
(i) Pelanggaran terhadap nyawa dan orang, pada khususnya
pembunuhan tanpa pandang bulu, mutilasi, perlakuan kejam dan
penyiksaan;
(ii) Melakukan penyiksaan pada harkat pribadi, khususnya
kemanusiaan dan perlakuan kejam;
(iii) Penyanderaan;
(iv) Memberikan hukuman dan melakukan eksekusi tanpa
pengadilan terlebih dahulu yang diumumkan oleh pengadilan yang
dilembagakan secara reguler, yang mengupayakan seluruh
jaminan yudisial yang secara umum dikenal sangat diperlukan;
(d) Ayat 2 (c) berlaku bagi konflik bersenjata yang bukan bersifat interna
dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi gangguan
internal dan ketegangan-ketegangan, seperti kerusuhan, tindakan-
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tindakan isolasi dan sporadis dari pelanggaran dan tindakan-tindakan
lain dari sifat yang serupa.
(e) Pelanggaran-pelanggaran hukum serius lainnya dan hukum tradisional
yang berlaku di dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat
internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan pada hukum
internasional yaitu setiap tindakan berikut ini
(i) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil
seperti atau terhadap warga negara sipil yang tidak ambil bagian
secara langsung dalam pertempuran/permusuhan itu;
(ii) Dengan sengaja mengarahkan serangan, terhadap bangunan,
bahan-bahan, uni tmedis dan transportasi, dan personil yang
menggunakan perangkat khusus dari Konveni Jenewa sesuai
dengan hukum internasional;
(iii) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap personil,
instalasi, bahan-bahan unit atau kendaraan yang terlibat dalam
bantuan kemanusiaan atau misi penjaga keamanan sesuai dengan
piagam PBB, dan juga mererka berhak mendapat perlindungan
yang diberikan kepada warga sipil atau obyek-obyek sipil sesuai
dengan hukum internasional dari konflik bersenjata;
(iv) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap bangunan-
bangunan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan,
pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan-tujuan amal,
monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana
orang-orang sakit berada aaslkan mereka bukan tujuan militer;
(v) Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila dilakukan dengan
penyerangan;
(vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa,
kehamilan paksa, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 2
(f), sterilisasi paksa dan setiap bentuk  pelanggaran seksual lainnya
dan juga yang merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3
sampai dengan Konvensi Jenewa ke empat;
(vii)  Mengikutsertakan atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur
limabelas tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok-
kelompok atau menggunakannya untuk berpartiipasi aktif dalam
kerusuhan;
(viii) Memerintahkan pemindahan populasi atau penduduk sipil untuk
alasan-alasan yang terkait dengan konflik kecuali menjamin
masyarakat sipil yang terlibat atau untuk alasan-alasan militer
imperatif yang diminta;
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(ix) Pembunuhan atau mengakibatkan luka yang hebat;
(x) Menyatakan bahwa tidak ada tempat yang akan diberikan;
(xi) Menjadikan orang-orang yang berada pada kekuasaan pihak
lain yang bertikai sebagai obyek mutilasi fisik atau pada uji coba
medis atau ilmiah dari jenis apapun yang tidak dibenarkan oleh
medis, kedokteran gigi atau rumah sakit dari orang-orang yang
bersangkutan yang tidak dilakukan pada kepentingannya, yang
menyebabkan kematian atau bahaya yang serius terhadap
kesehatan orang atau beberapa orang itu;
(xii) Merusak atau menyita harta benda pihak lain kecuali
pengrusakan atau penyitaan itu dituntut dengan tegas oleh
kebutuhan konflik;
(f) Ayat 2 (e) berlaku bagi konflik bersenjata yang bukan bersifat
internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi
gangguan internal dan ketegangan-ketegangan, seperti kerusuhan,
tindakan-tindakan isolasi dan sporadi dari pelanggaran atau tindakan-
tindakan lain dari sifat yang serupa. Ini berlaku bagi konflik bersenjata
yang berlangsung di wilayah suatu Negara apabila ada konflik bersenjata
yang terjadi antara pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir
atau antara kelompok-kelompok itu.
3. Tidak ada ketentuan dalam ayat 2 (c) dan (e) yang akan mempengaruhi
tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga atau menetapkan kembali
undang-undang atau aturan di negara itu atau untuk mempertahankan
kesatuan dan integritas wilayah Negara itu, dengan segala cara yang sah.
Pasal 9
Elemen-elemen kejahatan
1. Elemen-elemen kejahatan akan membantu pengadilan dalam
menginterpretasikan pasal 6, 7 dan 8. Elemen-elemen akan digunakan oleh
mayoritas dua pertiga para anggota Majelis Negara-negara Yang
Menandatangani.
2. Perubahan-perubahan terhadap Elemen-elemen Kejahatan dapat diusulkan
oleh :
(a) Salah Satu Negara yang Menandatangani;
(b) Hakim-hakim yang bertindak menurut mayoritas absolut;
(c) Penuntut/Jaksa Penuntut.
Perubahan-perubahan itu akan digunakan oleh mayoritas dua pertiga dari
para anggota Majelis Negara-negara Yang Menandatangani.
3. Elemen-elemen Kejahatan dan perubahan-perubahannya harus sesuai
dengan Undang-undang ini.
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Pasal 10
Tidak ada ketentuan dalam Bagian ini yang akan diinterpretasikan sebagai
ketentuan yang membatasi atau mengurangi dengan cara apapun peraturan-
peraturan yang ada maupun yang berkembang dari hukum internasional untuk
tujuan selain daripada Undang-undang ini.
Pasal 11
Yurisdiksi ratione temporis
1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan-
kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
2. Apabila salah satu Negara Yang Menandatangani Undang-undang ini setelah
diberlakukan, Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi hanya berkaitan
dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah diberlaku-kannya
Undang-undang ini untuk Negara itu, kecuali bahwa Negara itu telah
membuat pernyataan sesuai dengan pasal 12, ayat 3.
Pasal 12
Pra-kondisi pada pelaksanaan yurisdiksi
1. Salah satu Negara yang menandatagnani Undang-undang ini dengan ini
menerima yurisdiksi Pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan
yang disebutkan pada pasal 5.
2. Dalam hal pasal 13 ayat (a) atau (c), Pengadilan dapat melaksanakan
yurisdiksinya apabila salah satu Negara berikut ini atau lebih merupakan
para Pihak pada Undang-undang ini atau telah menerima yurisdiksi
Pengadilan sesuai dengan ayat 3 :
(a) Negara di wilayah yang pelanggaran terjadi atau apabila kejahatan
dilakukan di atas sebuah kapal atau pesawat, Negara yang mencatatkan
kapal atau pesawat itu;
(b) Negara dimana orang yang didakwa melakukan kejahatan sebagai
kebangsaannya.
3. Apabila penerimaan dari suatu Negara yang bukan salah satu penandatangan
dalam Undang-undang ini diperlukan sesuai dengan ayat 2, Negara itu,
dengan pernyataan yang diajukan pada Kantor Panitera, dapat menerima
pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan
yang bersangkutan. Negara yang menerima itu harus bekerjasama dengan
Pengadilan itu tanpa ada keterlambatan atau kekecualian sesuai dengan
Bagian 9.
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Pasal 13
Pelaksanaan yurisdiksi
Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan yang
disebutkan pada pasal 5 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini
apabila :
(a) Suatu situasi dimana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat
telah dilakukan sebagaimana diajukan pada Penuntut oleh Negara Yang
Menandatangani sesuai dengan pasal 14;
(b) Suatu situasi dimana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat
telah dilakukan disampaikan pada Penuntut oleh Dewan Keamanan yang
bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB; atau
(c) Penuntut telah mengadakan penyelidikan/investigasi berkaitan dengan
kejahatan itu sesuai dengan pasal 15.
Pasal 14
Penyerahan situasi oleh salah satu Negara Yang Menandatangani
1. Salah satu Negara Yang Menandatangani dapat menunjukkan pada Penuntut
situasi dimana salah satu kejahatan atau lebih dalam yurisdiksi Pengadilan
muncul telah dilakukan yang meminta Penuntut itu untuk menyelidiki situasi
itu untuk tujuan menentukan apakah salah seorang atau beberapa orang
tertentu atau lebih harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan atau
tindakan kejahatan itu.
2. Sejauh mungkin, penyerahan harus menjelaskan keadan yang relevan dan
disertai dengan dokumentasi yang mendukung sebagaimana yang ada pada
Negara yang mengajukan situasi itu.
Pasal 15
Penuntut
1. Penuntut dapat melaksanakan/mengawali penyelidikan proprio motu
berdasarkan pada informasi tentang kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi
Pengadilan itu.
2. Penuntut harus menganalisa keseriusan informasi yang diterima, Untuk tujuan
ini dia dapat mencari informasi tambahan dari Negara-negara, organisasi-
organisasi PBB, organisasi-organisasi antar-pemerintah atau LSM, atau
sumber-sumber yang dapat dipercaya lainnya yang dianggap tepat, dan
dapat menerima kesaksian tertulis ataupun lisan di tempat kedudukan
Pengadilan itu.
3. Apabila Penuntut menyimpulkan bahwa ada dasar yang tepat untuk
ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dia akan mengajukan kepada Majelis
Pra-Peradilan permintaan kewenangan untuk melakukan investigasi,
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bersama-sama dengan bahan-bahan pendukung yang telah dikumpulkan.
Korban-korban dapat mengajukan perwakilan pada Majelis Pra-Peradilan,
sesuai dengan Peraturan Prosedur dan Pembuktian.
4. Apabila Majelis Pra-Peradilan, setelah meneliti permintaan dan bahan-bahan
pendukung, mempertimbangkan bahwa ada dasar yang beralasan untuk
menindaklanjuti penyelidikan/investigasi, dan bahwa kasus itu tampaknya
jatuh dalam yurisdiksi Pengadilan itu, maka Majelis Pra-Peradilan akan
memberi kewenangan permulaan investigas itu, tanpa mengurangi penentuan-
penentuan berikutnya oleh Pengadilan dengan memperhatikan pada
yurisdiksi dan dapat diakuinya kasus itu.
5. Pemilihan Majelis Pra-Peradilan untuk memberikan kewenangan investigasi
tidak menghalangi penyajian permintaan berikutnya oleh Penuntut
berdasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti baru mengenai situasi yang
sama.
6. Apabila setelah pengujian awal yang disebut pada ayat 1 dan 2. Penuntut
menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak merupakan dasar yang
tepat untuk penyelidikan, dia akan memberitahukan hal itu kepada orang-
orang yang telah memberikan informasi itu. Hal ini tidak akan menghalangi
Penuntut dari mempertimbangkan informasi lebih lanjut yang diajukan
kepadanya mengenai situasi yang sama dalam hal ada fakta-fakta atau bukti-
bukti baru.
Pasal 16
Penundaan investigasi atau prosekusi/penuntutan
Tidak ada penyelidikan ataupun penuntutan dapat dilakukan atau ditindaklanjuti
sesuai dengan Undang-undang ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan
Keamanan, berdasarkan keputusan yang diberlakukan sesuai dengan Bab VII
Piagam PBB, telah meminta Pengadilan untuk memberlakukan hal itu; permintaan
itu dapat diperpanjang oleh Dewan sesuai dengan kondisi-kondisi yang sama.
Pasal 17
Isu-isu Pengakuan
1. Setelah memperhatikan paragraf 10 Pembukaan dan pasal 1, Pengadilan
dapat menentukan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima apabila :
(a) Kasus itu diselidiki atau dituntut oleh Negara yang mempunyai yurisdiksi
terhadapnya, kecuali Negara itu tidak menghendaki atau tidak mampu
untuk melakukan investigasi atau penuntutan itu;
(b) Kasus itu telah diselidiki oleh Negara yang mempunyai yurisdiksi
terhadapnya dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut
orang yang bersangkutan, kecuali keputusan yang dihasilkan dari
ketidakmauan atau ketidakmampuan Negara itu untuk menuntut;
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(c) Orang yang bersangkutan telah dihukum untuk perilaku yang mengacu
yang dituduhkan, dan proses peradilan Pengadilan itu tidak diizinkan
sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 3;
(d) Kasus itu cukup bukti untuk membenarkan tindakan-tindakan lebih
lanjut oleh Pengadilan.
2. Agar dapat menentukan ketidakmauan dalam kasus tertentu, Pengadilan
harus mempertimbangkan, prinsip-prinsip proses yang tepat waktu yang
dikenal oleh hukum internasional, apakah salah satu atau lebih hal berikut
ini ada atau tidak, sebagaimana yang berlaku:
(a) Perkara-perkara itu dilakukan atau sedang diproses atau keputusan
nasional dibuat untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari
tanggung jawab pidana atas kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi
Pengadilan yang disebutkan pada pasal 5;
(b) Ada keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan dalam perkara-
perkara yang keadaannya tidak konsisten dgmaksud untuk membawa
orang itu ke Pengadilan;
(c) Perkara-perkara itu tidak atau tidak sedang diselesaikan secara
independen atau memihak, dan perkara itu dilaksanakan atau sedang
dilaksanakan dengan cara dimana menurut keadaannya tidak konsisten
dengan maksud untuk membawa orang itu kepada keadilan.
3. Agar dapat menentukan ketidakmampuan kasus tertentu, Pengadilan akan
mempertimbangkan apakah, dikarenakan ketidakmampuan secara
menyeluruh atau kegagalan substansial dari sistem yudisial nasional, Negara
itu tidak mampu untuk mendapatkan terdakwa atau bukti-bukti yang
diperlukan dan saksi-saksi/kesaksian atau dengan cara lain tidak dapat
memproses perkara-perkaranya.
Pasal 18
Aturan-aturan awal mengenal pengakuan
1. Apabila sebuah situasi telah diajukan kepada Pengadilan sesuai dengan
pasal 13 (a) dan Penuntut telah menentukan bahwa akan ada dasar yang
tepat untuk memulai investigasi, atau Penuntut sudah memulai investigasinya
sesuai dengan pasal 13 (c) dan 15, Penuntut harus memberitahukan seluruh
Negara yang menandatangani dan Negara-negara yang mempertimbangkan
informasi yang ada, secara normal dapat melaksanakan yurisdiksinya
terhadap kejahatan-kejahatan itu. Penuntut dapat memberitahukan Negara-
negara itu tentang dasar-dasar rahasia dan, dimana Penuntut meyakini hal
itu perlu untuk melindungi orang, mencegah kerusakan atau penghilangan
bukti atau mencegah melarikan diri orang-orang itu, dapat membatasi lingkup
informasi yang diberikan kepada negara-negara.
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2. Dalam jangka waktu satu bulan setelah menerima pemberitahuan itu, suatu
Negara dapat memberitahukan Pengadilan bahwa ini sedang diinvestigs
atau bahwa dirinya sedang menginvestigasi atau telah menyelidiki warga
negaranya atau orang lain di dalam yurisdiksinya dengan memperhatikan
pada tindakan-tindakan pidana yang akan merupakan kejahatan yang
disebutkan pada pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan
pada pemberitahuan pada Negara-negara itu. Atas permintaan Negara itu,
Penuntut akan menyerahkan penyelidikan Negara dari orang-orang itu
kecuali Majelis Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut, memohon uttk
memberikan wewenang penyelidikan.
3. Penyerahan Penuntut atas penyelidikan atau investigasi suatu Negara
haruslah terbuka untuk ditinjau kembali oleh Penuntut enam bulan setelah
tanggal penyerahan atau setiap saat apabila telah ada perubahan yang penting
dari keadaan-keadaan berdasarkan pada ketidakmauan Negara itu atau
ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan.
4. Negara yang bersangkutan atau Penuntut dapat mengajukan banding kepada
Majelis Banding terhadap peraturan dari Majelis Pra Peradilan, sesuai
dengan Pasal 82. Banding itu dapat disidangkan atau diperiksa atas dasar
dipercepat.
5. Apabila Penuntut telah menyerahkan investigasi sesuai dengan ayat 2,
Penuntut dapat meminta bahwa Negara yang bersangkutan secara berkala
memberitahu Penuntut tentang kemajuan dari investigasinya dan setiap
tuntutan berikutnya. Negara-negara yang menandatangani harus merespon
terhadap permintaan-permintaan itu tanpa keterlambatan.
6. Penundaan peraturan oleh Majelis Pra-Peradilan, atau setiap saat pada
saat Penuntut telah menyerahkan penyelidikan/investigas sesuai dengan pasal
ini, Penuntut, atas dasar kekecualian, dapat mengupayakan kewenangan
dari Majelis Pra-Peradilan untuk melakukan langkah-langkah investigatif
yang diperlukan untuk tujuan menjaga bukti-bukti bilamana ada kesempatan
yang khusus untuk memperoleh bukti-bukti penting atau ada resiko yang
penting bahwa bukti-bukti tidak akan tersedia nanti.
7. Suatu Negara yang telah menentang peraturan Majelis Pra-Peradilan sesuai
dengan pasal ini dapat menentang hal-hal yang dapat diterima dari kasus
sesuai dengan pasal 19 tentang dasar-dasar fakta signifikan tambahan atau
perubahan-perubahan signifikan dari keadaan.
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Pasal 19
Tantangan terhadap yurisdiksi Pengadilan atau pengakuan kasus
1. Pengadilan akan memenuhi sendiri bahwa dirinya mempunyai yurisdiksi
dalam kasus yang dibawa ke hadapannya. Pengadilan, atas kebijakannya
sendiri dapat menentukan pengakuan terhadap kasus sesuai dengan pasal
17.
2. Tantangan terhadap pengakuan dari kasus atas dasar yang disebutkan pada
pasal 17 atau tantangan-tantangan terhadap yurisdiksi Pengadilan dapat
dibuat oleh:
(a) Seorang terdakwa atau seorang dari yang mana jaminan penangkapan
atau panggilan muncul telah diterbitkan sesuai dengan pasal 58;
(b) Suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap kasus, atas dasar
bahwa Negara itu sedang mengadakan penyelidikan atau menuntut
kasus itu atau telah menyelidiki atau memutuskan penuntutan; atau
(c) Suatu Negara dari mana penerimaan yurisdiksi diperlukan sesuai
dengan Pasal 12.
3. Penutut dapat mengupayakan aturan Pengadilan mengenai pertanyaan
yurisdiksi atau pengakuan. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan
yurisdiksi atau pengakuan, mereka yang telah mengajukan situasi sesuai
dengan pasal 13 serta korban-korbannya dapat juga mengajukan
pengamatan kepada Pengadilan.
4. Pengakuan dari kasus atau yurisdiksi dari Pengadilan dapat ditantang hanya
sekali oleh seseorang atau Negara yang disebutkan pada ayat 2. Tantangan
itu akan berlangsung sebelum atau pada, permulaan proses peradilan. Dalam
keadaan kekecualian, Pengadilan dapat memberikan penundaan untuk
tantangan dibawa lebih daripada sekali atau pada suatu saat paling lambat
dari permulaan proses peradilan. Tantangan-tantangan terhadap pengakuan
dari suatu kasus, pada permulaan proses peradilan, atau kemudian dengan
cuti Pengadilan, dapat didasarkan hanya pada pasal 17, ayat 1 (c).
5. Suatu Negara yang disebutkan pada ayat 2 (b) dan (c) akan membuat
tantangan pada kesempatan-kesempatan paling awal.
6. Sebelum konfirmasi dari tuduhan, tantangan terhadap pengakuan dari kasus
atau tantangan terhadap yurisdiksi Pengadilan akan diajukan pada Majelis
Pra-Peradilan. Setelah konfirmasi dari tuduhan, mereka akan mengajukan
pada Majelis Peradilan. Keputusan berkaitan dengan yurisdiksi dan
pengakuan dapat diajukan banding kepada Majelis Banding sesuai dengan
Pasal 82.
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7. Apabila tantangan dibuat oleh Negara yang disebut pada ayat 2 (b) atau
(c), Penuntut akan menunda atau menghentikan sementara penyelidikan
sampai dengan waktu itu setelah Pengadilan membuat penentuan sesuai
dengan pasal 17.
8. Penundaan peraturan oleh Pengadilan, Penuntut dapat mengupayakan
wewenang dari Pengadilan itu:
(a) Untuk mengambil langkah-langkah investigatif yang diperlukan dari
jenis-jenis yang disebutkan pada pasal 18, ayat 6;
(b) Untuk mengambil pernyataan atau kesaksian dari seorang saksi atau
menyelesaikan/melengkapi pengumpulan dan pengujian bukti-bukti
yang telah dimulai sebelum pembuatan tantangan itu; dan
(c) Bekerjasama dengan Negara-negara yang terkait untuk mencegah
melarikan dirinya orang-orang yang berkaitan dengan mana Penuntut
telah memintanya jaminan penangkapan sesuai dengan Pasal 58.
9. Pembuatan tantangan tidak akan mempengaruhi keabsahan dari tindakan
yang dilakukan oleh Penuntut atau perintah atau jaminan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan sebelum membuat tantangan itu.
10. Apabila Pengadilan telah memutuskan ahwa kasus tidak dapat diakui sesuai
dengan pasal 17, Penuntut dapatmengajukan permintaan untuk ditinjau ulang
dari keputusan kapan dia dipuaskan secara menyeluruh bahwa fakta-fakta
baru telah timbul yang meniadakan dasar-dasar dimana kasus itu telah
ditemukan sebelumnya tidak dapat diakui sesuai dengan pasal 17.
11. Apabila Penuntut, dengan memperhatikan pada masalah-masalah yang
disebutkan pada pasal 17, menyerahkan penyelidikan, Penuntut dapat
meminta bahwa Negara yang terkait menyediakan pada Penuntut informasi
tentang perkara itu. Informasi itu, atas permintaan Negara yang bersangkutan
merupakan informasi rahasia. Apabila Penuntut kemudian memutuskan untuk
melanjutkannya dengan penyelidikan, dia harus memberitahukan kepada
Negara itu dimana penyerahan dari perkara-perkara itu terjadi.
Pasal 20
Ne bis in idem
1. Kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini, tidak ada seorangpun yang
diajukan ke Pengadilan dengan memperhatikan perilaku yang membentuk
dasar-dasar kejahatan dimana orang itu telah dituduh atau didakwa oleh
Pengadilan.
2. Tidak ada seorangpun yang akan diadili oleh Pengadilan lain untuk kejahatan
yang disebutkan pada pasal 5 untuk mana orang itu telah didakwa atau
dituduh oleh Pengadilan itu.
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3. Tidak ada seorangpun yang telah diadili oleh Pengadilan lain untuk perilaku
yang juga dijelaskan pada pasal 6, 7 atau 8 yang diadili oleh Pengadilan itu
berkaitan dengan perilaku yang sama kecuali perkara-perkara itu dalam
pengadilan lain :
(a) Apakah untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab
pidana atas kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu; atau
(b) Dengan cara lain tidak dilakukan secara independen atau memihak
sesuai dengan norma-norma dari proses yang tepat yang dikenal oleh
hukum internasional dan dilakukan dengan cara dimana dalam keadaan
itu, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu terhadap
peradilan.
Pasal 21
Hukum yang berlaku
1. Pengadilan akan memberlakukan :
(a) Dalam kesempatan pertama, Undang-undang ini, Elemen-elemen
Kejahatan dan Peraturan peraturannya dari Prosedur dan Pembuktian;
(b) Dalam kesempatan kedua, bilamana, memungkinkan, fakta-fakta yang
berlaku dan prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum internasional,
termasuk prinsip-prinsip yang dibuat dari hukum internasional untuk
pertikaian bersenjata;
(c) Kegagalan itu, prinsip-prinsip umum dari hukum yang berasal dari
Pengadilan dari hukum internasional atau sistem hukum dunia, termasuk,
bila tepat, hukum nasional Negara-negara yang biasanya melaksanakan
yurisdiksi atas kejahatan itu dengan ketentuan bahwa prinsip-prinsip
itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan dengan hukum
internasional dan norma-norma serta standar-standar yang dikenal
secara internasional.
2. Pengadilan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan
hukum sebagai yang ditafsirkan pada keputusan sebelumnya.
3. Penerapan dan interpretasi hukum sesuai dengan pasal ini harus konsisten
dengan hak-hak manusia yang dikenal secara internasional, dan tanpa ada
perbedaan-perbedaan yang penting yang ditemukan pada dasar-dasar
seperti gender sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3, usia, ras,
warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat-pendapat
lain, kebangsaan, etnis atau asal sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
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BAGIAN 3
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM PIDANA
Pasal 22
Nullum crimen sine lege
1. Seseorang tidak bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan Undang-
undang ini kecuali perilaku yang bersangkutan merupakan, pada saat terjadi,
merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu.
2. Definisi dari kejahatan akan dibentuk secara ketat dan tidak akan diperluas
dengan analogi. Dalam hal terjadi kebingungan, definisi akan ditafsirkan
menurut orang yang diselidiki, dituntut atau didakwa.
3. Pasal ini tidak mempengaruhi karakterisasi dari perilaku sebagai tindakan
pidana sesuai dengan hukum internasional yang secara independen dari
Undang-undang ini.
Pasal 23
Nulla poena sine lege
Seseorang yang didakwa oleh Pengadilan dapat dihukum hanya dengan Undang-
undang ini.
Pasal 24
Non-retroactivity ratione personae
1. Tidak ada seorangpun yang bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan
Undang-undang ini untuk perilaku atau tindakan-tindakan sebelum
diberlakukannya Undang-undang ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan pada hukum yang berlaku untuk kasus yang
diberiakn sebelum keputusan akhir hukum yang lebih tepat untuk orang
yang sedang diinvestigasi, dituntut atau didakwa harus berlaku.
Pasal 25
Tanggung jawab pidana individu
1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap orang secara alami sesuai dengan
Undang-undang ini.
2. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan itu
harus bertanggungjawab secara individu dan mempertanggungjawabkan
untuk hukuman sesuai dengan Undang-undang ini.
3. Sesuai dengan Undang-undang ini, seseorang harus bertanggungjawab dan
menanggung secara pidana hukuman-hukuman untuk kejahatan dalam
yurisdiksi Pengadilan itu apabila orang itu :
(a) Melakukan kejahatan baik sebagai individu, bersama-sama dengan
orang lain atau melalui orang lain, tanpa memperhatikan apakah orang
lain itu bertanggungjawab secara pidana atau tidak;
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(b) Memerintahkan, menyuruh atau membujuk dilakukannya kejahatan
yang pada kenyataannya terjadi atau diupayakan;
(c) Untuk tujuan memberi kemudahan dilakukannya kejahatan, bantuan,
atau dengan cara lain membantu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan
yang dicobanya, termasuk memberikan cara-cara untuk melakukannya;
(d) Dengan cara lain yang memberikan kontribusi terhadap perbuatan atau
perbuatan percobaan dari kejahatan itu oleh kelompok orang yang
bertindak dengan tujuan yang telah jelas. Kontribusi itu akan bersifat
disengaja dan akan merupakan salah satu dari :
(i) Dibuat dengan tujuan untuk kegiatan-kegiatan pidana atau tujuan
pidana dari kelompok, dimana kegiatan itu atau tujuan-tujuan itu
melibatkan perbuatan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu;
atau
(ii) Dibuat sepengetahuan dari kelompok untuk melakukan tindakan
kejahatan;
(e) Berkaitan dengan kejahatan genocide/ pemusnahan etinis, secara
langsung ataupun melibatkan publik lain untuk melakukan genocide;
(f) Mencoba untuk melakukan kejahatan dengan mengambil tindakan yang
memulai pelaksanaannya dengan cara-cara dari langkah yang
substansial, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan
yang bebas dari maksud-maksud orang. Bagaimanapun juga, seseorang
yang meninggalkan upaya untuk melakukan kejahatan atau dengan cara
lain mencegah penyelesaian kejahatan tidak bertanggungjawab atas
hukuman sesuai dengan Undang-undang ini untuk upaya-upaya untuk
dilakukan kejahatan itu apabila orang itu secara sukarela dan
sepenuhnya menyerah atas tujuan pidana.
4. Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang ini yang berkaitan dengan
tanggung jawab pidana individu yang akan mempengaruhi tanggung jawab
Negara sesuai dengan hukum internasional.
Pasal 26
Ketidak-terjangkauan yurisdiksi atas orang-orang
di bawah usia delapan belas tahun
Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang yang masih berada di
bawah usia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan yang dituduhkan.
Pasal 27
Ketidak-relevansian kapasitas resmi
1. Undang-undang ini berlaku sama bagi semua orang tanpa ada perbedaan
berdasarkan kapasitas resmi. Pada khususnya, kapasits resmi sebagai
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Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota Pemerintahan atau parlemen,
perwakilan terpilih atau pejabat pemerintah dalam kedudukan apapun adalah
orang yang tidak akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana sesuai dengan
Undang-undang ini, ataupun atas nama dirinya sendiri, tidak merupakan
dasar untuk pengurangan hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan-peraturan prosedural khusus yang mungkin
melekat pada kapasitas resmi dari seseorang, baik sesuai dengan hukum
nasional atau internasional tidak akan menghambat Pengadilan dalam
melaksanakan yurisdiksi terhadap orang itu.
Pasal 28
Tanggung jawab komandan dan atasan-atasan lainnya
Selain dasar-dasar tanggung jawab pidana lain, sesuai dengan Undang-undang
ini untuk kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan:
(a) Komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai
komandan militer harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-
kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan-
kekuatan di bawah komando dan kontrol efektifnya, atau otoritas dan
kontrol efektif sebagaimana yang terjadi, sebagai akibat dari kegagalannya
untuk melaksanakan kontrol yang tepat terhadap kekuatan-kekuatan itu,
bilamana :
(i) Bahwa komandan militer atau orang mengetahui atau menyadari
keadaan-keadaan pada waktu itu, harus telah mengetahui bahwa
kekuatan-kekuatannya melakukan atau hampir melakukan kejahatan
itu; dan
(ii) Bahwa komandan militer atau orang yang gagal untuk mengambil segala
tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekuasaannya untuk
mencegah atau menekan perbuatannya atau untuk mengajukan hal-hal
kepada yang berwenang untuk penyelidikan atau penuntutan.
(b) Berkaitan dengan hubungan atasan dengan bawahan yang tidak dijelaskan
pada ayat (a) atasan haruslah bertanggungjawab secara pidana untuk
kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu yang dilakukan oleh
bawahan-bawahan sesuai dengan otoritas-otoritas efektifnya sebagai akibat
dari kegagalannya untuk melaksanakan kontrol secara tepat pada bawahan-
bawahannya itu, bilamana :
(i) Atasan mengetahui, atau dengan sadar tidak memperhatikan informasi
yang jelas-jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan
atau hampir melakukan tindakan itu;
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(ii) Tindakan-tindakan kejahatan itu berada dalam tanggung jawab dan
kontrol efektif dari atasan itu; dan
(iii) Atasan yang gagal untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan
dan tepat dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan
perbuatannya atau mengajukan masalah-masalah kepada yang
berwenang untuk penyelidikan atau penuntutan.
Pasal 29
Tidak berlakunya undang-undang pembatasan
Kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu tidak mengacu pada
undang-undang pembatasan manapun.
Pasal 30
Elemen Mental
1. Kecuali ditetapkan lain, seseorang akan bertanggungjawab secara pidana
dan menanggung hukuman untuk kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu
hanya apabila elemen-elemen penting dilakukan dengan maksud yang
disengaja dan atas pengetahuannya.
2. Untuk tujuan pasal ini, seseorang bermaksud bilamana :
(a) Sehubungan dengan perilaku, bahwa orang itu berusaha untuk
melakukan perilaku itu;
(b) Sehubungan dengan akibat, bahwa orang itu dapat menyebabkan
bahwa akibatnya atau menyadari bahwa hal ini akan terjadi dalam
pelaksanaan biasa kejadian-kejadian itu.
3. Untuk tujuan pasal ini. “mengetahui” berarti kesadaran bahwa keadaan terjadi
atau konsekuensi akan terjadi pada jalannya peristiwa-peristiwa biasa.
“Mengetahui” dan “dengan sengaja” diartikan sebagaimana mestinya.
Pasal 31
Dasar-dasar untuk tidak menanggung tanggung jawab pidana
1. Selain untuk dasar-dasar lain untuk tidak menanggung tanggung jawab
pidana yang ditetapkan pada Undang-undang ini, seseorang tidak akan
bertanggungjawab secara pidana apabila pada saat perilaku orang itu:
(a) Orang itu menderita sakit jiwa atau cacat yang menghancurkan kapasitas
orang itu untuk menghargai perilaku-perilakunya yang tidak
berdasarkan hukum atau alami, atau kapasitas untuk mengontrol
perilakunya untuk disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan hukum;
(b) Orang itu berada dalam keadaan keracunan yang menghancurkan
kapasitas orang itu untuk menghargai perilakunya yang tidak
berdasarkan hukum atau alami. Atau kapasitas untuk mengontrol
perilakunya untuk menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan
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hukum, kecuali orang itu telah secara sengaja menjadi keracunan di
bawah keadaan yang diketahui orang itu, atau tidak memperhatikan
resiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan itu, dia akan berusaha
untuk melakukan perilaku yang merupakan kejahatan dalam yurisdiksi
Pengadilan itu;
(c) Orang yang bertindak dengan tepat mempertahankan dirinya atau
orang-orangnya atau orang lain atau, dalam hal kejahatan perang,
kekayaan yang penting untuk kelangsungan hidup orang-orang atau
orang lain atau kekayaan penting untuk menuntaskan misi militer,
terhadap penggunaan kekuatan yang besar dan tidak berdasarkan
hukum dengan cara yang dapat merugikan derajat bahaya pada orang
atau orang lain atau kekayaan yang dilindungi. Fakta bahwa orang itu
terlibat dalam operasi penyerangan yang dilakukan oleh angkatan
bersenjata tidak akan merupakan dasar untuk tidak termasuk tanggung
jawab pidana sesuai dengan sub ayat ini.
(d) Perilaku yang dituduh merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan
telah disebabkan oleh paksaan yang terjadi ancman kematian yang
telah mendekat atau kecelakaan/kerusakan tubuh yang berkelanjutan
atau yang sangat gawat terhadap seseorang atau orang lain, dan orang
itu harus bertindak dengan tepat untuk menghindari ancaman ini, asalkan
orang itu tidak bermaksud untuk menyebabkan bahaya yang lebih besar
daripada yang akan dihindari. Ancaman-ancaman itu mungkin salah
satunya :
(i) Dibuat oleh orang lain; atau
(ii) Dilembagakan oleh keadaan-keadaan lain di luar kontrol orang
itu.
2. Pengadilan dapat menentukan pemberlakuan dasar-dasar untuk tidak
memasukkan tanggung jawab pidana yang diberikan dalam Undang-undang
ini pada kasus-kasus sebelumnya.
3. Pada proses peradilan, Pengadilan dapat mempertimbangkan dasar untuk
tidak memasukkan tanggung jawab pidana selain daripada tanggung jawab
yang disebutkan pada ayat 1 bilamana dasar itu berasal dari yang berlaku
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 21, prosedur-prosedur yang
berkaitan dengan pertimbangan dasar itu akan diberikan dalam Aturan-
aturan Prosedur serta Pembuktian.
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Pasal 32
Kesalahan fakta atau kesalahan hukum
1. Kesalahan fakta akan menjadi dasar untuk tidak dimasukkannya tanggung
jawab pidana hanya apabila hal tersebut meniadakan elemen mental yang
diperlukan oleh kejahatan itu.
2. Kejahatan hukum seperti apakah tipe perilaku tertentu merupakan kejahatan
dalam yurisdiksi Pengadilan tidak akan menjadi dasar untuk tidak
memasukkan tanggung jawab pidana. Kejahatan hukum bagaimanapun juga
dapat menjadi dasar untuk tidak memasukkan tanggung jawab pidana
apabila hal itu meniadakan elemen-elemen mental yang diperlukan oleh
kejahatan itu, atau sebagaimana yang ditetapkan Pasal 33.
Pasal 33
Aturan-aturan dan keterangan atau penjelasan hukum yang lebih tinggi
1. Fakta bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan telah dilakukan oleh
seseorang sesuai dengan aturan Pemerintahan atau dari seorang atasan,
apakah militer ataupun sipil, tidak akan melepaskan orang itu dari tanggung
jawab pidana kecuali :
(a) Orang tersebut di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah
Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
(b) Orang itu tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak berdasarkan
hukum; dan
(c) Perintah itu tidak berdasarkan hukum secara manifes.
2. Untuk tujuan pasal ini, perintah untuk mematuhi genocide/pemusnahan etnis
atau kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan printah yang
nyata-nyata salah.
BAGIAN 4
KOMPOSISI DAN ADMINISTRASI PENGADILAN
Pasal 34
Organ-organ Pengadilan
Pengadilan akan terdiri dari organ-organ berikut ini :
(a) Dewan Pimpinan;
(b) Divisi Banding. Divisi Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan;
(c) Kantor Penuntut;
(d) Kantor Pencatat.
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Pasal 35
Layanan hakim
1. Seluruh hakim akan dipilih sebagai anggota Pengadilan penuh waktu dan
akan berada memberikan layanan atas dasar itu dari permulaan jam
kantornya.
2. Para hakim yang menjadi anggota Dewan Pimpinan akan bekerja atas dasar
penuh waktu segera setelah mereka dipilih.
3. Dewan Pimpinan atas dasar beban kerja Pengadilan dan sehubungan dengan
para anggotanya, dapat memutuskan dari waktu ke waktu apa yang
diperlukan oleh hakim-hakim yang diperlukan untuk memberikan layanannya
atas dasar penuh waktu. Setiap penetapan itu harus dibuat tanpa mengurangi
ketentuan pasal 40.
4. Penetapankeuangan untuk para hakim yang tidak diminta untuk bekerja
atas dasar penuh waktu akan dibuat sesuai dengan pasal 49.
Pasal 36
Kualifikasi, pencalonan dan pemilihan Hakim
1. Dengan mengacu pada ketentuan ayat 2, akan ada 18 Hakim Pengadilan.
2. (a) Dewan Pimpinan yang bertindak atas nama Pengadilan dapat
mengusulkan untuk penambahan jumlah Hakim yang ditetapkan pada
ayat 1 dengan mengajukan alasan-alasan mengapa  hal itu dianggap
perlu dan tepat. Panitera harus segera mengedarkan setiap usulan-
usulan kepada seluruh Negara yang menandatangani.
(b) Setiap proposal itu kemudian akan dipertimbangkan pada rapat Majelis
Negara-negara yang menandatangani yang harus diadakan sesuai dengan
pasal 112. Usulan itu akan dianggap diterima apabila disetujui pada
rapat itu oleh suara dua pertiga dari para anggota Majelis Negara-
negara yang menandatangani dan akan berlaku pada saat itu
sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Negara-negara yang
menandatangani.
(c) (i) Apabila proposal untuk penambahan jumlah hakim telah digunakan
sesuai dengan sub-ayat (b), pemilihan dari hakim tambahan akan
berlangsung pada sidang Majelis Negara-negara yang
menandatangani berikutnya sesuai dengan ayat 3 sampai dengan
ayat 8 dan pasal 37, ayat 2;
(ii) Apabila proposal untuk penambahan jumlah hakim telah digunakan
dan diberlakukan sesuai dengan sub-ayat (b) dan (c), hal ini akan
terbuka bagi Dewan Pimpinan pada waktu kemudian, apabila
beban kerja Pengadilan membenarkannya, untuk mengusulkan
226
pengurangan jumlah hakim, dengan ketentuan jumlah hakim tidak
akan berkurang di bawah apa yang ditetapkan pada ayat 1.
Proposal itu akan berkaitan dengan prosedur yang ditetapkan pada
sub-ayat (a) dan (b). Dalam hal bahwa proposal digunakan, jumlah
hakim harus secara progresif ditambah setelah masa kerja hakim
yang bertugas berakhir sampai dengan jumlah yang diperlukan
telah tercapai.
3. (a) Hakim-hakim akan dipilih dari di antara orang-orang yang mempunyai
karakter moral tinggi tidak memihak dan yang mempunyai integritas,
dan yang mempunyai kualifikasi yang diperlukan pada Negaranya
masing-masing untuk penunjukan pejabat yudisial tertinggi.
(b) Setiap calon untuk pemilihan Pengadilan harus :
(i) Telah mempunyai kompetensi dalam hukum dan prosedur pidana
dan pengalaman-pengalaman relevan yang diperlukan, baik sebagai
hakim, penuntut, advokat atau dalam kapasitas serupa lain, pada
perkara-perkara pidana; atau
(ii) Telah mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang yang relevan
dengan hukum internasional seperti hukum ke-manusiaan
internasional dan hukum hak-hak asasi manusia dan pengalaman
yang luas dalam kapasitas hukum profesional yang mempunyai
relevansi dengan pekerjaan yudisial Pengadilan.
(c) Setiap kandidat untuk dipilih Pengadilan harus mempunyai pengetahuan
yang luas dan lancar dan sedikit-dikitnya salah satu bahasa kerja
Pengadilan itu.
4. (a) Pemilihan calon-calon untuk pemilihan Pengadilan dapat dibuat oleh
salah satu Negara yang menandatangai Undang-undang ini, dan akan
dibuat salah satu :
(i) Dengan prosedur untuk pemilihan calon-calon untuk pe-nunjukan
kantor yudisial tertinggi di Negara yang ber-sangkutan; atau
(ii) Dengan prosedur yang diberikan untuk nominasi calon-calon
bagi Pengadilan Internasional dalam Undang-undang Pengadilan
itu.
Nominasi akan disertai dengan pernyataan dalam perincian-perincian
yang diperlukan yang menjelaskan bagaimana kandidat itu memenuhi
persyaratan-persyaratan ayat 3.
(b) Masing-masing Negara yang menandatangani dapat mengajukan satu
kandidat untuk setiap pemilihan yang diberikan yang tidak perlu menjadi
warga negara Negara yang menandatangani itu tetapi dalam segala hal
merupakan warga negara Negara yang me-nandatangani.
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(c) Majelis Negara-Negara yang menandatangani dapat memutuskan
bilamana diperlukan untuk menetapkan Komisi Penasihat tentang
nominasi itu. Dalam hal itu, komposisi Komisi dan tugas-tugasnya akan
dibentuk oleh Majelis Negara-negara yang menandatangani.
5. Untuk tujuan pemilihan ada dua daftar kandidat :
Daftar A memuat nama-nama kandidat dengan kualifikasi yang ditetapkan
pada ayat 3 (b) (i); dan
Daftar B memuat nama-nama kandidat dengan kualifikasi yang ditetapkan
pada ayat 3 (b) (ii).
Seorang kandidat dengan kualifikasi yang memadai untuk kedua daftar itu
dapat memilih daftar yang mana yang akan digunakan. Pada pemilihan
pertama Pengadilan, sedikit-dikitnya sembilan hakim akan dipilih dari daftar
A dan sedikit-dikitnya lima hakim dari daftar B. Pemilihan berikutnya akan
diatur sebagai untuk menjaga proporsi yang sama pada Pengadilan dari
hakim-hakim yang mempunyai kualifikasi pada dua daftar itu.
6. (a) Hakim-hakim akan dipilih melalui surat suara rahasia dalam rapat
Majelis Negara-negara yang menandatangani yang diselenggarakan
untuk tujuan itu sesuai dengan pasal 112. Mengacu pada ayat 7,
orang-orang yang dipilih oleh Pengadilan haruslah 18 calon yang
memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas dua pertiga dari
Negara-negara yang menandatangani hadir dan memberikan suara.
(b) Dalam hal bahwa jumlah hakim yang memadai tidak terpilih pada
pemungutan suara pertama, surat suara berikutnya akan diselenggarakan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada sub-ayat (a) sesuai
dengan tempat-tempat yang masih ada telah terisi.
7. Tidak ada dua hakim yang berasal dari warga negara yang sama. Seorang
yang, untuk tujuan keanggotaan Pengadilan, dapat dianggap sebagai seorang
warga lebih dari satu Negara akan dianggap menjadi seorang warga negara
dari negara dimana orang itu melaksanakan hak-hak sipil dan politiknya.
8. (a) Negara-negara yang menandatangani, pada pemilihan para hakim, akan
memperhitungkan kebutuhan, dalam keanggotaan Pengadilan itu, untuk:
(i) Perwakilan dari sistem hukum pokok dunia;
(ii) Perwakilan geografis yang dapat dipersamakan; dan
(iii) Perwakilan yang adil antara hakim pria dan hakim wanita.
(b) Negara-negara yang menandatangani juga akan mempertimbangkan
kebutuhan untuk memasukkan hakim-hakim dengan keahlian hukum
pada isu-isu khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan
terhadap wanita atau anak-anak.
228
9. (a) Mengacu pada sub-ayat (b), para hakim harus melaksanakan tugasnya
untuk jangka waktu sembilan tahun, dan mengacu pada sub-ayat (c)
dan pasal 37, ayat 2, tidak diizinkan untuk dipilih kembali.
(b) Pada pemilihan pertama, sepertiga hakim yang dipilih akan dipilih melalui
undian untuk bertugas selama jangka waktu tiga tahun, satu pertiga
hakim yang dipilih akan dipilih melalui undian untuk bertugas selama
enam tahun dan sisanya akan bertugas untuk jangka waktu sembilan
tahun.
(c) Seorang hakim yang dipilih untuk bertugas untuk jangka waktu tiga
tahun sesuai dengan sub-ayat (b) akan dapat dipilih kembali untuk
jangka waktu penuh.
10. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 9, seorang hakim yang ditugaskan untuk
proses Pengadilan atau Banding sesuai dengan pasal 39 akan terus menjabat
sampai dengan selesainya pemeriksaan proses peradilan atau banding yang
telah diajukan di hadapan Persidangan.
Pasal 37
Lowongan yudisial
1. Dalam hal terjadi lowongan, pemilihan akan diselenggarakan sesuai dengan
pasal 36 untuk mengisi lowongan itu.
2. Seorang hakim yang dipilih untuk mengisi lowongan akan bertugas untuk
jangka waktu sisa dari hakim yang terdahulu dan apabila jangka waktu itu
tiga tahun atau kurang akan dapat dipilih kembali untuk jangka waktu penuh
sesuai dengan pasal 36.
Pasal 38
Dewan Pimpinan
1. Ketua dan Wakil Ketua Pertama dan Kedua akan dipilih oleh mayoritas
mutlak dari para hakim. Mereka masing-masing akan bertugas untuk jangka
waktu tiga tahun atau sampai dengan bearkhirnya masing-masing jangka
waktu tugasnya sebagai hakim yang manapun yang lebih dahulu. Mereka
akan memenuhi syarat untuk dipilih kembali sekali lagi.
2. Wakil Ketua Pertama bertindak menggantikan Ketua dalam hal bahwa Ketua
tidak ada atau sudah tidak memenuhi persyaratan lagi. Wakil Ketua Kedua
akan bertindak menggantikan Ketua dalam hal bahwa baik Ketua maupun
Wakil Ketua Pertama tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan lagi.
3. Ketua, bersama-sama dengan Wakil Ketua Pertama dan Kedua, merupakan
Dewan Pimpinan yang bertanggungjawab untuk:
(a) Administrasi yang tepat dari Pengadilan, dengan kekecualian Kantor
Penuntut; dan
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(b) Fungsi-fungsi lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan Undang-
undang ini.
4. Dalam pelepasan tanggung jawabnya sesuai dengan ayat 3 (a), Dewan
Pimpinan harus berkoordinasi dengan dan mengupayakan persetujuan dari
Penuntut tentang segala hal dari kepentingan bersama.
Pasal 39
Majelis/persidangan
1. Sesegera mungkin setelah pemilihan hakim Pengadilan dapat menata sendiri
divisi-divisi yang ditetapkan pasal 34, ayat (b). Divisi Banding akan terdiri
dari Ketua dan empat hakim lain, Divisi Proses Persidangan tidak kurang
dari enam hakim dan Divisi Pra-Peradilan tidak kurang dari enam hakim.
Penugasan hakim-hakim pada divisi akan didasarkan pada sifat fungsi yang
harus dilakukan oleh masing-masing divisi dan kualifikasi serta pengalaman
dari hakim-hakim yang dipilih pada Pengadilan itu, dengan cara begitu
masing-masing divisi akanmemuat kombinasi yang tepat para ahli dalam
hukum dan prosedur pidana serta dalam hukum internasional. Divisi
Persidangan dan Pra Persidangan terdiri terutama dari hakim-hakim dengan
pengalaman persidangan pidana.
2. (a) Fungsi yudisial Pengalihan akan dilakukan pada masing-masing divisi
oleh Majelis.
(b) (i) Majelis Banding akan terdiri dari hakim-hakim Divisi Banding;
(ii) Fungsi dari Majelis Persidangan akan dilakukan oleh tiga hakim
dari Divisi Persidangan;
(iii) Fungsi dari Majelis Pra-Peradilan akan dilakukan baik oleh tiga
hakim Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari
divisi itu sesuai dengan Undang-undang ini dan Peraturan Prosedur
dan Bukti;
(c) Tidak ada ketentuan dalam ayat ini akan menggantikan konstitusi
simultan yang lebih daripada satu Majelis Peradilan atau Majelis Pra-
Peradilan apabila manajemen yang efisien dari beban kerja Pengadilan
diperlukan.
3. (a) Hakim-hakim yang ditugaskan pada Divisi Peradilan akan bekerja
dalam divisi itu untuk jangka waktu tiga tahun, dan kemudian sampai
dengan selesainya kasus pemeriksaan mana yang telah dimulai pada
divisi itu.
(b) Hakim-hakim yang ditugaskan pada Divisi Banding akan bekerja pada
divisi itu. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini, bagaimanapun juga yang
akan menghalangi perbantuan sementara hakim-hakim dari Divisi
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Peradilan pada Divisi Pra-Peradilan atau sebaliknya, apabila Dewan
Pimpinan mempertimbangkan bahwa manajemen yang efisien dari
beban kerja Pengadilan memerlukannya, dengan keadaan
bagaimanapun juga tidak akan ada hakim yang ber-partisipasi dalam
tahap-tahap Pra-Peradilan satu kasus memenuhi persyaratan untuk
duduk pada pemeriksaan Majelis Peradilan kasus itu.
Pasal 40
Kebebasan hakim
1. Hakim-hakim bersifat independen dalam pelaksanaan fungsinya.
2. Hakim-hakim tidak akan melakukan kegiatan apapun yang mungkin akan
menimbulkan gangguan terhadap fungsi yudisialnya atau mempengaruhi
kepercayaan dirinya pada kebebasannya.
3. Hakim-hakim yang diperlukan untuk bertindak atau bertugas atas dasar
penuh waktu di kantor Pengadilan tidak akan mengadakan kegiatan usaha
pekerjaan lain dari yang bersifat profesional.
4. Setiap pertanyaan mengenai aplikasi ayat 2 dan 3 akan diputuskan oleh
mayoritas mutlak para hakim. Bilamana pertanyaan itu mengenai hakim
individu, hakim itu tidak akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Pasal 41
Memaafkan dan mendiskualifikasikan hakim
1. Dewan Pimpinan atas pernyataan hakim dapat memaafkan hakim dari
pelaksanaan fungsi sesuai dengan Undang-undang ini, sesuai Peraturan
Prosedur dan Pembuktian.
2. (a) Seorang hakim tidak akan berpartisipasi dalam kasus apapun dimana
keberpihakannya akan diragukan atas dasar. Seorang hakim akan
didiskualifikasikan dari kasus sesuai dengan ayat ini apabila, inter alia,
bahwa hakim sebelumnya terlibat dalam jkapasitas pada kasus itu
sebelum Pengadilan itu atau dalam kasus pidana yang terkait pada
tingkat nasional yang melibatkan orang-orang yang diperiksa atau
dituntut. Seorang hakim juga akan didiskualifikasikan atas dasar-dasar
lain sebagaimana yang ditentukan untuk itu dalam Peraturan Prosedur
dan Pembuktian.
(b) Penuntut atau orang yang diselidiki atau dituntut dapat meminta
pendiskualifikasian seorang hakim sesuai dengan ayat ini.
(c) Suatu pertanyaan untuk diskualifikasi seorang hakim akan diputus-
kan oleh mayoritas mutlak para hakim. Hakim yang ditantang akan
berhak untuk hadir untuk memberikan klarifikasi/penjelasan tentang
masalah itu, tetapi tidak ambil bagian dalam keputusan.
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Pasal 42
Kantor Penuntut
1. Kantor Penuntut akan bertindak secara independen sebagai organ yang
terpisah dari Pengadilan. Hal ini merupakan tanggung jawabnya untuk
penerimaan penyerahan-penyerahan dan setiap informasi yang penting
tentang kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu, untuk memeriksa dan
untuk mengadakan penyelidikan dan penuntutan di hadapan Pengadilan.
Seorang anggota Kantor itu tidak akan berupaya atau bertindak atas
instruksi sumber-sumber eksternal manapun.
2. Kantor itu akan diketuai oleh Penuntut. Penuntut akan mempunyai
kewenangan penuh terhadap manajemen dan administrasi kantor itu,
termasuk staf, fasilitas dan sumber daya lainnya. Penuntut akan dibantu
oleh seorang deputi Penuntut atau lebih, yang berhak untuk melakukan setiap
tindakan yang diperlukan oleh Penuntut sesuai dengan Undang-undang ini.
Penuntut dan Deputi Penuntut harus mempunyai kewarganegaraan yang
berbeda. Mereka akan bertugas atas dasar penuh waktu.
3. Penuntut dan Deputi Penuntut haruslah orang-orang yang mempunyai sikap
moral yang tinggi, sangat kompeten dalam dan mempunyai pengalaman
praktis yang luas pada penuntutan atau persidangan kasus-kasus pidana.
Mereka mempunyai pengetahuan luas dan lancar pada sedikit-dikitnya salah
satu bahasa kerja Pengadilan.
4. Penuntut akan dipilih melalui surat suara rahasia oleh mayoritas mutlak para
anggota Majelis Negara-negara yang menandatangani. Deputi Penuntut akan
dipilih dengan cara yang sama dari daftar kandidat yang diberikan oleh
Penuntut. Penuntut akan mengajukan tiga kandidat untuk masing-masing
posisi Deputi Penuntut yang harus diisi. Kecuali jangka waktu yang lebih
singkat diputuskan pada saat pemilihannya, Penutut dan Deputi Penuntut
harus mengerjakan tugasnya untuk jangka waktu sembilan tahun dan tidak
akan dapat dipilih kembali.
5. Baik Penuntut ataupun Deputi Penuntut tidak akan melakukan kegiatan-
kegiatan lain yang mempengaruhi fungsi penuntutannya atau mempengaruhi
kepercayaan diri dalam kebebasannya. Mereka tidak akan berusaha dalam
kedudukan atau pekerjaan lain yang bersifat profesional.
6. Dewan Pimpinan dapat memaafkan Penuntut atau Deputi Penuntut atas
permintaannya, dari tindakan kasus tertentu.
7. Baik penuntut maupun Deputi Penuntut tidak akan berpartisipasi dalam
suatu masalah yang mana keberpihakannya mungkin dapat diragukan atas
dasar tertentu. Mereka akan didiskualifikasi dari kasus sesuai dengan ayat
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ini apabila, inter alia, mereka telah sebelumnya terlibat dalam kedudukan
pada kasus itu sebelum Pengadilan itu atau dalam kasus pidana yang terkait
pada tingkat nasional yang melibatkan orang yang diselidiki atau dituntut.
8. Setiap masalah berkaitan dengan diskualifikasi Penuntut atau Deputi Penuntut
akan diputuskan oleh Majelis Banding.
(a) Orang yang diselidiki atau dituntut setiap saat dapat meminta
pendiskualifikasian Penuntut atau Deputi Penuntut atas dasar
sebagaimana yang ditetapkan pada ayat ini;
(b) Penuntut atau Deputi Penuntut bilamana memungkinkan berhak untuk
mengajukan pendapatnya tentang masalah;
9. Penuntut akan menunjuk para penasihat dengan keahlian hukum pada isu-
isu khusus termasuk, tetapi tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran
seksual dan gender serta pelanggaran terhadap anak-anak.
Pasal 43
Kantor Panitera
1. Kantor Panitera akan bertanggungjawab untuk aspek-aspek non yudisial
dari administrasi Pengadilan dan layanan, tanpa mengurangi fungsi Penuntut
sesuai dengan Pasal 42.
2. Kantor Panitera akan dikepalai oleh seorang Panitera yang akan menjadi
pejabat administratif utama Pengadilan itu. Panitera akan melaksanakan
fungsinya sesuai dengan kewenangan dari Ketua Pengadilan.
3. Panitera dan Deputi Panitera adalah orang-orang yang mempunyai karakter
moral tinggi sangat kompeten dan mempunyai pengalaman luas dan lancar
dalam paling sedikit satu bahasa kerja Pengadilan.
4. Para hakim akan memilih Panitera dengan mayoritas mutlak surat suara
rahasia, dengan mempertimbangkan setiap rekomendasi oleh Majelis
Negara-negara yang dan menandatangani. Apabila kebutuhan timbul dan
atas rekomendasi dari Panitera para hakim akan memilih dengan cara yang
sama seorang Deputi Panitera.
5. Panitera akan bertugas untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat dipilih
kembali untuk sekali masa kerja berikutnya dan akan bekerja atas dasar
penuh waktu. Deputi Panitera bekerja untuk jangka waktu lima tahun atau
jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana yang diputuskan oleh mayoritas
mutlak para hakim, dan dapat dipilih berdasarkan bahwa Deputi Panitera
akan diperlukan untuk bertugas bilamana diperlukan.
6. Panitera akan menetapkan Unit-unit Korban dan Saksi di dalam Kantor
Panitera. Unit ini akan memberikan konsultasi dengan Kantor Penuntut,
tindakan-tindakan perlindungan dan penetapan-penetapan jaminan,
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konseling dan bantuan-bantuan tepat lainnya untuk para saksi, korban yang
menghadap ke Pengadilan, dan orang-orang lain yang berada pada resiko
atas pemberian kesaksian. Unit itu akan mencakup staf dengan keahlian
pada trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan dan
pelanggaran seksual.
Pasal 44
Staf
1. Penuntut dan Panitera akan menunjuk staf yang memenuhi persyaratan
sebagaimana yang diperlukan untuk kantornya masing-masing. Dalam hal
Penuntut, hal ini akan memasukkan penunjukan para penyelidik.
2. Dalam pekerjaan staf, Penuntut dan Panitera akan menjamin standar efisiensi,
kompetensi dan integritas yang tertinggi, dan akan memper-hatikan,
mutatis mutandis, kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pasal 36, ayat 8.
3. Panitera, dengan perjanjian dari Dewan Pimpinan dan Penuntut akan
mengusulkan Peraturan-peraturan staf yang mencakup ketentuan dan syarat-
syarat dimana staf Pengadilan akan ditunjuk, upah dan pemecatan.
Peraturan-peraturan Staf disetujui oleh Majelis Negara-negara yang
menandatangani.
4. Pengadilan, dengan kekecualian keadaan dapat mempekerjakan para ahli
dari personil-personil gratis yang ditawarkan oleh Negara-negara yang
menandatangani, organisasi antar pemerintahan atau LSM-LSM untuk
membantu pekerjaan ari salah satu organ Pengadilan itu. Penuntut dapat
menerima penawaran itu atas nama Kantor Penuntut. Personil gratis itu
akan dipekerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh
Majelis Negara-negara yang menandatangani.
Pasal 45
Pelaksanaan sungguh-sungguh
Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan Undang-
undang ini, para hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, Panitera dan Deputi Panitera
masing-masing akan membuat janji kesungguhan di pengadilan terbuka untuk
melaksanakan fungsinya masing-masing yang tidak memihak dan secara sadar.
Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan Undang-
undang ini, para hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, Panitera dan Deputi Panitera
masing-masing akan membuat janji kesungguhan di pengadilan terbuka untuk
melaksanakan fungsinya masing-masing yang tidak memihak dan secara sadar.
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Pasal 46
Pemecatan dari kantor
1. Seorang hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, Panitera dan Deputi Panitera
akan dipecat dari kantor apabila keputusan terhadap pemberlakukan ini
dibuat sesuai dengan ayat 2 dalam hal bilamana orang itu:
(a) Diketahui telah melakukan kesalahan yang serius atau pelanggaran yang
serius dari tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-undang, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Prosedur dan Pembuktian; atau
(b) Tidak mampu untuk melaksanakan fungsinya yang diperlukan oleh
Undang-undang ini.
2. Keputusan untuk pemecatan dari kantor atas seorang hakim, Penuntut atau
Deputi Penuntut sesuai dengan ayat 1 akan dilakukan oleh Majelis Negara-
negara yang menandatangani, dengan surat suara rahasia:
(a) Dalam hal seorang hakim, dengan mayoritas dua pertiga Negara-negara
yang menandatangani atas rekomendasi yang digunakan oleh mayoritas
dua pertiga dari hakim-hakim lain;
(b) Dalam hal Penuntut oleh mayoritas Negara-negara yang menanda-
tangani;
(c) Dalam hal Deputi Penuntut, oleh mayoritas mutlak Negara-negara yang
menandatangani atas rekomendasi Penuntut.
3. Suatu keputusan untuk pemecatan dari kantor seorang Panitera atau Deputi
Panitera yang dibuat oleh mayoritas mutlak para hakim.
4. Seorang hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, panitera atau Deputi Panitera
yang perilakunya atau kemampuannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi
kantornya sebagaimana yang diperlukan oleh Undang-undang ini diragukan
atau ditantang sesuai dengan pasal ini akan mempunyai kesempatan penuh
untuk membuat pengajuan sesuai dengan Peraturan Prosedur dan
Pembuktian. Orang yang bersangkutan dengan cara lain tidak akan
berpartisipasi dalam mempertimbangkan masalah-masalahnya.
Pasal 47
Tindakan-tindakan disiplin
Seorang hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, Panitera atau Deputi Panitera yang
melakukan perilaku yang menyimpang dari sifat yang tidak serius selain daripada
yang ditetapkan pada pasal 46, ayat 1, akan diberikan sanksi tindakan disiplin
sesuai dengan Peraturan Prosedur dan Pembuktian.
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Pasal 48
Hak-hak istimewa dan kekebalan
1. Pengadilan akan diadakan di wilayah masing-masing Negara yang
menandatangani dan mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan
sebagaimana yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan-tujuannya.
2. Hakim-hakim, Penuntut, Deputi Penuntut dan Panitera, pada saat
melaksanakan tugas-tugasnya atau dengan memperhatikan pekerjaan
Pengadilan, akan mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama
sebagaimana yang diupayakan pada para kepala misi diplomatik dan setelah
berakhirnya masa tugasnya, akan terus diupayakan untuk mendapatkan
dari proses hukum dari segala jenis dalam hal kata-kata yang diucapkan
atau tulisan-tulisan dan tindakan-tindakan yang dilakukan olehnya dalam
kedudukan resminya.
3. Deputi Panitera, staf Kantor Penuntut dan staf Kantor Panitera akan
mempunyai hak istimewa dan kekebalan serta fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya sesuai dengan perjanjian pada
hak-hak istimewa dan kekebalan Pengadilan.
4. Para konsul, para ahli, saksi-saksi atau orang lain manapun yang diperlukan
untuk hadir di proses Pengadilan akan diupayakan perlakukan sebagaimana
yang diperlukan untuk pemungsian yang tepat di Pengadilan, sesuai dengan
perjanjian tentang hak-hak istimewa dan kekebalan Pengadilan.
5. Hak-hak istimewa dan kekebalan dari :
(a) Seorang hakim atau Penuntut dapat dilepaskan oleh mayoritas mutlak
hakim.
(b) Panitera dapat dilepaskan Dewan Pimpinan;
(c) Deputi Penuntut dan staf Kantor Penuntut dapat dilepaskan oleh
Penuntut;
(d) Deputi Panitera dan staf Kantor Panitera dapat dilepaskan oleh
Panitera.
Pasal 49
Gaji, tunjangan dan ongkos-ongkos
Para hakim, Penuntut, Deputi Penuntut, Panitera dan Deputi Panitera akan
menerima gaji, tunjangan dan ongkos-ongkos sebagaimana yang diputuskan pada
Majelis Negara-negara yang menandatangani. Gaji dan tunjangan-tunjangan ini
akan berkurang selama msa kerjanya.
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Pasal 50
Bahasa resmi dan bahasa kerja
1. Bahasa resmi Pengadilan adalah bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris,
bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa Spanyol. Keputusan Pengadilan
serta keputusan-keputusan lain yang menyelesaikan isu-isu penting di
hadapan Pengadilan akan diterbitkan dalam bahasa resmi. Dewan Pimpinan
sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Peraturan Prosedur dan Pembuktian
akan menentukan keputusan yang dapat dipertimbangkan sebagai
penyelesaian isu-isu penting untuk tujuan ayat ini.
2. Bahasa kerja Pengadilan adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis.
Peraturan Prosedur dan Pembuktian akan menentukan kasus-kasus dimana
bahasa-bahasa resmi lain dapat digunakan sebagai bahasa kerja.
3. Atas permintaan salah satu pihak untuk perkara-perkara atau Negara yang
diizinkan untuk campur tangan dalam perkara, Pengadilan akan memberikan
kewenangan bahasa lain selain daripada Inggris atau Perancis untuk
digunakan oleh Pihak atau Negara Bagian itu dengan ketentuan Pengadilan
mempertimbangkan kewenangan itu untuk dapat diedarkan secara memadai.
Pasal 51
Peraturan Prosedur dan Pembuktian
1. Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian akan berlaku atas tuntutan oleh
mayoritas dua pertiga para anggota Majelis Negara-negara menandatangani.
2. Perubahan terhadap Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian dapat
diusulkan oleh :
(a) Salah satu Negara yang menandatangani;
(b) Hakim-hakim yang bertindak dengan mayoritas mutlak, atau
(c) Penuntut.
Perubahan-perubahan itu akan berlaku setelah disahkan oleh mayoritas dua
pertiga para anggota Majelis Negara-negara yang menandatangani.
3. Setelah pengesahan Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian dalam hal-
hal penting bilamana Aturan-aturan tidak memberikan situasi yang khusus
di hadapan Pengadilan, para hakim dengan mayoritas dua pertiga dapat
membuat Aturan-aturan sementara untuk digunakan sampai dengan
dipisahkan, diubah atau ditolak pada sidang biasa atau sidang khusus
berikutnya dan Majelis Neara- yang menandatangani.
4. Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian, perubahannya dan Aturan-aturan
sementara akan konsisten dengan Undang-undang ini. Perubahan-perubahan
terhadap Aturan-aturan Prosedur dan Pembuktian serta Aturan-aturan
sementara tidak akan diterapkan secara retroaktif yang dapat merugikan
orang-orang yang diselidiki atau dituntut atau yang telah didakwa.
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5. Dalam hal terjadi pertentangan antara Undang-undang dan Aturan-aturan
Prosedur dan Pembuktian, Undang-undang ini akan tetap berlaku.
Pasal 52
Peraturan-peraturan Pengadilan
1. Para hakim sesuai dengan Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan
Prosedur dan Pembuktian yang disahkan oleh mayoritas mutlak, Peraturan-
peraturan Pengadilan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi rutinnya.
2. Penuntut dan Panitera akan dikonsultasikan dalam penguraian Aturan-aturan
dan setiap perubahan-perubahannya.
3. Peraturan-peraturan dan setiap perubahannya akan berlaku setelah
pengesahan kecuali diputuskan lain oleh para hakim. Segera setelah
pengesahan, mereka akan dibagikan ke Negara-negara yang menandatangani
untuk diminta komentarnya. Apabila dalam jangka waktu enam bulan tidak
ada keberatan dari mayoritas Negara-negara yang menandatangani maka
Peraturan-peraturan itu akan tetap berlaku.
BAGIAN 5
PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN
Pasal 53
Permulaan dari suatu penyelidikan
1. Penuntut, setelah mengevaluasi informasi yang ada padanya akan
mengadakan penyelidikan kecuali ia menentukan bahwa tidak ada dasar
yang tepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-undang ini.
Dalam memutuskan apakah ingin mengawali penyelidikan, Penutut harus
mempertimbangkan apakah :
(a) Informasi yang ada pada Penuntut memberikan dasar yang tepat untuk
meyakini bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan telah terjadi
atau sedang dilakukan;
(b) Kasus itu dapat atau akan dapat diselesaikan sesuai dengan pasal 17;
dan
(c) Memperhitungkan berat ringannya dan kepentingan korban, tidak ada
alasan-alasan substansial lain untuk diyakini bahwa penyelidikan tidak
akan memberikan epradilan.
Apabila Penuntut menentukan bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk
menindaklanjutinya dan penentuannya didasarkan secara tersendiri pada
sub-ayat (c) di atas, dia akan memberitahukan Majelis Pra-Peradilan.
2. Apabila setelah penyelidikan, Penuntut menyimpulkan bahwa tidak ada dasar
yang cukup untuk penuntutan karena :
(a) Tidak ada dasar-dasar hukum atau faktual yang memadai untuk
mendapatkan jaminan atau panggilan sesuai pasal 17; atau
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(b) Kasus itu tidak dapat diakui sesuai dengan pasal 17; atau
(c) Suatu tuntutan bukan dalam kepentingan peradilan, yang
memperhitungkan seluruh keadaan, termasuk beratnya jehatan,
kepentingan korban dan usia atau kelemahan-kelemahan pelaku
kejahatan yang diduga, dan peranan-peranannya dalam kejahatan yang
dituduhkan;
Penuntut akan memberitahukan Majelis Pra-Peradilan dan Negara yang
mengadakan penyerahan sesuai dengan pasal 14 atau Dewan Keamanan
dalam kasus sesuai dengan pasal 13, ayat (b), dari kesimpulannya dan alasan-
alasan untuk kesimpulan itu.
3. (a) Atas permintaan Negara yang mengadakan penyerahan sesuai dengan
pasal 14 atau Dewan Keamanan sesuai dengan pasal 13, ayat (b),
Majelis Pra-Peradilan dapat meninjau kembali keputusan dari Penuntut
sesuai dengan ayat 1 dan 2 yang tidak ditindaklanjuti dan dapat meminta
Penuntut untuk mempertimbangkan keputusan itu.
(b). Selain itu, Majelis Pra-Peradilan atas inisiatifnya sendiri dapat meninjau
kembali keputusan Penuntut untuk tidak menindaklanjuti apabila hal
itu didasarkan secara tersendiri pada ayat 1 (c) atau 2 (c). Dalam
kasus itu, keputusan Penuntut akan berlaku hanya apabila ditegaskan
oleh Majelis Pra-Peradilan.
4. Penuntut setiap saat, dapat mempertimbangkan keputusan apakah dia ingin
mengawali penyelidikan atau penuntutan berdasarkan pada fakta-fakta atau
informasi baru.
Pasal 54
Tugas-tugas dan kekuasaan Penuntut berkaitan dengan penyelidikan
1. Penuntut akan :
(a) Dapat menciptakan penyelidikan yang benar dan luas untuk mencakup
seluruh fakta dan bukti yang relevan dengan penilaian apakah tanggung
jawab pidana atau tidak sesuai dengan Undang-undang ini dan dalam
melakukan hal itu, menyelidiki keadaan-keadaan yang mempengaruhi.
(b) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin investigas
dan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan dalam yurisdiksi
Pengadilan, dan dalam melaksanakannya, memperhatikan kepentingan-
kepentingan dan keadaan pribadi korban dan saksi, termasuk usia,
jenis kelamin seperti yang ditetapkan dalam pasal 7, ayat 3, dan
kesehatan, serta memperhatikan sifat kejahatan itu, terutama bila
melibatkan kejahatan seksual, kejahatan jenis kelamin atau kejahatan
terhadap anak-anak; dan
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(c) Menghormati sepenuhnya hak orang yang muncul berdasarkan
Undang-undang ini.
2. Penuntut dapat menjalankan investigasinya berdasarkan wilayah suatu
Negara :
(a) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 9; atau
(b) Seperti yang disahkan oleh Dewan Pra-Penyidikan sesuai dengan pasal
57, ayat 3 (d).
3. Penuntut dapat :
(a) Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti;
(b) Meminta kehadiran dan menanyai orang-orang yang diperiksa/
diinvestigasi, korban-korban dan saksi-saksi;
(c) Mengadakan kerjasama dengan setiap negara atau organisasi antar
pemerintah atau penetapan sesuai dengan kewenangan dan/atau
mandatnya masing-masing;
(d) Membuat penetapan atau kesepakatan, yang tidak bertentangan
dengan Undang-undang, yang diperlukan untuk mempermudah
kerjasama dengan suatu Negara, organisasi antar pemerintah atau
orang;
(e) Menyetujui untuk tidak mengungkap, pada setiap tahapan persidangan,
dokumen-dokumen atau informasi agar Penuntut memperolehnya
dengan syarat kerahasiaan dan semata-mata untuk tujuan memperoleh
bukti baru, kecuali penyedia informsi itu mengizinkannya; dan
(f) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu atau meminta agar tindakan-
tindakan yang perlu itu diambil, untuk menjamin ke-rahasiaan informasi,
perlindungan terhadap setiap orang atau melindungi bukti-bukti itu.
Pasal 55
Hak orang-orang selama dalam investigasi
1. Hal yang menyangkut investigasi menurut Undang-undang ini, orang :
(a) Tidak dipaksa untuk melibatkan diri/dituduh mengakui kejahatan;
(b) Tidak dikenai paksaan dalam bentuk apapun, paksaan atau ancaman,
bentuk perlakuan dan hukuman lain apapun yang kejam, tidak
berperikemanusiaan atau menurunkan martabat;
(c) Bila pada oarng itu diajukan pertanyaan dengan menggunakan bahasa
selain dari bahasa yang sepenuhnya dipenuhi atau digunakan oleh
orang itu, orang itu secara bebas bea, diberi bantuan ahli bahasa yang
mahir dan terjemannya yang diperlukan untuk memenuihi persyaratan
keadilan; dan
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(d) Tidak dikenenai penahanan yang sewenang-wenang, dan tidak dicabut
kemerdekaannya kecuali atas dasar atau sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini.
2. Bila terdapat alasan yang diyakni bahwa orang itu telah melakukan
kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan dan orang itu hendak diberi
pertanyaan apakah oleh Penuntut, atau oleh pihak yang berwenang dari
Negaranya sesuai dengan permohonan yang dibuat menurut Bagian 9,
bahwa orang itu juga memiliki hak-hak berikut ini yang harus diberitahu
sebelum diajukan pertanyaan kepadanya :
(a) Diberitahu, sebelum diajukan pertanyaan, bahwa terdapat alasan yang
dapat dipercaya bahwa dia telah melakukan kejahatan di dalam
yurisdiksi Pengadilan;
(b) Untuk tetap diam, tanpa menjadikan diamnya itu sebagai pertimbangan
dalam menentukan salah atau tidak bersalah;
(c) Memiliki kuasa hukum dari orang yang dipilihnya, atau, jika orang itu
tidak memiliki kuasa hukum, memiliki kuasa hukum yang ditunjuk
untuknya, dalam hal bila kepentingan peradilan memerlukannya dan
tanpa dibayar oleh orang itu dalam hal bila orang itu tidak memiliki
cukup kemampuan untuk membayarnya; dan
(d) Diajukan pertanyaan dengan dihadiri pengacara kecuali orang itu secara
sukarela melepaskan haknya terhadap pengacara itu.
Pasal 56
Peran Dewan Pra-Penyidikan berkaitan dengan
kemungkinan investigasi khusus
1. (a) Bila Penuntut menganggap investigasi untuk menghadirkan kemungkinan
khusus untuk mengambil engakuan atau pernyataan dari saksi atau untuk
memeriksa, mengumpulan atau menguji bukti, yang masing-masing
mungkin tidak tersedia untuk tujuan penyidikan, Penutut
memberitahukan kepada Dewan-Pra-Penyidikan.
(b) Dalam hal, Dewan Pra-Penyidikan, atas permohonan Penuntut, dapat
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin efisiensi
dan integritas persidangan dan, terutama, untuk melindungi hak
pembelaan.
(c) Kecuali Dewan Pra-Penyidikan memerintahkan lain, Penuntut memberi
informasi yang berkaitan ke orang yang telah ditahan atau muncul
memenuhi undangan/panggilan berkaitan dengan investigasi sesuai
dengan sub-ayat (a) agar dia dapat diperiksa perihal masalah itu.
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2. Tindakan-tindakan yang mengacu pada ayat 1(b) meliputi :
(a) Membuat rekomendasi-rekomendasi atau perintah-perintah yang
menyangkut prosedur yang harus diikuti;
(b) Arahan aar catatan dibuat drari persidangan;
(c) Penunjukan sorang ahli untuk membantu;
(d) Pengesahan pengacara untuk orang yang telah ditahan, atau hadir di
hadapan Pengadilan memenuhi panggilan, untuk turut serta, atau bila
belum diadakan penangkapan atau belum hadir atau pengacara belum
ditunjuk, penunjukan pengacara lain untuk hadir dan diwakili
kepentingan pembelaan;
(e) Menyebutkan nama salah satu dari anggotanya atau, bila perlu, hakim
lain yang ada dari Dewan Pra-Penyidikan atau Divisi Penyidikan untuk
meninjau atau membuat rekomendasi atau perintah-perintah yang
menyangkut pengumpulan atau perlindungan/penyelamatan bukti dan
orang-orang yang kepadanya diajukan pertanyaan;
(f) Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu untuk mengumpulkan
atau menyelamatkan bukti.
3. (a) Bila Penuntut belum mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan pasal
ini tetapi Dewan Pra-Penyidik menganggap bahwa tindakan-tindakan
itu diperlukan untuk mengamankan bukti yang dianggap sangat penting
untuk pembelaan di persidangan, Pengadilan berkonsultasi dengan
Penuntut mengenai apakah ada alasan yang baik terhadap kegagalan
Penuntut untuk meminta tindakan itu. Bila berdasarkan konsultasi,
Dewan Pra-Penyidikan menyimpulkan bahwa kekeliruan Penuntut
untuk meminta tindakan itu tidak dibenarkan, Dewan Penyidik dapat
mengambil tindakan-tindakan atas inisiatifnya sendiri.
(b) Keputusan Dewan Pra-Penyidikan untuk bertindak atas inisiatifnya
sendiri menurut ayat ini dapat diajukan banding oleh Penuntut. Band-
ing diperiksa berdasarkan percepatan.
4. Pengakuan bukti yang diamankan atau dikumpulkan untuk persidangan
menurut pasal ini, atau catatan daripadanya diatur pada persidangan melalui
pasal 69, dan diberi bobot seperti yang ditentukan oleh Dewan Penyidik.
Pasal 57
Fungsi dan wewenang Dewan Pra-Penyidik
1. Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, Dewan Pra-Penyidikan
menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal ini.
2. (a) Perintah-perintah atau aturan-aturan dari Dewan Pra-Penyidikan yang
dikeluarkan sesuai dengan pasal 15, 18, 19, 54, ayat 2, 61, ayat 7,
dan 72 harus disetujui oleh mayoritas hakim.
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(b) Dalam segala hal, hakim tunggal dari Dewan Pra-Penyidikan dapat
menjalankan fungsinya yang ditetapkan untuk itu dalam Undang-undang
ini, kecuali ditetapkan lain untuk itu dalam Aturan Prosedur dan
Pembuktian atau oleh mayoritas Dewan Pra-Penyidikan.
3. Di samping fungsi-fungsi lain berdasarkan Undang-undang ini, Dewan Pra-
Penyidikan dapat :
(a) Atas permohonan Penuntut, mengeluarkan perintah dan jaminan yang
diperlukan untuk tujuan investigasi;
(b) Atas permintaan orang yang ditahan atau yang hadir memenuhi panggilan
berdasarkan pasal 58, mengeluarkan perintah-perintah, tindakan-
tindakan seperti yang dijelaskan dalam pasal 56, atau mengadakan
kerjasama sesuai Bagian 9 yang mungkin diperlukan untuk membantu
orang itu dalam mempersiapkan pembelaannya;
(c) Bila perlu, memberi perlindungan dan privasi dari korban atau saksi,
perlindungan bukti, perlindungan orang yang telah ditahan atau hadir
memenuhi panggilan, dan perlindungan informasi keamanan nasional;
(d) Mengesahkan Penuntut untuk mengambil langkah-langkah khusus
investigatif di dalam wilayah Negara Penandatangan tanpa memperoleh
jaminan kerjasama dari Negara itu menurut Bagian 9 jika, bila mungkin
perhatian pendapat dari Negara yang bersangkutan, Dewan Pra-
Penyidikan telah menentukan dalam hal tersebut bahwa Negara tersebut
secara jelas tidak memenuhi permohonan kerjasama karena tidak
adanya wewenang atau komponen sistem peradilannya yang berwenang
untuk memenuhi permohonan kerjasama menurut Bagian 9;
(e) Bila jaminan penahanan atau panggilan dikeluarkan menurut pasal 58,
dan memperhatikan kuatnya bukti dan hak-hak dari pihak-pihak yang
bersangkutan, seperti yang ditetapkan untuk ini dalam Undang-undang
ini dan Peraturan Prosedur dan Pembuktian, melaksanakan kerjasama
dengan Negara-negara sesuai dengan pasal 93, ayat 1(k), mengambil
tindakan-tindakan perlindungan untuk tujuan penebusan, terutama untuk
kepentingan utama dari korban.
Pasal 58
Penerbitan/pengeluaran oleh Dewan Pra-Penyidikan atas
Jaminan penahanan atau panggilan untuk hadir
1. Sewaktu-waktu setelah mulainya investigasi, Dewan Pra-Penyidikan, atas
permohonan penuntut mengeluarkan jaminan penahanan terhadap orang
setelah mengadakan/membuat permohonan dan bukti atau informasi lain
yang dikirim oleh Penuntut, hal itu diyakini bahwa :
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(a) Terdapat alasan yang kuat untuk dipercaya bahwa orang itu telah
melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan; dan
(b) Penahanan orang hadir perlu :
(i) Menjamin kehadiran orang itu di persidangan,
(ii) Menjamin agar orang itu tidak merusak atau membahayakan
investigasi atau proses persidangan; atau
(iii) Bila dapat dilakukan, mencegah orang itu melanjutkan tindakan
kejahatan atau kejahatan yang berkaitan yang berada dalam
yurisdiksi Pengadilan dan yang terjadi di luar keadaan yang sama.
2. Permohonan Penuntut memuat :
(a) Nama orang dan informasi lain identifikasi relevan yang bersangkutan;
(b) Referensi khusus terhadap kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan
yang mana orang itu diduga kuat telah melakukan perbuatannya;
(c) Pernyataan singkat mengenai fakta-fakta yang diduga kuat merupakan
tindakan kejahatan;
(d) Ringkasan bukti dan informasi lain yang merupakan alasan yang kuat
untuk dipercaya bahwa orang itu melakukan kejahatan-kejahatan itu;
dan
(e) Alasan mengapa Penuntut percaya bahwa penangkapan terhadap
orang itu diperlukan.
3. Jaminan penahanan memuat :
(a) Nama orang dan informasi lain yang berkaitan yang menjelaskan
mengenai orang itu;
(b) Referensi khusus terhadap kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan
untuk mana penahanan orang itu diperlukan; dan
(c) Pernyataan singkat mengenai fakta-fakta yang diduga kuat merupakan
tindakan kejahatan.
4. Jaminan penahanan tetap berlaku hingga diperintahkan lain oleh Pengadilan.
5. Atas dasar jaminan penangkapan itu, Pengadilan dapat meminta penahanan
sementara atau penahanan dan penyerahan orang itu berdasarkan Bagian 9
6. Penuntut dapat memohon kepada Dewan Pra-Penyidikan untuk mengubah
jaminan penahanan dengan memodifikasi atau menambah kepada
kejahatan-kejahatan yang dijelaskan di dalamnya. Dewan Pra-Penyidikan
mengamandemen jaminan itu jika diyakini bahaw terdapat alasan yang kuat
untuk dipercaya bahwa orang itu melakukan kejahatan-kejahatan tambahan
atau kejahatan yang telah dimodifikasi.
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7. Sebagai alternatif untuk memperoleh jaminan penahanan, Penuntut dapat
mengajukan permohonan yang meminta agar Dewan Pra-Penyidikan
mengeluarkan panggilan kepada orang itu untuk hadir. Jiwa Dewan Pra-
Penyidikan merasa yakin bahwa terdapat alasan yang kuat untuk dipercaya
bahwa orang itu melakukan perbuatan kejahatan yang diduga kuat dan
agar panggilan itu cukup untuk menjamin kehadiran orang itu, Dewan Pra-
Penyidikan mengeluarkan panggilan, dengan atau tanpa syarat kebebasan
yang membatasi (selain penahanan) bila ditetapkan untuk itu oleh undang-
undang bagi orang itu untuk hadir. Panggilan itu memuat :
(a) Nama orang dan informasi lain yang berkaitan yang  menjelaskannya;
(b) Tanggal yang ditetapkan pada saat mana orang itu harus hadir;
(c) Referensi khusus terhadap kejahatna di dalam yurisdiksi Pengadilan
yang mana orang itu diduga kuat telah melakukan kejahatan; dan
(d) Pernyatan singkat mengenai fakta yang mana telah diduga merupakan
tindak kejahatan. Panggilan dipenuhi oleh orang itu.
Pasal 59
Proses penahanan di Negara tempat Penahanan
1. Negara Penandatangan yang telah menerima permohonan penahanan
sementara atau penahanan atau penyerahan segera mengambil langkah-
langkah untuk menahan orang yang dimaksud sesuai dengan undang-
undangnya dan ketentuan Bagian 9.
2. Orang yang ditahan segera dikirim sebelum pejabat peradilan yang
berwenang di Negara yang menahan yang menentukan, sesuai dengan
undang-undang Negara itu bahwa :
(a) Jaminan berlaku terhadap orang itu;
(b) Orang itu telah ditahan sesuai dengan proses yang benar; dan
(c) Hak orang itu dihormati.
3. Orang yang ditahan memiliki hak untuk meminta kepada pihak berwenang
di dalam Negara penahanan untuk pelepasan sementara dengan menunda
penyerahan.
4. Dalam membuat keputusan terhadap setiap permohonan, pihak yang
berwenang di Negara tempat penahanan mempertimbangkan apakah
keseriusan dari jehatan yang diduga kuat itu, terdapat situasi pengecualian
dan kondisi mendesak yang membenarkan pelepasan sementara dan apakah
perlu adanya pengamanan untuk menjamin agar Negara tempat penahanan
dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan orang itu ke Pengadilan.
Tidak dibuka bagi pihak yang berwenang dari Negara tempat penahanan
untuk mempertimbangkan apakah jaminan penahanan dikeluarkan dengan
benar sesuai dengan pasal 58 ayat 1(a) dan (b).
245
5. Dewan Pra-Penyidikan diberitahu mengenai permohonan pelepasan
sementara dan membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang di
dalam Negara tempat penahanan itu. Pihak yang berwenang di dalam Negara
tempat penahanan memberi pertimbangan penuh terhadap rekomendasi itu,
termasuk segala rekomendasi mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah
larinya orang itu, sebelum memberi keputusan.
6. Jika orang itu dikabulkan untuk dilepaskan sementara Dewan Pra-
Penyidikan dapat meminta laporan berkala mengenai status pelepasan
sementara itu.
7. Setelah diperintahkan untuk diserahkan oleh Negara tempat penahanan,
orang itu dikirim ke Pengadilan sesegera mungkin.
Pasal 60
Persidangan awal di muka Pengadilan
1. Pada penyerahan orang itu ke Pengadilan, kehadiran orang itu di hadapan
Pengadilan secara sukarela atau sesuai dengan panggilan, Dewan Pra-
Penyidikan merasa yakin bahwa orang itu telah diberitahu mengenai
kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh orang itu, dan hak-haknya
menurut Undang-undang ini, termasuk hak untuk meminta pelepasan
sementara penundaan persidangan.
2. Orang itu sesuai jaminan penahanan dapat mengajukan pelepasan sementara
untuk menunda persidangan. Jika Dewan Pra-Penyidikan merasa yakin
bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 58, ayat 1, dipenuhi, orang
itu tetap ditahan. Jika tidak diyakini, Dewan Pra-Penyidikan melepaskan
orang itu, dengan atau tanpa syarat.
3. Dewan Pra-Penyidikan secara berkala meninjau keputusannya mengenai
pelepasan atau penahanan orang itu, dan dapat melakukannya sewaktu-
waktu atas permintaah Penuntut atau orang itu. Atas peninjauan itu, dengan
memodifikasi perintahnya mengenai penahanan, pelepasan atau syarat-syarat
pelepasan, jika diyakini bahwa memerlukan keadaan yang berubah.
4. Dewan Pra-Penyidikan menjamin bahwa orang itu tidak ditahan dalam waktu
yang tidak wajar sebelum penyidikan karena penundaan yang tidak dapat
dimaklumi/dimaafkan oleh Penuntut. Jika terjadi pe-nundaan, Pengadilan
mempertimbangkan pelepasan orang itu, dengan atau tanpa syarat.
5. Bila perlu, Dewan Pra-Penyidikan dapat mengeluarkan jaminan pe-nahanan
untuk menjamin kehadiran orang yang dilepaskan itu.
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Pasal 61
Konfirmasi tuntutan sebelum penyidikan
1. Sesuai ketentuan ayat 2, dalam waktu yang wajar setelah penyerahan
orang itu atau dengan secara sukarela di hadapan Pengadilan, Dewan Pra-
Penyidikan mengadakan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi tuntutan
mengenai mana Penuntut bermaksud untuk menyidiknya. Pemeriksaan
diadakan dengan dihadiri Penuntut dan orang yang dituntut dan
pengacaranya.
2. Dewan Pra-Penyidikan atas permintaan Penuntut atau atas kehendaknya
sendiri, mengadakan pemeriksaan tanpa dihadiri orang yang dituntut untuk
mengkonfirmasi tuntutan mengenai mana Penuntut untuk melakukan
penyidikan bila orang itu :
(a) Telah melepaskan haknya untuk hadir; atau
(b) Melarikan diri atau tidak dapat ditemukan dan segala langkah yang
wajar telah diambil untuk mengamankan kehadiran orang itu di hadapan
Pengadilan dan menginformasikan kepada orang itu mengenai tuntutan
dan bahwa pemeriksaan itu untuk meng-konfirmasikan tuntutan yang
diadakan.
Dalam hal itu, orang itu diwakili oleh pengacara bila Dewan Pra-Penyidikan
menentukan bahwa tindakan itu merupakan kepentingan peradilan.
3. Selama waktu yang ditentukan sebelum pemeriksaan orang itu :
(a) Diberi salinan dokumen yang memuat tuntutan terhadap mana Penuntut
bermaksud untuk membawa orang itu ke penyidikan; dan
(b) Diberitahu mengenai bukti yang merupakan dasar dari pemeriksaan,
yang dilakukan oleh Penuntut.
Dewan Pra-Penyidikan dapat mengeluarkan perintah yang menyangkut
pengungkapan informasi untuk tujuan pemeriksaan.
4. Sebelum pemeriksaan, Penuntut melanjutkan investigasi dan dapat mengubah
atau menarik setiap tuntutan. Orang itu diberitahu secukupnya sebelum
pemeriksaan atas setiap amandemen atau penarikan atas tuntutan. Dalam
hal penarikan tuntutan, Penuntut memberitahu Dewan Pra-Penyidikan
mengenai alasan-alasan penarikan tersebut.
5. Pada pemeriksaan, Penuntut mendukung setiap tuntutan dengan bukti yang
kuat, untuk menetapkan alasan-alasan yang jelas untuk dipercaya bahwa
orang itu diduga kuat telah melakukan tindakan kejahatan yang didakwakan
kepadanya. Penuntut berdasarkan pada bukti-bukti yang tercatat atau yang
disimpulkan dan tidak perlu memanggil saksi yang diharapkan untuk
membenarkan pada penyidikan itu.
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6. Dalam hal pemeriksaan, orang itu boleh :
(a) Menolak tuntutan;
(b) Menentang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut; dan
(c) Menghadirkan bukti.
7. Dewan Pra-Penyidikan, atas dasar pemeriksaan, menentukan apakah
terdapat bukti yang kuat untuk menentukan alasan-alasan yang pokok/kuat
untuk dipercayai bahwa orang itu telah melakukan segala tindakan yang
disangkalkan itu. Berdasarkan pertimbangannya, Dewan Pra-Penyidikan:
(a) Memperkuat tuduhan-tuduhan itu berkaitan dengan pertimbangannya
bahwa terdapat bukti yang cukup, dan mengajukan orang itu ke Dewan
Penyidik untuk penyidikan mengenai tuntutan yang dikuatkan itu;
(b) Menolak memperkuat tuduhan itu berkaitan dengan mana menurut
pertimbangannya terdapat bukti-bukti yang tidak cukup;
(c) Menunda pemeriksaan dan permohonan Penuntut untuk
mempertimbangkan :
(i) Mengadakan bukti selanjutnya atau melakukan investigasi
selanjutnya yang menyangkut tuduhan-tuduhan khusus; atau
(ii) Mengamandemen tuntutan karena bukti yang dikirim
memunculkan kejahatan yang berbeda dalam yurisdiksi
Pengadilan.
8. Bila Majelis Pra-Penyidikan menolak mengkonfirmasi penyidikan, Penuntut
dapat terus memohon konfirmasinya bila permohonannya itu didukung
dengan bukti-bukti tambahan.
9. Setelah tuntutan dikonfirmasi dan sebelum penyidikan dimulai, Penuntut,
dengan izin Majelis Pra-Penyidikan dan setelah memberitahu terdakwa,
mengubah tuntutan. Apabila Penuntut perlu menambah tuntutan tambahan
atau mengganti tuntutan (dengan) yang lebih serius, pemeriksaan menurut
pasal ini untuk mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan itu harus diadakan setelah
memulai penyidikan, Penuntut, dengan seizin Majelis Pra-Penyidikan dapat
menarik tuntutannya.
10. Setiap jaminan yang dikelaurkan sebelumnya tidak berlaku lagi terhadap
setiap tuntutan yang belum dikonfirmasi oleh Majelis Pra-Penyidikan atau
yang telah dicabut oleh Penuntut.
11. Setelah tuntutan dikonfirmasi sesuai dengan pasal ini, Pejabat Presiden
mengangkat Majelis Penyidik yang menurut ayat 9 dan pasal 64,
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap persidangan dan dapat
menjalankan fungsi Majelis Pra-Penyidikan yang berkaitan dengan dan dapat
dilaksanakan dalam persidangan ini.
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BAGIAN 6
PENYIDIKAN
Pasal 62
Tempat penyidikan
Kecuali diputuskan lain, tempat penyidikan berkedudukan di Pengadilan.
Pasal 63
Penyidikan dihadiri terdakwa
1. Terdakwa hadir selama penyidikan.
2. Bila terdakwa hadir di hadapan Pengadilan, terus-menerus menghalangi
penyidikan, Majelis Penyidik dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat
ketetapan baginya untuk mematuhi penyidikan dan memerintahkan
pengacaranya dari luar ruang sidang, bila perlu, dengan menggunakan alat
komunikasi. Tindakan-tindakan itu dilakukan hanya dalam hal yang
dikecualikan setelah alternatif-alternatif lain yang mungkin telah dilakukan
sebagaimana mestinya, dan hanya selama benar-benar diperlukan.
Pasal 64
Fungsi dan wewenang Majelis Penyidik
1. Fungsi dan wewenang Majelis Penyidik yang diatur dalam Pasal ini dijalankan
sesuai dengan Undang-undang dan Aturan Prosedur dan Bukti.
2. Majelis Penyidik menjamin agar penyidikan berlangsung secara fair dan
tepat guna serta dilaksanakan dengan menghormati sepenuhnya hak
terdakwa dan benar-benar memperhatikan perlindungan terhadap korban
dan saksi.
3. Berdasarkan penetapan kasus bagi penyidikan dengan Undang-undang ini,
Majelis Penyidik yang ditunjuk untuk menangani kasus :
(a) Memberikan dan menerapkan kepada para pihak prosedur-prosedur
yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan persidangan secara tepat
guna;
(b) Menentukan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam
penyidikan; dan
(c) Mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam
Undang-undang ini, kecuali untuk pengungkapan dokumen-dokumen
atau informasi yang sebelumnya tidak disebarluaskan, dicukupi sebelum
memulai penyidikan sehingga memungkinkan adanya persiapan untuk
penyidikan.
4. Majelis Penyidik, bila perlu untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan
adil, dapat menunjuk pada masalah-masalah sebelumnya pada Majelis Pra-
Penyidik atau, bila perlu ke hakim, lain yang ada pada Divisi Pra-Penyidikan.
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5. Berdasarkan pemberitahuan kepada para pihak, Majelis Penyidik,
sebagaimana mestinya dapat memerintahkan agar terdapat joinder atau
pemutusan (pemisahan) yang menyangkut tuntutan terhadap lebih dari satu
terdakwa.
6. Dalam menjalankan fungsinya sebelum penyidikan atau selama
berlangsungnya penyidikan, Majelis Penyidik sebagaimana mestinya dapat:
(a) Menjalankan fungsinya sebagai Majelis Pra-Penyidikan sesuai dengan
Pasal 61, ayat 11;
(b) Meminta kehadiran dan pengakuan saksi dan menunjukkan dokumen-
dokumen serta bukti-bukti, bila perlu, dengan meminta bantuan dari
Negara-negara seperti yang ditentukan dalam Undang-undang ini;
(c) Memberi perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia;
(d) Memerintahkan penunjukan bukti di samping yang telah dikumpul-
kan sebelum penyidikan atau ditunjukkan selama penyidikan oleh para
pihak itu;
(e) Memberi perlindungan kepada terdakwa, saksi dan korban; dan
(f) Mengatur masalah-masalah lain yang bersangkutan.
7. Penyidikan dapat dilakukan di muka umum. Majelis Penyidik, bagaimanapun
dapat menentukan syarat-syarat khusus yang diperlukan agar persidangan
tertentu dilakukan dalam sidang tertutup untuk tujuan seperti yang ditetapkan
dalam pasal 68, atau untuk melindungi informasi rahasia atau sensitif yang
diberikan dalam bukti.
8. (a) Dalam memulai penyidikan, Majelis Penyidik membacakan kepada
terdakwa tuntutan yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Majelis
Pra Penyidik. Majelis Penyidik yakin bahwa terdakwa memahami sifat-
sifat tuntutannya itu. Majelis Penyidik memberi kesempatan kepada
terdakwa untuk menyampaikan pengakuan bersalah sesuai dengan
Pasal 65 atau pengakuan tidak bersalah.
(b) Dalam penyidikan, hakim ketua dapat memberi petunjuk pelaksanaan
persidangan, termasuk menjamin bahwa persidangan dilaksanakan
secara fair dan tidak memihak. Sesuai dengan petunjuk hakim ketua,
para pihak dapat mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan Undang-
undang ini.
9. Majelis Penyidik inter-alia, memiliki wewenang terhadap permohonan pihak
atau atas kemauannya sendiri terhadap :
(a) Peraturan mengenai pengakuan atau hubungan dengan bukti; dan
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(b) Pengambilan segala tidnakan yang perlu untuk menjaga ketertiban
selama berlangsungnya pemeriksaan.
10. Majelis Penyidik menjamin bahwa catatan lengkap penyidikan, yang secara
akurat menggambarkan persidangan, dibuat dan dijaga serta dilindungi oleh
Panitera.
Pasal 65
Perkara pengakuan bersalah
1. Bila terdakwa membuat pengakuan bersalah sesuai dengan Pasal 64 ayat 8
(a), Majelis Penyidik menentukan apakah :
(a) Terdakwa memahami sifat dan konsekwensi-konsekwensi dari
pengakuan bersalahnya itu;
(b) Pengakuan secara suka rela dibuat oleh terdakwa setelah berkonsultasi
secukupnya dengan tim pembela; dan
(c) Pengakuan bersalah dukung dengan fakta-fakta kasus yang dimuat
dalam :
(i) Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut dan diakui oleh
terdakwa;
(ii) Setiap materi yang disampaikan oleh Penuntut yang mem-perkuat
tuntutan dan yang diterima terdakwa; dan
(iii) Bukti-bukti lain, seperti pengakuan saksi, yang dihadirkan oleh
Penuntut atau terdakwa.
2. Bila Majelis Penyidik merasa yakin telah menetapkan masalah-masalah yang
mengacu pada ayat 1, Malis mempertimbangkan pengakuan bersalah,
berikut bukti-bukti tambahan yang dihadirkan, setelah menetapkan seluruh
fakta-fakta penting yang diperlukan untuk membuktikan tindak kejahatannya
sehingga berkaitan dengan pengakuan bersalahnya, dan dapat menghukum
terdakwa karena kejahatannya.
3. Bila Majelis Penyidik tidak merasa yakin telah menetapkan masalah-masalah
yang mengacu pada ayat 1, Majelis mempertimbangkan pengakuan bersalah
itu tidak dilakukan, untuk hal tersebut Majelis memerintahkan agar
penyidikan dilanj berdasarkan prosedur penyidikan biasa yang ditetapkan
oleh Undang-undang ini dan dapat mengirimkan kasus itu ke Majelis
Penyidik lainnya.
4. Bila Majelis Penyidik berpendapat bahwa diperlukan adanya fakta-fakta
yang lebih lengkap untuk kepentingan keadilan, terutama untuk kepentingan
korban, Majelis Penyidik dapat :
(a) Meminta Penuntut untuk menghadirkan bukti tamahan, termasuk
pengakuan bersalah; atau
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(b) Memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan menurut prosedur
penyidikan biasa yang ditetapkan Undang-undang ini, dalam kasus
mana penyidik menganggap pengakuan bersalah tidak dilakukan dan
dapat mengirim kasus itu ke Majelis Penyidik lain.
5. Setiap pembicaraan antara penuntut dan pembela menyangkut pe-rubahan
tuntutan, pengakuan bersalah atau denda yang harus dikenakan tidak
mengikat pada Pengadilan.
Pasal 66
Praduga tak bersalah
1. Setiap orang diduga tak bersalah hingga terbukti bersalah di hadapan
Pengadilan ssuaid hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab berada di atas Penuntut untuk membuktikan kesalahan
terdakwa.
3. Untuk menghukum terdakwa, Pengadilan harus yakin akan kesalahan
terdakwa di luar keraguan yang masuk akal.
Pasal 67
Hak terdakwa
1. Dalam penentuan setiap tuntutan, terdakwa berhak untuk melakukan
pemeriksaan terbuka publi, memperoleh perlakuan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini, pemeriksaan yang fair yang dilakukan secara tidak
memihak, dan jaminan minimum berikut ini dengan persamaan hak penuh :
(a) Diberitahu secara tepat waktu dan secara rinci mengenai sifat, akiat
dan isi tuntutan dengan bahasa yang sepenuhnya dipahami dan
digunakan oleh terdakwa;
(b) Memiliki waktu dan fasilitas secukupnya untuk mempersiapkan
pembelaan dan berbicara secara bebas dengan pengacara yang diyakini
menurut pilihan terdakwa;
(c) Disidik tanpa adanya penundaan yang tidak jelas;
(d) Sesuai Pasal 63, ayat 2, hadir dalam penyidikan, melakukan pembelaan
sendiri atau melalui pengacara yang dipilih terdakwa, jika terdakwa
tidak memilik tim pembela, diberitahu mengenai hak ini dan memilih
tim pembela yang ditunjuk oleh pengadilan dalam kasus apapun bila
diperlukan untuk kepentingan Peradilan, tanpa biaya, jika tida terdakwa
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayarnya;
(e) Memeriksa, atau telah memeriksa, saksi-saksinya dan melihat
kehadiran dan memeriksa saksi atas namanya menurut syarat yang
sama seperti terhadap saksi. Terdakwa juga berhak untuk melakukan
pembelaan dan menghadirkan bukti yang diizinkan menurut Undang-
undang ini;
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(f) Secara bebas biaya, memperoleh bantuan juru bahasa yang memiliki
kemampuan penterjemah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan-
ketentuan keadilan, jika setiap persidangan atau dokumen-dokumen
yang disajikan di pengadilan tidak dibuat dengan bahasa yang
sepenuhnya difahami dan digunakan oleh terdakwa;
(g) Menolak untuk melanjutkan dalam memberi kesaksian atau pengakuan
bersalah dan tetap diam, tanpa menghilangkan pertimbangan dalam
menentukan salah atau tidak bersalah;
(h) Membuat keterangan tertulis atau lisan tanpa disumpah dalam
pembelaannya; dan
(i) Tidak dibebankan kepadanya setiap bukti atau segala tanggung jawab
sanggahan.
2. Di samping pengungkapan lain yang ditetapkan dalam Undang-undang ini,
Penuntut, selama dapat dilaksanakan menyampaikan kepada Pembela, bukti
yang dimiliki Penuntut atau yang berada dalam pengawasan Penuntut yang
diyakini menunjukkan atau memiliki kecenderungan ketidakbersalahan
terdakwa, atau mengurangi kesalahan terdakwa, atau yang mempengaruhi
kredibilitas bukti tuntutan. Dalam hal ragu-ragu mengenai pelaksanaan ayat
ini, Pengadilanlah yang memutuskan.
Pasal 68
Perlindungan korban dan saksi
Serta keikutsertaannya di dalam persidangan
1. Pengadilan mengambil tindakan-tindakanyg sesuai untuk melindungi
keamanan, kondisi fisik dan jiwa, martabat dan privasi korban serta saksi.
Dalam hal demikian, Pengadilan mempertimbangkan segala faktor yang
berkaitan, termasuk usia, jenis kelamin yang ditentukan dalam Pasal 7, ayat
3, dan kesehatan serta sifat kejahatannya, terutama, tetapi tidak terbatas
pada, bila kejahatannya termasuk kejahatan seksual atau jenis kelamin atau
kejahatan terhadap anak. Penuntut mengambil tindakan-tindakan terutama
selama investigasi dan penuntutan kejahatan itu. Tindakan-tindakan ini tidak
merugikan atau tidak bertentangan dengan hak terdakwa serta tidak
bertentangan dengan penyidikan yang fair dan tidak memihak.
2. Sebagai pengecualian terhadap prinsip pemeriksaan terbuka yang
ditetapkan dalam Pasal 67, Majelis Penyidik, dapat melindungi korban dan
saksi atau terdakwa, melakukan bagian-bagian persidangan secara in kamera
atau mengizinkan dihadirkannya bukti melalui media elektronik atau media
khusus. Terutama, tindakan-tindakan itu dilakukan dalam hal korban
kejahatan seksual atau anak yang merupakan korban atau saksi,kecuali
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bila diperintahkan lain oleh Pengadilan, memperhatikan segala keadaan itu,
terutama pendapat-pendapat korban atau saksi.
3. Bila kepentingan-kepentingan pribadi korban terganggu, Pengadilan
mengizinkan pendapat dan keprihatinannya untuk disampaikan dan
dipertimbangkan dalam tahap persidangan yang dianggap sesuai oleh
Pengadilan dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak bertentangan
dengan hak terdakwa dan penyidikan secara fair dan tidak memihak.
Pendapat dan keprihatinan dapat disampaiken oleh kuasa hukum korban
bila Pengadilan menganggapnya sesuai, sesuai dengan Aturan Prosedur dan
Bukti.
4. Korban dan kelompok (unit) saksi dapat memberi saran kepada penuntut
dan pegnadilan mengenai tindakan-tindakan perlindungan yang sesuai,
perangkat-perangkat keamanan, pengacara dan pembela sesuai yang
tercantum dalam Pasal 43, ayat 6.
5. Bila pengungkapan bukti atau informasi sesuai dengan Undang-undang ini
dapat mengarah pada kondisi yang sangat membahayakan keamanan saksi
atau keluarganya, Penuntut, untuk tujuan segala persidangan yang dilakukan
sebelum dimulainya penyidikan, dapat menarik bukti atau informasi dan
bukan mengajukan rangkuman mengenai hal itu. Tindakan-tindakan itu
dilakukan menurut cara yang tidak merugikan atau tidak bertentangan dengan
hak terdakwa dan penyidikan yang fair dan tidak memihak.
6. Negara dapat membuat permohonan untuk memperoleh tindakan-tindakan
yang perlu diambil mengingat perlindungan terhadap agen-agen atau
pembantu-pembantunya serta perlindungan terhadap infor-masi yang bersifat
rahasia dan sensitif
Pasal 69
Bukti
1. Sebelum pengujian, tiap-tiap saksi, sesuai dengan Aturan Prosedur dan
Bukti, melakukan usaha-usaha mengenai kebenaran bukti yang diberikan
oleh saksi.
2. Pengakuan saksi pada penyidikan disampaikan langsung oleh saksi, kecuali
hingga batas-batas yang ditetapkan oleh tindakan yang diatur dalam Pasal
68 atau Autran Prosedur dan Bukti. Pengadilan juga dapat mengizinkan
pemberian viva vose pengakuan (lisan) atau tercatat dari saksi melalui
perangkat video atau teknologi audio, dan pengantar dokumen atau transkrip
tertulis, sesuai dengan Undang-undang ini dan sesuai dengan Aturan Prosedur
dan Bukti. Tindakan-tindakan ini tidak merugikan atau tidak bertentangan
dengan hak-hak terdakwa.
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3. Para pihak dapat mengirimkan bukti yang bersangkutan dengan kasus itu,
sesuai dengan Pasal 64. Pengadilan memiliki hak untuk meminta pengiriman
seluruh bukti yang dianggap sesuai untuk menentukan kebenaran.
4. Pengadilan dapat memutuskan keterkaitan atau pengakuan setiap bukti,
pertimbangan, interalia, nilai pengesahan bukti dan setiap persangkaan
(prejudice) bahwa bukti-bukti itu mengakibatkan penyidikan atau evaluasi
yang fair dari pengakuan saksi sesuai dengan Undang-undang  Aturan
Prosedur dan Bukti.
5. Pengadilan menghormati dan memperhatikan hak istimewa terhadap
kerahasiaan seperti yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti.
6. Pengadilan tidak memerlukan bukti dari fakta yang secara umum diketahui
kebenarannya tetapi dapat meminta judicial notice dari fakta-fakta itu.
7. Bukti yang diperoleh dengan cara melanggar Undang-undang atau hak-
hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak diakui jika :
(a) Pelanggaran itu menimbulkan keraguan yang bersifat substansial
terhadap keabsahan bukti; atau
(b) Pengakuan bukti berlawanan dan secara serius merusak kelancaran
persidangan.
8. Pada saat memutuskan keterkaitan atau pengakuan bukti yang dikumpulkan
oleh Negara. Pengadilan tidak menentukan pelaksanaan hukum nasional
Negara itu.
Pasal 70
Pelanggaran terhadap administrasi peradilan
1. Pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap
administrasi peradilan berikut ini bila dilakukan secara   sengaja :
(a) Memberi pengakuan palsu bila menurut kewajiban berdasarkan Pasal
69 ayat 1, (harus) mengatakan yang sebenarnya.
(b) Menghadirkan bukti yang diketahui oleh pihak itu palsu atau dipalsukan;
(c) Mempengaruhi saksi dengan cara menyuap, merusak atau menghalang-
halangi kehadiran atau pengakuan saksi, melakukan balas dendam
terhadap saksi dengan memberi kesaksian atau merusak, atau menyuap
atau menghalangi-halangi pengumpulan bukti;
(d) Merintangi, mengintimidasi atau mempengaruhi dengan cara menyuap
petugas Pengadilan untuk tujuan pemaksaan atau membujuk petugas
agar tidak menjalankan tugas, atau menjalankan tugasnya secara tidak
benar;
(e) Membalas dendam terhadap petugas Pengadilan karena tugas-tugas
itu dikerjakan oleh petugas lain;
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(f) Berusaha memberi suap kepada petugas Pengadilan berkaitan dengan
tugas-tugas resminya.
2. Prinsip-prinsip dan prosedur yang mangatur pelaksanaan yurisdiksi
Pengadilan terhadap pelanggaran berdasarkan Pasal ini adalah seperti yang
ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti, Syarat-syarat untuk
mengadakan kerjasama internasional yang menyangkut persidangan
berdasarkan Pasal ini diatur oleh undang-undang dalam negeri Negara yang
bersangkutan.
3. Dalam hal hukuman, Pengadilan dapat mengenakan ketentuan pemenjaraan
yang tidak melebihi 5 tahun, atau denda sesuai dengan Aturan Prosedur
dan Bukti, atau keduanya.
4. (a) Tiap-tiap Negara Penandatangan menyampaikan Undang-undang
kriminalnya yang mengenakan denda pelanggaran terhadap kelancaran
proses hukum atau proses investigasi terhadap pelanggaran administrasi
peradilan mengacu pada pasal ini, yang dilakukan di wilayahnya, atau
warga negaranya;
(b) Berdasarkan permintaan Pengadilan, bila dianggap sesuai, Negara
Pendatangan mengirim kasus itu ke pihak yang berkompeten untuk
tujuan penuntutan. Pihak yang berwenang itu memeriksa kasus itu dengan
teliti dan mencurahkan perhatiannya dengan sumber daya yang cukup
sehingga memungkinkan kasus-kasus itu ditangani secara efektif.
Pasal 71
Sanksi untuk pelanggaran tata tertib di muka Pengadilan
1. Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi kepada orang yang hadir di hadapan
Pengadilan yang melakukan tindakan pelanggaran tata tertib, termasuk
mengganggu persidangan atau secara sengaja menolak mematuhi aturan-
aturannya, melalui tindakan administratif selain pemenjaraan, mengeluarkan
sementara waktu atau selamanya dari ruang sidang, tindakan menjatuhkan
denda atau tindakan serupa lainnya yang Ditetapkan  dalam Peraturan dan
Bukti.
2. Prosedur yang mengatur pemberlakuan tindakan yang diatur dalam ayat 1
adalah seperti yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti.
Pasal 72
Perlindungan informasi keamanan nasional
1. Pasal ini berlaku terhadap hal pengungkapan informasi atau dokumen suatu
Negara, yang menurut pendapat Negara itu, merugikan kepentingan
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keamanan nasionalnya. Kasus-kasus itu meliputi hal-hal yang termasuk dalam
cakupan pasal 56, ayat 2 dan 3, pasal 61, ayat 3, pasal 64 ayat 3, pasal 67
ayat 2, pasal 68 ayat 6, pasal 87 ayat 6 dan pasal 93, dan kasus-kasus
yang muncul pada tahap-tahap lain dari persidangan bila pengungkapan itu
diperselisihkan.
2. Pasal ini  juga berlaku apabila  orang yang telah diminta utuk memberi
informasi atau kesaksian menolak melakukannya atau berhubungan dengan
masalah Negara itu dengan alasan bahwa pengungkapan itu akan merugikan
kepentingan keamanan nasional Negara itu dan Negara yang bersangkutan
membenarkan bahwa tindakan pengungkapan itu merugikan keamanan
nasionalnya.
3. Pasal ini tidak mengurangi ketentuan kerahasiaan yang berlaku menurut
pasal 54, ayat 3 (e) dan (f), atau pelaksanaan pasal 73.
4. Jika negara menganggap bahwa informasi atau dokumen dari Negara itu
sedang (diungkap) atau tampaknya akan diungkap pada tahap persidangan,
dan tindakan pengungkapan itu merugikan kepentingan keamanan
nasionalnya, bahwa Negara itu memiliki hak untuk mencegah usaha untuk
mendapat persetujuan mengenai masalah sesuai dengan pasal ini.
5. Jika, pendapat suatu Negara, pengungkapan informasi akan merugikan
keamanan Negaranya, seluruh tahapan yang wajr untuk diambil oleh Negara
itu, tindakan yang berkaitan dengan Penuntut, Pembela atau Majelis pra-
Penyidik atau Majelik Penyidik, yang mungkin terjadi, untuk mencari
penyelesaian masalah dengan cara bekerja sama. Tahapan-tahapannya
meliputi :
(a) Mengubah atau mengklarifikasi permohonan;
(b) Penentuan oleh Pengadilan menyangkut keterkaitan informasi atau bukti
yang dicari, atau penentuan apakah bukti itu, dianggap relevan atau
tidak, dapat atau telah diperoleh dari sumber selain dari Negara yang
dimaksud;
(c) Mendapatkan informasi atau bukti dari sumber yang berbeda atau
dalam bentuk yang berbeda; atau
(d) Kesepakatan mengenai syarat-syarat berdasarkan bantuan dapat
diberikan termasuk, diantaranya, memberi ringkasan atau redaksi,
batasan-batasan mengenai pengungkapan, penggunaan persidangan
inkamera atau ex parte, atau tindakan-tindakan perlindungan lain yang
diizinkan menurut Undang-undang dan Peraturan Prosedur dan Bukti.
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6. Setelah seluruh tahapan yang wajar dilalui untuk menyelesaikan masalah itu
melalui cara kerja sama, dan jika Negara menganggap bahwa tidak ada
cara atau syarat sehingga informasi atau dokumen dapat diberikan atau
diungkap tanpa merugikan kepentingan keamanan Negaranya, Negara
memberitahu kepada Penuntut atau Pengadilan mengenai alasan-alasan itu
dengan sendirinya memerlukan hasil sehingga merugikan keamanan Nasional
Negara itu.
7. Setelah itu, jika Pengadilan Menentukan bahwa bukti itu sesuai dan perlu
untuk penetapan bersalah atau tidak bersalah terhadap tertuduh, Pengadilan
dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini :
(a) Bila pengungkapan informasi atau dokumen itu diminta sesuai dengan
permohonan kerjasama menurut Bagian 9 atau keadaan yang dijelaskan
dalam ayat 2, dan Negara telah meminta alasan penolakan menurut
pasal 93, ayat (4) :
(i) Pengadilan, sebelum membuat kesimpulan yang mengacu pada
sub ayat 7 (a) (ii), meminta konsultasi lebih lanjut untuk tujuan
mempertimbangkan perwakilan negara, yang meliputi, bila sesuai,
pemeriksaan im kamera atau ex parte;
(ii) Bila Pengadilan menganggap bahwa, dengan meminta alasan
penolakan menurut pasal 93 ayat (4) dalam keadaan (seperti)
kasus itu, Negara yang diminta tidak bertindak sesuai dengan
kewajiban menurut Undang-undang ini Pengadilan menyerahkan
masalah itu sesuai dengan pasal 87, ayat 7, yang menjelaskan
alasan-alasan kesimpulan itu; dan
(iii) Pengadilan membuat kesimpulan dalam penyidikan terhadap
terdakwa mengenai ada atau tidak adanya fakta, sesuai dengan
kebutuhan dalam keadaan seperti itu; atau
(b) Dalam hal bagaimanapun :
(i) Memerintahkan pengungkapan; atau
(ii) Hingga batas-batas (dimana) Pengadilan tidak memerintahkan
pengungkapan, membuat kesimpulan mengenai penyidikan
terdakwa tentang ada atau tidak adanya fakta, yang mungkin sesuai
menurut keadaan.
Pasal 73
Informasi atau dokumen-dokumen Negara Penandatangan
Jika Negara Penandatangan diminta oleh Pengadilan untuk menyediakan informasi
atau dokumen-dokumen di tahanan, kepemilikan atau kontrolnya, yang diungkap
ke Pengadilan bersifat rahasia oleh Negar aitu, organisasi antar pemerintah atau
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organisasi internasional, Pengadilan meminta persetujuan dari originator untuk
mengungkap okumen atau informasi itu. Jika originator merupakan Negara
Penandatangan, Pengadilan menyetujui mengungkap informasi atau dokumen
atau berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungkapan itu dengan Pengadilan,
sesuai dengan ketentuan pasal 72. Jika originator buka Negara Penandatangan
dan menolak memberi izin untuk pengungkapan itu, Negara yang diminta
menginformasikan kepada Pengadilan bahwa (Negara itu tidak dapat memberi
dokumen atau informasi itu karena sebelumnya memiliki kewajiban kerahasiaan
terhadap originator.
1. Seluruh hakim Dewan Penyidik hadir pada tiap-tiap tanpa penyidikan dan
seluruh pertimbangannya. Presiden (ketua), secara kasus per kasus,
menunjuk, sesuai keberadaannya, satu hakim alternatif atau lebih untuk hadir
pada tiap-tiap tahapan penyidikan dan menggantikan anggota Dewan
Penyidik jika ada anggota yang tidak mampu terus-menerus hadir dalam
penyidikan itu.
2. Keputusan Dewan Penyidik berdasarkan evaluasi bukti dan seluruh
persidangan. Keputusan tidak melebihi dari fakta dan keadaan yang
dijelaskan dalam tuntutan dan amandemen terhadap tuntutan itu. Pengadilan
mendasarkan keputusannya hanya pada fakta yang diajukan dan dibahas
sebelum penyidikan.
3. Hakim berusaha untuk mencapai suara bulat pada keputusannya, kegagalan
terhadap keputusan (untuk mencapai suara bulat) diambil melalui mayoritas
hakim.
4. Pertimbangan Dewan Penyidik masih bersifat rahasia.
5. Keputusan dibuat secara tertulis dan memuat keterangan lengkap dan
beralasan mengenai temuan Dewan Penyidik terhadap isi dan kesimpulan
itu. Dewan Penyidik mengeluarkan satu keputusan. Bila tidak terdapat suara
bulat, keputusan Dewan Penyidik memuat pandangan dari mayoritas dan
minoritas (hakim). Keputusan atau kesimpulan untuk itu dikirimkan di sidang
terbuka.
Pasal 74
Syarat-Syarat Pengambilan Keputusan
1. Semua Majelis Hakim harus hadir pada setiap tahap persidangan dan pada
seluruh persidangannya. Dewan Ketua, atas dasar kaus-demi-kasus, dapat
menugaskan, sesuai dengan keadaan, satu atau lebih hakim pengganti untuk
hadir pada setiap tahapan persidangan dan menggantikan seorang anggota
Majelis Hakim kalau hakim anggota tersebut tidak dapat terus hadir.
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2. Keputusan Majelis Hakim harus didasarkan pada evaluasinya mengenai bukti
dan seluruh proses pengadilan. Keputusan itu tidak boleh melebihi fakta-
fakta dan keadaan yang diuraikan dalam tuduhan dan setiap amandemen
terhadap tuduhan tersebut. Pengadilan dapat mendasarkan keputusannya
pada bukti yang diajukan dan diterangkan di depannya pada persidangan.
3. Para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya,
dan kalau gagal mencapai aklamasi maka keputusan harus diambil
berdasarkan suara mayoritas para hakim.
4. Persidangan di pengadilan harus tetap rahasia.
5. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan harus berisikan suatu pernyataan
yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan Majelis Hakim mengenai
bukti dan kesimpulan. Majelis Hakim mengeluarkan satu keputusan. Apabila
tidak tercapai aklamasi, keputusan Majelis Hakim berisikan pandangan dari
mayoritas dan minoritas. Keputusan atau suatu ikhtisar daripadanya harus
diucapkan dalam persidangan terbuka.
Pasal 75
Penggantian kerugian terhadap korban
1. Pengadilan menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggantian
kerugian, atau yang menyangkut korban, termasuk restitusi, konfensasi dan
rehabilitasi. Atas dasar ini, keputusan Pengadilan, apakah atas dasar
permintaan/permohonan atau atas dasar inisiatif sendiri dalam keadaan luar
biasa, menentukan cakupan dan luasnya/batas-batas kerugian, kerusakan
atau cacat, atau yang menyangkut korban dan akan menetapkan prinsip-
prinsip sebagai dasar tindakan.
2. Pengadilan membuat perintah langsung terhadap terdakwa yang menjelaskan
mengenai ganti rugi yang tepat atau yang menyangkut korban, termasuk
restitusi, atau rehabilitasi.
3. Sebelum membuat perintah berdasarkan pasal ini, Penadilan mengundang
dan keterwakilan dari atau atas nama terdakwa, korban, orang-orang lain
yang berkepentingan atau Negara-negara yang berkepentingan.
4. Dalam menjalankan wewenangnya menurut pasal ini, Pengadilan, setelah
orang yang dituduh melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan,
dapat menentukan apakah, untuk menjalankan/mem-berlakukan perintah
yang dibuat berdasarkan pasal ini, perlu mengambil tindakan menurut pasal
93 ayat 1.
5. Negara Penandatangan memberlakukan/membuat keputusan yang menurut
pasal ini jika ketentuan pasal 109 berlaku terhadap pasal ini.
6. Dalam pasal ini tidak ada yang diterjemahkan sebagai merugikan hak-hak
korban menurut Undang-undang nasional dan internasional.
260
Pasal 76
Penetapan hukuman
1. Dalam hal penghukuman, Dewan Penyidik mempertimbangkan hukuman
yang sesuai untuk dijatuhkan dan mempertimbangkan bukti yang dihadirkan
serta pengakuan yang dibuat selama penyidikan yang berkaitan dengan
hukuman itu.
2. Kecuali bila pasal 65 diberlakukan dan sebelum menyelesaikan/ penyelesaian
penyidikan, Dewan Penyidik atas inisiatifnya sendiri dan atas permintaan
Penuntut atau terdakwa, mengadakan pemeriksaan selanjutnya untuk
memeriksa setiap bukti tambahan atau pengakuan yang berkaitan dengan
hukuman tersebut, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Bukti.
3. Bila ayat 2 berlaku, setiap pewakilan menurut pasal 75 diperiksa selama
pemeriksaan selanjutnya dengan mengacu pada ayat 2 dan bila perlu, selama
pemeriksaan tambahan.
4. Hukuman disampaikan secara umum dan bila mungkin, dihadiri terdakwa.
BAGIAN 7
DENDA-DENDA (PENALTI)
Pasal 77
Denda-denda yang berlaku
1. Sesuai pasal 110, Pengadilan dapat menjatuhkan salah satu dari denda
berikut ini terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan
sesuai pasal 5 Undang-undang ini :
(a) Pemenjaraan selama waktu (tahun) yang ditentukan, yang tidak melebihi
maksimum 30 tahun; atau
(b) Masa waktu hukuman seumur hidup bila dibenarkan menurut kejahatan
yang paling serius dan kondisi orang (individu) dari orang yang didakwa
tersebut.
2. Di samping pemenjaraan, Pengadilan memerintahkan :
(a) Denda menurut kriteria yang ditetapkan berdasarkan kriteria Aturan
Prosedur dan Bukti;
(b) Penebusan dari hasil/pendapatan harta benda atau aset-aset yang
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari kejahatan,
tanpa merugikan hak pihak ketiga secara bonafide.
Pasal 78
Penentuan hukuman
1. Dalam menentukan hukuman, Pengadilan, sesuai dengan Aturan Prosedur
dan Bukti, mempertimbangkan faktor-faktor berat/seriusnya kejahatan itu
dan keadaan tiap-tiap orang yang didakwa.
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2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Pengadilan mengurangkan waktu,
bila da yang sebelumnya dijalani dalam penahanan sesuai dengan perintah
pengadilan. Pengadilan dapat mengurangkan sewaktu-waktu dengan cara
lain yang dijalani dalam penahanan berkaitan dengan tindakan yang mendasari
kejahatan itu.
3. Bila orang telah dihukum lebih dari satu kejahatan Pengadilan mengumumkan
hukuman untuk tiap-tiap kejahatan dan hukuman gabungan yang menjelaskan
jumlah masa hukuman. Masa ini tidak lebih dari hukuman tertinggi seseorang
yang dijatuhkan dan tidak lebih daripada 30 tahun penjara atau hukuman
seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1 (b).
Pasal 79
Trust Fund
1. Trust Fund didirikan menurut keputusan badan Negara Penandatangan
negara (Assembly of States Parties) untuk kepentingan korban kejahatan
selama berada dalam yurisdiksi Pengdilan, dan keluarga korban-korban
itu.
2. Pengadilan dapat memerintahkan agar uang dan harta benda lain yang
dikumpulkan melalui denda atau tebusan dikirim, melalui perintah Pengadilan
ke Trust Fund.
3. Trust Fund dikelola sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Assembly
of States Parties.
Pasal 80
Tanpa praduga terhadap tindakan denda nasional
dan undang-undang nasional
Pada bagian ini tidak ada yang mengesahkan pelaksanaan oleh Negara-negara
terhadap denda yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, juga hukum Negara-
negara yang tidak menetapkan denda yang dijatuhkan pada bagian ini.
BAGIAN 8
BANDING DAN REFISI
Pasal 81
Banding terhadap keputusan pembebasan/pelunasan atau
Penghukuman atau terhadap hukuman
1. Keputusan menurut pasal 74 dapat diajukan banding sesuai dengan Aturan
Prosedur dan Bukti berikut ini :
(a) Penuntut dapat melakukan banding berdasarkan alasan-alasan berikut
ini :
(i) Kesalahan prosedur;
(ii) Kesalahan fakta; atau
(iii) Kesalahan hukum.
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(b) Orang yang didakwa, atau Penuntut atas namanya sendiri, dapat
mengajukan banding berdasarkan alasan-alasan berikut ini :
(i) Kesalahan prosedur;
(ii) Kesalahan fakta;
(iii) Kesalahan hukum; atau
(iv) Alasan-alasan lain yang mempengaruhi kejujuran dan kepercayaan
proses peradilan atau keputusan.
2. (a) Hukuman dapat diajukan banding, sesuai dengan Aturan Prosedur dan
Bukti, oleh Penuntut atau orang yang didakwa dengan alasan tidak
sebanding antara kejahatan dengan hukumannya;
(b) Jika berdasarkan banding terhadap hukuman pengadilan menganggap
bahwa terdapat alasan dimana penghukuman dapat dibatalkan, seluruh
atau sebagian, Pengadilan dapat mengundang Penuntut dan orang yang
didakwa untuk mengajukan alasan menurut pasal 81 ayat 1(a) atau
(b), dan setiap pemberian keputusan atas penghukuman sesuai dengan
pasal 83.
(c) Prosedur yang sama berlaku apabila pengadilan, berdasarkan
banding hanya terhadap penghukuman, mempertimbangkan bahwa
terdapat alasan untuk mengurangi hukuman menurut ayat 2 (a).
3. (a) Kecuali Badan Penyidik memerintahkan lain, orang yang didakwa masih
berada di dalam tahanan menunggu keputusan banding.
(b) Bila waktu penahanan orang yang didakwa melebihi hukuman penjara
yang dijatuhkan, orang itu dilepaskan, kecuali jika Penuntut juga
mengajukan banding, pelepasan harus sesuai dengan syarat menurut
sub ayat (c) di bawah ini;
(c) Dalam hal pembebasan, terdakwa segera dilepaskan, sesuai dengan
hal-hal berikut ini :
(i) Menurut keadaan luar biasa/yang dikecualikan, dan dengan
memperhatikan inter alia, resiko sesungguhnya dari penanda-
tanganan, keseriusan dari tuntutan kejahatan/pelanggaran dan
kemungkinan berhasil atas banding, Badan Penyidik, atas
permohonan Penuntut, dapat mempertahankan penahanan orang
yang sedang menunggu banding;
(ii) Keputusan oleh Badan Penyidik menurut sub ayat (c) (i) dapat
diajukan banding sesuai dengan Aturan Prosedur dan Bukti.
4. Menurut ketentuan ayat 3 (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman
ditunda hingga masa yang diberikan untuk banding dan untuk masa waktu
proses banding.
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Pasal 82
Banding terhadap keputusan
1. Salah satu pihak dapat mengajukan banding terhadap setiap keputusan
berikut ini sesuai dengan Aturan Prosedur dan Bukti :
(a) Keputusan yang menyangkut yurisdiksi atau dapat diterima;
(b) Keputusan yang diberikan atau penundaan pelepasan oarng yang
diperiksa atau dituntut;
(c) Keputusan Badan Pra Penyidikan untuk bertindak atas inisiatifnya
sendiri menurut pasal 65, ayat 3;
(d) Keputusan yang meliputi masalah yang secara signifikan/psti
mempengaruhi tindakan yang adil dan bail terhadap proses peradilan
atau hasil penyidikan itu, dan untuk mana, menurut Penyidikan,
keputusan/resolusi segera oleh Badan Banding secara material
mempercepat peradilan.
2. Keputusan Dewan Pra Penyidikan menurut pasal 57 ayat 3 (d), dapat
diajukan banding oleh Negara yang bersangkutan atau oleh Penuntut dengan
menyerahkannya ke Badan Pra Penyidikan, Bandung dapat diperiksa
dengan alasan yang dipercepat.
3. Banding tidak dengan sendirinya memiliki efek yang mencurigakan kecuali
bila Majelis Banding mememerintahkannya, atas permintaan, sesuai dengan
Aturan Prosedur dan Bukti.
4. Perwakilan hukum dari korban, orang yang didakwa atau pemilik bonafide
dari harta benda yang secara merugikan terpengaruh karena perintah menurut
pasal 75 dapat mengajukan banding terhadap perintah penggantian, seperti
yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti.
Pasal 83
Memulai banding
1. Untuk tujuan persidangan menurut pasal 81 dan Bab ini, Badan Banding
memiliki segala kewenangan untuk dan Penyidik.
2. Jika Badan Penyidik menemukan bahwa persidangan banding dari
ketidakfairan dan pengacara yang mempengaruhi kepercayaan keputusan
atau hukuman, atau keputusan atau hukuman yang muncul dari kesalahan
yang secara material berpengaruh terhadap fakta hukum dan kesalahan
prosedur, bila :
(a) Mengatur atau mengubah keputusan atau hukuman; atau
(b) Perintah penyidikan baru dihadapan Majelis Banding yang berbeda.
Untuk tujuan-tujuan ini, Majelis Banding dapat mengirimkan kembali/
menyerahkan kembali masalah-masalah faktual ke Majelis Banding
sebelumnya untuk masalah-masalah itu untuk memutuskan masalah itu
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dan untuk melaporkan kembali sebagaimana mestinya, atau dapat
mendatangkan sendiri bukti untuk memutuskan masalah itu. Bila
keputusan atau vonis telah dilakukan banding hanya oleh orang yang
terhukum, atau Jaksa Penuntut atas nama orang itu, keputusan atau
vonis tidak dapat diubah sehingga merugikan orang itu.
3. Jika banding terhadap vonis ternyata Majelis Banding menemukan bahwa
vonis itu tidak sebanding dengan kejahatannya, Majelis Banding dapat
mengubah vonis sesuai dengan Bagian VII.
4. Pertimbangan Majelis Banding diambil melalui mayoritas hakim dan
dikirimkan ke pengadilan terbuka. Pertimbangan itu menetapkan alasan-
alasan mengenai dasar-dasarnya. Bila tidak terdapat suara bulat,
pertimbangan Majelis Banding dapat memuat pandangan-pandangan dari
mayoritas dan minoritas, tetapi hakim dapat menyampaikan pendapat sendiri
atau pendapat yang berbeda mengenai permasalahan hukum.
5. Majelis Banding dapat menyampaikan pertimbangannya tanpa ke-hadiran
orang yang dibebaskan atau yang dituduh itu.
Pasal 84
Revisi hukuman atau vonis
1. Orang yang didakwa, setelah kematian suami, anak-anak, orang tua atau
satu orang yang hidup pada saat kematian terdakwa yang telah diberikan
perintah tertulis secara tepat dari tertuduh untuk membawa tuntutan, atau
Jaksa Penuntut  atas nama orang itu, dapat mengajukan pada  Majelis
Banding untuk merevisi keputusan akhir mengenai hukuman atau vonis atas
dasar bahwa :
(a) Bukti baru telah ditemukan bahwa :
(i) Pada saat penyidikan tidak diperoleh, dan ketiadaannya itu tidak
seluruhnya atau sebagian berakibat kepada pihak yang
mengajukan permohonan; dan
(ii) Adalah cukup penting bahwa telah dibuktikan pada penyidikan
masalah itu diperoleh/diputuskan dalam putusan yang berbeda;
(b) Perlu ditemukan bahwa bukti yang menentukan dipertimbangkan pada
penyidikan dan atas mana tuduhan itu bergantung, salah terlupakan
atau dipalsukan;
(c) Satu hakim atau lebih yang turut ambil bagian dalam pembuatan
hukuman atau konfirmasi mengenai tuduhan-tuduhan telah dilakukan,
dalam hal demikian, tindakan pelanggaran atau pe-nyimpangan  serius
terhadap tugas cukup berbahaya untuk memberi alasan pemindahan
hakim itu atau hakim-hakim itu dari kantor/ tugasnya berdasarkan
pasal 46.
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2. Majelis Banding menolak permohonan jika ia menganggap permohonannya
tidak berdasar. Jika ia menentukan bhwa permohonannya itu berguna, ia
dapat :
(a) Mengumpulkan/mengundang kembali Majelis Banding yang
sebelumnya;
(b) Menetapkan Majelis Banding baru; atau
(c) Mempertahankan yurisdiksi terhadap masalah itu, sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan, setelah penyelidikan terhadap para
pihak menurut cara yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti
yang muncul pada saat penentuan mengenai apakah pertimbangan itu
harus direvisi.
Pasal 85
Ganti rugi terhadap orang yang didakwa atau orang yang ditahan
1. Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan secara tidak sah memiliki
hak kompensasi yang dapat dilaksanakan.
2. Bila seseorang melalui keputusan akhir telah dihukum melakukan
pelanggaran pidana, dan bila setelah itu hukumannya direvisi berdasarkan
fakta yang baru atau secara baru ditemukan yang menunjukkan secara
meyakinkan bahwa terdapat kegagalan peradilan, orang yang telah divonis
sebagai akibat dari hukuman itu diberi ganti rugi berdasarkan hukum, kecuali
jika terbukti bahwa tanpa pengungkapan fakta yang tidak diketahui pada
waktunya seluruhnya atau sebagian diakibatkan oleh orang tersebut.
3. Dalam keadaan luar biasa, dimana Pengadilan menemukan bukti yang
meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdapat kegagalan penting dan
meyakinkan terhadap peradilan, atas kebijakan pengadilan memberi
kompensasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur
dan Bukti, terhadap orang yang telah dilepaskan dari tahanan berdasarkan
keputusan akhir pembebasan atau pemutusan perkara karena alasan itu.
BAGIAN 9.
KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN HUKUM
Pasal 86
Kewajiban umum untuk bekerjasama
Negara Penandatangan (Negara Bagian) sesuai dengan ketentuan Hukum ini,
bekerjasama secara penuh dengan Pengadilan dalam investigasi dan dan
penuntutan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan.
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Pasal 87
Permohonan kerjasama : ketentuan-ketentuan umum
1. (a) Pengadilan memiliki kewenangan untuk membuat permohonan ke
Negara Penandatangan (Negara Bagian) untuk mendapatkan
kerjasama, Permohonan-permohoan itu dikirim melalui saluran
diplomatik atau saluran-saluran lainnya yang sesuai seperti yang
dimaksudkan melalui masing-masing Negara Penandatangan (Negara
Bagian) menyangkut ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau
pencapaian.
Masing-masing perubahan terhadap penunjukan dibuat oleh masing-
masing Negara Penandatangan sesuai dengan Aturan Prosedur dan
Bukti.
(b) Bila sesuai, tanpa mengurangi ketentuan sub ayat (a), permohonan
juga dapat dikirim melalui Organisasi Polisi Kejahatan Internasional
atau organisasi regional lainnya yang sesuai.
2. Permohonan untuk bekerjasama dan setiap dokumen yang mendukung
permohonan itu apakah disertai terjemahannya atau tidak ke dalam bahasa
resmi Negara yang diminta atau salah satu dari bahasa yang digunakan dari
Pengadilan, itu, sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh Negara itu berdasarkan
ratifikasi, penerimaan persetujuan atau pencapaian.
Masing-masing perubahan terhadap pilihan ini dibuat sesuai dengan Aturan
Prosedur dan Bukti.
3. Negara yang meminta menjaga kerahasiaan permohonan kerjasama dan
setiap dokumen yang mendukung permohonan itu, kecuali terhadap sejauh
mana pengungkapan itu perlu untuk pelaksanaan permohonan itu.
4. Berkaitan dengan setiap permohonan bantuan yang diberikan berdasarkan
ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau pencapaian.
Masing-masing perubahan terhadap pilihan ini dibuat sesuai dengan Aturan
Prosedur dan Bukti.
Negara yang meminta menjaga kerahasiaan permohonan kerjasama dan
setiap dokumen yang mendukung permohonan itu, kecuali terhadap sejauh
mana pengungkapan itu perlu untuk pelaksanaan permohonan itu.
Berkaitan dengan setiap permohonan untuk meminta bantuan yang diberikan
menurut Bagian ini, Pengadilan dapat mengambi tindakan, termasuk
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan informasi, yang
kemungkinan diperlukan untuk menjaga keamanan atau keselamatan fisik
atau keselamatan jiwa dari setiap korban, saksi-saksi penting dan keluarga-
keluarga mereka. Pengadilan dapat meminta segala informasi yang diberikan
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berdasarkan Bagian ini ditetapkan dan ditangani dengan cara yang melindungi
keselamatan dan keselamatan fisik atau jiwa dari setiap korban, saksi penting
dan keluarga mereka.
5. (a) Pengadilan dapat mengundang setiap Negara yang bukan pihak
terhadap Undang-undang ini untuk memberi bantuan berdasarkan
Bagian ini atas dasar penetapan sementara (ad hoc), kesepakatan
dengan Negara itu atau setiap dasar lain manapun yang sesuai.
(b) Bila Negara bukan pihak terhadap Undang-undang ini, yang membuat
penetapan sementara atau kesepakatan dengan Pengadilan, gagal
bekerjasama dengan permohonan sesuai dengan setiap penetapan atau
kesepakatan itu, Pengadilan dapat menginformasikan ke Majelis para
Negara Penandatangan, atau, bila Dewan Keamanan menunjuk
masalah itu ke Pengadilan, Dewan Keamanan.
6. Pengadilan dapat meminta kepada organisasi antar pemerintah manapun
untuk memberi informasi atau dokumen. Pengadilan juga dapat meminta
untuk mengadakan bentuk kerjasama atau bantuan lainnya yang dapat
disetujui berdasarkan organisasi itu dan yang sesuai dengan kewenangan
atau mandatnya.
7. Bila Negara Penandatangan gagal memenuhi permintaan bekerjasama oleh
Pengadilan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, sehingga
karenanya menghambat Pengadilan untuk melakukan/ menjalankan fungsinya
dan kekuatannya menurut Undang-undang ini. Pengadilan dapat melakukan/
membuat temuan dengan tujuan dan menunjuk ke masalah terhadap Majelis
Pihak Negara Penandatangan atau, bila Dewan Keamanan menunjuk
masalah itu ke Pengadilan, ke Dewan Keamanan.
Pasal 88
Ketersediaan/keberadaan prosedur berdasarkan hukum nasional
Para Negara Penandatangan menjamin bahwa terdapat prosedur berdasarkan
hukum nasional untuk seluruh bentuk kerjasama yang ditetapkan menurut Bagian
ini.
Pasal 89
Penyerahan orang ke pengadilan
1. Pengadilan dapat mengirim permohonan penahanan dan penyerahan
orang, berikut material yang mendukung permohonan yang ditetapkan dalam
pasal 91, terhadap negara manapun berdasarkan wilayah teritorial dimana
orang itu dapat ditemukan dan mengajukan/memohon kerja-sama dengan
negara itu dalam penahanan atau penyerahan orang itu. Para Negara
Penandatangan sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan prosedur menurut
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hukum nasionalnya, mematuhi/memenuhi per-mohonan penahanan dan
penyerahan.
2. Bila orang yang diminta untuk ditahan menolakdi hadapan pengadilan
nasional atas dasar prinsip ne bis in idem seperti ditetapkan dalam pasal
20, Negara yang memohon segera berkonsultasi dengan Pengadilan untuk
menentukan apakah terdapat aturan hukum yang sesuai terhadap penerimaan
itu. Jika kasus itu diterima, Neara yang memohon menyeles pelaksanaan
permohonannya. Jika izin yang mengatur itu ditunda, negara yang memohon
dapat membatalkan melaksanakan permohonan-nya untuk penyerahan itu
hingga Pengadilan membuat keputusan mengenai penerimaan.
3. (a) Negara Penandatangan memberi wewenang, sesuai dengan undang-
undang prosedur nasionalnya, transportasi melalui wilayah orang yang
diserahkannya ke Pengadilan oleh Negara lain, kecuali bila
pengangkutan melalui Neara itu mengganggu atau menghalangi
penyerahan itu.
(b) Permohoann oleh Pengadilan untuk pengangkutan dikirim sesuai dengan
pasal 87 Permohonan pengiriman/transit memuat :
(i) Uraian orang yang dikirim;
(ii) Keterangan singkat mengenai fakta dari kasus itu dan karakterisasi
hukumnya; dan
(iii) Jaminan penahanan dan penyerahan;
(c) Orang yang dikirim berada dalam tahanan selama masa   pengiriman;
(d) Tidak diperlukan otorisasi jika orang itu dikirimkan melalui udara, tanpa
pendaratan yang terjadwal di wilayah negara persinggahan itu;
(e) Jika terjadi pendaratan yang tidak terjadwal di wilayah negara transit,
negara itu dapat menetapkan/meminta permohonan transit dari
Pengadilan seperti yang ditetapkan dalam sub ayat (b), Negara transit
dapat menahan orang yang dikirim itu hingga permohonan transit
diperoleh dan transit itu berlaku, asalkan penahanan itu memiliki tujuan
seperti dalam sub paragraf ini tidak melebihi 96 jam dari pendaratan
tak terjadwal kecuali permohonan itu diterima pada saat itu.
Jika orang yang diminta untuk menjamin proses peradilan atau sedang
menjalani vonis/hukuman di negara yang diminta itu untuk kejahatan yang
berbeda dengan penyerahan ke Pengadilan itu diminta, negara yang
memohon, setelah membuat keputusan untuk menyerahkan permohonan
itu, berkonsultasi dengan Pengadilan.
269
Pasal 90
Permohonan-permohonan yang saling bersaing
1. Negara Penandatangan yang menerima permohonan dari Pengadilan untuk
penyerahan orang berdasarkan pasal 89, jika ia juga menerima permohonan
dari negara lainnya untuk melakukan ekstradisi terhadap orang yang sama
karena tindakan yang sama yang membentuk alasan dari kejahatan untuk
Pengadilan ygmeminta penyerahan orang itu, memberitahu kepada
Pengadilan dan negara-negara yang memohon atas fakta itu.
2. Bila negara yang memohon merupakan Negara Penandatangan, Negara
yang diminta memberi prioritas terhadap permohonan dari Pengadilan itu
jika :
(a) Pengadilan, sesuai dengan pasal 18 atau 19, telah melakukan
pertimbangan penentuan bahwa kasus yang menyangkut penye-rahan
itu diminta diizinkan dan bahwa penetapan itu mem-perhatikan
investigasi atau penuntutan yang dilakukan oleh Negara yang memohon
menyangkut permohonan untuk ekstradisi; atau
(b) Pengadilan membuat penetapan yang dijelaskan dalam sub-ayat (a)
menurut notifikasi Negara yang diminta berdasarkan ayat 1.
3. Bila penetapan menurut ayat 2 (a) tidak dibuat, negara yang diminta, atas
kebijakannya dapat menunda penetapan Pengadilan berdasarkan ayat 2
(b), dilanjutkan dengan pelaksanaan mengenai permohonan ekstradisi dari
Negara yang memohon tetapi tidak mengekstradisi orang itu hingga
Pengadilan menentukan bahwa kasus itu tidak diizinkan. Penetapan
Pengadilan dibuat untuk memperlancar.
4. Jika Negara yang memohon merupakan Negara yang bukan Pihak terhadap
Undang-undang ini negara yang diminta, jika tidak berdasarkan kewajiban
internasional untuk mengekstradisi orang ke Neara yang memohon, memberi
prioritas terhadap permohonan penyerahan dari Pengadilan, jika Pengadilan
menetapkan bahwa kasus itu diizinkan.
5. Bila kasus berdasarkan ayat 4 tidak ditetapkan untuk dapat diizinkan oleh
Pengadilan, negara yang diminta atas kebijakannya, dapat menjalankan
berurusan dengan permohonan ekstradisi dari negara yang memohon itu.
6. Dalam hal bila ayat 4 berlaku kecuali bahwa negara yang diminta berada di
bawa kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang terhadap
permohonan negara yang bukan Pihak pada Undang-undang ini, negara
yang diminta menentukan apakah menyerahkan orang itu ke Pengadilan
atau mengekstradisi orang itu ke negara yang memohon. Dalam membuat
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keputusan, negara yang diminta mempertimbangkan segala faktor yang
berkaitan, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
(a) Tanggal tiap-tiap permohonan;
(b) Kepentingan dari Negara yang memohon termasuk, bila sesuai, apakah
kejahatan itu dilakukan di wilayahnya dan kewarganegaraan dari korban
itu dan orang yang dicari itu; dan
(c) Kemungkinan masing-masing penyerahan antara Pengadilan dengan
Negara yang memohon.
7. Bila Negara Penandatangan yang menerima permohonan dari Pengadilan
untuk penyerahan orang juga menerima permohonan dari negara lain untuk
ekstradisi orang yang sama karena tindakan selain dari yang merupakan
kejahatan untuk mana Pengadilan meminta orang itu untuk diserahkan :
(a) Negara yang diminta, jika tidak berada dalam kewajiban internasional
yang ada untuk mengekstradisi orang itu ke negara yang memohon,
memberi prioritas terhadap permohonan dari Pengadilan itu;
(b) Negara yang diminta, jika negara itu berada dalam kewajiban
internasional yang ada untuk mengekstradisi orang itu ke negara yang
memohon, dengan menetapkan apakah menyerahkan orang itu ke
Pengadilan atau mengekstradisi orang itu ke negara yang memohon.
Dalam pembuatan keputusan, negara yang diminta mempertimbangkan
segala faktor yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang
ditetapkan pada ayat 6, tapi memberi pertimbangan khusus terhadap
sifat relatif dari bobot dari tindakan yang dimaksud itu.
8. Bila sesuai dengan pemberitahuan/notifikasi berdasarkan pasal ini, Pengadilan
telah menetapkan suatu kasus yang tidak diizinkan, dan masing-masing
ekstradisi kepada negara yang meminta itu ditolak, negara yang diminta
memberitahu ke Pengadilan mengenai keputusan ini.
Pasal 91
Izin permohonan penahanan dan penyerahan
1. Permohonan penahanan dan penyerahan dibuat secara tertulis. Dalam hal
mendesak, permohonan dapat dibuat dengan cara yang dapat dikirimkan
melalui catatan tertulis, asalkan permohonan itu dikuatkan melalui saluran
yang ditetapkan untuk itu dalam pasal 87, ayat 1 (a).
2. Dalam hal permohonan untuk penahanan atau penyerahan orang yang untuk
orang itu diberi jaminan penahanan yang dikeluarkan oleh Majelis Pra-
Penyidikan (PreTrial Chamber) berdasarkan pasal 58, permohonan itu
memuat atau diperkuat dengan :
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(a) Informasi yang menguraikan mengenai orang yang diminta/dicari, cukup
menjelaskan/membuktikan orang itu, dan informasi mengenai lokasi
kemungkinan keberadaan orang itu;
(b) Salinan jaminan penahanan; dan
(c) Dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi-infor-masi
yang mungkin diperlukan untuk memenuhi ketentuan untuk proses
penyerahan di Negara yang diminta, kecuali bahwa ketentuan itu tidak
boleh lebih berat daripada yang berlaku terhadap permohonan
ekstradisi menyangkut fakta-fakta atau penetapan-penetapan antara
Negara yang diminta dan Negara lain, dan, bila mungkin, tidak terlalu
memberatkan, harus mempertimbangkan sifat yang jelas dari Pengadilan
itu.
3. Dalam hal permohonan penahanan dan penyerahan orang yang telah
didakwa, Permohonan memuat atau didukung/diperkuat dengan :
(a) Salinan jaminan penahanan terhadap orang itu;
(b) Salinan penetapan hukuman/vonis;
(c) Informasi untuk menunjukkan bahwa orang yang dicari itu adalah sesuai
dengan penetapan/keputusan hukuman/vonis; dan
(d) Jika orang yang dicari itu telah divonis, salinan vonis yang dikenakan
dan, dalam hal vonis hukuman, keterangan mengenai waktu yang telah
dijalankan dan waktu yang masih harus dijalani.
4. Terhadap permohonan Pengadilan, Negara Penandatangan berkonsultasi
dengan Pengadilan, apakah secara umum atau dengan memperhatikan
masalah-masalah khusus, menyangkut setiap ketentuan berdasarkan hukum
nasionalnya bahwa dapat menerapkan berdasarkan ayat 2 (c). Selama
konsultasi itu, Negara Penandatangan memberitahu/saran kepada
Pengadilan mengenai ketentuan khusus undang-undang nasionalnya.
Pasal 92
Penahanan sementara
1. Dalam kasus urgen, Pengadilan dapat meminta penahanan sementara
terhadap orang yang dicari, yang menunda penyampaian permohonan
penyerahan dan dokumen yang mendukung permohonan seperti yang
ditetapkan dalam pasal 91.
2. Permohonan penahanan sementara dibuat melalui media yang dapat
dikirimkan melalui catatan tertulis dan memuat :
(a) Informasi yang menguraikan orang yang dicari itu, yang cukup
menjelaskan mengenai orang itu, dan informasi mengenai lokasi
kemungkinan orang itu berada;
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(b) Keterangan singkat mengenai kejahatan mengenai mengapa orang yang
ditahan itu dicari dan fakta-fakta yang dibuktikan merupakan tindakan
kejahatan, termasuk bila mungkin, tanggal dan lokasi kejahatan itu;
(c) Keterangan keberadaan jaminan penahanan atau penetapan hu-kuman
terhadap orang yang dicari itu; dan
(d) Keterangan bahwa permohonan penahanan orang yang dicari itu akan
ditindaklanjuti.
3. Orang yang untuk sementara ditahan dapat dilepaskan dari tahanan jika
Negara yang diminta tidak menerima permohonan untuk penahanan dan
dokumen-dokumen pendukung terhadap permohonan yang ditetapkan
dalam pasal 91 dalam batas waktu yang ditetapkan menurut Aturan Prosedur
dan Bukti. Namun demikian, orang itu diizinkan untuk ditahan sebelum
berakhirnya masa ini jika diizinkan oleh undang-undang Negara yang
dimohon. Dalam hal demikian, Negara yang dimohon melanjutkan
penyerahan orang itu ke Pengadilan sesegera mungkin.
4. Fakta bahwa orang yang dicari itu telah dilepaskan dari tahanan sesuai
dengan ayat 3 tidak mengurangi penahanan dan penyerahan masing-masing
orang itu jika permohonan penyerahan dan dokumen-dokumen pendukung
dari permohonan itu dikirimkan pada tanggal setelah itu.
Pasal 93
Bentuk-bentuk kerjasama lainnya
1. Pihak Negara Penandatangan, sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan
berdasarkan prosedur hukum nasional, dapat memenuhi permohonan
Pengadilan untuk menetapkan bantuan berikut ini berkaitan dengan
penyidikan atau penuntutan :
(a) Identifikasi dan keberadaan orang atau lokasi dari item-item;
(b) Pengambilan bukti, termasuk pengakuan/testimony di bawah sumpah
dan pembuatan bukti, termasuk pendapat ahli dan laporan yang
diperlukan Pengadilan;
(c) Menanyakan kepada setiap orang yang diperiksa atau dituntut;
(d) Layanan dokumen, termasuk dokumen-dokumen peradilan;
(e) Mempermudah/membantu penampilan orang secara sukarela sebagai
saksi atau ahli di hadapan Pengadilan;
(f) Penyerahan sementara orang-orang seperti yang ditetapkan dalam
ayat 7;
(g) Pemeriksaan tempat atau lokasi (kejadian), termasuk penggalian dan
penggalian lokasi kubur;
(h) Pelaksanaan pengejaran dan penyitaan;
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(i) Ketentuan catatan dan dokumen, termasuk catatan dan dokumen resmi;
(j) Perlindungan korban dan saksi serta penyelamatan bukti-bukti;
(k) Identifikasi, pelacakan dan pembukuan atau penyitaan proses peradilan,
harta benda dan aset serta alat-alat kejahatan untuk tujuan yang pada
akhirnya merupakan penghilangan, tanpa mengurangi hak bonafide pihak
ketiga; dan
(l) Setiap jenis bantuan lain yang tidak dilindungi oleh hukum dari Negara
yang diminta, dengan memperhatikan kemudahan pe-meriksaan dan
penuntutan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan;
2. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberi jaminan kepada saksi atau
ahli yang muncul di hdapan Pengadilan bahwa orang itu tidak akan dituntut,
ditahan atau dikenai larangan-larangan kebebasan pribadi oleh Pengadilan
yang berkaitan dengan setiap tindakan atau penghilangan yang mendahului
keberangkatan orang itu dari Negara yang diminta.
3. Bila pelaksanaan tindakan bantuan khusus yang diuraikan dalam permohonan
yang diberikan berdasarkan ayat 1, terhambat di Negara yang diminta atas
dasar prinsip hukum pokok yang ada terhadap pelaksanaan umum, Negara
yang diminta itu secara cepat/tepat pada waktunya berkonsultasi dengan
Pengadilan untuk berupaya menyelesaikan masalah itu. Dalam konsultasi
itu, pertimbangan harus diberikan terhadap apakah bantuan itu dapat
diserahkan dengan cara lain atau sesuai dengan syarat-syarat. Jika setelah
berkonsultasi masalah itu tidak dapat diselesaikan, Pengadilan dapat
mengubah/memodifikasi permohonan sebagaimana perlunya.
4. Sesuai dengan pasal 72, Negara Penandatangan dapat menolak permohonan
bantuan, seluruhnya atau sebagian, hanya bila permohonan itu menyangkut
pembuatan segala dokumen atau pengungkapan bukti yang berkaitan dengan
keamanan nasional.
5. Sebelum penolakan permohonan bantuan berdasarkan ayat 1 (1), Negara
yang diminta mempertimbangkan apakah bantuan itu dapat diberikan sesuai
dengan syarat-syarat yang ditetapkan, atau apakan bantuan itu dapat
diberikan pada tanggal setelahnya atau menurut cara alternatif, asalkan jika
Pengadilan atau Penuntut menerima bantuan itu sesuai dengan persyaratan,
Pengadilan atau Penuntut mematuhi syarat-syarat itu.
6. Jika permohonan ditolak, Negara Penandatangan yang diminta secara tetap
waktu memberitahukan Pengadilan atau Penuntut mengenai alasan-alasan
penolakannya.
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7. (a) Pengadilan dapat meminta pemindahan sementara orang yang berada
dalam tahanan untuk tujuan identifikasi atau untuk memperoleh
pengakuan/testimony atau bantuan lainnya. Orang itu dapat
dipindahkan jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi :
(i) Orang itu secara bebas memberi persetujuan yang diinformasi-
kannya mengenai pemindahan itu; dan
(ii) Negara yang diminta setuju untuk pemindahan itu, sesuai dengan
syarat-syarat itu setelah Negara itu dan Pengadilan menyetujuinya.
(b) Orang yang dipindahkan masih tetap berada di dalam tahanan, bila
untuk tujuan pemindahan itu telah terpenuhi, Pengadilan mengembalikan
orang itu tanpa menunda ke Negara yang diminta.
8. (a) Pengadilan menjamin kerahasiaan dokumen dan informasi, kecuali yang
diperlukan untuk investigasi dan proses penyidikan seperti yang
dijelaskan di dalam permohonan itu.
(b) Negara yang diminta bila perlu, dapat mengirim dokumen atau informasi
ke Penuntut berdasarkan kerahasiaan, Penuntut selanjut-nya
menggunakan dokumen atau informasi itu secara sendiri-sendiri untuk
tujuan memperoleh bukti baru.
(c) Negara yang diminta, atas usul/mosinya sendiri atau atas per-mintaan
Penuntut, masing-masing persetujuan untuk pengungkapan dokumen
atau informasi itu. Selanjutnya dokumen atau informasi itu digunakan
sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Bagian 5 dan 6 dan sesuai
dengan Aturan Prosedur dan Bukti.
9. (a) (i) Dalam hal bahwa Negara Penandatangan menerima per-mohonan
yang saling berlawanan (competing request) selain penyerahan
atau ekstradisi, dari Pengadilan dan dari negaralain sesuai dengan
kewajiban internasional, Negara Penandatangan berusaha, dengan
berkonsultasi dengan Pengadilan dan Negara lainnya, untuk
memenuhi kedua permohonan itu bila perlu dengan penundaan
atau pencantuman syarat-syarat ke salah satu atau permohonan
lainnya.
(ii) Bila gagal, permohonan yang saling berlawanan dapat diselesaikan
sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pasal 90.
(b) Namun demikian, bila permohonan dari Pengadilan menyangkut
informasi, harta benda atau orang yang harus menjalani kontrol dari
Negara ketiga atau organisasi internasional berdasarkan perjanjian
internasional, Negara yang diminta menginformasikan hal itu ke
Pengadilan dan Pengadilan menyampaikan permohonannya ke Negara
ketiga atau organisasi internasional.
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10. (a) Pengadilan, berdasarkan permintaan, dapat bkeerjasama dan memberi
bantuan ke Negara Penandatangan yang menyelenggarakan investigasi
atau penyidikan yang menyangkut tindakan yang me-rupakan kejahatan
di dalam yurisdiksi Pengadilan atau yang merupakan kejahatan serius
berdasarkan hukum nasional dan Negara yang memohon itu.
(b) (i) Bantuan yang diberikan berdasarkan sub-ayat (a) memuat inter
alia :
a. Pengiriman keterangan, dokumen atau jenis bukti-bukti lain
yang diperoleh selama proses investigasi atau penyidikan yang
dilakukan oleh Pengadilan; dan
b. Mengajukan pertanyaan terhadap setiap orang yang ditahan
atas perintah Pengadilan.
(ii) Dalam hal bantuan itu berdasarkan sub-ayat (b) (i) a :
a. Jika dokumen-dokumen atau jenis bukti lain telah diperoleh
dengan bantuan suatu Negara, pengirimannya perlu
persetujuan Negara itu;
b. Bila keterangan, dokumen-dokumen atau jenis bukti lain telah
diberikan oleh saksi atau ahli, pengirimannya harus sesuai
dengan ketentuan pasal 68.
(c) Pengadilan, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat ini,
dapat memberi mengabulkan permohonan bantuan berdasarkan ayat
ini dari Negara yang bukan merupakan Pihak pada Undang-undang
ini.
Pasal 94
Penangguhan pelaksanaan permohonan berkaitan dengan
Investigasi atau penyidikan yang berlangsung
1. Jika pelaksanaan segera terhadap permohonan mengganggu jalannya
investigasi atau penyidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus yang
berbeda dengan kasus itu dimana permohonan itu berkaitan, Negara yang
diminta dapat menangguhkan pelaksanaan permohonan itu hingga jangka
waktu yang disetujui Pengadilan. Namun demikian, penangguhan itu tidak
lebih lama daripada yang diperlukan untuk menyelesaikan investigasi atau
penyelidikan yang bersangkutan di Negara yang diminta. Sebelum membuat
keputusan penangguhan, Negara yang diminta mempertimbangkan apakah
bantuan itu dapat segera diberikan sesuai dengan syarat-syarat tertentu atau
tidak.
2. Jika keputusan penangguhan diambil sesuai dengan ayat 1, Penuntut
bagaimanapun dapat meminta tindakan penyematan bukti, sesuai dengan
pasal 93, ayat 1 (j).
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Pasal 95
Penangguhan pelaksanaan permohonan yang menyangkut
Penolakan izin/persetujuan
Bila terdapat penolakan izin/persetujuan berdasarkan pertimbangan Pengadilan
sesuai dengan pasal 18 atau 19, Negara yang diminta dapat menangguhkan
pelaksanaan permohonan sesuai dengan Bagian ini yang menunda penetapan
oleh Pengadilan, kecuali bila Pengadilan secara khusus telah memerintahkan
bahwa Penuntut dapat melanjutkan pengumpulan buukti sesuai dengan pasal 18
atau 19.
Pasal 96
Isi permohonan untuk memperoleh bentuk-bentuk
Bantuan lain menurut pasal 93
1. Permohonan untuk memperoleh bentuk-bentuk bantuan lainnya mengacu
pada pasal 93 dibuat secara tertulis. Dalam hal mendesak, permohonan
dapat dibuat melalui media yang dapat mengirimkan catatan tertulis, asalkan
permohonan itu dikonfirmasikan melalui saluran yang diberikan untuk pasal
87, ayat 1 (a).
2. Permohonan, bila sesuai, memuat atau didukung oleh :
(a) Keterangan yang jelas mengenai tujuan permohonan dan bantuan yang
diminta, termasuk dasar hukum dan alasan-alasan untuk permohonan
itu;
(b) Informasi yang selengkap mungkin mengenai lokasi atau identifikasi
dari setiap orang atau tempat yang harus ditemukan atau di-identifikasi
untuk memperoleh bantuan yang dicari ditetapkan;
(c) Keterangan yang jelas mengenai fakta-fakta penting yang mendasari
permohonan itu;
(d) Alasan dan rincian mengenai setiap prosedur atau ketentuan yang harus
diikuti;
(e) Informasi itu bila diminta berdasarkan undang-undang negara yang
diminta untuk melaksanakan permohonan itu;
(f) Setiap informasi lain yang berkaitan untuk memperoleh bantuan yang
dicari diberikan.
3. Atas permohonan Pengadilan, Negara Penandatangan dapat berkonsultasi
dengan Pengadilan, apakah secara umum atau yang menyangkut masalah
khusus, menyangkut setiap ketentuan berdasarkan hukum nasionalnya
bahwa dapat dilaksanakan berdasarkan ayat 2 (e). Selama konsultasi itu,
Negara Penandatangan memberitahu/ menyarankan kepada Pengadilan
mengenai ketentuan khusus hukum nasionalnya.
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4. Ketentuan-ketentuan pasal ini, bila dapat dilaksanakan, juga berlaku yang
menyangkut permohonan bantuan yang dibuat Pengadilan.
Pasal 97
Konsultasi-konsultasi
Bila Negara Penandatangan menerima permohonan berdasarkan Bagian ini dalam
kaitan mana permohonan itu menjelaskan permasalahan yang dapat menghambat
atau menghalangi pelaksanaan permohonan, bahwa Negara dapat berkonsultasi
dengan Pengadilan tanpa penundaan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah-
masalah itu menyangkut, inter alia :
(a) Informasi yang tidak cukup untuk pelaksanaan permohonan itu;
(b) Dalam hal permohonan penyerahan, kenyataannya bahwa meskipun
dilakukan upaya-upaya terbaik, orang yang dicari tidak dapat ditemukan
atau investigasi yang dilaksanakan dihentikan karena orang yang berada di
Negara yang diminta jelas-jelas bukan orang yang namanya berada di dalam
jaminan itu; atau
(c) Kenyataan bahwa pelaksanaan permohonan dalam bentuk yang terakhir
menyebabkan Negara yang diminta melanggar kewajiban kesepakatan/
pakta yang belum ada yang menyangkut Negara yang lain.
Pasal 98
Kerjasama yang menyangkut pelepasan hak imunitas
dan persetujuan penyerahan
1. Pengadilan tidak melanjutkan permohonan untuk meminta penyerahan atau
bantuan yang mewajibkan Negara yang diminta untuk bertindak secara
tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional yang
menyangkut Negara atau kekebalan diplomatik dari orang atau harta benda
negara ketiga, kecuali bila Pengadilan pertama-tama mampu menjalin
kerjasama dengan negara ketiga itu untuk melepaskan hak kekebalan.
2. Pengadilan tidak dapat melanjutkan permohonan untuk meminta penyerahan
yang mewajibkan Negara yang diminta untuk bertindak secara tidak
konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional untuk
mana izin/persetujuan dari negara yang mengirimkan diminta untuk
menyerahkan orang dari Negara itu ke Pengadilan, kecuali bila Pengadilan
pertama-tama dapat menjalin kerjasama dengan negara yang mengirimkan
untuk memberi persetujuan penyerahan itu.
Pasal 99
Pelaksanaan permohonan berdasarkan pasal 93 dan 96
1. Permohonan bantuan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berkaitan
menurut hukum Negara yang diminta dan, kecuali bila terhambat/terhalang
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oleh undang-undang itu, dengan cara yang ditetapkan di dalam permohonan
itu, termasuk mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan di sini atau
mengizinkan orang yang ditetapkan/dimaksud dalam permohonan itu untuk
dihadirkan dan membantu proses pelaksanaannya.
2. Dalam hal permohonan yang mendesak, dokumen atau bukti yang dibuat
sebagai jawaban, atas permintaan Pengadilan, dikirimkan segera.
3. Jawaban dari Negara yang diminta dikirimkan dalam bahasa dan bentuknya.
4. Tanpa mengurangi pasal-pasal lain dalam Bagian ini, bila diperlukan untuk
keberhasilan pelaksanaan permohonan yang dapat dilaksanakan tanpa
tindakan yang diwajibkan, termasuk secara khusus wawancara atau
pengambilan bukti dari orang secara sukarela, termasuk melaksanakan tanpa
kehadiran pihak yang berwenang dari Negara Penandatangan yang diminta
bila menyangkut masalah penting agar permohonan itu dilaksanakan dan
pelaksanaan tanpa perubahan/ modifikasi lokasi umum atau tempat umum
lain, Penuntut dapat menjalankan/melaksanakan permohonannya secara
langsung ke wilayah yang suatu Negara sebagai berikut :
(a) Bila Negara Penandatangan yang diminta adalah Negara di wilayah
mana kejahatan itu diduga keras telah dilakukan, dan telah terdapat
penepatan izin sesuai dengan pasal 18 atau 19, Penuntut secara langsung
dapat melaksanakan permohonannya dengan mengikuti segala
konsultasi yang mungkin dengan Negara Penandatangan yang diminta
itu;
(b) Pada kasus-kasus lainnya, Penuntut dapat melaksanakan
permohonannya dengan mengikuti konsultasi dengan Negara
Penandatangan yang diminta dan sesuai dengan syarat-syarat atau
perhatian yang dibuat/diberikan oleh Negara Penandatangan itu. Bila
Negara Penandatangan yang diminta menjelaskan permasalahan
terhadap pelaksanaan permohonan sesuai dengan subparagraf ini, tanpa
penundaan, berkonsultasi dengan Pengadilan untuk menyelesaikan
masalah itu.
5. Ketentuan-ketentuan yang mengizinkan orang yang diperiksa atau disidik
oleh Pengadilan berdasarkan pasal 72 untuk meminta pembatasan-
pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi peng-ungkapan informasi
rahasia yang berkaitan dengan keamanan Negara juga berlaku terhadap
pelaksanaan permohonan bantuan berdasarkan pasal ini.
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Pasal 100
Biaya-biaya
1. Biaya umum untuk pelaksanaan permohonan di wilayah negara yang diminta
ditanggung oleh Negara itu, kecuali dalam hal-hal berikut ini, dimana biaya
ditanggung oleh Pengadilan :
(a) Biaya-biaya yang berkaitan dengan perjalanan atau keamanan saksi
dan ahli atau pemindahan berdasarkan pasal 93 terhadap orang yang
berada di dalam tahanan;
(b) Biaya penterjemahan, penafsiran dan penulisan/pencatatan;
(c) Biaya perjalanan dan akomodasi para Hakim, Penuntut, Wakil
Penuntut, Panitera, Wakil Panitera dan staf dari badan Pengadilan;
(d) Biaya keterangan ahli atau laporan yang diminta oleh Pengadilan;
(e) Biaya yang berkaitan dengan pengangkutan orang yang diserahkan ke
Pengadilan oleh Negara yang menahan; dan
(f) Mengikuti konsultasi, setiap biaya khusus/luar biasa yang diakibatkan
karena pelaksanaan permohonan.
2. Ketentuan ayat 1, sebagaimana mestinya berlaku untuk permohonan dari
para Negara Penandatangan ke Pengadilan. Dalam hal seperti itu, Pengadilan
menanggung biaya umum/biasa terhadap pelaksanaannya.
Pasal 101
Aturan pengkhususan
1. Orang yang diserahkan ke Pengadilan menurut Undang-undang ini tidak
diproses, dihukum atau ditahan terhadap setiap tindakan yang dilakukan
sebelum penyerahan, selain tindakan atau rangkaian tindakan yang
merupakan alasan dari kejahatan untuk alasan mana orang itu diserahkan.
2. Pengadilan dapat meminta pelepasan hak dari ketentuan-ketentuan ayat 1
dari Negara yang menyerahkan orang itu ke Pengadilan dan, bila perlu
Pengadilan memberi informasi tambahan sesuai dengan pasal 91. Pihak
Negara Penandatangan memiliki kewenangan untuk memberi pelepasan
hak ke Pengadilan dan berusaha untuk melaksanakannya.
Pasal 102
Penggunaan istilah-istilah
Untuk tujuan Undang-undang ini :
(a) “penyerahan” artinya pengiriman orang oleh Negara ke Pengadilan, sesuai
dengan Undang-undang ini.
(b) “ekstradisi” artinya pengiriman orang oleh suatu Negara ke Negara lain
seperti yang ditetapkan oleh pakta/perjanjian, konvensi atau perundang-
undangan nasional.
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BAGIAN 10
PELAKSANAAN
Pasal 103
Peran Negara dalam melaksanakan vonis hukuman
1. (a) Vonis hukuman dijalankan di suatu Negara yang ditunjuk oleh
Pengadilan dari data Negara-negara yang telah menunjuk/ mengusulkan
ke Pengadilan mengenai keinginannya untuk me-nerima orang yang
divonis tersebut.
(b) Pada saat menyampaikan kemauannya untuk menerima orang yang
divonis itu, Negara dapat menerapkan syarat-syarat penerimaannya
seperti yang disetujui oleh Pengadilan dan sesuai dengan Bagian ini.
(c) Negara yang ditunjuk dalam hal khusus memberitahu secara tepat
waktu kepada Pengadilan apakah ia menerima penunjukan Pengadilan
itu atau tidak.
2. (a) Negara yang melaksanakan memberitahu Pengadilan mengenai segala
keadaan, termasuk pelaksanaan syarat yang disetujui menurut ayat 1,
yang mana secara material dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan
atau lamanya pemenjaraan itu, Pengadilan diberi pemberitahuan
selambat-lambatnya 45 hari mengenai setiap keadaan yang diketahui
atau diduga dari sekarang. Selama masa ini, Negara yang melaksanakan
tidak melakukan tindakan yang mengurangi kewajibannya menurut pasal
110.
(b) Bila Pengadilan tidak dapat menyetujui keadaan sesuai dengan sub-
ayat (a), Pengadilan akan memberitahu Negara yang melaksanakan
dan menjalankannya sesuai dengan pasal 104, ayat 1.
3. Dalam melaksanakan kebijakannya untuk membuat/melakukan penunjukan
menurut ayat 1, Pengadilan memperhatikan hal-hal berikut ini :
(a) Prinsip bahwa Negara Penandatangan bersama-sama menanggung
tanggung jawab terhadap pelaksanaan vonis hukuman, sesuai dengan
prinsip pembagian yang setara, seperti yang ditetapkan dalam Aturan
Prosedur dan Bukti;
(b) Pelaksanaan standar-standar pakta/perjanjian yang diterima secara
internasional yang mengatur perlakuan terhadap narapidana;
(c) Pandangan orang yang divonis;
(d) Kebangsaan orang yang divonis;
(e) Faktor-faktor lain yang menyangku keadaan kejahatan atau orang yang
divonis itu, atau pelaksanaan vonis yang efektif, yang manapun yang
sesuai dalam menunjuk Negara pelaksana.
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4. (a) Jika tidak ada Negara yang ditunjuk menurut ayat 1, vonis hukuman
dilaksanakan di fasilitas penjara yang disediakan oleh Negara tuan
rumah, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian
markas besar sesuai dengan pasal 3, ayat 2, Dalam hal demikian, biaya
yang timbul dari pelaksanaan vonis hukuman ditanggung oleh Pengadilan.
Pasal 104
Perubahan penunjukan Negara pelaksana
1. Pengadilan, sewaktu-waktu dapat memutuskan untuk memindahkan pidana
ke penjara Negara lain.
2. Terpidana sewaktu-waktu dapat memohon kepada Pengadilan untuk
dipindahkan dari Negara pelaksana itu.
Pasal 105
Pelaksanaan vonis/hukuman
1. Sesuai dengan syarat dimiliki suatu Negara yang ditetapkan sesuai dengan
pasal 103, ayat 1 (b), vonis penjara bersifat mengikat pada para Negara
Penandatangan, yang tidak dapat diubah.
2. Pengadilan sendiri memiliki hak untuk memutuskan segala permohonan
banding dan revisi. Negara pelaksana tidak menghalangi pelaksanaan
permohonan oleh terpidana.
Pasal 106
Supervisi pelaksanaan vonis dan syarat-syarat penahanan
1. Pelaksanaan vonis hukuman tunduk pada supervisi Pengadilan dan sesuai
dengan standar perjanjian yang diterima secara internasional yang mengatur
perlakuan terhadap narapidana.
2. Syarat penahanan diatur melalui hukum Negara pelaksana dan sesuai dengan
standar-standar perjanjian yang diterima secara internasional yang mengatur
perlakuan terhadap narapidana; sama sekali syarat-syarat itu tidak boleh
lebih atau kurang memuaskan daripada yang diberikan terhadap narapidana
yang dihukum karena kejahatan yang serupa di Negara pelaksana.
3. Komunikasi antara terpidana dan Pengadilan tidak dihalangi dan bersifat
rahasia.
Pasal 107
Pemindahan awal atas penyelesaian vonis/hukuman
1. Setelah menyelesaikan hukuman, orang yang bukan warga negara dari
Negara yang melaksanakan itu, sesuai dengan Undang-undang Negara
pelaksana, dapat dipindahkan ke Negara yang diwajibkan untuk
menerimanya, ke Negara lain yang setuju untuk menerimanya, yang
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memperhatikan segala kemauan orang yang dipindahkan itu ke Negara itu,
kecuali bila Negara pelaksana memberi kepada orang itu untuk tetap berada
di wilayahnya.
2. Bila tidak ada Negara yang menanggung biaya yang timbul akibat
pemindahan orang itu ke Negara lain sesuai ayat 1, biaya itu ditanggung
oleh Pengadilan.
3. Sesuai dengan ketentuan pasal 108, Negara pelaksana dapat, sesuai dengan
undang-undang nasionalnya, mengeskstradisi atau dengan cara lain
menyerahkan orang itu ke Negara yang mengajukan permohonan ekstradisi
atau mengirimkan orang itu untuk tujuan penyidikan atau pelaksanaan
hukuman.
Pasal 108
Batasan terhadap tuntutan atau hukuman dari pelanggaran
pelanggaran lain
1. Orang yang divonis di ruang tahanan Negara pelaksana tidak dikenai tuntutan
atau hukuman atau ekstradisi ke Negara ketiga karena tindakan yang
dilakukan sebelum pengiriman orang itu ke Negara pelaksana, kecuali
tuntutan, hukuman atau ekstradisi itu telah disetujui oleh Pengadilan atas
permohonan Negara pelaksana.
2. Pengadilan memutuskan masalah setelah mendengar pendapat dari
terpidana.
3. Ayat 1 tidak laku berlaku bila terpidana masih secara sukarela lebih dari 30
hari berada di wilayah Negara pelaksana setelah menjalani masa hukuman
penuh yang dikenakan oleh Pengadilan, atau kembali ke wilayah Negara
itu setelah meninggalkannya.
Pasal 109
Pelaksanaan denda dan tindakan penebusan
1. Negara Penandatangan memberlakukan denda atau penebusan yang
diperintahkan oleh Pengadilan menurut Bagian 7, tanpa mengurangi hak
bonafide pihak ketiga, dan sesuai dengan prosedur hukum nasionalnya.
2. Jika Negara Penandatangan tidak mampu melaksanakan perintah penebusan
itu, Negara itu melakukan pengembalian nilai aset, harta benda atau aset-
aset yang diperintahkan oleh Pengadilan untuk ditebus, tanpa mengurangi
hak bonafide pihak ketiga.
3. Harta benda, hasil/pendapatan dari penjualan harta tetap atau, bila sesuai,
penjualan harta benda lain, yang diperoleh oleh Negara Penandatangan
sebagai hasil dari pelaksanaan penetapan Pengadilan dipindahkan ke
Pengadilan.
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Pasal 110
Peninjauan oleh Pengadilan menyangkut pengurangan hukuman
1. Negara pelaksana tidak melepaskan orang sebelum berakhirnya masa
hukuman yang dijatuhkan Pengadilan.
2. Pengadilan sendiri memiliki hak untuk memutuskan setiap pengurangan
hukuman, dan mengatur mengenai masalah setelah memeriksa orang  itu.
3. Pada saat orang itu telah menjalankan dua pertiga dari masa hukuman, atau
25 tahun dalam hal hukuman seumur hidup, Pengadilan meninjau hukuman
untuk menentukan apakah hukumannya dikurangi atau tidak. Tinjauan itu
tidak dilakukan sebelum waktunya.
4. Dalam peninjauannya yang menurut ayat 3, Pengadilan dapat mengurangi
hukuman jika Pengadilan berpendapat bahwa satu faktor atau lebih berikut
ini dipenuhi :
(a) Ada kemauan awal dan kemauan yang terus-menerus dari orang itu
untuk bekerjasama dengan Pengadilan dalam investigasi dan
penuntutannya;
(b) Bantuan sukarela dari orang sehingga memungkinkan pelaksanaan
penetapan dan perintah Pengadilan dalam kasus-kasus lainnya, dan
khususnya dalam memberi bantuan penetapan aset sesuai dengan
perintah denda, penebusan atau pengantian kerugian yang digunakan
untuk kepentingan/keuntungan korban; atau
(c) Faktor-faktor lain yang menetapkan perubahan yang jelas dan pasti
terhadap keadaan yang cukup untuk membenarkan pengurangan
hukuman, seperti yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Bukti.
5. Jika pengadilan menentukan dalam tinjauan awalnya menurut ayat 3 bahwa
orang itu tidak sesuai untuk dikurangi hukumannya, Pengadilan setelah itu
meninjau permasalahan pengurangan hukuman pada jeda dan menerapkan
kriteria seperti yang ditetapkan untuk itu dalam Aturan Prosedur dan Bukti.
Pasal 111
Pelarian
Jika narapidana/terhukum melarikan diri dari tahanan dan melarikan diri dari
Negara pelaksana, Negara itu, setelah berkonsultasi dengan Pengadilan, dapat
mengajukan permohonan penyerahan orang itu dari Negara orang itu berada
sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang ada, atau meminta kepada
Pengadilan untuk mencari/meminta penyerahan orang itu, sesuai dengan Bagian
9. Pengadilan dapat memerintahkan agar orang itu dikirim ke Negara dimana
dia menjalani hukuman atau ke Negara yang ditunjuuk lainnya oleh Pengadilan.
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BAGIAN 11
MAJELIS NEGARA PENANDATANGAN
Pasal 112
Majelis Negara Penandatangan
1. Majelis Pihak-Negara Penandatangan untuk Undang-undang ini dibentuk.
Masing-masing Negara Penandatangan memiliki satu perwakilan di dalam
Majelis yang dilengkapi dengan pengganti dan penasihat. Negara-negara
lain yang telah menandatangani Undang-undang ini atau Final Act dapat
menjadi peninjau Majelis ini.
2. Majelis :
(a) Mempertimbangkan dan menerapkan, sebagaimana mestinya,
rekomendasi Komisi Persiapan;
(b) Memberi pandangan manajemen kepada Pejabat Presiden, Penuntut
dan Panitera menyangkut administrasi Pengadilan;
(c) Mempertimbangkan laporan dan aktifitas Biro yang dibentuk
berdasarkan ayat 3 dan mengambil tindakan yang perlu dalam masalah
ini;
(d) Mempertimbangkan dan memutuskan anggaran untuk Pengadilan;
(e) Memutuskan apakah pengganti, sesuai dengan pasal 36, jumlah hakim;
(f) Mempertimbangkan sesuai dengan pasal 87, ayat 5 dan 7, setiap
pertanyaan yang menyangkut non koperasi;
(g) Menjalankan fungsi lainnya sesuai dengan Undang-undang ini atau Aturan
Prosedur dan Bukti.
3. (a) Majelis memiliki Biro yang terdiri dari Presiden, dua Wakil Presiden
dan 18 anggota yang dipilih oleh Majelis selama jangka waktu tiga
tahun.
(b) Biro memiliki peran perwakilan, mengambil pertimbangan, terutama,
penyebaran geografik yang layak dan perwakilan yang cukup terhadap
sistem hukum pokok dunia.
(c) Biro mengadakan pertemuan sesering mungkin, tetapi sekurang-
kurangnya satu kali setahun. Biro membantu Majelis dalam pelaksanaan
perwakilannya.
4. Majelis dapat menetapkan badan-badan perwakilan sebagaimana perlunya,
termasuk mekanisme tinjauan independen untuk melakukan inspeksi, evaluasi
dan investigas Pengadilan, untuk mendorong efisiensi dan penghematan.
5. Presiden Pengadilan, Penuntut dan Panitera atau perwakilannya dapat
berpartisipasi sebagaimana mestinya, dalam rapat-rapat Majelis dan  Biro.
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6. Majelis mengadakan rapat di kedudukan Pengadilan atau di Kantor Pusat
PBB satu kali setahun, bila keadaan menghendaki, mengadakan pertemuan
khusus. Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, rapat khusus
diadakan oleh Biro atas inisiatif sendiri atau atas per-mintaan sepertiga dari
Negara Penandatangan.
7. Setiap Negara Penandatangan memiliki satu suara. Setiap usaha dilakukan
untuk meraih/mencapai keputusan melalui konsensus di dalam Majelis dan
di Biro. Jika konsensus tidak dapat dicapai, kecuali ditetapkan lain dalam
Undang-undang itu :
(a) Keputusan mengenai masalah substansi harus disetujui oleh mayoritas
dua pertiga mayoritas yang hadir dan pemungutan suara diadakan
sehingga mayoritas mutlak para Negara Penandatangan mencapai
kuorum untuk pemungutan suara itu;
(b) Keputusan mengenai masalah prosedur diambil melalui mayoritas
sederhana dari Pihak-Negara Penandatangan yang hadir dan
memberikan suara.
8. Negara Penandatangan yang menunggak dalam pembayaran kontribusi
keuangan terhadap biaya Pengadilan tidak memiliki hak suara di dalam
Majelis dan di dalam Biro jika jumlah tunggakannya setara atau melebihi
jumlah kontribusi yang jatuh tempo dari tunggakan itu selama dua tahun
pertama penuh. Majelis, bagaimanapun dapat mengizinkan Negara
Penandatangan untuk memberikan suara dalam Majelis dan di dalam Biro
jika dinyatakan bahwa gagal membayar yang jatuh tempo untuk syarat-
syarat di luar kotrol/kendali Negara Penandatangan.
9. Majelis dapat menerapkan aturan prosedurnya sendiri.
10. Bahasa resmi dan bahasa kerja Majelis adalah sama dengan yang digunakan
dalam Majelis Umum PBB.
BAGIAN 12
PENDANAAN
Pasal 113
Peraturan Keuangan
Kecuali secara khusus ditetapkan lain, seluruh masalah keuangan yang terkait
dengan Pengadilan dan rapat-rapat Majelis Pihak-Negara Penandatangan,
termasuk Biro dan badan-badan perwakilannya, diatur oleh Undang-undang ini
dan Peraturan Keuangan serta Peraturan yang diterapkan oleh Majelis Negara
Penandatangan-negara.
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Pasal 114
Pembayaran pengeluaran
Pengeluaran pengadilan dan Majelis Negara Penandatangan, termasuk Biro dan
badan-badan perwakilan, dibayar dari dana Pengadilan.
Pasal 115
Dana Pengadilan dan Majelis Negara Penandatangan-negara
Pengeluaran Pengadilan dan Majelis Negara-negara, termasuk Biro dan badan-
badan perwakilannya, seperti yang ditetapkan untuk anggaran yang diputuskan
oleh Majelis Negara Penandatangan-negara, ditetapkan oleh sumber-sumber
berikut ini :
(a) Kontribusi yang dibebankan dibuat oleh para Negara Penandatangan;
(b) Dana yang ditetapkan oleh PBB, harus memperoleh persetujuan Majelis
Umum, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran yang dibebankan
karena penyerahan oleh Dewan Keamanan.
Pasal 116
Sumbangan sukarela
Tanpa mengurangi pasal 115, Pengadilan dapat menerima dan me-manfaatkan
dana tambahan, sumbangan sukarela dari Negara-negara, organisasi-organisasi
internasional, pribadi-pribadi, perusahaan-perusahaan dan badan-badan hukum
lainnya, sesuai dengan kriteria yang bersangkutan yang diterapkan oleh Majelis
para Negara Penandatangan.
Pasal 117
Pembebanan sumbangan
Sumbangan para Negara Penandatangan dibebankan sesuai dengan jumlah/ skala
pembebanan yang disetujui, berdasarkan skala yang diterapkan oleh PBB untuk
anggaran reguler dan disesuaikan sesuai dengan prinsip-prinsip atas mana skala
itu didasarkan.
Pasal 118
Audit tahunan
Catatan, buku-buku dan rekening-rekening Pengadilan, termasuk laporan
keuangan tahunan, diaudit setiap tahun oleh auditor independen.
BAGIAN 13.  KLAUSA PENUTUP
Pasal 119
Penyelesaian perselisihan
1. Setiap perselisihan menyangkut fungsi-fungsi peradilan dari Pengadilan
diselesaikan melalui keputusan Pengadilan.
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2. Perselisihan lainnya antara dua Negara Penandatangan atau lebih yang
menyangkut penafsiran atau pelaksanaan Undang-undang ini yang tidak
diatur melalui negosiasi dalam waktu tiga bulan dari permulaannya mengacu
pada Majelis Negara Penandatangan-negara. Majelis dengan sendiri dapat
mencari penyelesaian perselisihan atau membuat rekomendasi mengenai
upaya-upaya/cara-cara penyelesaian selanjutnya mengenai perselisihan itu,
termasuk penyerahan ke Mahkamah Internasional sesuai dengan Undang-
undang Pengadilan itu.
Pasal 120
Syarat-syarat/keberatan-keberatan
Tidak ada syarat-syarat/keberatan-keberatan yang dibuat untuk Undang-undang
ini.
Pasal 121
Amandemen
1. Setelah berakhirnya masa tujuh tahun dari pembuatan Undang-undang ini,
Negara Penandatangan dapat mengajukan amandemen untuk itu. Teks
amandemen yang diajukan dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB, yang secara
tepat waktu mengedarkannya ke seluruh Negara Penandatangan.
2. Tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal pemberitahuan, Majelis para Negara
Penandatangan, pada rapat berikutnya, melalui mayoritas yang hadir dan
yang memberikan suara, memutuskan apakah menerima proposal itu atau
tidak. Majelis dapat menghadapi proposal itu secara langsung atau
mengundang rapat Konferensi Peninjauan jika masalah yang terlibat itu
memperoleh jaminan.
3. Penerapan amandemen para rapat Majelis Negara Penandatangan atau
pada Konferensi Peninjauan dimana tidak dicapai konsensus memerlukan
suara dua pertiga mayoritas dari Negara Penandatangan-negara.
4. Kecuali ditetapkan dalam ayat 5, amandemen diberlakukan bagi seluruh
Negara Penandatangan satu tahun setelah penyerahan instrumen ratifikasi
atau penerimaannya telah disampaikan oleh Sekretaris Jendral PBB dengan
tujun perdelapannya.
5. Setiap perubahan pasal 5, 6, 7 dan 8 Undang-undang ini akan berlaku bagi
Negara yang menandatangani yang telah menerima perubahan satu tahun
setelah penyerahan instrumen ratifikasinya atau penerimaannya. Hal yang
menyangkut Negara Penandatangan yang belum menerima amandemen,
Pengadilan tidak melakukan yurisdiksi yang menyangkut kejahatan yang
dicakup oleh amandemen bila dilakukan oleh warga Negara Negara
Penandatangan atau di wilayahnya.
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6. Jika amandemen telah diterima oleh tujuh perdelapan dari Negara
Penandatangan-negara sesuai dengan ayat 4, setiap Negara Penandatangan
yang belum menerima amandemen dapat menarik diri dari Undang-undang
ini dengan pemberlakuan segera, meskipun terdapat pasal 127, ayat 1,
tetapi sesuai dengan pasal 127, ayat 2, dengan mengirim pemberitahuan
tidak lebih dari satu tahun setelah pemberlakuan amandemen itu.
7. Sekretaris Jenderal PBB mengedarkan ke seluruh Negara Penandatangan
setiap amandemen yang diterapkan pada rapat Majelis Negara
Penandatangan atau Konferensi Peninjauan.
Pasal 122
Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan sifat kelembagaan
1. Amandemen terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang secara
khusus menyangkut sifat kelembagaan, yang disebut, dalam pasal 35, pasal
36, ayat 8 dan 9, pasal 37, pasal 38, pasal 39, ayat 1 (dua kalimat yang
pertama), 2 dan 4, pasal 42, ayat 4 hingga 9, pasal 43, ayat 2 dan 3, dan
pasal 44, 46, 47 dan 49, dapat diajukan sewaktu-waktu meskipun terdapat
pasal 121, ayat 1, para Negara Penandatangan manapun. Teks amandemen
yang diajukan dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB atau orang lain yang
ditunjuk Majelis Umum para Negara Penandatangan secara tepat waktu
mengedarkannya ke seluruh Negara Penandatangan dan yang berpartisipasi
di dalam Majelis itu.
2. Amandemen menurut pasal ini bilamana tidak dicapai konsensus diterapkan
oleh Majelis Negara Penandatangan-negara atau oleh Konfe-rensi
Peninjauan, oleh mayoritas dua pertiga Pihak-Negara Penanda-tangan.
Amandemen itu berlaku bagi seluruh Negara Penandatangan enam bulan
setelah penerapan oleh Majelis atau, sebagaimana terjadi oleh Konferensi
itu.
Pasal 123
Peninjauan Undang-undang
1. Tujuh tahun setelah pemberlakuan Undang-undang ini Sekretaris Jenderal
PBB mengundang Konferensi Peninjauan untuk memeprtimb setiap
amandemen terhadap Undang-undang ini. Peninjauan mencakup, tetapi tidak
terbatas pada daftar kejahatan yang termuat dalam pasal 5. Konferensi
dibuka bagi Negara-negara yang berpartisipasi dalam Majelis Negara
Penandatangan-negara dan berdasarkan syarat-syarat yang sama.
2. Sewaktu-waktu setelah itu, permohonan dari Negara Penandatangan dan
untuk tujuan yang ditetapkan dalam ayat 1, Sekretaris Jenderal PBB, atas
persetujuan mayoritas Negara Penandatangan, mengundang Konferensi
Peninjauan.
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3. Ketentuan pasal 121, ayat 3 hingga 7, berlaku terhadap penerapan dan
pemberlakuan setiap amandemen Undang-undang yang dieprtimb pada
Konferensi Peninjauan.
Pasal 124
Ketentuan peralihan
Meskipun terdapat pasal 12 ayat 1 dan 2, Negara, mengenai menjadi pihak
pada Undang-undang ini, dapat mengumumkan bahwa, selama masa waktu tujuh
tahun setelah pemberlakuan Undang-undang ini untuk Negara yang bersangkutan,
Negara itu tidak menerima yurisdiksi Pengadilan yang menyangkut kategori
kejahatan yang mengacu pada pasal 8 bila kejahatan itu diduga keras telah
dilakukan oleh warga Negaranya atau di wilayahnya. Deklarasi menurut pasal
ini dapat ditarik sewaktu-waktu. Ketentuan pasal ini ditinjau pada Konferensi
Peninjauan yang diundang berdasarkan pasal 123, ayat 1.
Pasal 125
Tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan
atau pencapaian
1. Undang-undang ini dibuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara di
Roma, di markas besar FAO PBB, pada tangal 17 Juli 1998. Setelah itu
Undang-undang masih terbuka untuk penandatanganan di Roma di
Departemen Luar Negeri Italia hingga tanggal 17 Oktober 1998. Setelah
tanggal itu, Undang-undang masih tetap terbuka untuk ditandatangani di
New York, di Markas Besar PBB, hingga 31 Desember 2000.
2. Undang-undang ini mewajibkan adanya ratifikasi, penerimaan atau
persetujuan melalui Negara-negara penandatangan. Perangkat-perangkat
ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB.
3. Undang-undang ini terbuka untuk penambahan oleh seuruh Negara.
Perangkat penambahan dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB.
Pasal 126
Pemberlakuan
1. Undang-undang ini berlaku pada tanggal dan bulan 60 hari mengikuti tanggal
penyerahan instrumen ke-60 ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau
pencapaian ke Sekretaris Jenderal PBB.
2. Bagimasing- negara yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau menambah
terhadap Undang-undang ini setelah pengiriman ke-60 instrumen ratifikasi,
penerimaan, persetujuan atau penambahan, Undang-undang ini berlaku pada
hari pertama bulan itu setelah 60 hari setelah dikirim oleh Negara itu mengenai
instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan.
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Pasal 127
Penarikan diri
1. Negara Penandatangan melalui pemberitahuan tertulis dialamatkan ke
Sekretaris Jenderal PBB, dapat menarik diri dari Undang-undang ini.
Penarikan diri berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan,
kecuali pemberitahuan itu menetapkan tanggal selanjutnya.
2. Negara yang diberhentikan karena alasan penarikan diri, dari kewajiban
yang timbul dari Undang-undang ini selama Negara itu masih merupakan
Pihak Undang-undang, termasuk kewajiban keuangan yang dibebankan.
Penarikan diri tidak berlaku terhadap kerjasama dengan Pengadilan
berkaitan dengan investigasi dan penyidikan kejahatan sehubungan dengan
Negara yang menarik diri memiliki kewajiban untuk bekerjasama dan dimulai
sebelum tanggal penarikan berlaku, atau tidak mengurangi setiap cara
pertimbangan yang dilanjutkan dari setiap masalah yang telah ada menurut
pertimbangan oleh Pengadilan sebelum tanggal penarikan berlaku.
Pasal 128
Teks asli
Teks asli Undang-undang ini, yang ditulis dalam teks berbahasa Arab, Cina,
Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama aslinya, dikirim ke Sekretaris Jenderal
PBB, yang mengirimkan salinan asli teks itu ke seluruh Negara.
DEMIKIANLAH, ditandatangani, diresmikan oleh pemerintah masing-masing,
yang telah menandatangani Undang-undang ini.
Dibuat di Roma, pada tanggal 17 Juli 1998
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